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Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahu:ry. 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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BUPATI BOMBANA, 
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SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

NOMOR lfr TAHUN 2023 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
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~. 1L- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
---~{/~ '.l -,:; Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

- /,.,, Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); · 

10. 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4022); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik fndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
ten tang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 



6. 

5. 

Daerah adalah Kabupaten Bombana; 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana; 
Bupati adalah Bupati Bombana; 

! 

Kas Umurn Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung 
seluruh Petjerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran 
Daerah. i 

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan ! oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 
Penerimaanj Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah 
pada bank yang ditetapkan. 

! 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah 'urraur' perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. 

I 

1. 
2. 
3. 
4. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

' .PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 
i 

, 
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembar Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 
Nomor 3); 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan · Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593); 



17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

9. 

8. 

I 

i 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah 

I 

yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 
I 

Anggaran fendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat AfBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan ;dengan Peraturan Daerah. 
Dokumen Ifelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang 
memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 
melaksariakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan 
sebagai dasf1T pelaksanaan anggaran olehPengguna Anggaran. 
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar 
penerbitan i surat permiritaan pembayaran atas pelaksanaan 
APBD. 
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan 
pernbayarari. 
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluarari untuk membiayai kegiatan operasional pada 

I 

SKPD /unit iSKPD dan/ atau untuk membiayai pengeluaran yang 
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui 
mekanisme '.pembayaran langsung 
Pembayarari Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah 
pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima 

i 

hak . lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau 
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah 
membayar langstmg. 
Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah 
tambahan !uang muka yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai 
pengeluarari atas pelaksanaan APBD yang tidak cuku p didanai 
dari UP dengan batas waktu dalam 1 ( satu) bulan. 
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah 

I 

Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD. 
I . 

Surat Periritah Membayar UP.yang selanjutnya disingkat SPM-UP 
I 

adalah dokurnen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang 

I 

drpergu najcari sebagai UP untuk mendanai kegiatan. 
i .. 

Surat Perintah Membayar Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat ~PM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan i Surat Perintah Pencairan Dana atas beban 
pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk 
mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

7. 



28. · Pelayanan ! Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 
kebutuhan dasar warga Negara. 

' 29. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan 
mutu pelayarian dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

30. Badan Layarian Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada 
SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

' pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya~ 

27. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang 

I 
dimiliki daerah, 

! 

24. Peraturan ! Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan i perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD 
dengan persetujuan bersama Bupati. 

' 25. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang 
menjadi kewerrangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh kernerrteriarr negara dan penyelenggara Pemerintahan 
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

! 

26. Urusan Pemerinrahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh semua daerah. 

I 

21. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 
semua bararig yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau 
berasal drufi perolehan lainnya yang sah. 

22. Sisa Lebih i Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama 1 ( satu) periode anggaran. 

23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemeriritah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau akibat lainnya yang sah. 

i 

19. Surat Perirrtah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut 
SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD 
kepada pihak ketiga. 

20. Surat Perirrtah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
atas bebani APBD. 

i 

18. Surat Periritah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah 

I 

Pencairan I Dana, atas be ban pengeluaran DPA SKPD, karena 
kebutuhan.dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP. 

I 



(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
dilakaanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan.' 

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana.dirriaksud padaayat (1) terdiri atas: 
a. pengeloia keuangan daerah; 

Pasal 2 

BAB II 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

34. Standar Akuritanai Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP 
adalah pr'inaip-prineip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun ldanmenyajikan laporan keuangan pemerintahan. 

I 

35. Kebijakan ;Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, 
konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah 
Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuarigan pemerintah Daerah untuk memenuhi 
kebtrtuhari] penggunaan laporan keuangan dalam rangka 
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap 
anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

36. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
I , 

SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyeleriggaraari, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan 
fungsi akuritanei sejak analisis transaksi sampai dengan 
pelaporan *euangan dilingkungan organisasi pemerintah Daerah. 

37. Bagan Ak1,1n Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 
daftar kodefilcasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan 
yang disti.sun secara sistematis sebagai pedoman dalam 

I 

pelaksanaari anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah 
Daerah. : 

38. Hari adalah hari kerja. 

33. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur 

! 

ketersediaa'.n dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD 
dalam setiap periode. 

! 

31. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai 
ASN adafah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

I 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

32. Badan Ueaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh daerah. 

i 



BERITA DAER.AH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR t,,. 

SEKRTARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 
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2023 
Diundangkan di iRumbia 
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TI BOMBANA, 

2 

NO UNIT/SATUAN KERJA PA \AF 
I 
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Ditetapkan di Rumbia 
Pada tanggal so i)eSeM~~2023 

PARAF KOORDINASI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
• I 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bombana. 

I 

BAB III 
PENUTUP 
Pasal 3 

b. penyusunan rancangan APBD; 
I 

c. penetapan APBD; 
I 

d. pelaksariaan dan penatausahaan; 
e. laporan i realisasi semester pertama APBD dan perubahan 

APBD; i 
. f. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; 

.; I 

g. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
h. kekayaari daerah dan utang daerah; 
i. badan layanan umum daerah; 
j. penyelesaian kerugian keuangan daerah; 
k. informa~i keuangan daerah; 

' 1. pembinaan dan pengawasan. 
(3) Ketentuan mengeriai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimarra dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

I 

Peraturan Bupati ini. 



BABI i 

PENGELOLA KElf ANGAN DAERAH I- 1 

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAE RAH 

l I - 1 

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I-2 
C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH I- 2 
D.KUASABUD I-3 
E. PENGGUN~ANGGARAN I-4 
F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN I-5 
G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I-7 
H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD I-8 
I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD I-8 
J. BENDAHARA I-9 
K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) I- 13 

: 

BAB II i 
ANGGARAN.PENI;>APATAN DAN BELANJA DAERAH II - 1 

A. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) II - 1 
B. STRUKTUR [ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

II- 2 DAE RAH : 
C. PENDAPATAN DAERAH II-3 
D. BELANJA DAERAH II-7 
E. PEMBIAYAAN DAERAH II- 21 
F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT II- 26 
G. KETENTUAN SILPA II-27 

' 

BAB III III - 1 
ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH . ' 

A. KUA DAN PPAS III - 1 
B. RKASKPD' III - 23 
C. RANCANGAN PERDA APBD III - 34 
D. RANCANGAN PERKADA PENJABARAN APBD ' III - 54 

BAB IV IV-1 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD IV- 1 
B. PERSETUJBAN RANCANGAN APBD IV-2 
C. EVALUASI RANCANGAN APBD IV-5 
D. PENETAPA~ PERDA APBD DAN PERBUP PENJABARAN APBD IV-8 
E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERBUP APBD IV-9 I 

I 
DALAM HAL TIDAK MENCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA 

DAFTARISI 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR ~'} TAHUN 2023 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 



BABV 
. PELAKSANAAN QAN PENATAUSAHAAN V-1 

A. KERANGKA;PENGATURAN V-1 
B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH V-2 
C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS V-9 
D. PENYIAPANI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD 

V-11 (DPA-SKPDi : 

E. PENYIAPAN\ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH V-19 
F. SURAT PE~EDIAAN DANA (SPD) V-23 
G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN V-25 
H. PEMBUKUA~ BENDAHARA PENERIMAAN V-31 
I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 

PENERIMAAN V-34 

J. REKONSILIASI PENERIMAAN V-37 
K. PENETAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN I V-38 PENDAPATAN 
L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA V-40 
M. PENETAPAN1 BESARAN UANG PERSEDIAAN V-67 
N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN V-68 
0. PERMINTAAN PEMBAYARAN V-69 
P. PERINTAH MEMBAYAR V-86 
Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA V-106 
R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN V- 111 
S. PENY AMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

V-117 BENDAHARAPENGELUARAN 
T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG 

V-124 ' MELAMPAUI:TAHUN ANGGARAN 
U. BELANJA Wi'.',.JIB DAN MENGIKAT V-126 
V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK V-127 
W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN V-127 
X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN V-129 

BAB VI 
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN VI- 1 

I 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
A. LAPORAN: REALISASI SEMESTER ANGGARAN VI- 1 PENDAPATAN DAN BELANDA DAERAH PERTAMA APBD 
B. PRASYAR.AT PERUBAHAN APBD VI-2 
C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS VI-2 
D.PERGESERANANGGARAN VI-3 
E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA VI-4 
F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT VI-5 
G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA VI-6 
H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD VI-8 
I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD VI-30 
J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD VI-30 
K. EVALUASI! RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN VI-31 

; 

RANCANGAN PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD 
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/\. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
i 

1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
i 

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 
' kekayaan qaerah yang dipisahkan. 

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai 
kewenangan: 
a. Menyusun rancangan Perdatentang APBD, 
b. Raricangan Perda tentang perubahan APBD, 
c. Rancarigan Perda tentang pertanggungjawaban 

Pelaksariaan APBD; 
d. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan 

Perda terrtang perubahan APBD, dan rancangan Perda 
tentang ! pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 
DPRD urituk dibahas bersama; 

e. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
I perubah'an APBD, dan rancangan Perda ten tang 
I 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD; 

I 

f. merietapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
i 

g. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan. mendesak 
' terkait \ Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat 

dibutu.hkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat; 
i 

h. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
I 

1. menetapkan KPA; 
J. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan. 
pernurigirtan pajak daerah dan retribusi daerah; 

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
Utang dk PiutangDaerah; 

1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan perigujran 
I 

atas tagihan danmemerintahkan pembayaran; : 

Pengelol~ Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola 
keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang 
meliputi i perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

! 
Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola 
Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, 
penggunaan j dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. Dokurrien dalam Peraturan Bupati ini, disajikan dalam 
bentuk Ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan 
kebutuhan informaai yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan 
pengelolaan keuarigan daerah. 

Pengelola] Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan 
I 

fungsinya maaing- masing sebagai berikut: 

BAB I 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 



1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah mempunyai tugas: 
a. koordmasi dalam pengelolaan keuangan daerah; 
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, 

I 

rancang~ perubahan APBD, dan rancangan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c. koordirraei penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan 

keuarigan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundahg-undangan; dan 

I 
f. memimpin TAPD. 

! 

2. Koordinasi I dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit 
meliputi: 
a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur 

perigelolaarr keuangan daerah; 
h koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah; dan 
I 

c. koordirrasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
I 

daerah.; 

c. kepala ~KPD selaku Pengguria Anggaran (PA). 
H. KOORDINATQR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

I 

4. Dalam melaksariakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian 
I 

atau selur'uh kekuasaannya yang berupa perencanaan, 
penganggru;-an, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah 
kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan 
sistem perigendalian internal yang didasarkan pada prinsip 
pemisahari] kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, 
dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan 
kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: 
a. sekretat1s daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah; 1 

h kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD); dan 

; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 
Keuang~ Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

n. melakaanakan kewenangan lain sesuai dengan 
keterrtuan peraturan perundang-undangan. 

3. Selain kewenarigan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu 
paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, 
bendahara ! pengeluaran pembantu, bendahara bantuan 
operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit 
organisasi ber sifat khusus dan/ atau bendahara khusus lainnya 
yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

I 



e. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur 
dalam Pkrda; 

f. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 
I 

g. dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

I 

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
I 

a. menyu sun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
I 

b. mengesahkan DPA-SKPD; 
I 

c. melakuKan pengendalian pelaksanaan APBD; 
I 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistempenerimaan 
i - dan pengeluaran kas daerah; 

e. melaksariakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 

I 
atas nama pemerintah daerah; 

I 

h. rnelalcearialcan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah; 

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
j. melalcukan pencatatan dan pengesahan dalam hal 

penenmaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 
I 

keterrtuan peraturan perundang- undangan, yang tidak 
dilakukari melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

I 

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: 
I 

a. mengelola investasi; 
I 

b. menetapkan anggaran kas; 
c. melakukk pembayaran melalui penerbitan SP2D; 
d rrembulca rekening Kas umum daerah; 
e. merubuka rekening penerimaan; 
f. membtrka rekening pengeluaran; dan 
g.menyusun i Iaporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

c. 
d. pelaksanaan 

menyusun rancangan Perda tentang APBD, 
I 

rancangan Perda tentang perubahan APBD, 
dan ra'.ncangan Perda tentang pertanggungjawaban 

I 

APBD; f 

b. 

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang 
I 

melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada 
pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah yang mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

I daerah: i 
' i I 

c. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
l 

d. Koordiriator pengelolaan keuangan daerah dalam 
I 

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. 
I 

e. Koordiriator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan 
I 

terkait l dengan peran dan fungsi sekretaris daerah 
membaritu Bupati dalam menyusun kebijakan dan 
mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

I 

daerah terma suk Pengelolaan Keuangan Daerah. 
I 



D. KUASA BUD • 
1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 

kepada Bupati urrtuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 
2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

I 

3. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. 

I 
4. Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. mernantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 
ditunjuk; 

e. menguJahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 
pelaksa'.naan APBD; 

I 

f. menyimpan uang daerah; 
I 

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 
mengelola.,' menatausahakan investasi; 

' h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas 
Be ban .f\.PBD; 

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama 
pemerintah daerah; 

j. melaku~an pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 
melakukan penagihan piutang daerah. 

5. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 
a. rnenyiaplcan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun 

dan rneriguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 
ditetapkan oleh BUD; 

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam 
I 

mengelola piutari.gmenatausahakan penyisihan dana bergulir 
I 

yang tidak tertagih atas investasi; dan 
c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan 

I 

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 
6. Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD. 
7. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) 

Kuasa Buol di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan kriteria 
meliputi bJsaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, 
lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

4. Dalam hal i kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan 
dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan 
peraturan : perundang-undangan dapat melaksanakan 
pemungutan pajak daerah. 

5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat 
ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat 
langsung d~ investasi tersebut. 

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 
kewenarigan SKPKD, .SKPD sesuai ketentuan peraturan 
perundang-uridangan dapat melaksanakan pengelolaan 
investasi. i 



' 
E. PENGGUNA ANGGARAN 

1. Kepala SKP:D selaku PA mempunyai tugas: 
I a. menyusun RKA SKPD 
I 

b. menyu sun DPA SKPD; 
c. melalcukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban ariggarari belanja dan atau pengeluaran pembiayaan; 
d. melaksai1.akan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

. . I 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
i pembayaran; 

f. melaksah.akan pemungutan retribusi daerah; 
I 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 
dalam .batas anggaran yang telah ditetapkan; 

I 

h. menandatangani SPM; 
I 

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 
I 

jawab SKPD yangdipimpinnya; 
I 

J. merryu strn dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipirnpirmya; - 

! 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPI'K) dan 

I 

Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) SKPD; 
m.merietapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

. I 
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 

I 
n. melaksapakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraruran perundang- undangan. 
i 

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, 
! 

meliputi: , 
a. menyu sun anggaran kas SKPD; 

I 

b. melaksariakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; 
c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

I 
d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
e. menyusiln dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja I atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 
I 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak 
dilakukk melalui Rekening Kas Umum Daerah, 

f. BUD mcilakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan 
I Pengeluaran Daerah tersebut; dan 
I 

g. menyu sun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpirmya kepada PPKD selaku BUD. 

I 
3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran {PA) mempunyru 

I wewenarig,' meliputi: 
a. rnenarrdatarigarii dokumen permintaan pengesahan 

pendapJ.tan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran 
daerah kesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. 

I 

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
I 

(NPHD);j 
c. menaridatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 

I 

d. merietapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 
dalam rarigka pengelolaan keuangan daerah; dan 

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 
I 

Beridab.ara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara 
I 

. I 
! 



F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala 

I 
Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

2. Pelimpahari kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran 
I 

anggaran i kegiatan/sub kegiatan, lokasi, rentang kendali, 
I 

dan/ atau bebari kerja. 
3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan 

dilalcukan] oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran 
Kegiatan/ sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati. 

kesempatan kepada 
pekerjaan sehingga 
dengan ketentuan 

peraturan ketentuan sesuai 
I 

Pengeluaran Pembantu 
i perundang-undangan; 
I 

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan 
! 

weweriarig] melaksanakan pemungutan pajak daerah PA 
I 

melaksanakan pemungutan pajak: daerah sesuai dengan 
I 

ketentuan [peraturan perundang-undangan. 
5. Mengelola I utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

I 

jawab SK,PD yang dipimpinnya merupakan akibat yang 
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD. 

I , 

6. Mengelola trtang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain 
I 

sebagai aldbat: 
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 

i sebelurnnya; 
b. hasil pekerjaan akibat pemberian 

penyedia barang/jasa menyelesaikan 
I 

melampairi tahun anggaran sesuai 
peraturan perundang- undangan; 

c. ak:ibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum I tetap; dan 

d. kewajibari lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 
I 

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan 
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraruran perundang-undangan. 

7. Merigelola] piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai 
ak:ibat: 
a. perjanjian atau perikatan; 
b. berdasa'rkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. ak:ibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum i tetap; dan 
I 

d. piutang' lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Dalam ha~ mengadak:an ikatan untuk pengadaan barang dan 
jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. PA yang bertindal<: sebagai pejabat pembuat komitmen dapat 
I 

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
I 

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
sesuai keterrtuan peraturan perundang- undangan. 

10.PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan 
weweriarignya kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

! 



4. Pertimban*an lokasi dan/ atau · rentang kendali dilakukan 
terhadap ~KPD yang membentuk Ca bang Dinas, Unit Pelaksana 
Teknis Daerah, dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan 

I 
peraturan peruridang- undangan. 

5. Berdasark~ pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah 
selaku PA dapat melimpahkan pada kepala bagian di 

I 

Sekretariat Daerah selaku KPA untuk melakukan pengelolaan 
I keuarigan.] 

6. Pelimpahari sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas 
I 

usul kepala SKPD. 
I 

7. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi: 
I 

a. melalcukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
atas beban anggaran belanja; 

. I 

b. melakaanakan ariggararr Unit SKPD yang dipimpinnya; 
I 

c. melalcukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
I pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak 
I 

lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan; 
I 

e. melalcsanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya; 
g. dan melaksariakan tugas KPA lainnya sesuru 

dengari ketentuan peraturan perundang-undangan. 
I 

8. Dalam melaksanakan tugas/kewenangannya, KPA bertanggung 
jawab kepcida PA . . i 

9. Dalam hal I kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan 
I 

dari keweriarigan SKPKD, PA dapat melimpahkan 
I . 

kewenangarmya memungut pajak daerah kepada KPA. 
t o.Dalam halJ PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan 
! 

SPM-LS. l 
11.Dalam hal I mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan 

jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai 
I 

dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 
I 

12.KPA yang merarigkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat 
I 

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
I 

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
I 

sesuai ketehtuan peraturan peruridang- undangan. 
I 

13.Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA 
mempunyai tugas: 
a. meriyueu.n RKA-Unit Organisasi bersifat khusus; 

I 

b. menyusun DPA-Unit Organisasi bersifat khusus; 
I 

c. mefalcufcari tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan; 

d. melakaanakari anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 
yangdipi~pinnya; 

e. melalcukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
I pembayaran; 

f. melaksariakan pemungutan retribusi daerah; 
I 
I 



G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
i 

1. PA/KPA lctalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan 
rnerretap'kari pejabat pada SKPD /Unit SKPD selaku PPfK. 

I 
2. PPfK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

I 

3. Togas PP11K dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA 
meliputi: , 
a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 

I 

teknis Kegiatan Z sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; 
I 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 
atas Be ban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan; 

c. dan me'nyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada 
Kegiafarr/B'ub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan 
peraruran perundang- undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/ jasa. 

4. Togas mengeridalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis 
Kegiatan z Sub kegiatan meliputi: 

I 
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub 

lcegiatari; 
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub 

kegiatan kepadaPA/KPA. 
5. Togas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 

anggaran *tas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub 
kegiatan meliputi: 
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub 

I 
kegiatan; 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai 
I 

dengan : persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 
I . 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menaridatanganl SPM; 

I 
1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

I 
jawab S~PD yang dipimpinnya; 

j. menyu sun dan menyampaikan laporan keuangan unit 
I 

orgarrisaei bersifatkhusus yang dipimpinnya; 
! 

k. rriengawa.si pelaksanaan anggaran pada unit organisasi 
bersifat khusus yangdipimpinnya; 

I 

1. menetapkan PPfK dan PPK-Unit SKPD; 
m. merietapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus i yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan 
keuangan daerah; dan 

n. melaksariakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
I 

peraturari perundang- undangan. 
14.Dalam lral KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai 

ketentuan [peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk 
mengambif alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah 

! 
diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. 



I!. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 
1. Kepala S~PD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 
2. Pada SKPI9J, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha 

c. menyimpan dan .menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan kegiatan. 

6. Dalam mefibantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab 
kepada PAJ 

i 

7. Dalam rnernbarrtu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung 
jawab kepada KPA. 

I 

8. Dalam h~ PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 
peraturan l peruridang- undangan, PA/KPA mengambil alih 
mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. 

I 

9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di 
Iingkurigan' SKPD/UnitSKPD. 

I 

10.Penetapan i PPTK berdasarkan pertimbangan/kriteria meliputi 
kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/ sub kegiatan, 
be ban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan 
objektif lairi.nya. 

I 

11.Pertimban~an penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan 
tugas dan fungsi. 

12.PPTK meril.pakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
I 

struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
13.Pegawai A~N yang menduduki jabatan struktural merupakan 

pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/ atau 
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas dengan 

I 

kriteria: · 
a. pejabat eselon III / Koordinator yang tidak menjabat sebagai 

KPA dan[tidak merangkap sebagai PPK SKPD. 
b. dalam lial tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan 

struktural eselon III / Koordinator, PA dapat menetapkan 
' Pejabat Ifungsional/pejabat eselon IV /Sub 

Kocrdinator yang disetarakan setingkat pejabat Eselon IV 
sebagai pelaksaria tugas pejabat administrator, selaku PPTK 
dengan krtteria: 
1) memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; dan 
2) ASN d~ngan pangkat/ golongan ruang minimal Penata Muda 

Tk.I (111/b). 
I 

14.Dalam hal I PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan 
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat 

! 

di bawah KPA dengan kriteria : 
a. memilikijkemarnpuan manajerial dan berintegritas; 
h. tidak merangkap sebagai PPK SKPD; dan 
c. ASN derigari pangkat/ golongan rnang minimal Penata Muda 

(III/a). 

perundang-undangan; dan 
I 



- . .,. . 

i 

3. Pada pol~ pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD 
melaksan~an fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang 
lingkup tugas dan wewenang BLUD. 

4 .. PPK SKPD merupakan ASN yang menduduki jabatan 
, struktural I untuk menjalankan. fungsi penatausahaan 
keuangan SKPD. 

5. Dalam hai tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan 
struktural yang menjalarikan fungsi Penatausahaan Keuangan 
SKPD, PA i dapat menetapkan Pejabat Fungsional sebagai 
pelaksana rugas yang melaksanakan fungsi sebagai PPK SKPD. 

6. PPK SKPD jtidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang 
bertugas melalcukan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah, Beridahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan 
Pembantu, ! Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 
Pembantu/ I Bendahara Khusus, dan/atau PPI'K. 

I . 

7. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 
I 

a. melakukan verifika.si SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP- 
' LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh 

Bendab'ara Pengeluaran; 
b. menyiapkan SPM; 
c. melalcukan verifikasi laporan pertanggungjawaban 

I 

Berrdah'ara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
d. melakskakan fungsi akuntansi pada SKPD; danmenyusun 

I 
laporanl keuangan SKPD. 

8. Verifikasi rileh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk 
i 

meneliti kelengkapan dan keabsahan. 
I . . 

9. Selain inelaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK 
I 

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu: 
! 

a. melalcukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

I 
lainnya; ! 

b. melakukk verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
perierirne'an; dan 

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
: I 

keabaahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta 
I 

bukti kelengkaparmya sebagai dasar penyiapan SPM. 
10.Kepala S~PD dapat menetapkan pegawai yang bertugas 

membaritu] PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas 
penatau sahaan keuangan SKPD. 

1. PEJABAT PEN}\TAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD 
I 

1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA 
menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata 

. I 
usaha keuangan pada Unit SKPD. 

I 

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 
I 

a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian lingkup 
l 

i 

keuangan ~esuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. 
i 
I 

- 



sekretariat daerah; 
I 

b. rerrtang kendali dan/atau lokasi; dan 
c. diberrtuknya unit organisasi bersifat khusus yang 

memb~rikan layanan secara profesional melalui pemberian 
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 
daerah] serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

I 

3. PPK Unit SfCPD mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
I 

pemban~u; 
b. menyiap~an SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan 

SPP- LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
I 

pembantu; dan 
c. melakuk:an verifikasi laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara 
Perigehrararr pembantu. 

4. Verifikasi I dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan 
keabsahan iSPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara 

i Pengeluaran Pembantu. 
I 

5. Verifikasi i dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan 
keabsahan : laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Perierimaarr Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD 
melaksariakan tugas lainnya meliputi: 

I . • 

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari 
benda.Hara penerimaan~mbantu/bendahara lainnya; dan 

b. menertiitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
I 

keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

7. PPK unit ! SKPD pada unit organisasi bersifat khusus 
I 

mempunyai tugas meliputi: 
a. melalcukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 
' Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

Beridahara. lainnya; 
b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahari SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 
I 

bukti ke~engkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; 
c. menyiapkan SPM; 
d. melalcukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

! 
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; 

e. melalcsarralcan fungsi akuntan.si pada unit SKPD khusus; dan 
· f. menyuaun laporan keuangan unit SKPD khusus. 

8. PPK Unit ~KPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki 
jabatan striuktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan 

I 

keuangan unit SKPD. 
I 

9. Kepala Urrit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas 
membantu PPK UnitSKPD. 

! 



1. Bendahara Penerimaan 
a. Bupati ! menetapkan Bendahara Penerimaan untuk 

melakaanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD 

I 
atas usu] PPKD selaku BUD. 

l 
b. bendaha;ra Penerimaan memiliki tugas dan wewenang 

menerim'.a, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum 
I 

daerah, i menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
pendapatan daerah yang diterimanya. 

I 

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan 
I 

memiliki' tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 
1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsurig melalui RKUD; 
2. melakukari verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

diterapkari oleh Bupati; 
3. merieliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 

dengan jumlah yangtelah ditetapkan; 
! 

4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
pendapatan daerah yang diterimanya; dan 

I 

5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
I 

kelebihan pendapatan daerah. 
d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan 
Pembaritu pada Unit SKPD yang bersangkutan. 

e. Berrdalaara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD 
diu sulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD. 

! 

f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan 
weweriarig sesuai dengan lingkup penugasan yang 
ditetapkan Bupati. 

g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan 
paling sedikit meliputi: 

I 

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang 
I 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah 
pada SKPD, kecuali untuktransaksi secara elektronik; 

! 
2) mernirrta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langaung melalui RKUD; 
I 

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 
ditetapkan olehBupati; 

4) meneiiti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 
derigan jumlah yangtelah ditetapkan; 

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
pendapatan daerah yang diterimanya; dan 

I 

6) men.yiapkan dokumen. pembayaran atas pen.gembalian 
I 

kelebihan pendapatan daerah. 
I 

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan 
Pembanth bertanggung jawab secara administratif dan 

! 

fungsional. 

BENDAHARA: 



1. Bendahcira Penerimaan bertanggung jawab secara 
adrnirriatratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara admirristratif atas penerimaan pada SKPD dan 

I 
disampaikan kepada PA. 

J. Beridahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 
adrnirrisfratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara admirristratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 

I 

disampaikan kepada KPA. 
k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional 

I • dengan I membuat laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 

I 

kepada PPKD selaku BUD. 
I . 

1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 
I 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan 

. I 

disampaikan kepada Bendahara Penerimaan. 
i 

m. Kepala · 
1SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat 

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara 
PenerimJan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

I 
pendapatan daerah. 

n. Pegawai !yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 
melaksariakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 
penugask yang ditetapkan kepala SKPD. 

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam 
I melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara 

P . I enenmaan. 
! 

p. Pegawai [yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 
I . 

disebut .Pembaritu Bendahara Penerimaan. 
I 

' 2. Bendahara Pengeluaran 
I 

a. PPKD ! selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran 
kepada I Bupati. 

b. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan 
I 

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja 
I 

dan/ atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 
I 

3. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 
I 
i 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 
UP, SPP GU, SPPTU, dan SPP LS; . 

! 
2) merierirna dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

i 
3) melaksariakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

I 

dikelolanya; 
I 

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 
I 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5) rnerrelrti kelengkapan dokumen pembayaran; 
6) membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban 
I 

secaral fungsional kepada BUD secara periodik; dan 
7) memurigut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

. I ketentuan peraturan perundang-undangan. 
I 



1) besaran anggaran; dan 
I 

2) rentarig kendali dan/ atau lokasi. 
! 

g. Berrdaha'ra Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan 
wewenarig ineliputi: 
1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

TU dah SPP LS; 
I 
i 

2) menertma dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 
Pengeluaran; 

I 

3) menerpna dan menyimpan TU dari BUD; 
4) melaksariakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU 

! 

yang dikelolanya; 
i 

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
! 

7) memurigut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 
ketenfuan peraturan perundang-undangan; dan 

! 
8) membuat laporan pertanggungjawaban secara 

admirristratif kepada KPA dan laporan 
I 

pertariggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara 
Pengeluaran secara periodik. 

I 
h. Selain 1tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran 

pernbarrtu memiliki tugasdan wewenang lainnya meliputi: 
1) melalcukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh ~upati; 
2) m.ernerflcaa kas secara periodik; 
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

I 
dokurnen fisik dari bank; 

I 
! 

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran 
melaksapakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 
1) melalcukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang 

ditetapkan Bupati; 
2) memeriksa kas secara periodik; 

i 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik 
a tau dokumen fisik dari bank; 

I 

4) merierima dan menyetorkan atas pengembalian belanja 
atas I koreksi atau basil pemeriksaan internal dan 
eksternal; 

! 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas 
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil 
pemeriksaan internal dan eksternal; dan 

6) pelakaanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada 
SKPDlyangmelaksanakan fungsi BUD. 

e. Dalam Iial PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, 
Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 
Pembarrtu. 

i 

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas 
pertimbangan: 

I 



. l 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal 
pada [tahun berjalan; dan 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas 
pengernbaliari belanja akibat koreksi atau hasil 
pernertkeaari internal dan eksternal pada tahun berjalan. 

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat 
I 

khusus l sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
uridangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi 
bersifat khusus. 

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas 
I 

dan weweriang setara dengan Bendahara Pengeluaran. 
k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 
I 1. Benclahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan 
I 

fu ngsiorial, 
m. Beridab ara Pengeluaran bertanggung jawab secara 

! 
adminis1faili dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara adrnirrisrratif atas pengeluaran pada SKPD dan 
disampaikan kepada PA. 

I 

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara 
admirristratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara admirristratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan 

! 

disampaikan kepada KPA. 
o. Beridahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional 

dengan i membuat laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan 

I 

kepada BPKD selaku BUD. 
p. Bendahai-a Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

fungsiorial dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara furigeiorial atas pengeluaran pada unit SKPD dan 

I 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 
I 

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat 
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara 
Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

! 

belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan. 
r. Pegawai :yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 

melaksariakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 
! 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 
I 

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran 
bertariggurig jawab kepadaBendahara Pengeluaran. 

4. Bendahara Penerirrraan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 
a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, 

dan penjualanjasa; 
b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan 

dan/ atau penjualan jasa; 
I 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja 
atas: 



I 

a. membahus kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
I menyus~n dan membahas rancangan . KUA dan rancangan 

perubahari KUA; 
I 

b. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 
. I 

perubahari PPAS; 
c. melakukan verifikasi RKA-SKPD; 
d. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, 

dan ran~anganpertanggungjawaban APBD; 
e. mernbab'as hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban Af-Bl'r; 
f. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan 

perubahb DPA- SKPD; 
g. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman 

penyuaurian RKA; dan 
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

I 
peraturan perundang- undangan. 

I 

. 4. Dalam melaksanakan tugas T APD dapat melibatkan instansi 
sesuar derigankebutuhan. 

! 

K. TIM ANGG~ PEMERINTAH DAERAH (TAPD) 
1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD 

yang dipirnpin olehSekretaris Daerah. 
2. TAPD berariggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, 

PPKD, dan \ pejabatpada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. 
3. TAPD mempunyai tugas: 

! 
d. mempunyai pangkat serendah rendahnya pengatur muda 

golorigari ruang II/a atau memiliki pengalaman kerja di 
bidang ~euangan Daerah pada Instansi Pemerintah; dan 

e. tidak betstatus dalam masa persiapan pensiun. 
j 
' 

a. Tidak boleh dirangkap oleh PA/KPA/PPTK/PPK SKPD/PPK 
Unit SK.J:'D; 

b. Sehat j~smani dan rohani, mampu dan jujur, tidak dalam 
proses perrindakan suatu pelanggaran/kejahatan dan tidak 

I 

terlibat dalam kasus yang merugikan negara; 
c. berstatue PNS/CPNS dilingkungan SKPD; 

d. Iararigan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan 
Pembaritu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

I 
Bendahara Khusus. 

I 

5. Larangan bagi Bendahara Penerimaari, Bendahara Penerimaan 
Pembarrtu l Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu ! dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, 
tindakan, flan/ atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung 
dengan pelaksanaan APBD. 

6. Persyaratan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 
Iairmyal atas nama pribadi baik secara langsung maupun 
tidakl~gsung; dan 

' 



A. UMUM 

Keuangan i Daerah merupakan semua hak dan kewajiban 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai i dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang 
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

I 

kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah 
meliputi: 
1. Hak Daerahuntukmemungut pajak daerah dan retribusi 

daerah serta melakukan pinjaman; 
2. Kewajiban i Daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah danmembayar tagihan pihak lain; 
3. Pcnerimaari Daerah; 

i 

4. Pengeluaran Daerah; 
I 

5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 
I 

berupa uung, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain 
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah 
yang dipisahkan; dan/atau 

I 

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 
dalam r'arigka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 
dan/atau kepentingan umum. 

I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

I 

ditetapkan dengan Perda. 
I 

Berdasarkari ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah 
Kabupaten B6mbana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, ketentuan terkait APBD adalah sebagai 

' berikut: 
1. APBD disuaun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

Urusan Pemerirrtahan daerah yang menjadi kewenangan 
I 

Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. 
2. APBD disu sun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan lpada RKPD. 
3. APBD mernpunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribu si, dan stabilisasi. 
4. APBD, perubahari APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 

5. Semua Perierimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam 
bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

6. Penerimaari Daerah terdiri atas: 
a. pendapatan daerah; dan 
b. penerimaan pembiayaan daerah. 

7. Pengehraran Daerah terdiri atas: 
a. belanja daerah; dan 
b. perigeltrarari pembiayaan daerah. 

BAB II 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

I 



B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
Berdaaarkari ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
I 

b. kekayaan bersih; kewajiban pemerintah daerah yang diakui 
I 

sebagai [pengurang nilai kekayaanbersih; dan 
I 

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun 
anggarap yang bersangkutan atau pada tahun anggaran 
berilcutnya. 

! 

3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi: 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapa keterrtuan sebagai berikut: 
1. Selain didaaarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada 

pedoman ~enyusunan APBD yang diatur oleh Menteri. 
2. APBD mempunyai fungsi: 

I 

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi 
I 

dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan. 
b. Fungsi iperencanaan yang memiliki arti anggaran daerah 

menjadi[ pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 
kegiatan/ sub kegiatan pada tahun berkenaan. 

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran 
daerah f menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/ sub 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah scsuar 
dengan keterituan peraturan perundang- undangan. 

d. Fungsi I alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran 
daerah 

I 
harus diarahkan untuk menciptakan lapangan 

kerja/m'engurangi pengangguran dan pemborosan sumber 
daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
perekonomian. 

I 

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran 
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Fungsi i stabilisasi yang mengandung arti anggaran 
pemeriritah daerah menjadi alat untuk memelihara dan 

! 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 
I 

Daerah.. 

8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 
! 

rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang 
dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan 
berdasarkan padaketentuan peraturan perundang-undangan. 

! 
9. Pengeluarari Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

I 
rencana 1Pengeluaran Daerah sesuai · dengan kepastian 
tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang 
cukup. · 

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum 
yang melaridasinya. 

! 
11. Seluruh ! Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

! 

dianggarkan secara bruto dalam APBD. 
! 



' 
Pengelolaan . Keuangan Daerah, APBD merupak:an satu kesatuan 
yang disusuri dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait 
struktur APB.D adalah sebagai berikut: 
1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 

I a. Pendapatan Daerah; 
b. Belanja Daerah; dan 
c. Pembiayaari daerah. 

2. APBD dilclaaifikaailcan menurut Urusan Pemerintahan daerah 
dan orgariisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan peruridang-undangan. 

3. Klasifikasi I APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 
organisasi ldiaeauaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan 

I ketentuan peraturan perundang-undangan. 
I 

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak: perlu dibayar kembali 
oleh Daerafi dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan 
ketentuan ( peraturan perundang-undangan diakui sebagai 
penambah \ekuitas yangmerupak:an hak daerah dalam 1 (satu) 

I tahun anggaran. 
5. Belanja Dcierah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas 

! 
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah 

I 

dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan 
peraruran ! perundang-undangan diakui sebagai pengurang 
ekuitas yang merupak:an kewajiban daerah dalam 1 ( satu) 

I tahun anggaran. 
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu 

I 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang ak:an diterima 

I 

kembali, bafk pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 
I 

tahun anggaran berikutnya 
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 

beberapa ketehtuan sebagai berikut:. 
I 

1. Klasifikasi i APBD dalam rancangan Perda tentang APBD 
dirinci merrur-ut urusan pemerintahan daerah, bidang 
urusan, or'garriaaai, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, 

I 
kelompok, 'danjenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

: 2. Klasifikasi i APBD dalam rancangan Perkada tentang 
. ' 

perijabarari APBD dirinci menurut urusan pemerintahan 
daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub 

I 
kegiatan, .akurr, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub 

I 

rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
3. Dalam hal I penganggaran pendapatan daerah yang memiliki 

karakteristtk khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah 
I 

(BOS), Daria Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari 
Kementeriarr/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang 
perierimaart pendapatannya tidak: melalui RKUD, penerimaan 
peridapatarinya dilakukan berdasarkan notifikasi atau 

, I 

pengesahari pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai 
ketentuan beraturan perundang-undangan. 

4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat 
berupa mekaniame intersep, pemotongan langsung atau 

i 
i 



JenisiPendapatan Kewenangan Pengelolaan 
Pajak Daerah SKPKD a tau SKPD yang 

memiliki tu gas 
dan wewenang pengelolaan 

' pajak 
Retribusi Daerah SKPD 

Hasil Pengelolaan SKPKD 
Kekay8:an Daerah yang 

1. Ketentuan !Umum. 
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, 

' jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek 
pendapatari daerah. 
Pendapatan Daerah terdiri atas: 

I 

a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Peridapatan Transfer; dan 
c. Lain-Iain! Pendapatan Daerah yang Sah. 

2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 

33 Peratura'.n Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengelolaari Keuangan Daerah, ketentuan terkait 
Pendapatan' Asli Daerah diatur sebagai berikut: 
a. Peridapatan Asli Daerah terdiri atas: 

1. pajak daerah; 
2. retribusi daerah; 
3. hasil perigelolaari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
4. lain-I~ pendapatan asli daerah yang sah. 

b. Kla.sifikaai APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, 
rincian cibjek, sub rincian objek pendapatan asli daerah 
dikelola iberdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan 

i 
pada SKPD dan SKPKD, meliputi: 

c. PENDAPATAN DAERAH 
! 

mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

5. Klaaifilcaail APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, 
rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan 
keuangan pada SKPD dan SKPKD. 

6. Klasifikasi l APBD mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

' 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah sery:a pemutakhirannya. 



Keuangan kerugian ganti tun tu tan 7) penerimaan 
Daerah; 

8) perierimaari komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 
alcibsrtl penjualan, tukar-menukar, hibah, asnrrarrei, 
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 

! penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat 

' 
6) pendapatan bunga; 

atas 

2) hasil Bemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 
3) hasil kerja sama daerah; 
4) jasa giro; 
5) hasil pengelolaan dana bergulir; 

Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: 
1) hasil penjuulari BMD yang tidak dipisahkan; 

! 

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub 
rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah 
diatur d~ngan Perda yang berpedoman pada undang-undang 
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan 
sub rinc~an objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi 
daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang­ 
undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

e. Hasil perigelolaari kekayaan daerah yang dipisahkan 
dirinci merrurtrt objek, rincian objek dan sub rincian objek. 
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal 
daerah. i 

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan 
penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang 

t 

dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian 
objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
uridangan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat 
dikelola di SKPKD maupun SKPD. 

Dipisahkan 

SKPKD kecuali: 
1. Hal-hal terkait pajak da 

retribusi tetap dikelola ole 
Bendahara Penerimaan d · 
SKPD terkait. 

2. Pendapatan BLUD 
oleh BLUD terkait. 

3. Pendapatan Hibah 
BOS, Dana kapitasi, 
pendapatan lainnya yan 
dikelola oleh 
Penerimaan Khusus. 

Lain+ lain Pendapat 
Asli paerahyang Sah 

! 



Transfer Pemermtah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana 
Insentif Da~rah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, 
dan Dana I Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat 
dilaksariakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
uridangan. 

a. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokaail Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU 

I 

merupa'lcan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan 
I 

DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus. 

penyVTI-panan uang pada bank, penerimaan dari hasil 
pem~faatan barang daerah atau dari kegiatan Iainnya 
merupakan Pendapatan Daerah; 

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 
terha~ap mata uangasing; 

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan; 

11) pend~patan denda pajak daerah; 
12)pendapatan denda retribusi daerah· 

I ' 

13)pend:ii-patan hasil eksekusi atas jaminan; 
14)pendapatan dari pengembalian; 
lS)pend~patan dari BLUD; dan 
16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
g. Pemerirrcah Daerah dilarang: 

1) melak:Ukan pungutan atau yang disebut nama lainnya 
yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur 
dalam undang-undang; dan 

2) melalcukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya 
tinggi,' menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas 
barang dan jasa an.tar daerah, dan kegiatan 
ekspor / impor yang merupakan program strategis nasional 

I 

h. Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama 
I 

lainnya dikeriai sanksi administratif tidak dibayarkan hak- 
hak keuarigannya yang diatur dalam ketentuan peraturan 
peruridang- undangan selama 6 (enam) bulan. 

i. Bupati : yang melakukan pungutan dikenai sanksi 
admintstratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

i 

perundang-undangan. 
j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib 

disetorkan seluruhnya ke kas negara. 
1. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 
39 Peraturari Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait 
Pendapatan Transfer meliputi: 

1. trarrsfer Pemerintah Pusat; 
2. transfer antar-daerah 

i 

2. Ketentuan Terkait Transfer Pemerintah Pusat meliputi: 
I , 



Alokasi Khusus Non Fisik. 
I 

f. Dana [Iriserrtif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang 
dialolcasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria 
tertenru dengan tujuan untuk memberikan penghargaan 
atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu. 

g. Dana iotonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang 
memilµ<l otonomi khusus sesuai dengan ketentuan 
peraturan undang- undangan. 

h. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa 
seeuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. 

i. Dana l desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
I 

peruridang- undangan. 
I 
' 

3. KeterrtuanTerkait Transfer Antar-Daerah meliputi: 
Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan 
Bantuan Keuangan. 

I 

a. Peridapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber 
dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada 

I 

Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 

b. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari 
daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, 
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau 

i 
tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: 

1. barrtuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 
I 

2. barrtuan keuangan dari Daerah Kabupaten 
Barrtuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/ atau 

Kabupaten, terdiri atas: 
I 

1) Barituan keuangan umum yang merupakan dana yang 
diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama 
daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan 
keu angan. 

2) Barrtuan keuangan khusus yang merupakan dana yang 
diteriina dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. 

4. Ketentuan [ Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
i 

Berdasa'.rkan ketentuan dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 
39 PeraturkmDaerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 

I 

b. DBH tcrdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber 
I 

Daya Alam; 
c. DAU [ yang 

dialokksikan 
bersumber dari pendapatan APBN yang 
dengan tujuan pemerataan kemampuan 

I 

keuarigan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 
dalam] rangka pelaksanaan Desentralisasi; 

! 
d. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah 

uritukj mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

e. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 

, I , 



5. BELANJA DAERAH 
5.1 Ketentuan Umum 

Berdasarlcan ketentuan dalam Pasal 40 sampai dengan 
Pasal $9 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahuni2022 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, belanja 
daerah' sebagai berikut: 

I 

a. belanji daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan 
pemerirrtahan yang menjadi kewenangan daerah. 

b. u.ruaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
terdiri ! atas urusan pemerintahan wajib dan urusan 
pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan 

I 

perundang-undangan. 
I 

c. 'uruaan pemerintahan wajib terdiri atas urusan 
pemerirrtahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan 

! 

1.1 I Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, 
da.tj./ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan 
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat 
unfuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan 
Pemerirrtah.an yang menjadi kewenangan daerah sesuai 
den;gan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang 
tid¥ mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, 
dari tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau 
pengurangan kewajiban kepada penerima maupun 
pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 

i Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan 
peneru san hibah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perilndang-undangan 

I 

2.1 ! Dana darurat merupakan dana yang berasal dari 
AP~N yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca 
ben'cana untuk mendanai keperluan mendesak yang 
diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu 

I 

ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber 
AP~D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
uridangan. 

3.1 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan antara lain Pendapatan 

I 
Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah 
tahil.n sebelumnya. 

I 

i 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Lain- 
lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut: 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 
1. Hibah; 
2. Dana parurat; dan 
3. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

I 

perun1ang-undangan 



o. belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan 
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, 
objek,' rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah. 

p. u rusari pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan 
dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut 

I 

fungsi. 
q. belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan 

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan 
I 

dasar. i 
d. 'uruaan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang 

dimiliki daerah. belanja daerah dialokasikan dengan 
memprioritaakan pendanaan urusan pemerintahan wajib 
terkaif pelayanan dasar dalam rangkapemenuhan standar 
pelayahan minimal. 

e. belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan 
I 

wajib i yang tidak terkait dengan pelayanan dasar 
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. 

f. belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan 
pilihari dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan 

I 

poterrsi yang dimiliki daerah. 
I 

g. daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai 
'uruaan pemerintahan daerah yang besarannya telah 

I 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang- 
uridarigan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi 
perididikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur. 

h. dalam] hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja, Menteri 
Keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan 

' penyaluran dana transfer umum, setelah berkoordinasi 
I 

denga:h Menteri Dalam Negeri dan menteri teknisterkait. 
1. belarija daerah berpedoman pada standar harga satuan 

I 

regional, analisis standar belanja, dan/ a tau standar teknis 
I 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
1 

undarigan. belanja daerah berpedoman pada standar harga 
satuari regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar 
tekrris' sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 

uridarigan. 
I j. standar harga satuan regional ditetapkan dengan 
! 

Peraturan Presiden. 
k. stand~r harga satuan regional digunakan sebagai pedoman 

dalam menyusun standar harga satuan pada masing- 
1 

ma.sirig daerah. 
1. penetapan standar harga satuan pada masing-masing daerah 

dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di 
suatu I daerah. 

m. analieis standar belanja dan standar teknis dan standar 
harga] satuan ditetapkan dengan Perkada. 

n. analiais standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau 
standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja 
dan ariggarari dalam penyusunan rancangan Perda tentang 

I . 

APBDl 
' 



Jenis belanja Kewenangan pengelolaan 
BELANJA :a PE RAS I 
Belanja pegawal SKPKD, SKPD dan BLUD 
Belanja barang dan jasa SKPKD, SKPD dan BLUD 
Belanja bunga SKPKD dan BLUD 
Belanja subsidi SKPKD dan/atau SKPD 
Belanja hibah SKPKD dan/atau SKPD 
Belanja bantuan sosial SKPKD dan/atau SKPD 

BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan 
I 

BLUD 
BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD 
BELANJA TRANSFER SKPKD 

Daerah 
ten tang 
Daerah 

susun~ organisasi yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 
r. belanj~ daerah menurut program, kegiatan, dan sub 

kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan 
I 

kabupf1-ten berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
uridangan. 

I 

5.2 Berdaaarlcan ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 

I 

Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja 
terdiri ci.tas: 

! 

a. Belanja Operasi 
Belanja [ operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk 
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 

I 
manfaaf jangka pendek. 

b. Belanjaj'Modal 
Belanja i modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 
lebih daii. 1 (satu) periode akuntansi. 

I 
I 

c. Belanja [Tidak Terduga 
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas 
beban ~BO untuk keperluan darurat termasuk keperluan 
meridesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

d. Belanja [I'rarrsfer 
I 

Belanja i transfer merupakan pengeluaran uang dari 
Pemeriritah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya 

I 
dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

I 



e. Ketentuan Terkait Belanja Operasi 
Berdaaarkari ketentuan dalam Pasal 4 7 Peraturan Daerah 
Kabupaten'. Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan paerah, Belanja operasi dirinci atas jenis: 

a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Bunga; 
d. Belanja Subsidi; 
e. Belanja Hibah; dan 
f. Belanja Bantuan Sosial. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 48 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 

I 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja 
Operasi diatur sebagai berikut: 
a. Belanja Pegawai 

! 

1) Belan)a pegawai digunakan untuk ,menganggarkan 
kompensas! yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

2) Kompensasi diberikan kepada Bupati/wakil Bupati, 
pimpirian/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

I 
1. Belanja Pegawai bagi Bupati dan wakil Bupati 

dianggarkan padabelanja SKPD sekretariat daerah; 
2. Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota 

I 

DfRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat 
DI?RD;dan 

I 

3. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD 
bersangkutan. 

3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang 
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai 

I 

ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota 
DPRD i serta Bupati, wakil Bupati, honorarium, insentif 
pemurigutan pajak daerah dan retribusi daerah/ Jasa 
layanah lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait 
belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang­ 
undangan. 

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghaailan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan 
kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 
perset~juan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 
pada In stan si pemerintah. 

I 
6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan 

pembahasan KUA. 
! 

7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan 
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 

I 

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan 

- 



objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut: 
1. t~bahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

di1;>erikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan 
utjtuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui 
beban kerja normal; 

2. tambahari penghasilan berdasarkan tempat bertugas 
diberilcan kepada pegawai ASN yang dalam 
rnefakaarrakarr tugasnya berada di daerah memiliki 
tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 

3. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 
diberikari kepada pegawai ASN yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan 
lcerjayarig memiliki risiko tinggi; 

4. tambahari penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
diberilcan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban 
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; 

5. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 
diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi 
kerja yang tinggi dan/ atau inovasi; dan 

6. tarribahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
I 

objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN 
separijang diamanatkan oleh peraturan perundang­ 
undangan. 

8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN 
I 

daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman 
pada Peraruran Pemerintah. 

I 

9) Dalamj hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati 
dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN 
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. 

10) Persetujuan Menteri Dalam Negeri ditetapkan setelah 
memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. 

11) Dalam [ hal Bupati menetapkan pemberian tambahan 
penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan 
keterituan, Menteri Keuangan melakukan penundaan 
dan/ afau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan 

I 

Merrteri Dalam Negeri. 
I 

b. Belanja ~arang dan Jasa 
1) Belanja barang-dan jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 
I 

12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan 
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain. 

I 

2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan 
I 

program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah 
guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum 

i dalam :RPJMD. 
3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek 

I 

belarijabar'ang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, 
belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau 
Jasa iuntuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 



-- ... 

Lain/1Masyarakat. 
4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis 

Belanjabarang dan jasa diuraikan sebagai berikut: 
a) Belfillja Barang digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang 
taki habis pakai, dan barang bekas dipakai; 

b) Belarija Jasa digunakan untuk menganggarkan 
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 
(dua belas) bulan antara lain berupa jasa kantor, 

I • . 
asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa 
sarana mo bilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan 
de I ~ peralatan kantor,konsultasi, ketersediaan layanan 
(av~ilibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, 
pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, 

I 

ins~ntif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non 
ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi . I 
pegawai non ASN; 

i 
c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan 

belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan 
peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan 

I 

bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan 
irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan 
belarija perawatan kendaraan bermotor; 

d) Beldnja Perjalanan Dinas digunakan untuk 
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri 
dan] belanja perjalanan dinas luar negeri; dan 

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada 
Pih ak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk 
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan 
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 

5) Pemerihtah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa 
dalam I APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD 

! 
terkait1 

6) Belanj4 barang dan jasa berupa pemberian uang yang 
diberikan kepada masyarakat/ Pihak Lain dianggarkan 
untuk i pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, 
masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target 

I 
kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum 
dalam l RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, 
kewajai:-an, rasionalitas dan efektivitas. 

7) BelanjJ barang dan jasa berupa pemberian uang yang 
diberikb kepada masyarakat/ Pihak Lain diberikan dalam 
bentulc 
a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 

! 

b) perigb.argaan atas suatu prestasi; 
c) pemberian beasiswa kepada masyarakat; 
d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

pengguriaan tanah milik pemerintah daerah untuk 
pel~sanaan pembangunan proyek strategis nasional 

, I 
' i 

' ! 
! , 



merupakan 
memberikan 

pemberian 

dengan tujuan tertentu 
yang bertujuan untuk 

atas kelayakan penganggaran 

1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja 
su bsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan 
oleh badari usaha milik negara, BUMD dan/atau badan 
uaaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh 
masyarakat. 

I 

2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 
I 

Dserah (BUMD) dan/atau badan usaha milik swasta 
merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa 
pelayarian dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan 
pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan 

I 

.pelalcsarraan kewajiban pelayanan umum (public service 
oblig~tion). 

3) BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai 
I 

dengap ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai 
penerima subsidi, terlebih dalrulu dilakukan pemeriksaan 
derigari tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai 

! 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Dalani hal tidak terdapat kantor akuntan publik, 
perneniksaa.n dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan 
oleh lernbaga lain yang independen dan ditetapkan oleh 
Bupafi, 

5) Pemerfksaan 
pemeriksaan 

I 

kesimpulan 
subsidi. 

<lap non proyek strategis nasional sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

! 
e) Trarrsfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya 

sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
I perundang-undangan; 

f) Barrtuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/ atau 
g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya 

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 
I 

c. Belanja Buriga 
I 

1) Belarija bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan 
belarija bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang 
merniliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan 

i pembayararmya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 
2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan 

pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran 
atas I kewajiban pokok utang, yang dianggarkan 
pembayararmya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

I 
3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang 

mel~sanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan 
fungsi PPKD / SKPKD terkait. 

4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan 
sub iincian objek. 

d. Belanja [Subaidi 
' i 



6) Hasili pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar 
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan 

I 

subsidi tahun anggaran berikutnya. 
7) Perierirna subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung 

jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi 
yang I diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan 
pertahggungjawaban kepada Bupati. 

8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam 
APBQ tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 

I 

9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara 
sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan 
Mentbri Dalam Negeri. 

10) Pernberiari subsidi berupa bunga atau bagi .haeil kepada 
usah~ mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak 
perlu i dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 
pertanggung jawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai 

! 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f 

e. Belanja !Hibah 
1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 
I 

BUMB, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 

i 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 
tidak i wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terns 

I 

menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain 
' sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat 
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 
belarija urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan 
pemerirrtahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian 
I 

saaaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah 
daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, 

! 
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untukmasyarakat. 

I 
4) Pengariggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD 

terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub 
rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan 
sesruai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. 
Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan 

I 
keweriangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

. I 

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 
merrunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

I 

kegiatari pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat 
I 

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum 
I 
I 



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
5) Belanja hibah diberikan kepada: 

a) Pemerirrtah Pusat. 
I 

(1) iHibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada 
! 

lsatuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah 
inon-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam 
!daerah yang bersangkutan. 

(2) 1Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang 
ltindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan 
fdan belanja negara sesuai dengan ketentuan 
!peraturan perundang-undangan. 

(3) [Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang 
Jmembidangi urusan pemerintahan di bidang 
IAdministrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah 
I 

I dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko 
I kartu tanda penduduk elektronik. 

(4) I Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda 
lpenduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) 
lsumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran 
I 
[pendapatan dan belanja negara. 

(5) I Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya 
I dapat diberikan 1 ( satu) kali dalam tahun berkenaan. 

b) PJmerintah Daerah lainnya. 
I 

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan 
k~pada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 
sJsuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 

'urrda.ngart. 
c) Badari Usaha Milik Negara (BUMN). 

I 
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan 
uiituk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
s~suai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 undangan 
d) BJi.dan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

I 
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam 

! 
rarigka untuk meneruskan hibah yang diterima 
PJmerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai 
dengariketerrruari peraturan perundang-undangan. Hibah 

I 

kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk 
barang kecuali uang atau jasa. 

e) Badari dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan 
yang Berbadan Hukum Indonesia 

I 

(l)i Hibah kepada badan dan lembaga diberikan 
I 

i kepada badan dan lembaga: 
! (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan; 

· (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah 
memiliki surat keterangan terdaftar yang 



- -. - 

diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali 
kota; atau 

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial 
kemasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya 
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari 
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja 
perangkat daerah terkait sesuai dengan 
kewenangannya. 
Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan memenuhi 
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) IHibah kepada organisasi kemasyarakatan yang 
[berbadari hukum Indonesia diberikan kepada 
[orgarrisa.si kemasyarakatan yang berbadan hukum, 
iyaya.sari atau organisasi kemasyarakatan yang 
[berbadan hukum perkumpulan, yang telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari 
[kemeriterian yang membidangi urusan hukum dan 
i hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan 
[peraturan perundang-undangan. 

(3) iHibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan 
I dengan persyaratan paling sedikit: 
! (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; 
i (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala 

desa setempat atau sebutan lainnya; dan 
[ (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan Lembaga 
yang berkedudukan di luar wilayah administrasi 
Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian 
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan 
pemerintah daerah pemberi hibah. 

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
(a) telah terdaftar pada kementerian yang 

membidang urusanhukum dan hak asasi manusia; 
(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerahyang bersangkutan; dan 
(c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang 

bersangkutan. 
f) Partai Politik 

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan 
keuarigan kepada partai politik yang mendapatkan 
kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran 



belanja bantuan keuangan kepada partai politik 
dimak sud sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

I 
6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

! 

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
! 

b) ber'sifat tidak wajib, tidak mengikat; 
I 

c) tidak terns menerns setiap tahun anggaran, kecuali: 
(1) [kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

\penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 
\tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN 
jsesuai dengan ketentuan peraturan , perundang- 
1undangan; 

(2) 1badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah 
:a tau pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 
' peruridang-undangan; 

(3) partai politik dan/ atau 
(4) ditentukan lain oleh peraturan peruridang- undangan; 

I 

d) mdmberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam 
me'ndulcung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

I . 

pembangunan dan kemasyarakatan. 
I 

e) memerruhi persyaratan penerima hibah. 
I 

7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 
i 

disanipaikan kepada Bupati. 
I 

8) Penerima hibah bertanggurig jawab secara formal dan 
I 

material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 
9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

I . 

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
I 

evalua.si hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan 
I. 

Bupa~1. 
f. Belanja Bantuan Sosial 

I 

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 

I 
individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 
sifatnya tidak secara terns menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

I 
risiko \ sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 
berkelanjutan. 

I 

2) Risiko' sosial adalah kejadian atau peristiwa yang 
merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis 

I ' 

politik', fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak 
I 

diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpurnk 
dan ti~ak dapat hid up dalam kondisi wajar. 

3) Keadak.n tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 
I 

barrtuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 
I 

sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. 
I 

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai 
I 

deng8* kemampuan Keuangan Daerah setelah 
i 
I 
I 



memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan 
Waji~ dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

I 

5) Anggotay kelompok masyarakat meliputi: 
a) individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 

mengalami risiko sosial; atau 
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, 

keagamaari, dan bidang lain yang berperan untuk 
melindurigi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat 
yang mengalami keadaan yang tidak stabil 
sebagaidampak risiko sosial. 

! 
6) Bantiran sosial berupa uang kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial 
i 

kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat 
yang i direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 

I 

sebelumnya. 
7) Barrtuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan 

secara lan.gsung kepada penerima seperti beasiswa bagi 
' anak] miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan 

miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 
runjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak 

! mampu. 
8) Bantuan sosial berupa _ barang adalah barang yang 

l 

diberikan secara langsung kepada penerima seperti 
I 

bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar .biasa 
I 

swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu 
I 

urrtuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada 
yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat 
lcurang mampu. 

! 
9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 
I 

sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada 
saat penyu.eurian APBD. 

10) Barrtuari sosial yang direncanakan berdasarkan usulan 
dari talon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. 

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan 
dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, 
rincian objek, dan sub rincian objek pada program, 
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan 

I 

furigsi perangkat daerah terkait. 
12) Banftran sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

I 

dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang 
tidak ldapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang 

! 
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko 
sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga 
yang bereariglcutari. 

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang 



rherupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub 
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 
U:elompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 
rµempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 

I 

l 

(5) penanggulangan kemiskinan. 
: 

; 

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 
masyarakat yang mengalami masalah sosial 
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 
kebutuhan dasarnya. 

I 
(4) jaminan sosial 

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan 
dasar hidupnya yang layak. 

! 

direncariakan. 
14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat 

direncariakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja 
Tid~ Terduga. 

15) Uaulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. 

I 

16)Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 
! 

a) se~ektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan 
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi 
dari kemungkinan risiko sosial; 

b) mernerruhf persyaratan penenma bantuan diartikan 
l 

memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan 
I peraturan perundang- undangan; 

- I 

c) beraifat sementara dan tidak terns menerus, kecuali 
I 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan 
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak 

I . 
har'us diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan 

I 

tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan 
I 

soaial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan 
I 

pernberian bantuan sosial meliputi: 
(1) i'ehabilitasi sosial 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuari seseorang yang mengalami disfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

! • secara wajar. 
I 

(2) perliridungan sosial 
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari 
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya 
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 
minimal. 

i 

(3) pemberdayaan sosial 

, I 



Selain] kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 
i 

1) berwujud; 
2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 

i 

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 
I 

entitas; dan 
! 

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 
I 

digirnakan. 
b. Dala.m'. hal tidak memenuhi kriteria batas minimal 

kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang 
I 

dan ja.sa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur 
dalam I Perkada. 

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga 
I 

perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau 
bariguri aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

I . 

pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan. 
I . 

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 
i 

1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

Daerah 
ten tang 
Belanja 

17)Angg6ta / kelompok masyarakat menyampaikan usulan 
I 

tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada 
Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan 

I 

kewenarigannya. 
! 

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal 
I 

danrnaterial atas penggunaan bantuan sosial yang 
di terimariya, 

I 
19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

I 

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
I 

evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan 
peraturan Bu pati. 

g. Keterrtuan Terkait Belanja Modal 
! . 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan 
I 

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
I Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait 

Modal di~tur sebagai berikut: 
I . 

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset 
tetap i dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi 

I 
kriteria: 
1) mempuriyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

I 
bulan; 

I 

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 
3) b1tas minimal kapitalisasi aset. 

I 

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk 
rehabilita.si. 
' 

la yak yang [dapat memenuhi kebutuhan 
lbagikemanusiaan. 
I 

(6) [penanggulangan bencana 
I 

. I 
I 
' I 



3) Befanja Gedung . dan Bangunan, digunakan untuk 
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup 
selu ruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 
rnalcsud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
Peiperintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 
! 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup 
j alari, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh 
Pernerirrtah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

I 

Pemerirrtab Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 
5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap 
I 

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset 
tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 
dipakai. 

! 
6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan 

aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 
operaaiorial Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi 
aser tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya 
seeuai dengan nilai tercatatnya. 

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk 
menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria 
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 
dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak 
berwujud dengan kriteria: 

i 
1) dapat diideritifikaei; 

! 
2) tidak mempunyai wujud fisik; 
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang 

I . 

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 
termasuk hak atas kekayaan intelektual; 

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 
5) merililiki manfaat ekonomi masa depan. 

I 

h. Keterrtuari Terkait Belanja Tidak Terduga 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal dan Pasal 46 Peraturan 

I 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja 
Tidak Terd'uga diatur sebagai berikut: 

I 

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan 
pengeluarari untuk keadaan darurat termasuk keperluan 

I 

kegiatari operasional Pemerintah Daerah dan dalam 
koridisi siapdipakai 

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk 
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin 
dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 
karrtor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan 

I 

dap. masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 
dan dalam kondisisiap pakai. 

! 



' 3) kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu 
: 
kegiatan pelayanan publik. 

Pengelurran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 
tersedia · anggararmya, diformulasikan terlebih dahulu dalam 
RKA SKPD:, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, 
konflik soaial, dan/ atau kejadian luar biasa. Belanja untuk 
kebtrtuharr tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau 
kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan peruridang- undangan. 

I 

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap 
darurat bJncana meliputi pencarian dan penyelamatan korban 
bencana, I pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 
kebirtuhan' air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan 
kesehatan,! dan penampungan serta tempat hunian sementara. 
Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu 
status kea'.daan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap 

! 

darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap 
darurat selesai. 
d. Keperluari mendesak meliputi: 

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; 

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib; 
a) Beianja daerah yang bersifat mengikat merupakan 

belanja yang dibutuhkan secara terns menerus dan 
I harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan 

jun!ilah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam 
tab'un anggaran berkenaan, seperti: 
(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran 

kekurarigan gaji, tunjangan; dan 
(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk 

pembayaran telepon, air, listrik dan internet 
b) Belarija daerah yang bersifat wajib merupakan belanja 

I 

urrtuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
i 
[ 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan 
perigembalian atas kelebihan pembayaran atas 
perierimaari daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk 
barituan sosial yang tidak dapat direncanakan 

I 
sebelumnya. 

b. Keperluari mendesak sesuai dengan karakteristik masing- 
1 

masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan 
keterrtuan peraturan perundang- undangan. 

I 
c. Keadaan darurat meliputi: 

I 

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 
~an/ atau kejadian luar biasa; 

2) pelaksariaan operasi pencarian dan pertolongan; 
i dan/atau 
I 



2) dan/ atau memanfaatkan kas yang tersedia. 
3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub 

kegiatari diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan 
! 

DPASKPD. 
j. Tata car~ penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai 

keadaani darurat dilakukan dengan tahapan: 
1) Bupafi menetapkan status tanggap darurat untuk bencana 

! 

belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk 
mendariai keadaan darurat, pemerintah daerah 

. I 

menggurrakan: 
! 

1) dana j dari basil penjadwalan ulang capaian program, 
kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran 
Pembtayaari dalam tahun anggaran berjalan; 

! 

e. Kriteria keadaari darurat dan keperluan mendesak ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. 

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 
daerah ! tahun- tahun sebelumnya untuk menganggarkan 
pengernbaliari atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

I 
daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun 
sebelumnya. 

g. Bantuari Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
diusulkJ.n oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai 

! 

berikut: • 
1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja 

(RKB)i paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola 
keuarigan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah 
(BUD); 

2) PPKDj selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan 
BTI i kepada kepala SKPD paling lama 1 ( satu) hari 
terhrtung sejak diterimanya RKB. 

h. Belanja 7'idak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian 
objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak 
Terduga. 

i. Dalam hal 
' 

pelayarian dasar masyarakat . antara lain pendidikan, 
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak 
ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga 

i 
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya 

I 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah 
Daer~ dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
amariat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

I 
4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

meniinbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
DaerJ.h dan/ atau masyarakat. Pengeluaran untuk 

' meridanai keperluan mendesak yang belum tersedia 
anggarannya dan/ a tau tidak cukup tersedia anggarannya, 
diforrnulaaikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau 

I 
Perubahan DPA SKPD. 



alam] bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik 
soaial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan 
peru~dang-undangan; 

I 

2) berdasarkan penetapan status Bupati dan/ atau dokumen 
lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, 
Kepal~ SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan 
fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada 
PPKDi selaku BUD. 

' 
3) berdaaarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD 

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD 
yang membtrtuhkari sesuai dengan tugas dan fungsi, paling 
lambaf 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
rencana kebutuhan belanja. 

k. Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai 
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran 
dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD /Unit SKPD 
yang membidangi, derigari tahapan: 
1) dalam! hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja 

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA­ 
SKPD yang membidangi .. keuangan daerah; 

2) dalam] hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja 
tidak i terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 
Perub~an DPA-SKPD; dan 

3) RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 

I 

urrtuk] selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah 
terrtarig Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan 
Realis~si Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak 
melakukan peru bahan APBD atau telah melakukan 
perubahari APBD. 

1. Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan 
! 

untuk memerruhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraruran perundang- undangan di luar keadaan darurat dan 
keperhran mendesak dilakukan dengan tahapan: 
1) dalaml hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja 

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA­ 
SKPD yang membidangi keuangan daerah; 

2) dalam J hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja 
tidak I terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 
Perubahan DPA-SKPD; dan 

I 

3) RKA-S,KPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 
I 

dimakaud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 
melakll.kan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 
urrtuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah 
ten tang Peru bahan APBD atau dituangkan dalam Laporan 
Realis~si Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak 
melakiikan perubahan APBD atau telah melakukan 

I 

perubahan APBD. 



m. Ketentuf1-Il lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, 
pelalcsariaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga 
ditetapkari dengan peraturan Bupati. 

1. Ketentub Terkait Belanja Transfer 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (5) Peraturan 

I 

Daerah I Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja transfer 
dirinci atas j enis: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 
b. Belanja Barrruari Keuangan 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 
Peraturan inaerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait 
Belanja T'rarrsfer diatur sebagai berikut: 
a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian 

objek, dan subrincian objek. 
h Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi 

keuangan daerah. 
c. Belanja Bagi Hasil 

! 

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi 
hasil yarig bersumber dari pendapatan provinsi kepada 
Kabupaten Bombana atau pendapatan Kabupaten Bombana 
kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah 
daerahterteritu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai 
denganketerrtuan perundang-undangan. 

! 

2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 
I ketentpan peraturan perundang-undangan. 

d. Belanja Banruan Keuangan 
1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain 

dalarn] rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 
kemarp.puan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya. 

2) Belarija bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu 
Iairmya guna memberikan manfaat bagi pemberi 
dan/ ataupenerima bantuan keuangan. 

3) Bantukm keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan 
Keuarigan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang 
diwajibkari oleh peraturan perundang-undangan, kecuali 
ditentukan lainsesuai dengan ketentuan peraturan 

i 
perundang-undangan. 

I 

4) Barrtuan keuangan terdiri atas: 
i 

a) barrtuari keuangan antar-Daerah provinsi; 
b) bantuan keuangan antar-Daerah Kabupaten; 

I 

c) banruan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah Kabupaten 
I 

di wilayahriya dan/ atau Daerah Kabupaten di luar 
! 

wilayahriya; 



a. Ketentuan Umum 
I 

Pernbiayaari daerah terdiri atas: 
! 

1) peneril?aan pembiayaan; dan 
2) pengelparan pembiayaan. 

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan 
I 

daerah, organi sasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan 
daerah. l 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapa ketentuan sebagai berikut: 
a. Pembiayaari daerah dirinci menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian 
I 

objek] dan subrincian objek pembiayaan daerah. 
b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, 

I 
rirician objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah 
dikeldla berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan 

. I 

SKPKD dan BLUD. 
c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus 

I 

angg~an atau menutup defi.sit anggaran. 
' ! 

f. PEMBIAY.AAN DAERAH 
I 

d) barrtuan Keuangan Daerah Kabupaten ke Daerah 
provinsinya dan/ atau Daerah provinsi lainnya; dan/ atau 

e) bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten 
I kepada desa. 

5) Bariruan keuangan bersifat umum atau khusus. 
I 

a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan 
pengelolaarmya diserahkan kepada pemerintah daerah 
dan/ atau pemerintah desa penerima bantuan. 

! 
b) B~tuan keuangan bersifat khusus peruntukannya 

ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan 
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

I 

penerima bantuan. 
I 

c) Dalam hal pemerintah daerah dan/ atau pemerintah desa 
sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak 
menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh 
pernerirrtah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, 
pernerirrtah daerah dan/ atau pemerintah desa sebagai 

i • penenma bantuan keuangan khusus wajib 
I 

mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi 
! 

keuangan khusus. 
I 

d) Pemeriritah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat 
khti.sus dapat mensyaratkan penyediaan dana 

I 

peridamping dalam APBD atau anggaran pendapatan 
daribelanja desa penerima bantuan. 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, 
I 

pelalcsanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 
I 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan 
keuangan ditetapkan dengan peraturan Bupati. 



b. Ketenruan Terkait Penerimaan Pembiayaan 
! 

Berdaearkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan 
I 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
I 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Pembiayaan 
Daerah bersumber dari: 
a. SiLPA'.; 

i 

b. perrcair'ari Dana Cadangan; 
I 

c. hasil lpenjualan kekayaan daerah yang 
d. dipisahkan; penerimaan Pinjaman 

I Daerah; 
I 

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

I peraturan perundang-undangan. 
I 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 sampai dengan 
I 

Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
I 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan 
terkait P~nerimaan Pembiayaan sebagai berikut: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari 
pelampatian penerimaan PAD, pelampauan penerimaan 

I 
pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain 

I 
Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan 
Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak 
ketiga Jampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 

I 

dan/ atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target 
I 

Kinerja dan sisa danapengeluaran Pembiayaan. 
I 

b. Pencairan Dana Cadangan 
I 

1) Pericairarr Dana Cadangan digunakan untuk 
i 

menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening 
I 

Dana! Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

I 

2) .Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang 
telah I ditetapkan dengan Peraruran Daerah tentang 
pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. 

I 

3) Pericairari Dana Cadangan dalam 1 ( satu) tahun anggaran 
I 

menjadi penerimaan 'Pembiayaan APBD dalam tahun 
i 

anggaran berkenaan. 
! 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuar 

dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan 
I 

dalarn portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko 
rendah. 

I 

5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak 
terpiaahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

6) Penggrrrraa.n atas Dana Cadangan yang dicairkan dari 
rekeriing Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
diang~arkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan 
bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

I 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7) Peneriinaan hasil bunga/jasa giro/imbal 
l 



f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan 
I 

peraruran perundang-undangan 
I 

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk 
menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai 

I dengan keterrtuan peraturan perundang-undangan. 
c. Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan 

Berdasaikan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupa.teri Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan dapat 

. I digunakan untuk: · 
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 
b. penyertaan modal daerah; 

I 
c. pembentukan Dana Cadangan; 

! 

e) masyarakat. 
I 

4) Perierimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

e. Perrerim aarr Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; 
; 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan 
untuk menganggarkari penerimaan kembali pinjaman yang 

I 
diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan 

i ketenruan peraturan perundang-undangan. 
I 

haeil/rlividen/Iceuntungan ( capital gain) atas rekening dana 
cadarigan dan/ atau penempatan dalam portofolio 

! 
dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah. ' 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1) Hasil I penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

I 

2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat 
berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 

3) Buktt penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, 
akta jual beli, notakredit, dan dokumen sejenis lainnya. 

d. Penerimk.an Pinjaman Daerah; · 
' 

1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah 
I 

pinjarnan yang akan diterima dalam tahun anggaran 
berkerraan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian . . ' pinjaman bersangkutan. 

1 

2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk 
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk 

I 

penerimaan atas penerbitan o bligasi daerah yang akan 
I 

diterirna pada tahun anggaran berkenaan. 
I 

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari: 
a) pemerintah pusat; 
b) pernerirrtah daerah lain; 
c) lembaga keuangan bank; 

' 
d) Iembaga keuangan bukan bank; dan/atau 

I 



d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

I 

peraturan perundang-undangan 
Berdas~kan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 

73 Peraruran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
! 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keterrtuan terkait 
I 

Pengeluarari Pembiayaan adalah sebagai berikut: 
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 

1) Pembayarari cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
I 

diguriakan untuk menganggarkan pembayaran pokok 
I utang; 

2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
diclaearkarrpada jumlah yang harus dibayarkan sesuai 

I 
dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya 

I 
mertrpalcan prioritas utama dari seluruh kewajiban 
pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun 

I 
anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman; 

! 

3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan 
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

I perundang-undangan; 
I . 

4) Pemetmtah daerah wajib membayar cicilan pokok utang 
dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan 

I 

berakhirnya kewajiban dimaksud; dan 
I 

5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak 
I 

mericukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati 
I 

dapat] melakukan pelampauan pembayaran mendahului 
perubahan atau setelah.perubahan APBD. 

I 

b. Penyerta'ari Modal Daerah 
! 

1) Pemenirrtah daerah dapat melakukan penyertaan modal 
I 

pada Ibadan usaha milik daerah dan/ atau badan usaha 
milik negara, badan usaha swasta dan/ atau koperasi. 

2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan 
I 

pendapatari daerah, pertumbuhan perkembangan 
perekoriomiari daerah dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

3) Penyel-taan modal daerah · untuk memperoleh manfaat 
I 

ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. 
4) Manf~at ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya 

I 

meliputi: 
I 

a) buriga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang 
I 

mendapatkan penyertaan modal .daerah; 
I 

b) lceurrturigan sejumlah tertentu dalam jan.gka waktu 
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai 
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal 

I daerah; 
I 

c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil 
periyertaari modal sejumlah tertentu dalam jangka 

I 

waktutertentu; 
! 



d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu 
terterrtu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal 
daerah; 

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu 
terteritu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai 
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal 
daerah: 

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu 
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung 
dart penyertaan modal daerah; 

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat 
dari penyertaan modal daerah. 

5) Berrtuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan 
mod~ berupa investasi surat berharga dan/ atau 
penyertaan modal berupa investasi langsung. 

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga 
I 

dilaktikan dengan cara pembelian saham dan atau 
! 

pembelian surat utang. 
7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan 

dengari cara penyertaan 'modal daerah dan/ atau pemberian 
. i 

pinjarnan. 
8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam 

pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), 
' penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank 
I 

atau lembaga keuangan bukan bank. 
9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan 

' investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis 
I . 

oleh pena sihat investasi urrtuk mendapatkan nilai wajar. 
10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan 

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 
I 

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan 
I 

Daerah mengenai penyertaan modal daerah 
i bersangku tan. 
! 

11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah 
walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan 
oleh i peraturan perundang- undangan, dalam hal ini 
antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai 
penyertaan modal daerah bersangkutan 

! 
12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan 

' bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan 
' Perat'urari Daerah tentang APBD. 

13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

14) Perigelolaa.n penyertaan modal daerah meliputi 
I 

pere11-canaan investasi pelaksanaan investasi, 
penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan 

I 
anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal 

I 

pernerirrtah daerah, divestasi, serta pembinaan dan 
pengawasan. 

I 



investasi, 
penyertaan 
melakukan 

I 
15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan 

kebi~akan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara 
riaeional. 

I 
16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan 

Perkk.da. 
I 

17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya 
tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang 
jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak 
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana mengenai 
penyertaan modal bersangkutan. 

I 
18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah 

I 
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang 
telrui.; ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai 
penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan 
perubahan Peraturan Bupati Bombana mengenai 
penyer'taan modal yang bersangkutan sesuai dengan . I 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan 
I 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- 
1 

u.ndangan yang mengatur tentang surat berharga dan 
investasi langsung. 

20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan 
penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu 
menyrrsuri perencanaan investasi pemerintah daerah yang 
dituahgkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi. 

I 
21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD 

selakb. pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati. 
I 

22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan 
I 

pemerintah daerah . menyusun analisis 
modaly inveetasi pemerintah daerah sebelum 

i penyertaan modal. 
23) Analikis penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah 

I 

dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah. 
I 

24) Penaaihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh 
Bupati, 

25) Hasil 'analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah 
. I 

berupa basil analisis penilaian kelayakan, analisis 
portofolio dan analisis risiko. 

! 
l c. Pembentukan Dana Cadangan 
I 

1) Dana I cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk 
meridanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 

I 
daer~ yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 
angga.ljan. 

2) Dana i cadangan dapat digunakan untuk mendanai 
I 

kebtrtuharr lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
per-urrdang-trndarigan. 

3) Dana [ cadangan bersumber dari penyisihan atas 
! 

< f 
: 



penerimaan daerah kecuali dari: 
a) Daria Alokasi Khusus (DAK); 

i 

b) pinjaman daerah; dan 
I 

c) peperimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 
pengeluarari tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 

I 

perundang-undangan. 
4) Dana' cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan 

dikel6Ia oleh PPKD selaku BUD. 
I 

5) Pemberrtulcan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan 
I Daerah ten.tang pembentukan dana cadangan. 

6) Pemberrtulcan dana. cadangan dianggarkan pada 
pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan. 

I 

7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan 
selcurang- kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana 

I 
cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan 
dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan 
dana j cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke 
rekeriing dana cadangan, sumber dana cadangan, dan 

i tarruri anggaran pelaksanaan dana cadangan. 
i 

8) Peraruran Daerah tentang pembentukan dana cadangan 
I 

ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati 
I 

dan iDPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang 
! 

APBD. 
d. Pemberian Pinjaman Daerah 

I 

1) Pemb;erian pmjamari daerah digunakan untuk 
menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan 

' lcepade, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, 
I 

BUM:p, badan usaha milik negara, koperasi, dan/ atau 
masyarakat. 

2) Pemb1erian pmjaman daerah dilaksanakan setelah 
' meridapat persetujuan DPRD. 

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam 
I 

KUAdan PPAS. 
I 

4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pmjamari 
! 

daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan 
I peraturan perundang-undangan. 
I 

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan 
I peraturan perundang-undangan. 

Pengelukan pembiayaan lainnya digunakan untuk 
menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 

I ketentuan peraturan perundang- undangan. 
d. Ketentuan jrerkait Pembiayaan Neto 

; 

Berdasarkari ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan 
I 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang 
I 

Pengelolaari Keuangan Daerah, Pembiayaan neto: 
I 

a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan; dan 

' 



Berdasarkari ketentuan Pasal 7 4 sampai dengan Pasal 78 
I 

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan dalam surplus 
dan defisit ~BD adalah sebagai berikut: 
a. Selisih arrtara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit 
APBD. : 

b. Surplus l}PBD merupakan selisih lebih antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 

' c. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan 
daerah da.n belanja daerah. 

d. Dalam lral] APBD diperkirakan surplus, APBD dapat diguriakan 
untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam 
Peraturan I Daerah tentang APBD yang pelaksanaarmya sesuai 
dengan keterrtuan peraturan perundang-undangan. 

e. Dalam hal\ APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari 
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam 
Peraturan loaerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 
I 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 
! 

b. penyertaan modal Daerah; 
c. pernbenrujcan Dana Cadangan; 
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ a tau 
e. pengelu1-an Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

! 
peraturan perundang-undangan. 

I 
g. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan 

pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran 
dalam .pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian. 

h. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD 
kepada MJnteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap 

. i 
semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

I 

1. Menteri Keuangan menetapkan batas rnalcsimal jumlah 
kumulatif i defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD 
masing-making Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah 

! 

setiap . talrun anggaran. 
J. Penetapan [batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan 

batas malcsimal defisit APBD masing-masing daerah paling 
lam bat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya. 

k. . Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada 
I 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester 
I dalam tahun anggaran berkenaan. 
I 

I. Pemerintah'. Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai 
sanksi pemrndaan penyaluran Dana Transfer Umum. 

I 

m. Pengendali*° dilakukari pada saat evaluasi terhadap rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD. 

g. KETENTUANi SURPLUS DAN DEFISIT 
i 

b. diguriakan untuk menutup defisit anggaran. 

. I 
i 



' dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. 
I 
' c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan 

Daerah te4tang 
APBD menghaailkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah 
Daerah melalcukan pengurangan bahkan penghapusan 
pengeluarari pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban 
daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

i 
kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, 

I 
I 

kegiatan dan sub kegiatan. 
! 
I 

h: KETENTUAN SILPA 
a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan 

(SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil. 
' 

b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan 
Daerah tentarig APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan 

I 

positif, Peinerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk 
! 

penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang 
dibutu.hkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah 

n. Defisit AP~D harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto. 
o. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan 

Pembiayaari dengan pengeluaran Pembiayaan. 
Terkait ha~ tersebut di atas, Peraturan Bupati irii mengatur 

beberapa keterituan sebagai berikut: 
1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber darijenis SILPA 

tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi 
untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

2. Dalam hall APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan 
untuk merrutup defisit tersebut yang di antaranya dapat 
bersumber I dari: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
b. sebelumnya; pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang 

I 

d. dipisahkan; pinjaman daerah; dan 
e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
I 

3. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap 
tahun ariggarari berpedoman pada penetapan batas maksimal 
defisit APB:p yang ditetapkan Menteri Keuangan. 

4. Posisi defistt APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif 
I 

defisit APB:p pada tahun berikutnya. 
5. Pelanggara:h terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi 

pemrndaan' penyaluran dana transfer umum. 
! 



d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 
I 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 
e. dilalcukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan berlanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 
I 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada 
I 

keterrtuan peraturan perundang-undangan; dan 
I 

f. APBD merupakari dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 
! 

melalcukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat 

kebijakan lbidang pendapatan,. belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 ( satu) tahun. 

PrioritaJ dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah 
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada perarigkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan 
sub kegiatari sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja 
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

J 

Berdasarkari ketentuan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 
82 Peraturkn Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang P¢ngelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait KUA 
dan PPAS sebagai berikut: . 

I 
a. Bupati [menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

i berdaaarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman 
' penyusunan APBD. 
I 

b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri . I setelah berkoordinasi dengan menteri yang 
menyeleriggarakan urusan pemerintahan di bidang 

I 
perencariaan pembangunan nasional dan Menteri Keuangan. 
Pedomah penyusunan APBD tersebut memuat antara lain: 
1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi 

I 

kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; 
2) prirrsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 

I berkenaan; 
·I 

3) tekrris penyusunan APBD; dan 
4) hal-h'.al khusus lainnya. 

c. Raricangan KUA memuat: 

t 

1. Keterrtuari] Umum KUA dan PPAS 
I 

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip: 
I 

a. sesuai dengan keburuhan penyelenggaraan urusan 
I 

pemerirrtaharr yang menjadi kewenangan daerah dan 
i kemampuan pendapatan daerah; 
' 

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan peruridang- undangan yang lebih tinggi; 

c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; 
' ' 

A. KUA DAN PP.AS 

BAB III I 
I 

i 
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

' BELANJA DAERAH 



1) kondisi ekonomi makro daerah: 
I ' ! • 

2) asumsi penyusunan APBD; 
3) kebiiakan Pendapatan Daerah; 
4) kebij~an Belanja Daerah; 
5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 
6) ·strateppencapaian, yang memuat langkah-langkah 

kon~et dalam mencapai target kondisi ekonomi makro 
daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan 
daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan 
pembiayaan daerah. 

d. Raricangan PPAS disusun dengan tahapan: 
! 

1) merierrtukan skala prioritas pembangunan daerah; 
2) mene~tukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan 

urituk' masing- masing urusan yang disinkronkan dengan 
priorit'as dan program nasional yang tercantum dalam 

I 

rencru;ia kerja pemerintah pusat setiap tahun 
urrtukf-emeriritah Kabupaten; 

I 
3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan 

I 
urrtuk' masing- masing urusan yang disinkronkan dengan 
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 
rericana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program 

I 

Pemetj.ntah Kabupaten yang tercantum dalam rencana 
kerja [ Pemerintah Kabupaten setiap tahun untuk 

I 

pemeryntah kabupaten; dan 
4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran 

I 

aemen'tara untuk masing-masing program, kegiatan, dan 
subke~atan. 

e. Sub kegiatan dapat dianggarkan: 
! 

1) untuk! 1 (satu) tahun anggaran; atau 
2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub 

kegiatan tahun jamak. 
I 

f. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang 
I 

tercariturn dalam RPJMD. 
I 

g. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria 
paling sedikit: 

I 
1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang 

secara' teknis merupakan satu kesatuan untuk 
menghasilkan 1 ( satu) keluaran yang memerlukan waktu 
penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun 
anggaran berkenaan; 

I 

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut 
sifatnY,a harus tetap berlangsung pada pergantian tahun . I 
ariggarari; dan 

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut 
I 

sifatriya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun 
anggaian, antara lain penanaman benih/bibit, 

I 

penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan 
obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan 



i 
I 

- I 

' pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service). 
h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas 

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang 
drrarrdertarrgarri bersarnaan dengan penandatanganan KUA 
dan PPA,S. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan 
Tahun 4arnak tidak melarnpaui akhir tahun masa jabatan 
Bupati 1;Jerakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud 
merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan 
atrategisi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan 
peruridang-uridangan. 

I 
i. Penyu surran rancangan KUA dan PPAS menggunakan 

klaaifikaai, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan 
ketentudn peraturan perundang-undangan mengenai 
Klaaifikaai, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangurian dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. 

j. Proses penyuaurian rancangan KUA dan PPAS memuat 
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumetl yang dilakukan secara elektronik. 

I 
2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS 

! 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 

82 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengefolaari Keuangan Daerah, ketentuan terkait KUA dan 
PPAS sebagai iberikut: 

a. Bupati rnenyampailcan rancangan KUA dan rancangan PPAS 
kepada BPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk 

I 

dibahas dari disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. 
b. Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/ sub 

kegiatan j baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS 
yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama 

I 
dengan iDPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan 
raricangan PPAS. 

c. Penambahari kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang 
I 

memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan 
I 

ketentuah peraturan perundang-undangan . 
. I 

d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 
ditaridatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lam bat 

e. minggu k:edua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah 
disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi 
perarigkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. 

f. Tata cark. pembahasan rancangan KUA dan rancangan 
I 

PPAS [ dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat: 
! 

1) nama ;kegiatan; 
2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 

I 

3) jumlah anggaran; dan 
I 

4) alokasi anggaran per tahun. 
I 

h. Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan 

. I 
I 
! 



j. Dalain hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 
semeritara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas 
pirnpiriarr DPRD bertugas untuk menandatangani nota 

i 
kesepak~tan KUA dan PPAS. 

k. Dalarn Iral Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersarna 
r'aricarigari KUA danrancangan PPAS, paling lama 6 (enarn) 
rniriggu ! sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS 
disarnp~kan kepada DPRD, Bupati menyarnpaikan 
Raricangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 
berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS 
yang dieu suri Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama 

t 

antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

I 

3. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Bupati menyuaun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman 
penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut: 
1) TAPD ) menyiapkan seluruh isi rancangan KUA 

mengguriakan data dan informasi terkait kebijakan 
anggaran yang terdapat dalam RKPD; 

' 
2) TAPD i menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS 

menggtmakan data dan informasi terkait program prioritas 
besert~ indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang 
bersuiliber dari RKPD. 

b. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancanganPPAS 
c. kepada DPRD. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan 

rancangan KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut 
I 

mengacu] pada muatan rancangan KUA danrancangan PPAS. 
d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan 
I 

raricangari PPAS. 
t 

e. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 
I 

diruangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota 
kesepakaran PPAS yang ditandatangani bersama antara 
Bupati dengan pimpinan DPRD. 

I 

2) merrarrdafarigarri nota kesepakatan KUA dan nota 
i. kesepakatan PPAS. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati 

berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku 
penjaba*/penjabatsementara/pelaksana tugas Bupati 
bertugas untuk: 
1) meriyarnpafkarr rancangan KUA dan rancangan PPAS 

kepada DPRD; dan 
I 

2) menaridatangani nota kesepakatan KUA dan nota 
I 

kesepakatan PPAS. 
' 

sernerrtara, WakilBupati bertugas untuk: 
1) meriyarnpa ikarr rancangan KUA dan rancangan PPAS 

kepada DPRD; dan 



VII. STRATEGI PENCAPAIAN 

i 
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 
5.2 Rencana i belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan 

' belanja tidakterduga 
I 

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 
I 

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan 
I 

6.2 Kebijakari pengeluaran pembiayaan 
I 

yang daerah pendapatan 4.1 Kebijakan perencanaan 
diproyek~ikan untuk tahun 

I 
4.2 Target peridapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang satj. 

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 
I 

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 
! 

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 

I 

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN 
' PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH 
i 

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 
I 

2.1 Arah kebijakari ekonomi daerah 
i 

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah 
' 

! 
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

I 

1.2 Tujuan penyu surran KUA 
I 

1.3 Dasar (Irukum) penyusunan KUA 
I 

i 
I. PENDAHpLUAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

! 

BELANJA DAERAH (KUA)TAHUN ANGGARAN .... 
! 

4. Dokumen 'I'erkait 
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS 

meriyajikari informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan 
I 

kebutuhan; yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan 
peraturan I perundang- undangan mengenai pedoman 
penyusunan APBD. 

Ilustrasi! dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan 
I 

PPASantar~ lain sebagai berikut: 
a. Ilustras~ Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (KUA) 
' 



l· .. .-_ 

Nama Namai 
i 

Bupati Bombana 
I 

Pimpinan DPRD 

............. Tanggal, . 

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi 
I 

pedoman dalam penyusunan Pada PPAS dan RAPBD Tahun 
I 

Anggaran berkenaan 
I 
! 

I 

VIII. PENUTUP 
! 
I 

Bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati 
DPRD d~ Bupati dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan 

I 

UmumAPBD. 
! 
! 

; 

7 .1 Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target. 
! 

! 



Nama 
l 

Na.ma 

Bupati Bombana 

i 

! 
Pimpinan DPRD 

I 

............. Tanggal, . 

Demikiarilah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
I 

APBD TA.~ .... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah 
Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA ..... Pada Bab ini 
juga berisikan kesepakatan-kesepakatan. lain antara 

I 

Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS 
I 

I. PENDAHULUAN 
i 

II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH 
I 

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH 
! 

IV. PLAFON iANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN 
I 

PEMERINTAHANDAN PROGRAM/KEGIATAN 
I 

V. RENCAN'A PEMBIAYAAN DAERAH 
! 

VI. PENUTUP 
i 
' 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA PRIORITAS DAN 
I 

i PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 
TAHUN ANGGARAN .... 

c. Ilustras~ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
I 
I 



! 

i ALO KASI DAS AR 
KODE I 

PENERIMAAN DAERAH ! ANGGARAN HUKUM ; 

1 ! 2 3 4 ! 

! 4. PENDAPATAN DAERAH 
! 
i - 

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 
" . 

Pajak Daerah 4.1.0 
1. I 

I 
! 

: 4.1.0 Retriblisi Daerah 
I ,2. i 

! >- 

: '4.1.0 Hasil Jf engelolaan Kekayaan Daerah 
. 3. Yang Dipisahkan 
: . 

Lain-Lain PAD Yang Sah 4.1.0 
! 

4. 
! 

! -- 4.2. PENDAPATANTRANSFER 
' '4.2.0 i Transfer Pemerirrtah Pendapatan 

J 

1. Pu sat i 
I 

4.2.0 Peridapatan Transfer Antar Daerah 
' 2. I 

..... 
I 

! 
I 
i 

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
! 

YANGSAH 
I 

4.3.0 Peridapatan Hibah 
1. ! 

! -- 
4.3.0 Dana Daru rat 

i 
2. ! 

-- 
4.3.0 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan 

I 

3. Keterrtuan Peraturan Perundang- 
Undariaan Retribusi 

! JUMLAH ' 
! PEND AP AT AN 
l 

I DAE RAH -- 
... . 

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
>-- 

6.1.0 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
1. Tahun Sebelumnya 

. - 
6.1.0 Perrcair'an Dana Cadangan 
2. ! 

1 - I 

6.1.0 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
3. yang Dipiaahlcan 
6.1.0 Penerirriaan Pinjaman Daerah 

TABEL 3.1 
RENCANA PENERIMAAN DAERAH 

Tahun Anggaran .... 



4. ~ 
6.1.0 Peneririlaan Kembali Pemberian 
5. Pinjamiln Daerah 

6.1.0 Penerimaari Pembiayaan Lainnya 
' 

6. Sesuaidengan 
! 

Ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan 

kJUMLAfi PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
I 

kJUMLAH PENERIMAAN DAERAH 
' 
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·- 
' . PLAFON 

LJRUSAN PEME~NTAH DAERAH DAN PROGRAM, ANG GARAN KET 
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA l 

(Rp) 
' 1 1 2 3 4 ' 

! 

' 1. URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

! 

1.01 PENDIDIKAN 
1.01 .x-x.x-x.x- i 

Dinas ... ! x.:xx. ! 

1.01.x-x.x-x.x- ! 
Program ... I x.:xx.:xx. ! 

1.01.x-x.x-x.x~ 
Kegiatan ... ' x.xx.xx.x.xx. ! 

1.01.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 

' ! Dst ... 
-· 

KESEHATAN 1.02. i 

1.02.x-x.x-x.x-1 Dinas ... x.:xx. ; -- 

1.02.x-x.x..:x.x- i 
Program ... ' x.:xx.xx. ! 

1.02.x-x.x-x.x-: Kegiatan ... ' x.xx.xx.x.xx. f 

' -· 

Sub Kegiatan ... 1. 02 .x-x.x-x.x- I 
! Dst ... 
I 

' 1.03. ' PEKERJAAN UMUM DAN ! 
' PENATAAN RUANG i 

. - ; 

1.03.x-x.x-x.x-, Dinas ... x.xx. i 
1.03.x-x.x-x.x- i Program ... x.xx.xx. i 

I .03.x-x.x-x.x-j Kegiatan ... ! 
1 x.xx.xx.x.xx. ' 

1.03.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
Dst ... 

1.04. PERU MAHAN RAKYAT DAI\ 
KA WASAN PERMUKIMAN 

1.04.x-x.x-x.x- Dinas ... 
x.:xx. 

--· 

Program ... 1.04.x-x.x-_x.x 
-- 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN I 

PEMERINTAifAN DANPROGRAM/KEGIATAN 

TABEL3.4 

I 



x 

x.xx.xx. : 
1.04.x-x.x-x.x~ 

Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx. 
1.04.x-x.x-x.x-: Sub Kegiatan ... 

l Ost ... 
I 

1.05. KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM SERT A 
PERLINDUNGAN 

! MASYARAKAT 
1.05.x-x.x-x.x-l 

Dinas ... x.xx. 
' 

1.05.x-x.x-x.x-i 
Program ... x.xx.xx. 

' 
1.05.x-x.x-x.x~ 

Kegiatan ... i 

x.xx.xx.x.xx. ! 

1.05.x-x.x-x.x-i Sub Kegiatan ... 
! Ost ... 

1.06. i SOSIAL 
l .06.x-x.x-x.x- 

Dinas ... x:.xx. 
l .06.x-x.x-x.x-1 Program ... x.xx.xx. l 
1.06.x-x.x-x.x-l 

Kegiatan ... i 
x.xx.xx.x.xx. i 

1.06.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
Ost ... 

i 
2. I URUSAN PEMERINTAHAN 

'WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DEN GAN 

' 
PELAYANAN DASAR 

i 
2.07. TENAGA KERJA 
2.07.x-x.x-x.x- Dinas ... x.xx. 
2. 07 .x-x.x-x.x- : 

Program ... x.xx.xx. i 
2.07 .x-x.x-x.x-i Kegiatan ... ' i x.xx.xx.x.xx. 
2.07.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 

Ost ... 

.. 08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN 

A.NAK 
) .08.x-x.x-x.x- Dinas ... 
.xx. I 

i 

2 



x 
2 
x 
2 
x 

2 

x 
2 

x 
2 

x 
2 

2 

x 

') .08.x-x.x-x.x- j Program ... 
r.xx.xx. ; .., .08.x-x.x-x.x-! Kegiatan I ... 

' '".xx.xx.x.xx. i 

-:> .08.x-x.x-x.x- f Sub Kegiatan ... 
I Dst ! ... 
! 

.09. ! PANGAN 
',. 09 .x-x.x-x.x- I Din as ... 

! 

' .xx. 
::.09.x-x.x-x.x- I Program ... 

. xx.xx. ' 
.09.x-x.x-x.x- I Kegiatan ... 

! .xx.xx.x.xx. I . 

·· .09.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
! Dst i ... ' 
; 

' ; 

.10. iPERTANAHAN 
I 

Y.10.x-x.x-x.x- ! Dinas ... 
i .xx. ! 

. 1 Ooc-x.x=x.x- ! Program ... 
I 

.xx.xx. i 
"-10.x-x.x-x.x- I Kegiatan ... 
.xx.xx.x.xx. ! 

-- 

J. l O.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
(Dst ... 
; -- 

! 2.11 LINGKUNGAN HIDUP 
! 

2.11.x-x.x-x.x- ! Din as ... 
' 

x.xx. ; 

2 .11.x-x.x-x.x- i Program ... 
x.xx.xx. i 
2.11.x-x.x-x.x-: Kegiatan ... 

; x.xx.xx.x.xx. i 
2 .11.x-x.x-x.x- l Sub Kegiatan ... 

i Dst ... 
' 

! 
2.12 

i 

ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DAN 
PEN CAT AT AN 

i SIPIL 
2 .12 .x-x.x-x.x- i Din as ... 

' x.xx. 1 

2.12.x-x.x-x.x- I Program ... 
x.xx.xx. ! 

'') 12 x-x x-x .x-l Kegiatan ... ,6.J. • • • l 
x.xx.xx.x.xx. I 

2 ~ 12 .x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ! ... 
iDst ... 
l 

x 



x 
2 

. ! 

-2.13 ! PEMBERDAYAAN MASYARAKA'I ; 

I DAN DESA 
2.13.x-x.x-x.x~ Dinas ... 

i 
i x.xx. 

2.13.x-x.x-x.x-: Program ... 
x.xx.xx. ! 

2.13.x-x.x-x.x+ Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. 
J .13.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... 

i Dst ... 
l 

2.14 i PENGENDALIAN PENDUDUK l 

! DAN KELUARGA 
i BEREN CANA 

2.14.x-x.x-x.x-i Dinas ... 
; 
' x.xx. 
' ' Program ... 2.14.x-x.x-x.x- 

x.xx.xx. ; 

. 14.x-x.x-x.x- ! Kegiatan ... 

.xx.xx.x.xx. 
' 

. 14.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
i Dst ... 
' 

.· i 
2.15 l PERHUBUNGAN 
2.15.x-x.x-x.x-! Dinas ... 

I x.xx. ' 
2 .15 .x-x.x-x.x- i Program ... 
x.xx.xx. 
2.15.x-x.x-x.x~ Kegiatan ... 

! x.xx.xx.x.xx. i 

2.15.x-x.x-x.x-! Sub Kegiatan ... 
! Dst ... I 

I 

2.16 ! KOMUNIKASI DAN 
i INFORMATIKA 

2.16.x-x.x-x.x-! Dinas ... .. l 
x.xx. ; 

2.16.x-x.x-x.x-1 Program ... 
x.xx.xx . 

.. 

2.16.x-x.x-x.x~ Kegiatan ... 
; 

x.xx.xx.x.xx. 
2. 16 .x-x.x-x.x- ! Sub Kegiatan ... 

I Dst j ... 
' ; i 

2.17 KOPERASI, US AHA KECIL, 
DAN MENENGAH 

2.17.x-x.x-x.x- Dinas ... 

2 



. ' 

I 
x.xx. 1 
2.17.x-x.x-x.x1 Program ... 

: x.xx.xx. ' 
2.17 .x-x..x-cc.x} Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. ' 

2.1 7 .x-x..x-cc.x-] Sub Kegiatan ... 
' 

' Dst ... 
2.18 I PENANAMAN MODAL 
2.18.x-x.x-x.x-; Din.as ... 

! 

x.xx. ! 

2.18.x-x.x-x.x-i Program ... 
x.xx.xx. 
2.18.x-x.x-x.x+ Kegiatan ... 

l 

x.xx.xx.x.xx. 
2.18.X-X.X-'-X.X-! Sub Kegiatan ... 

- 
Dst ... 

1 
2.19 KEPEMUDAAN DAN 

'. OLAHRAGA 
2.19.x-x.x-x.x-! Dinas ... 
x.xx. i 

2 .19 .x-x.x-x.x- i Program ... 
x.xx.xx. i 

2. 19 .x-oc.x-oc.x-, Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. 
2.19.x-x.x-x.x-1 Sub Kegiatan ... 

1 Dst ... 
i 

2.20 : STATISTIK 
2.20. ' Din.as ... x-x.x-x.xT 
x.xx. : 
2.20. I Program ... x-x.x-x.xi 

I 

x.xx.xx. 
2.20. x-x.x-x.xt- Kegiatan ... 

I :c.xx.xx.x.xx. 
2.20. x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 

! Dst ... 
i 

2.21 ' PER SAND IAN ' 

2 .21.x-x.x-x.x-1 Dinas ... 
JC.XX. i 

2.21.x-x.x-x.x- i Program ... 
x.xx.xx. 
2.21.x-x.x-x.x-! Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. 
2.21.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 

I Dst ... 
i 

2.22 I KEBUDAYAAN 
' ' 



2 .22 .x-x.x-x.x] Dinas ... 
x.xx. i 

2 .22 .x-x.x-x.x- Program ... 
x.xx.xx. 
2.22.x-x.x-x.x- Kegiatan ... 

! x.xx.xx.x.xx. ! 

2 .22 .x-x.x-x.x-] Sub Kegiatan ... 
i Dst ... 

2.23 l PERPUSTAKAAN i 2.23.x-x.x-x.x-! Dinas ... 
x.xx. ! 

2.23.x-x.x-x.x-\ Program ... 
x.xx.xx. 

' 
2.23.x-x.x-x.x+ Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. 
2.23.x-x.x-x.x-[ Sub Kegiatan ... 

! Dst ... 
! 
' 2.24 ' KEARSIPAN 

2.24.x-x.x-x.x-! Din as ... 
x.xx. 
2.24.x-x.x-x.x-! Program ... 

' x.xx.xx. 
2. 24 .x-x.x-x.x-: Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. ! 

2.24.x-x.x-x.x- ! Sub Kegiatan ... 
t Dst ... 
! 

3.00 ' URUSAN PEMERINTAHAN 
' ' PILI HAN i 
; 

' 

3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 
.. 

3.25.x-x.x-x.x- I Din as ... 
t x.xx. 

3.25.x-x.x-x.x- Program ... 
' x:.xx.xx. 

3. 25 .x-x.x-x.x-1 Kegiatan ... 
! 

x.xx.xx.x.xx. 1 

3.25.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
' Dst ; ... 

' 
3.26 I PARIWISATA 
3 .26.x-x.x-x.x- ' Din as ' ... i 
x.xx. ; 

i 

3 .26.x-x.x-x~x- i Program ... 
i x.xx.xx. 

·. i 

3 .26 .x-x.x-x.x- ) Kegiatan ... 
x .xx.xx.x.xx. ' 

·- j 



, 
J 

3 

x 
3 
x 

x 
3 

3 

x 
3 

x 

x 

::,.26.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
i Dst ... ! 

,.27 : PERTANIAN 
· .27 .x-x.x-x.x- Dinas ... 

. xx. 
).27 .x-x.x-x.x- I Program ... 
c.xx.xx. 1 

).27 .x-x.x-x.x- 1 Kegiatan ... 
. xx.xx.x.xx. 
.27 .x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... 

! Dst ... 
i 

>.28 ' KEHUTANAN ' ' 
.28.x-x.x-x.x- Dinas ... 

c.xx. i 

.28.x-x.x-x.x- Program ... 
r.xx.xx, : 

.28.x-x.x-x.x- Kegiatan ... 
·:.xx.xx.x.xx. 
.28.x-x.x-x.x- I Sub Kegiatan ... 

Dst ... 
! 

.29 ENERGI DAN SUMBER DAYA 
MINERAL 

3.29.x-x.x-x.x-i Dinas ... 
x.xx. 
3.29.x-x.x-x.x-\ Program ... 
x.xx.xx. : 

3.29.x-x.x-x.x~ Kegiatan ... 
i x.xx.xx.x.xx. 

3.29.x-x.x-x.x-! Sub Kegiatan ... 
; Dst ... 

2.30 
! PERDAGANGAN 

3.30.x-x.x-x.x- i Dinas ... 
x.xx. 

' 
3.30.x-x.x-x.x- Program ... 
x.xx.xx. 
3. 30 .x-x.x-x.x- Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. 
3.30.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 

' Dst ... 
! 

Y.31 [ PERINDUSTRIAN 
3.31.x-x.x-x.x-1 Dinas ... 
x.xx. ' 
3.31.x-x.x-x.x- Program ... 
x.xx.xx. 
3.31.x-x.x-x.x~ Kegiatan ... 

! 

x.xx.xx.x.xx. i 

3 



3.31.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... ' 
• l Dst ... 

' 3.32 i TRANSMIGRASI 
3. 32 .x-x.x-x.x..;. Dinas ... 

i x.xx. 
3.32.x-x.x-x.x1 Program ... 

' x.xx.xx. 
3. 32 .x-x.x-x.x:... Kegiatan ... 

' x.xx.xx.x.xx. i 

3.32.x-x.x-x.x~ Sub Kegiatan ... : 
r Dst ... 
: 

4.00 ! UN SUR PENDUKUNG URUSAN 
' PEMERINTAHAN 

4.01 I SEKRETARIAT DAERAH 
4.01.x-x.x-x.x-i Sekretariat Daerah 

i x.xx. 
4.01.x-x.x-x.x-i Program ... 
x.xx.xx, i 

i 
4.0 l .x-x.x-x.x+ Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. f 

·.01.x-x.x-x.x- ! 

Sub Kegiatan ... t 

I Dst ... 
! 

4.02 
I 

SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT 

i DAERAH 
4.02.x-x.x-x.x-i Sekretariat DPRD 
x.xx. 

' 4.02.x-x.x-x.x-1 Program ... 
x.xx.xx. 

4.02.x-x.x-x.x- Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. 

' 
4. 02 .x-x.x-x.x- I Sub Kegiatan ... 

l Dst ... 
5.00 

i 
UNSUR PENUNJANG URUSA.l\ 
PEMERINTAHAN 

: 

5.01 ! PERENCANAAN 
5.0 l .x-x.x-x.x-1 Dinas/Badan/Kantor ... 
x.xx. 

! 

5.01.x-x.x-x.x- ! Program ... 
x.xx.xx. i 
5.01.x-x.x-x.x~ Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. 

5.0 l .x-x.x-x.x- ! Sub Kegiatan ... i 
I Dst ... 

5.02 ! KEUANGAN 
' 

4 



5 
x 

5 
x 
s 

x 

x 
5 

5 
x 

x 
~ 

x 
5 

x 

x 
5 
x 

5.02.x-x.x-x.x- Dinas/Badan/Kantor ... 
x.xx. 

' 5.02.x-x.x-x.x-i Program ... 
! 

x.xx.xx. i 
i 

.:>.02.x-x.x-x.x~ Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. i 

5.02.x-x.x-x.x- I Sub Kegiatan ... 
I Dst ... 
i 

.03 ! KEPEGAWAIAN 

. 03 .x-x.x-x.x- j Dinas/Badan/Kantor ... 

.xx. i 
.. 03 .x-x.x-x.x- Program ... 
. xx.xx. 

_ .03.x-x.x-x.x- [ Kegiatan ... 
. xx.xx.x.xx. 
. 03.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 

! Dst ... 
i 

.04 i PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
. 04 .x-x.x-x.x- I Dinas/Badan/Kantor ... 
.xx. : 

. . 04 .x-x.x-x.x- I Program ... 
·.xx.xx. 

i 

-- .04.x-x.x-x.x- i Kegiatan ... 
! .xx.xx.x.xx. ! 

_ .04.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
IDst ... 
: 

.05 I PENELITIAN DAI\ 
• PENGEMBANGAN 

. 05.x-x.x-x.x- l Dinas/Badan/Kantor ... 
! 

.xx. 
_- .05.x-x.x-x.x- Program ... 

. xx.xx. ; 

_ .05.x-x.x-x.x- : Kegiatan ... 
! ·.xx.xx.x.xx. 

. 05.x-x.x-x.x- i Sub Kegiatan ... 
i Dst ... 

5.06 ! PENGHUBUNG 
. 06.x-x.x-x.x- Dinas/Badan/Kantor ... 
·.xx. 
5.06.x-x.x-x.x- Program ... 
x.xx.xx. : 

5.06.x-x.x-x.x1 Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. ! 

5. 06 .x-x.x-x.x-1 Sub Kegiatan ... 
I Dst ... 

' 

5 
5 



5.07 ' PENGELOLAAN PERBATASAN i 
5.07 .x-x.x-x.x-! Dinas/Badan/Kantor ... 

i x.xx. : 
5.07.x-x.x-x.x-; Program ... 

I x.xx.xx. l 
! 

5.07 .x-x.x-x.x! Kegiatan ... 
I x.xx.xx.x.xx. I 

! 

5.07 .x-x.x-x.x-: Sub Kegiatan ... 
I Dst I ... I 

! 

6.00 ' UNSUR PENGAWAS ' I 
' l 

6.01 ' UNSUR PENGAWAS ' i 

6.01.x-x.x-x.x-; Inspektorat ! 

x.xx . ! 
. 6.01.x-x.x-x.x~ Program ... 
x.xx.xx. i 

l 

6.0 l .x-oc.x=x.x- Kegiatan ... 
i x.xx.xx.x.xx. j 

,--- 

6.01.x-x.x-x.x-1 Sub Kegiatan ... 
i Dst I ... 
! 

-- 
I 7.00 ! UNSUR KEWILAYAHAN 

7.01 i KECAMATAN 
,. 

7.0l.x-x.x-x.x1 Kecamatan ... 
I x.xx. 
' 

7.01.x-x.x-x.x+ Program ... 
! x.xx.xx. ' 

7.01.x-x.x-x.xJ Kegiatan ... 
i 

x.xx.xx.x.xx. I 
! 

7.0 l .x-x.x-x.x-] Sub Kegiatan ... 
' Dst ! ... 
i 

:7.02 ! KOTA ADMINSTRASI i 

7 .02.x-x.x-x.xt Kota ... 
I .x.xx. i 

: I Program ... 7.02.x-x.x-x.x:- 
! x.xx.xx. ! 

'7 .02.x-x.x-x.xt Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx. i 
r 7 .02.x-x.x-x.X:- Sub Kegiatan ... 

I Dst ... I 

: 
i 

7.03 I KABUPATEN ADMINSTRASI i 

7. 03 .x-oc.x-x..x- Kabupaten ... 
I 

x.xx. I 
! 

7 .03.x-x.x-x.xi Program ... 
Ix.xx.xx. I 

! 
7 .03.x-x.x-x.x;- Kegiatan ... 

. ! 



x 
! 

.xx:.xx.x.xx. i 
7.03.x-x.x-x.x~ Sub Kegiatan ... 

' Dst ... 
i 

8.00 i URUSAN PEMERINTAHAN I 
I 

! UMUM 
8.01 ! KESATUAN BAN GSA DAN 

i POLITIK 
s.o 1.x-x.x-x.x- I Kesatuan Bangsa Dan Politik ... 
::.xx . ! 

. 01.x-x.x-x.x- l Program ... I 
! c.xx.xx, ! 

8.01.x-x.x-x.xt- Kegiatan ... 
l 

x.xx:.xx.x.xx. i i 
8.01.x-x.x-x.x- I Sub Kegiatan ... 

i Dst ... 
' 

8 



' 
rrorat, 
b. Belanja bantuan keuangan 
a. Belanja bagi hasil 

4 Belanja transfer 
3 Belanja tidak terduga 

f.Belanja modal aset tidak 
berwujud; 

e.Belanja modal aset tetap 
I 

lairmya; 

' d.Belarija modal jalan, 
jatjngan, dan irigasi; 

c.Belanja modal gedung dan 
bhgunan 

b.Belanja modal peralatan dan 
I 
I • mesm 

a.Belarija modal tanah 
2 Belanja modal 

f. Belanj a bantuan sosial 
e. Belarija hibah 
d. Belarija subsidi 
c. Belarija bunga 
b. Belanja barang dan jasa 
a. Belanja pegawai 

1 Belanja operasi 

PLAFON 
ANGGARAN 

(Rp.) \ 

URAIAN 
! 

NO 

TABEL3.5: 
i 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS 
BELANJA: 

1' 

I 



PLAFON 
NO. URAIAN ANGGARAN 

, SEMENTARA 
! (Rp.) 

PEf\:'lBIAYAAN DAERAH 
i 

6.1. Penerimaan Pembiayaan 
6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

I Tahtm Anggaran 
6.1.02. Penoairari Dana Cadangan 
6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 

! 

Yang Dipisahkan 
6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 
6.1.05. Penerimaari Kembali Pemberian 

I 

Pinjaman Daerah 
6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 

Seshai Dengan 
I 

Ketentuan Peraturan Perun dang- 
I 

Unc:Iangan 
f 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
: 
' 

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 
6.2.01. Pernberrtulcan Dana Cadangan 
6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 
6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utan~ 

I Yang Jatuh Tempo 
6.2.04. Pemberian Pinjaman Daerah 
6.2.05. Perigeluaran Pembiayaan Lainnya 

. I 
Seauai Dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan 

l 
Uurtjlah Pengeluaran Pembiayaan 

I 
I 

Pembiayaan Neto 

! 

iTABEL3.6 
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN , I 

I 



-.., 

APBD TA ..!.. disusun dalam Lampiran yang menjadi satu 
kesatuan yarig tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

I 

kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam 
l 

penyusunan Rancartgan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
I 

(RAPBD) Tahhn Anggaran. ... , Kebijakan. pendapatan., belan.ja dan. 
pembiayaan ! daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan 

! 
Prioritas dan] Plafon Anggaran. Secara lengkap Kebijakan Umum 

I 

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar 
I 

penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA .... 

Berdasarkki hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap 
l 
; 

Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan 
I 

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan 
! 

Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Bombana Dengan ini 
menyatakan I bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran 
Pendapatan I dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan 

i 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana 

Alamat!Kantor 
c. Nazn a l 

Jabata'.n 
Alamat Kantor: 

: Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana Jabata:h 
i 

. . . . b. Nam.al 
! 

Alamat Kantor : . 
! 

: Ketua DPRD Kabupaten Bombana .Jabatan 
! 

. . . . 
bertindak jselaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Bombana 

! 2. a. Narna l 
! 

Bupati Bombana Jabatan I 
l 
i 

Alamat Kantor 

j 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nam.a . 

TENTAN? KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
' BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN .... 

NOMOR . 
TANGGAL . 

NOTA KES~PAKATAN ANTARA PEMERINTAH BOMBANA DENGAN 
DEWAN PE~WAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BOMBANA 

! 

d. Ihratraai Nota Kesepakatan KUA 
! 
; 

. I 
! 



Nama WAKIL KETUA II 

Nama WAKIL KETUA I Na.ma 
I 

NamaKETUA 

Pimpinan DPRD Kabupaten Bombana 
Selaku PIHAK KEDUA 

Bupati Bombana 
I 

Selaku PIHAK PERTAMA 
I 
' l 

...... Tanggal, . 

I 
Demikiarilah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar 

! 
I 

dalam penyueurian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
I 

Tahun Anggaran .... 
! 

. i 



Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun 

I 
Prioritas 'dan [Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati 
bersama antf=ll'a DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk 
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan 

I 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA .... 

i Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada 
I 

kesepakatan i antara DPRD dan Pemerintah Daerah ten tang 
Kebijakan Uriium APBD TA ... , para pihak sepakat terhadap 
Prioritas .dari tPlafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana 
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ... , Prioritas 
belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan 

I 

Pemerintahanl Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan 
I 

daerah TA ... · 
Secara lerigkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 

Anggaran . . . d.isusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan 
I 

yang tidak terpisahkari dengan Nota Kesepakatan ini. 

. . . . 

i 
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Bombana 

2. a. Nama i : ...•......•.•.•...........•.... ; 

Jabatah : Ketua DPRD Kabupaten Bombana 
Alamat Kantor : . 

I 

b. Nama 
; 

Jabatan :Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana 
Alamai Kantor : . 

I 
c. Nama ! . 

Jabatan :Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana 
I 

Alarnaf Kantor : . : 

. . . . Alamat Kantor 
: Bupati Bombana 

............................ 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nam.a 

Jabatan 

TENT ANG 
PRIO~ITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

1 TAHUN ANGGARAN .... 

NOMOR . 
TANGGAL . 

NOTA KESEPAKATAN ANTARA 
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

DEN GAN 
DEWAN P~RWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BOMBANA 

d. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS 
i 



Nama W akil Ketua II 

Nama Wakil Ketua I 

NamaKetua 
Nama 

. Tanggal, . 
Pimpinan DPRD Kabupaten Bombana 

Selaku PIHAK KEDUA 
Bupati Bombana 

' ' 
Selaku PIHAK PERTAMA 

! 
! 

Dernikiarrlah N ota Kesepakatan ini dibuat untuk dij adikan 
I 

dasar dal~ penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBp) Tahun Anggaran .... 



' (2) Tahun .. senilai Rp (terbilang); 
I 

(3) Dst. 
! 

b) biaya pekerjaan dengan perincian per tahun sebagai 
' 

untuk j membiayai kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp (terbilang). 

(3) Rinciari anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana 
! 

dimaks~d dalam Pasal 3 adalah : 

a) biaya pekerjaan dengan perincian per tahun 
sebagai berikut: 

I 
; 

(1) Tahuri .. senilai Rp {terbilang); 
; 

(1) Dana ;anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak 
bersu~ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bombana) .... 

' 

(2) .Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak 
! 

Pasal 4 

(2) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp ... (terbilang); 
! 

(3) Dst. 

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak (Nam.a . I 

Kegiatan /Sub ~egiatan), yang 
(1) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp ... (terbilang); 

' 

BAB III 
K~GIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK 

Pasal 3 

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah: 
( 1) . 
(2) ~ . 
(3) . 
(4) Dst. 

(Berisikan malcsud dan tujuan Nota Kesepakatan ini) 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(Berisikan terrtang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar 
i I 

hukum yang melaridast untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud) 
j 

BAB I 
DASAR HUKUM 

Pasal 1 



Hal-hal yang!belum diatur dalam Nata Kesepakatan ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 9 

mengacu pada ketentuanperaturan perundang-undangan 
I 
i 

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak 
I 

BAB VIII 

PERTANGGUNGJAWABAN 
Pasal 8 

(3) Dst. 

................................... 
! 

( 1) 
(2) 

BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 7 

Kabupaten Bombana 
I 
I 

i 

(1) Pengelolf1-an dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak 
dilaksanakan oleh PerangkatDaerah terkait sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 

dilaksariakan oleh Dinas . 
! 
' 

Pasal 6 

i 

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK 
! 

BABV 

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak 
i 

sebagairnaria dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk 
I 

kegiatan/sui kegiatan dari Tahun ... , Tahun ... dan Tahun 
I 

BAB IV 
PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Pasal 5 

(3) Dst. 

(1) lahun senilai Rp (terbilang); 

(2) Tab.uri senilai Rp (terbilang); 
i 

berikut: 
! 



Nama WAKIL KETUA II 

Nama WAKIL KETUA I 

' I 
Nama 

' 

Nama Ketua 

Pimpinan DPRD Kabuapaten Bombana 
Selaku PIHAK KEDUA 

Bupati Bombana 
! 

Selak:u PIHAK1PERTAMA 
I 
i 

....... Tanggal, . 

Peraturan/Keputusan PIHAK Demikian Nata Kesepak:atan mi 
I 

dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing- masing 
! 

mempunyai kekuaran hukum yang sama. 
' 



bertinda.1f: selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana. 

I 
Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub 

kegiatan b8.fU pada KUA dan PPAS TA yang tidak terdapat 
dalam RKPp Kabupaten Bombana TA yang selanjutnya secara 
lengkap penambahan kegiatan/ sub kegiatan barn dimaksud 
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak 

I 

terpisahkan [dengan Berita Acara Kesepakatan ini. 
Berdasarli:an hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 

I 

343 ayat (2)ldan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pernbangurran Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

I . . 
serta Tata I Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah., Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

I 

dan Rencaria Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini ... 
tanggal . ..! bulan tahun ... , dibuatlah Berita Acara 
Kesepakatari ini. 

I 

. . . . 
: Ketua DPRD Kabupaten Bombana 
. . . . 2. Nama 

Jabatan[ 
Alamat Kantor 

Alamat Kantor : . 
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten 
Bombana 

: Bupati Bombana .Jabarari: 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nam.a ' . 

TENT ANG 
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN 

PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD 
TAHUN ANGGARAN .... 

NOMOR . 
TANGGAL . 

BERITA ACARA KESEPAKATAN 
ANT ARA 

BUPATI BOMBANA 
DEN GAN 

KETUA DPRD BOMBANA 

f. Ilustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/ Sub 
i Kegiatan 



Nama Nama 

. Tanggal, . 
Ketua DPRD_ Kabupaten Bombana Bupati Bomb~a 

Demikiarilah Berita Acara Kesepakatan mi dibuat untuk 
I 

dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
! 

Belanja Dae~ah (APED) TA . 



I 

• • . 
• • . . 
• • 

• . 
• . . 
• • . . 

• • . . 
• • • . . 

• . 
• . 
• . . . . 

. . 
• . . 
• • . . 

. 
• • • • . . . . 

. . 
• . 
• • • . . 

. 
• . 
• • • • • • 

• • . . . . . 
• • 

• • . . . . . . . 

• • . . . . . . . 
• • . . . . . . . 

r 

. . 
• • . . 
• • • 

. . . . . . 
• • • 

r 



B. RKA SKPD 
1. Ketentuanl Umum RKA SKPD 

I 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 

I 89 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait RKA­ 
SKPD sebagai berikut: 

I 
a. Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA- 

SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah 
rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. 

b. Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat: 
i 

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub 
kegiatan yang terkait; 

I 
2) aloka.si plafon anggaran sementara untuk setiap program, 

I 
kegi~tan dan sub, kegiatan SKPD berikut rencana 
pendapatan dan penerimaan pembiayaan; 

. I 

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan 
I 

4) doktimen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode 
rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, 
stan~ar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan 

I 
APBD. . 

c. Rencruda pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu 
h'ubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan 
pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain: 

I 
1) belahja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, 

kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi 
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi; 

! 
2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, 

I 

kegiatari, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus 
I • aumber pendanaannya berasal dan pendapatan transfer 

kb.uaue berkenaan; 
3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, 

kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana 
jal8f sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak 

· keridaraan bermotor / pendapatan bagi hasil berkenaan. 
4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, 

kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan 
pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal 
daripendapatan dana alokasi umum. 

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan 
PPAS, I serta mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang 
Pedoman Penyusunan RKA- SKPD. 

e. Urrtuk' kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD 
rnengevahraai hasil pelaksanaan · program, kegiatan, dan sub 
kegiat~ 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun anggaran berjalan. 

I 
f. Prose~ penyusunan RKA-SKPD. mengandung informasi, aliran 

data, I serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 

I 
! 

. I 
i 
i : 



c) E:fisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 
i 

i. Penyus'urian RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan 
penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada: 

' 1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang 
akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang 
dire*canakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil; 

2) Tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang 
akan dicapai dari keadaan semula dengan 
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, 
dan / efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan 
dan Isub kegiatan; 

3) Saaarari kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari 
I 

suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
sub/ kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan 

I 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur; 

I 

4) Analiais standar belanja merupakan penilaian kewajaran 
atas beban kerja dan biaya yang digunakan 
untukmelaksanakan suatu sub kegiatan; 

! 

5) St~dar harga satuan merupakan harga satuan barang dan 
jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan 
mempertimbangkan standar harga satuan regional; 

1- 
6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan 

I 
bararig milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 
palirig kurang berisi informasi mengenai kebutuhan 
pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan 

I 

g. RKA-SKpD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 
penyueurian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam 
Peraruran Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang 
ditetapkan setiap tahun. 

h. RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan 
pendekatan: 

' 
1) Kerarigka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah 

dilaksariakan dengan menyusun prakiraan maju secara 
! 

bertahap disesuaikan dengan 
kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan 
anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang 
direricanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun 
anggaran yang direncanakan. 

2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan 
selu ruh proses perencanaan dan penganggaran di ! . 
lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana 
kerj~ dan anggarari. 

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan: 
a) Keterlcaitari antara pendanaan dengan keluaran yang 

! 

diharapkan darisub kegiatan; 
b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

I 
I 



i 

i 
7) Staridar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja 

dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan 
dasai yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang 
berh~ diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

j. Untuk ;terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan 
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja 
serta terciptanya kesinam bungan RKA- SKPD, Kepala SKPD 
mengevaluaai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub 
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun anggaran berjalan. 

k. EvaluaJi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub 
kegiata:h yang belum dapat dilaksanakan atau belum 

I 

diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau 
I 

diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) 
I 

tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. 
I 

1. Ketenruan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA- 
SKPD /diatur dalam Peraturan Daerah mengenai ·Pengelolaan 
Keuarigan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

I 

m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, 
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, 

I 
dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan 
fungsi ~ada masing-masing SKPD. 

n. Belarija bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer 
l 

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 
o. Penerimaari pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada: 
1) SKP:KD; 
2) SKP.D /Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola 

! 
pengelolaan keuangan BLUD; 

2. Ketentuah Dokumen RKA SKPD 
I 

Berd aaar'kari ketentuan dalam Pasal 87 dan Pasal 89 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 

i 
tentang ! Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait 
dolcumeri RKA-SKPD adalah sebagai berikut: 
a. Prosea penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran 

data, ! serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilaku'kan secara elektronik. 

b. RKA-~KPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan 
maju trrrtu k tahun berikutnya. 

I 
c. Rencap.a pendapatan memuat urusan pemerintahau 

daer~, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, r'irrciar, 
objek,j dan sub rincian objek pendapatan daerah. Rencana 
pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan 
fungs~nya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan perafu ran 
perun1c:lang- undangan. 

d. Renc8ra belanja memuat informasi mengenai: 
I 

... 

. I 



1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan 
pemerirrtahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas 
dan fungsi SKPD. 

2) orgariisasi memuat nama SKPD selaku PA, 
3) standar harga satuan, 

! 
4) RKB~D, 
5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, 

tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai 
dari program, kegiatan dan sub kegiatan. 

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan 
I 

SKPf? dalam tahun anggaran berkenaan. 
7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan 

SKP[? dalam tahun anggaran berkenaan. 
8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan 

dilaksanalcan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 
I 

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan 
menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub 
rirician objek. 

e. Rencaria Pembiayaan memuat kelompok: 
I 

1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk 
merrutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan 

I 

mernir'ut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek 
penerimaan pembiayaan. 

I 

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk 
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing 
diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub 
rincik objek pengeluaran pembiayaan. 

3. Ketentuan! Lain Terkait RKA SKPD 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 

84 Peraturari Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
ten tang Perigelolaari Keuangan Daerah, ketentuan lainnya terkait 

I 

RKA-SKPD sebagai berikut: 
I 

a. Dalam !hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran 
akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan 
mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar 
KUA dah PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD. 

I 

b. Dalam pal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan 
tahun lterakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang 
ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada 

I 
tahun yang direncanakan. 

c. Dalam ihal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata 
I 

kerja (~OTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD 
disusuri oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait. 

' d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD 
I 

yarig melakaarrakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode 
I 

rekenirig APBD. 
i 

4. Ketentuan Pelaksanaan 
a. TAPD menyuaun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD. 
I 



Kode i Nama Formulir 
RKA-Penc:lapatan SKPD Rincian Anggaran Pendapatan 

i SKPD I 

RKA -Belanja SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 
RKA -Pembiayaan SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan 

Daerah SKPD 
' RKA RE~ITULASI *) 

Ringka.san APBD 
Rekapitulasi Belanja per urusan 
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program 

I 

a. Narna 
b. NIP 
c. Jaba.tan 

Pengguna iAnggaran 
I 

x.xx.xx . 
x.xx . 
x. . . ' URUSAN P;EMERINTAHAN 

BIDANG URUSAN 
ORGANISASI 

KABUPATEN BOMBANA 
RENCANAi KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT 

! 
DAERAH (RKA-SKPD) 
TAHUN ANGGARAN ... 

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan 
I 
I 

kebutuhan' yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan 
! 

peraturan peruridang-uridarigan mengenai pedoman penyusunan 
APBD. 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD 
i 

disajikan sebagai berikut: 

b. TAPD menyerahkari rancangan Surat Edaran tentang 
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk 

i 
diotoriaasi. 

I 
c. Bupati i menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyus~nan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam 
menyu sun RKA-SKPD. 

! 

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan 
l 

PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 
mengikuti ketentuan umum RKA- SKPD dan Ketentuan 
terkait Dokumen RKA-SKPD di atas. 

I 

e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai 
bahan penyuaurian rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD. 

5. Dokumen Terkait 
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD 

' 



Nama 
NIP: . 

Keterangan: Narna 
NIB: .... 

I 

Disiapkan oleh, 
Sub Bagian Program 

Disetujui oleh, i 
Pengguna Angg+.ran 

Rekapirulaai Belanja per J enis Belanja 

' Rekapitu'lasi Belanja per urusan, program dan kegiatan 



I RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA 
I 

PERANGKAT DAERAH 
Kabupaten Bombaria Tahun Anggaran ... RKA - 

: J SKPD I 

0 . . ' , rgan1sas1: x.::,cx.xx ................... 
; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kode .. I Uraian Jumlah 
Rekening ! (Rp) i 

1 ' 2 3 i 
Pendapatan Daerah 
Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Daerah 
Retribu si Daerah 

.· 11fasil pengelolaan kekayaan daerah yarig 
.· di pisahkan 
', Ilain-lain pendapatan asli daerah yang 

.. .. Pendapatan Transfer 
!Transfer Pemerintah Pusat 
[Trarisf er An tar Daerah 
Eain-Iain Pendapatan daerah yang sah 
:fylibah 
Dana darurat 
Lain-lain pendapatan sesuai dengan 
keterrtuan perundang-undangan 

i 
i 

Belanja Daerah 
Belanja Operasi 
Belanja pegawai 
Belanja barang dan Jasa 
Belanja bunga 
Belanja subsidi 
Belanja hibah 
Belanja bantuan sosial 
Belanja Modal 
Belanja modal tanah 
Belanja modal peralatan dan mesin 

. Belanja modal gedung dan bangunan 
Belanja modal jalan, jaringan, dan 

I 
ir-igassi 

· Belanja modal aset tetap lainnya 
Belarija modal aset tidak berwujud 
Belanja Tidak Terduga 
Belanja tidak terduga 
Belanja Transfer 
Belanja bagi hasil 

i 

i 
·") jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI 

I 

dapat disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan. 
I 
! 

! 
i 



Nama 
NIP : . 

............. .t arrggsal . 
Kepala SKPD 

; 

Belanja bantuan keuangan 
Surplu.a/ (Defisit) 

t Pembiayaan Daerah 
Penerirnaari Pembiayaan 

I SilPA 
~ 
I Pencairan dana cadangan 
I Hasil penjualan kekayaan daerah yang i 
' t 

I dipisahkan I 
I Penerimaan pinjaman daerah ! 

I Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
l I 

i daerah 
! Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ! 
I I 
I dengan ketentuan I 

' I 
perundang-undangan 

i Pengeluaran pembiayaan i 
Pemberrtu'kan dana cadangan 
Penyertaan modal daerah 
Pembayaran cicilan pokok utang yang 
jattrh tempo 
Pemberiari pinjaman daerah 
Pengeluaranpembiayaanlainnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 
Pembiayaan Netto 

I 



Halaman ... 
RE~CANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir 

! 
RKA- 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pendapatan 
[Kabu.paten Bombana SKPD 
i Tahun Anggaran ... 1 

Organisasi:\ x.xx.xx ................... 
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

! Rincian Perhitungan Kode 
Rekening Uraian Volume Satuan Tarif/Har Jumlah 

: Koefisien ga (Rp) 

. 
' 

' 

jumlah ' 
1 

,. 
! ... 'tan.ggal ..... ; 

Kepala SKPD 

Nama 
' NIP ....... 

Pembahasan' 
Tanggal: j . ·(· .............. 
Catatan: .................. 

.... 
; 

1. 
' 
! 2. ' 

Dst. ' 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

No. Nama NIP lJabatan Tanda 
! tangan 

1. 
! 

i 

2. 
Dst 
. 
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!: Waktu Petalcsarraart : Mulai Sampai . 

Keluaran Sub Kegiatan: (Kuantitas, dengan satuan disamakanl 
' I 
Ii dengan/ sub kegiatan) 

, Lokasi: (Kab z Kota sampai Desa/Kelurahan) 
I Sumber Perid arraa.n : ··········· 

i RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
-- 

Formulir i SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- 
i Pemerintah Kabupaten Bombana BELANJA 
Tahun Anggaran ... SKPD ! 

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan 
Urusan Pernerirrta'h : x ...................... ! 
Bidang Ur'u sari: x.xx.xx ...................... 
Pr I rogram: x.~.xx ...................... 

: 

Kegiatari: x.xx.xx ...................... 
Organisasi: ~.xx.xx ...................... ' 

' u • - I ; ru t: x..xx zxx. ..................... 
Alokasi Tahunl -1: Rp(terbilang) 

Alokasi] Tahun: Rp(terbilang) i 

Alokasi Tahun] +l: Rp(terbilang) ' 

! - 

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan i 
Indikator I Tolak Ukur Kerja Target Kinerja 1 

Masukan ! 
' ! .. 

Keluaran ' ! : 
·l 

Hasil ! 
I 

' 
Kelompok Saaaran Kegiatan: .............. 

I ' ! 
Sub Kegiatari: x.xx.xx ' 

Sumber Perrd'arraa n : ........... 
- 

Lokasi: (Kab / Kota sampai Desa/Kelurahan) 
Keluaran Sub Kegiatan . (Kuantitas, dengan satuan disamakaru . 
dengan/ sub kegiatan] 
Waktu Pelalcearraan : Mulai ...... Sampai ........ ; 

Keterangan: I ' ; 

Rincian Perhitungan Jumlah 
Kode Uraian Koefi.si Satu Harg PPN (Rp) 
Rekening en an a 

I Satua 
i Volum n 

i j e 
I 

: 
I ! 

I 
i 
I 

! 
I 

: 

Jumlah Anggarari Sub Kegiatan 
i 
! 

Sub Kegiatan:\ x.xx.xx ' 

Halaman . 



Keterangan: 
' 

Rincian Perhitungan Jumlah ' 

Kode Uraian Koefisi Satu Harg PPN (Rp) 
Rekening en an a 

I Satua 
Volum n 

' 
e 

r 

: 

i I 
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 

i 
! 

... ,tanggal ... 
Kepala SKPD 

Nama 

' 
NIP: .......... 

Pembahasan I 

Tanggal: ....... 1 •••••••• 

Cata tan: ...... i ••••••••• 
' 1. ! 1 

2. i i 

Dst. ! 
i 

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 
No Na.ma NIP Jabatan Tanda 
. i Tang an 
1 ! 

-··-< 

2 ! 
"~ 

Ds 
t l 

" - 



.. 

Halaman .......... 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJP Formulir 

I 

PERANGKAT DAERAH RKA - 
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran ... Pembiayaan 
'.. r 

SKPD 

Orgarriaaaic x.xx.xx ................... 
! Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah ! 

Kode Reken'.ing Urai Jumlah 
! 

(Rp) ; an ' 
f 

: 

: 

t 

: 
; 

I Jumlah Penerimaan 
i Pembiayaan 
i 
i 
' Jumlah Pengeluaran 
! Pembiayaan 

Jumlah 
; 

... 'tan.ggal ...... 
Kepala SKPD 

Nama 
NIP. 

Pembahaaan 
Tanggal : l , ............... 

Catatan: .................. 
1. : 

! 2. 
' Dst. ; 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
No Nama NIP Jabatan Tanda 
. tangan 
1. ' 

: 

2. ! 

Ds 
t. 



. ., 

11) progr'.am, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD. 
c. Dalam pal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidak sesuaian, 

Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 
' d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat 
I 

Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuk.n peraturan perundang- undangan. 

e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan 
dokum~n pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah 

I 

f. disempurnakan oleh kepala SKPD. Rancangan Perda tentang 
APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada 
Bupati. ! 

g. Proses ! penyiapan Raperda tentang APBD mengandung 
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumeri yang dilakukan secara elektronik. 

2. Keterrtuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD 
! 

Ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagai 
berikut:' 
a. Raricangan Mengacu Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
! 

2022! tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda tentang 
APBD memuat lampiran sebagai berikut: 

1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 
jenis [pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan 
pernerirrtaharr daerah dan organisasi; 

! 

antara ~ SKPD dengan: 
1) KUA pan PPAS; 
2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 

sebelumnya; 
3) dokurnen perencanaan lainnya; 
4) capaian Kinerja; 
5) indikator Kinerja; 

i 
6) analisis standar belanja; 

! 
7) standar harga satuan; 
8) perericariaan kebutuhan BMD; 
9) Stan4ar Pelayanan Minimal; 
10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; 

I 

! 

C. RANCANGANi PERDA APBD 
1. Ketentuanl Umum 

Berdas~kan ketentuan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 
92 Peratu'rari Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 

I 

2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait 
penyiapanl Raperda ten tang APBD sebagai berikut: 
a. RKA SKpD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan 

kepada ff APD melalui PPKD untuk diverifikasi. 
b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian 

l 

I 



b. Dolcurnen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri 
atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang 

I 
penjabaran APBD. 

c. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja 
berdaearkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja 

i 
masing-inasing program, kegiatan, dan sub kegiatan. 

! 

3. Ketentuan i Pelaksanaan 
I 

a. PPKD inelakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah 
disusunl oleh Kepala SKPD. 

I 

b. Jika terdapat ketidaksesuaian., TAPD meminta Kepala SKPD 
untukrrielakukan penyempurnaan.. 

c. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan 
dokumep. pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah 
disempurriakan oleh kepala SKPD. 

d. PPKD 11?-enyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang 
telah dieuaun kepada Bupati. 

i 

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 
Iairmya; 

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah danaset lain-lain; 

I 

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 

t) daftar dana cadangan; 
g) daftar pinjaman daerah. 

! 

e) Sirrkrorrieasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
RKiPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

! 

t) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan 
Program Prioritas Daerah. 

5) Infonhasi lainnya yang menunjang kebutuhan 
iriforrnaai pada PerdaAPBD antara lain: 
a) da:ftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
b) daftar piutang daerah; 

I 

3) rincian. APBD menurut urusan. pemerintahan. daerah, 
orgarriaaai, program, kegiatan., sub kegiatan., akun, 
kelompok, jenis pendapatan., belan.ja, dan. pembiayaan.. 

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan 
berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 

I 
a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan 

I 

pemerirrtaharr daerah, organisasi, program beserta hasil, 
kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta 
keluaran; 

b) reiapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 
I 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

I 

c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
I 
I 

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 
' APBD· 
' ' 



Kode Uraian Jumlah 
I (Rp) 

Peridapatan 
I 

Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Daerah 
Retribuei Daerah 
Haail Pengelolaan Kekayaan Daerah yarig 

' dipisahkan 
Lain-lain PAD yang sah 

: 

Pendapatan Transfer 
Peridapatan Transfer Pemerintah Pusat 
Pen'dapatan Transfer Antar Daerah 
Lain-Iain Pendapatan Daerah Yang Sah 
Peridapatan Hibah 
Dana Darurat 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 

i Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan 

i 

.Jurnlah Pendapatan 
Belanja 

i 
Belanja Operasi 
Belanja pegawai 
Belarija barang dan jasa 
Belanja bunga 
Belanja subsidi 
Belanja hibah 
Belanja bantuan sosial 

i 

KABUPATEN BOMBANA 
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT 

I 

KE~OMPOKDAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN 
i PEMBIAYAAN 

4. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD 
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan 
kebutuhari. yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan 

I 
peraturan ! perundang- undangan mengenai pedoman 

i penyusunan APBD 
! 

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD 
pada tahapari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
disajikan ~ebagai berikut: 
a. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
! 



: 

Belanja Modal 
Belarija modal tanah 
Belanja modal peralatan dan mesin 
Belanja modal gedung dan bangunan 
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 
Belanja modal aset tetap lainnya 
Belanja modal aset tidak berwujud 

I 
I 

Belanja Tidak Terduga 
Belarija tidak terduga 

Belarija Transfer 
Belanja bagi hasil 
Belanja bantuan keuangan 

t 

.Ju mlab. Belanja 
I 

I 

Surplus/ (Defisit) 
i 

Pembiayaan Daerah 
Penerimaan Pembiayaan 
Sil~A 
Pencairan dana cadangan 
Basil penjualan kekayaan daerah yarig 

I 

dipisahkan 
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.... - 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Daerah 
I 

Kabupaten iBombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, ketentuan terkait penyiapan Raperda tentang 
APBD adalah sebagai berikut: 
a. Berdasar~an persetujuan bersama terhadap rancangan Perda 

tentang ~BD, Bupati menyiapkan rancangan Perkadatentang 
Penjabaran APBD. 

b. Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD 
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan 
penyajiari dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Peraturan Daerah 

Kabupaten [Bombaua Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, ketentuan terkait dokumen Raperda tentang 

! 

APBD adalah sebagai berikut: 
a. Raricangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat 

lampiran] sebagai berikut: 
I 

1) rtnglcasari penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian 
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
orgarrisaai, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

! 
jenis, i objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 
peridapatan, belanja, dan pembiayaan; 

3) rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada penjabaran APBD yang 
disajilian berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 

I 
a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

I 

besaranhibah; 
I 

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan 
besaranbarrtuan sosial; 

! 

c) daffar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
belanja bagi hasil; 

e) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan 
sub' rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

t) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 
dari rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 

I 
g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bombana 

pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang 
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD 

I). RANCANGAN J.:>ERKADA PENJABARAN APBD 
1. Ketentuan Umurn 

I 



Kode -; Urai Jumlah 
: an (Rp) 

4 Pendapatan 
i 
' 

4.1 Peridapatan Asli Daerah 
-- 

Pajak [Daerah 4~ 1.01 
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
- 

PKB-Mobil Penumpang-Sedan 4.1.01.01 
! 

.01 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

! • Klasifikasi, 4.1.01.01 peruridang- undangan mengenru 
.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangurian dan Keuangan 
Daerah. 

KABUPATEN BOMBANA 
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI 
MENURUTI KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN 
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 

' 

2) Pengariggarari belanja disertai penjelasan mengenai dasar 
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifatkhusus 

I 
dan/at~u sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber 
peridariaan sub kegiatan. 

3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai 
dasar I hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk 

I 
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran 
pernbiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 

2. Dokumen TJrkait 
! 

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD 
I 

menyajikan i informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan 
kebutuhan j yang disajikan . setiap tahun dalam ketentuan 

f 

peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan 
APBD. 

Ilustrasi dokurnen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD 
pada tafrapari Penetapan APBD disajikan sebagai berikut: 
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok; jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian 
objek, pendapatan.belanja, dan pembiayaan; 

dengan program prioritas perbatasan Negara. 
4) Inforrna.si lainnya yang menunjang kebutuhan informasi 

pada Perkada penjabaran APBD. 
I 

b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai 
penjelasah,yaitu: 
1) Pengariggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai 

dasar hukurn pendapatan. 
' 



i 
Objek selanjutnya Sesuai peraruran 

4.1.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan I 

Pembangurian dan Keuangan 
I 

Daerah . . 
' 
t . 

4.1.02 Retribusi Daerah 
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 
4.1.02.01 Retri~usi Pelayanan Kesehatan 
.01 ! 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
4.1.02.01 peruridang- undangan mengenai Klasifikasi: 
.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan ! 

Pembangurian dan Keuangan 
I 

Daerah . .. 
Objeki selanjutnya Sesuai peraturan 

4.1.02.xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
! 

Pembangunan dan Keuangan 
f 

Daerah. 
i 

- 

4.1.03 Hasil i Pengelolaan Kekayaan Daerah Yan{i 
I 

Dipiaahkan 
Bagian Laba yang Dibagikan kepada 

4.1.03.01 Pemerirrtah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 
Madill; pada BUMN -- 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

4.1.03.01 perundang- undangan mengenai Klasifikasi 
.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan 

Pembangunan dan Keuangan 
Daercili. 

-· 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
4.1.03.xx peruridang- .undangan mengenai Klaaiflka si, 

Kodefikasi dan Nomenklatur . Perencanaar: 
Pembangurian dan Keuangan 
Daercili. 

; 

- 
Lain-lain PAD Yang Sah 4.1.04 

- 
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 4.1.04.01 

; 

4.1.04.01 Hasil Penjualan Tanah 
! 

.01 
... - 

Sesuai Rincian Objek selanjutnya peraturar: 
4.1.04.01 peruridang- undangan mengenru Klasifikasi, 

I 

.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
' Pembangurian dan Keuangan 
i 

Daerah . 
.. 



..... 

. 
Obje1k selanjutnya Sesuai peraturan 

4.1.04.xx peruridang- undangan mengenai Klaaifilcaei, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangurian dan Keuangan 
Daerab , 

I 

i 
4.2 Penclapatari Transfer 
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
4.2.01.01 Dana Perimbangan 
4.2.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 

! 

01 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

I 

4.2.01.01. peruridang- undangan mengenai Klasifikaei, 
xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangurian dan Keuangan 
DaeJah. 

-- 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

I 

4.2.01.xx peruridang- undangan mengenru. Klasifikasi, 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangtman dan Keuangan 
Daerah. 

-- 
i 

4.2.02 Peridapatan Transfer Antar Daerah 
4.2.02.01 Peridapatan Bagi Hasil -- 
4.2.02.01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 
01 ! 

Rincian Objek selanju tnya Sesuai peraturan 
i 

4.2.02.01. peruhdang- undangan mengenru. Klasifikasi, 
I 

)0{ Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 
' 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daeriah , 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

I 

undangan Klasifikasi, 4.2.02.xx peruridang- mengenru. 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 
Pembangurian dan Keuangan 
Daerah. - : 

I 

4.3 Lain-Iain Pendapatan Daerah Yang Sah 
4.3.01 Pendapatan Hibah 
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
4.3.01.01. Penctapata.n Hibah dari Pemerintah Pusat 
01 .. 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

4.3.01.01. peruridang- undangan mengenai Klasifikasi 
xx Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daerah. 
- 

! 



'" 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
! 

4.3.01.xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodcifikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

: 
Pembangunan dan Keuangan 

! 
Daer'ah. - 

I 
4.3.02 Dana Darurat 
4.3.02.01 Daria Darurat 
4.3.02.01. Dana Darurat 
01 i : 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
4.3.02.01. peru;ndang- undangan mengenai Klasifikasi, 
xx 'Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

! 

Pembangunan dan Keuangan 
I Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
' 

4.3.02.xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 

, Pembangunan dan Keuangan 
. I 

Daerah. 
! 

4.3.03 Lairi-lain Pendapatan Sesuai dengan 
i Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 
4.3.03.01. Peridapatan Hibah Dana BOS 
01 I 

' 
' 

Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

4.3.03.01. peruridang- undangan mengenai Klaaifikaei, 
xx Kodefika.si dan Nomenklatur Perericanaan 

I 

· Penibangunan dan Keuangan 
I 

Daerah , 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

I 

4.3.03.xx pen;indang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perericanaan 

' 
Penibangunan dan Keuangan 

' 
Daerah. 

l 
5 . Belanja 

' 

5.1 Belanja Operasi 
5.1.01 Belanja Pegawai 
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 
5.1.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 

' 01 : 

Rin'cian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
5.1.01.01. peruridarig- undangan merigenai Klasifikasi, 
rxx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I Pembarigurian dan Keuangan 



Daerah. 
I 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 5.1.01.xx peruridang- undangan mengenai Klaaifika.ai, 

KodJfikasi dan Nomenklatur Perencariaan 
Pembarigtrnan dan Keuangan 
Daer'ah . 

. 
' ' 

5.1.02 Belarija Barang dan Jasa 
5.1.02.01 Belanja Barang 
5.1.02.01. Belanja Bahan Pakai Habis 
01 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
i 

5.1.02.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

PemlJangunan dan Keuangan 
Daeiah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.1.02.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan I 

Pembangunan dan Keuangan 
Daerkh. 

-··· 
! 

5.1.03 Belanja Bunga 
5.1.03.01 Belarija Bunga Utang Pinjaman kepada 

Pem~rintah Pusat 
Belanja Bung a Utang Pinjaman kepada 

5.1.03.01. Pemerintah 
! 

01 Pu sat atas PenerusanPinjaman Dalam 
Negeri-Jangka Menengah 

-· 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
5.1.03.01. peruridang- undangan merigenar Klaeifikasi, 

' xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perericanaan 
I 

Pernbarigu nan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.1.03.xx peruridang- undangan rnengeriar Klaaifikaai, 
' Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaar:: 
! 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daerah. 
I 

5.1.04 Belarija Subsidi 
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 
5.1.04.01. Belarija Subsidi kepada BUMN 
01 ' 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
5.1.04.01. peruridang- undangan mengenai Klasifikasi 

I xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan 
-· 

' 



.. -. 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daenah, 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan I 5.1.04.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi: 
KodJfikasi dan Nomenklatur Perencanaar: i 
Pembangurian dan Keuangan 
Dae~ah. 

! 
i 

5.1.05 Belanja Hibah - 
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 
5.1.05.01. Belfil?-ja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 
01 ' 

.•.. 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan I 

5.1.05.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi, I 
J,D{ Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

i 
Pembangunan dan Keuangan 

! 
Daerah, 

--- 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.1.05.xx pertrndarig- undangan mengenai Klaaifikaai, 
! 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
i Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daera.h. 
5.1.06 Belsmja. Bantuan Sosial 
·-- 
5.1.06.01 Belarija Bantuan Sosial kepada Individu 
--·· 
5.1.06.01. Belarija Bantuan Sosial Uang yan~ 
01 direncariakan kepada Individu 

Rinciari Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

5.1.06.01. peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan . I 
Pembangu nan dan Keuangan 

i 

Daerah, 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

i undangan mengenai Klaaifikaai, 5.1.06.xx oerundang- 
! 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangurian dan Keuangan 
I 

Daerah. 
l 
! 

5.2 Belarija Modal 
-··· 

Belarija Modal Tanah 5.2.01 
... 

Belarija Modal Tanah 5.2.01.01 .. --- 
Belarija Modal Tanah Persil 5.2.01.01. 

I 
01 I 

I 
I 
! - runcian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
i 

Klasifik:asi 5.2.01.01. peruridang- undangan mengenru. 
I 

xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
i Pembangurian dan Keuangan 
I Daerah. 

-- 



Objek selanjutnya Sesuai peraturan I 

5.2.01.xx perundang- undangan mengenai Klaaifika si, 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencariaan I 

Pembangunan dan Keuangan 
Daer'ah, 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 
5.2.02.01. Belanja Modal Alat Besar Darat 
01 I 

; 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan ! 

5.2.02.01. peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perericanaan i 
Pembangunan dan Keuangan 

I 

Daerah, 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.2.02.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

-- 
5.2.03 Belarija Modal Gedung dan Bangunan 
5.2.03.01 Belarija Modal Bangunan Gedung 
5.2.03.01. IBelarija Modal Bangunan Gedung Tempat 
01 Kerjal 
-·- 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
i 

5.2.03.01. peru1?-dang- undangan mengenai Klasifikasi, 
.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pemb1angunan dan Keuangan 
Daerah. 

--·· 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
5.2.03.xx peruridang- undangan mengenru Klasifikasi, 

I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan 

! 
Daerah. 

5.2.04 Belarija Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
e•-- 

5.2.04.01 Belarija Modal Jalan dan Jembatan 
5.2.04.01. Belarija Modal Jalan 
01 
- - 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
5.2.04.01. I undangan Klasifikasi, peru11-dang- mengenai 
xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangurian dan Keuangan 
I Daerah. 

Obje~ selanjutnya Sesuai peraturan 
5.2.04.xx peruridang- undangan mengenru Klasifikasi, 

I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
! 

Pembangurian dan Keuangan 
Daerah. 

: 

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
·--- : 



: 

5.2.05.01 Belarija Modal Bahan Perpustakaan 
5.2.05.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 
01 I 

I 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
5.2.05.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perericanaan 

Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

- 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.2.05.xx perundang- undangan mengenai Klaaifikaai, 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan 
I 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daerah. 

-··- i 
5.2.06 Belfil:).j a Modal ... 

>---··· 

5.2.06.01 Belanja Modal ... 
5.2.06.01. Belarija Modal ... 
01 i 
-- 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peratura.IJ 
5.2.06.01. I undangan Klasifikaei, perundang- mengenai 
.XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan 

Pem'bangunan dan Keuangan 
I 

Daerah. 
--- 

! 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
5.2.06.xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembarigunan dan Keuangan 
Daerah, 

: 

. 
5.3 Belarija Tidak Terduga . 
5.3.01 Belarija Tidak Terduga 
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 
5.3.01.01. Belarija Tidak Terduga 

' 01 
: 

5.4 Belanja Transfer 
i 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 
5.4.01.01 Belan'.ja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Pemerirrtahan Kabupaten dan Desa 
-- 

Daerah Kepada 5.4.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak 
01 Pemerirrtahan 

' Kabupaten dan Desa 
-- 

Rincian Sesuai Objek selanjutnya peraturan 
I 

5.4.01.01. perutjdang- undangan merigeriar Klasifikasi, 
xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perericanaan 

I 
Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

: 



Pericairari Dana Cadangan 6.1.02 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
. I 

1Pertjndang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikaai dan Nomenklatur Perericanaan 

I 
Pembangunan dan Keuangan 

I Daerah. 

Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

perundang- undangan mengenai Klasifikaei, 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perericanaan 

I 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daerah, 

Pelampauari Penerimaan PAD-Pajak Daerah 
! 
I 
i 

Sisa! Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
I 

Sebelumnya 

: 

I 
! 

;6.1.01.xx 
i 

6.1.01.01. 
IXX 

6.1.01.01. 
01 

Pelampauari Penerimaan PAD 6.1.01.01 

6.1.01 
i 
I 

6.1 Penerimaan Pembiayaan 

PeID; biayaan 6 
Surplus / (Defisit) 
Uun;ilah Belanja 

Objtk selanjutnya Sesuai peraturar. 
pertmdang- undangan mengenai Klasifikasi 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perericanaan . i . 
Pembangunan danKeuarigan · 

I . 

Daer'ah. 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenru Klasifikasi 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencariaan 

i 
Pembangunan dan Keuangan 
Dae~ah. 

an tar Umum Keuangan Bantuan Belarija 
I Daerah 
' l , • Provin.si 

5.4.02.xx 

5.4.02.01. 
IXX 

5.4.02.01. 
01 

antar Daerah Belanja Bantuan Keuangan 
I 

Proviriai 
' ! 

5.4.02.01 
Belarija Bantuan Keuangan 5.4.02 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
5.4.01.xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Penibangunan dan Keuangan 
Da~rah. 



6.1.02.01 Pericairari Dana Cadangan 
6.1.02.01. Pericairan Dana Cadangan 
01 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
6.1.02.01. peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

xx Kodefikaei dan Nomenklatur Perencanaan 
! 

Perribangunan dan Keuangan 
I 

Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

6.1.02.xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan 
Dae~ah. 

' 

• 

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yanf 
I 

Dipisahkan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

I 

6.1.03.01 Dipisahkan pad a Badan U saha, Milik Negara 
I 

(BUMN) 
6.1.03.01. Ha.sil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
01 Dipiaahkan pada BUMN 

Rinciari Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
6.1.03.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
xx Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangunan dan Keuangan 
I Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
6.1.03.xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 
' Pembarigtrnari dan Keuangan 
I 

Daerah. 
6.1.04 Perierimaan Pinjaman Daerah 
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 

Pinjamari Daerah dari Pemerintah Pusa1 
6.1.04.01. PenJrusan Pinjaman 

I 

01 Dalam Negeri-Jangka Menengah 
Rinoian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

I 

6.1.04.01. peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangurian dan· Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

:6.1.04.xx pertrndarig- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kod<bfikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

.: Pembangunan dan Keuangan 
! 

Daerah. 
t 

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
! 

Daerah 



: 

6.1.05.01 Penerimaari Kembali Pemberian Pinjaman 
Dae:t-ah 
kepada Pemerintah Pusat 

6.1.05.01. Perrerirnaarr Kembali Pemberian Pinjaman 
01 Dae:i-ah 

kepada Pemerintah Pusat 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

6.1.05.01. peruridarig- undangan mengenai Klasifikasi, 
.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

! 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daerah, 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

I 

6.1.05.xx perundang- undangan mengenai Klaeifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan 

I 

Pembangunan dan Keuangan 
i 

Daerah. 
i 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai 
I 

6.1.06 dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan 

6.1.06.01 Penerimaari Kembali Pinjaman BLUD 
I 

6.1.06.01. Pener-imaari Kembali Pinjaman BLUD Jangka 
l 

01 Pendek 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
6.1.06.01. peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

: 

Pembangunan dan Keuangan . I 

Daer'ab., 
Obje~ selanjutnya Sesuai peraturan 

6.1.06.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangunan dan Keuangan 
Daei"ah. 

[ 

' 
IJumlah Penerimaan Pembiayaan 

I 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 
6.2.01 Pemberrtulcan Dana Cadangan .. 
6.2.01.01 Pemberrrukari Dana Cadangan 
6.2.01.01. Pembentukan Dana Cadangan 

I 
01 i 

e 

Rincian Objek selanju tnya Sesuai peraturan 
I 

6.2.01.01. peruridang- undangan mengenru Klaaifikaai, 
I 

xx Kodefika.si dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangunan dan Keuangan 
I Daerah. 
' 



Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

6.2.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

i 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daer'ah. 
I 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 
6.2.02.01 Penyertaan Modal Negara (BUMN) Daerah 

pada Badan UsahaMilik Negara (BUMN) 
6.2.02.01. Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 
01 i 

Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
6.2.02.01. perundang- undangan mengenai Klaaifikaai, 

I 

txx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangurian dan Keuangan 
i Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

6.2.02.xx peruridang- undangan mengenai Klaaifikaei, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan 
Pembarigurran dan Keuangan 
Daerah , 

I 

6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatub 
I 

Tempo 
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari 

I 
Penierintah Pusat 

6.2.03.01. Pembayarari Pinjaman Daerah dar 
I 

01 Pemerirrtah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam 
I 

Negeri-Jangka Menengah 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

6.2.03.01. peruridang- undangan mengenru Klasi:flkasi: 
txx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan 

Pembangurian dan Keuangan 
Daerah , 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

i undangan mengenai Klasifikasi, 6.2.03.xx perundang- 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencariaan 
Pembangurian dan Keuangan 

I 

Daer'ah. 
I 

i 

6.2.04 Pemberiari Pinjaman Daerah 
6.2.04.01 Pemberiari Pinjaman Daerah kepada 

I 
Pemerintah Pusat 

i 

6.2.04.01. Pemberiari Pinjaman Daerah kepada 
I 

01 Pemerintah Pusat 
I 



Nam.a 
NIP . 

......... , tanggal . 
Bupati 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

6.2.04.01. penindang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

lXX Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 
i 

Pembangunan dan Keuangan 
i I 
i Daerah. I 
' Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
' peruridarig- 6.2.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, 

Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

' 
Daerah. 

' 
i ! 

'! Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesua 
; I 

6.2.05 dengan ketentuan .peraturan perundang- 
I und?-flgan 

6.2.05.01 Pinjarnari BLUD 
.6.2.05.01. Pinjarnan BLUD-Jangka Pendek 
01 I 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

6.2.05.01. perundang- undangan rnengerrai Klasifikasi, 
I 

,XX Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 
' 

Pembangurian dan Keuangan 
.. Dae}ah . 

'1 Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
6.2.05.xx peru'.ndang- undangan mengenai Klasifikasi, 
'I 

Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangunan dan Keuangan 
I 

Daerah. 
i 

I i 

UuID:lah Pengeluaran pembiayaan 
Pembiayaan Neto 

I 

I 

'6.3 s· I lebih pembiayaan anggaran tahun 1sa1 

berkenaari (SILPA) 



:x Urusan 
Pemerintahan 

: x.xx.xx Bi dang 
Urusan 

BELANJA DAE~H 

-···· ·-, 

KODE URAIAN JUMLAH DASAR l 

REKENING HU KUM i 
---- -·I 4.x.xx I Pendapatan I 

---- -~ 
4.x.xx I 

I Pendapatan Asli Daerah I I 
I ---, 

4.x.xx ! 
I !Pajak Daerah i ----~ 

! Retribusi Daerah 
I 4.x.xx 1 
i ····· 

Hasil Pengelolaan ; 

4.x.xx Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

---·- 
4.x.xx I Lain-lain PAD Yang Sah 

.. 

4.x.xx I Pendapatan Transfer 
·- 

i 
4.x.xx Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 
... 

; 
4.x.xx Pendapatan Transfer An tar i 

l Daerah i i -···- 
i ... i 
i 

--··· .. , 
4.x.xx ll.ain-lain Pendapatan Daerah 

! 
[Yang Sah 

.. ··-! 

4.x.xx ! Pendapatan Hi bah ; 

4.x.xx I Dana Darurat ! . ·-- 

Lain-Lain Pendapatan 
4.x.xx Sesuai dengan 

Ketentuan 
Peraturan Perundang- 

: Undangan 
-···· I··. 

! ·-< ··--- 

PENDAPATAN 
DAERAH 

b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, 
objek, dcin rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, 

I 

belanja, dan pembiayaan; 
i 
! 
I 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
PENJABARAN ~BD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 

! 

ORGANISASI, P~OGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, 
DAN JENIS PE~DAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 

I 

TAHUN ANGGARAN ... 
I 



Organisasi : x.xx.xx 1 
Unit : x.xx.xx ; 

Organisasi 
Program : x.xx.xx 

·--- --- 
Indikator Hasil . 

I .......... 
-- 

! 

' --- 
Kegiatan ... l) : : x.xx.xx 

-- 
Indikator i • I ' .......... 

' Keluaran i 
! i 

Sub Kegiatan l: x.xx.xx 
! ... 1) ' 

--- ... , 

Indikator i· [ .......... 
Keluaran 

' -- 
I 

····t 

KODE \URAIAN JUMLAH DASAR 

REKENING HU KUM 
' --- 

5.x.xx [Belanja 

I 

-·-- 
5.x.xx Belanja Operasi 

--- 

5.x.xx [Belanja Pegawai 
. --~ 

5.x.xx IBelanja Barang dan Jasa 
--~ 

5.x.xx [Belarija Bunga 
-- -- 

5.x.xx jBelanja Subsidi I 

5.x.xx ' \Belanja Hibah 
5.x.xx \Belanja Bantuan Sosial 

' 
-~ 

, 
5.x.xx Belanja Modal 

---· 
l 5.x.xx ! Belanja Modal Tanah 

-- 

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan 
i Me sin I 

5.x.xx ; l 
Belanja Modal Bangunan dan 

l Ge dung 
5.x.xx I 

I Belanja Modal Jalan, 
i jaringan, dan irigasi 

• 

5.x.xx I 

l Belanja Modal Aset Tetap I 

I 

' Lainnya i 

5.x.xx : Tidak 
1 

Belanja Modal Aset 
! Berwujud 

···- ., 
' 
' : 

5.x.xx Belanja Tidak Terduga i 
i 

5.x.xx l Belanja Tidak Terduga 
' .· 

5.x.xx Belanja Transfer 
5.x.xx Belanja Bagi Hasil 
5.x.xx i Belanja Bantuan Keuangan : 

Sub Kegiatan : x.xx.xx i -- : 



S· 

'S 
K 

K 

. - - 
.. 2) 
ndikator : : ......... 
'"eluaran 
"."ODE URAIAN U°UMLAH DASAR 
EKENING HUKUM 
5.x.xx I Belanja 
5.x.xx i Belanja Operasi i 

.. 

5.x.xx i Belanja Pegawai 
5.x.xx I Belanja Barang dan Jasa 
5.x.xx I i Belanja Bunga 
5.x.xx I Belanja Subsidi 

-- 

5.x.xx i Belanja Hibah 
5.x.xx i • Sosial ! Bela.nja, Bantuan 

! 

i 

5.x.xx I Belanja Modal 
5.x.xx ! Belanja Modal Tanah ! 

5.x.xx 
i Belanja Modal Peralatan dan 
i Me sin 

5.x.xx 
I 

Belanja Modal Bangunan dan 
Gedung 

·s.x.xx Belanja Modal Jalan, 
jaringan, dan irigasi 

5.x.xx t Belanja Modal A set Tetap i 
! Lainnya 

·-·- 
· 5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak 

Berwujud 
' i 
I 

5.x.xx iBelanja Tidak Terduga 
5.x.xx i 

! Belanja Tidak Terduga 
• 

5.x.xx [Belanja Transfer 
' 5.x.xx ' Belanja Bagi Hasil ' 
: 
I 

5.x.xx ' Belanja Bantuan Keuangan i 

; 
·- 
.egiatan .... 2) l: x.xx.xx 
- 
ndikator 1. 1- ••••••••• 

I 
.eluaran i -·-· --- ·,ub I :: x.xx.xx 
egiatan ... 1) l 

I ... " 

ridikator i. l • ••••••••• 
; 

<eluaran ' 
.. . 

tURAIAN DASAR <ODE k.JUMLAH 
~EKENING i HU KUM 

S.x.xx IBelanja 

K 

K 
R 



I . 

Belarija Bantuan Sosial 5.x.xx 
Belanja Hibah 5.x.xx 

I 

Belanja Bunga 
Belanja Subsidi 

I 

Belanja Pegawai 
I 

Belanja Barang dan J asa 

5.x.xx 
;:l.X.XX 

5.x.xx 
5.x.xx 

JUMLAH DASAR 
HUKUM 

Belanja 
' Belanja Operasi 

lJRAIAN 

. . . . . . . . . . . 
:: x.xx.xx 

I 

0.X.XX 

-- 
J .X,XX 

KODE 
REKENING 

--------'-------+-...:..._ _._ ..i__ _ 

Sub 
Kegiatan ... 2) 
lndikator 
Keluaran 

! Belanja Bantuan Keuangan :::).X.XX 

::-:>.X.XX 

0.X.XX 

----------+--'-----------------+------t------- 
;:) .x.xx Belanja Transfer --'--------l-,.;,...---=--------------1-----+--------· 

Belanja Bagi Hasil ! ·--------------l-,.;,...----=----==-----------1-----+------..., 

-----------1--:---------------+------t------- 
Belanja Tidak Terduga 
' i Belanja Tidal<: Terduga . --i_.:...._ __ __::__ __;:::__ -1------t--------- 

0.X.XX 

5.x.xx 

.:::,,x.xx 

0.X.XX 

5.x.xx 

5.x.xx 

Belanja Modal Peralatan dan 
Me sin -~------+:----------------+------1----- 
Belanja Modal Bangurian dan 
Gedung . -4_;__ -=. -+------1------ -·· 

Belanja Modal Jalan, 
[aringan, dan irigasi 

__________ ...i:,..;..._~ _ _:__ -=--------1-----+------ 
! Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 
. _j_.:.__ ~-----------+-----+------ ... , 

' Belanja Modal Aset Tidak 
, Berwujud .. -----------1-...;__ -=.._ -l------t------ 

! 
! Belanja Modal Tanah , ---------1...;._ __ __;::....._ -+-----+------ --! 

' 5.x.xx 

! Belanja Modal ---------~--=----------------+-----+------ 
----------1-----------------+-------I--------·, 
5.x.xx 

5.x.xx 

o.x'.xx l Belanja Subsidi ·····-----'--------,f-'----.;;;__------------+-----+------ 
5.x.xx ! Belanja Hibah 

-----------+:----..;:;__------------!-----+----- - j 

i Belanja Bantuan Sosial 

5.x.xx 
i Belanja Barang dan Jasa __ ;,_ _.+;- __ __;:;_ __;:::....._ -+-- i-- 1 

\ Belanja Bunga 

5.x.xx 

' i Belanja Pegawai 

---5-.-x-.xx-----....:.i-B-el_an_j_a_O_p_e_r_a_s_i __, __,. ---] 

5.x.xx 



Nama 
NIP: ... 

......... , tanggal . 
Bupati 

· I 

5.x.:xx ! Belanja Modal 
5.x.:xx Belanja Modal Tanah 

I, 
5.x.:xx Belanja Modal Per ala tan dan 

Ii 

! Mesin 
5.x.:xx Belanja Modal Bangunan dan 

Gedung 
5.x.:xx I 

Belarija Modal Jalan, 
jarirrgari, dan irigasi 

5.x.xx I Belanja Modal A set Tetap 
.. 

! Lainnya .. 

5.x.:xx ; Belanja Modal A set Tidal< i 

Berwujud 
' ! 

·- 

i Belanja Tidak Terduga 5.x.:xx 
5.x.:xx I Belanja Tidak Terduga i 

! 

5.x.xx i Belanja Transfer 
5.x.:xx i Belanja Bagi Hasil i 

5.x.:xx Belanja Bantuan Keuangan i 



Bupati 
usulan 
dalam 

APBD dit<rtapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan 

I 

Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD). Penyusunan APBD dilakukan 
I 

dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
dalam rarigka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi 
tercapainya tujuan bernegara. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 dan Pasal 105 
I 

Peraturan [Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum 
terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang 

I 

APBD adalah sebagai berikut: 
a. Bupati ~ajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD 

disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD 
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan 
tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan 
bersama antara Bupati dan DPRD. 

I 

b. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD 
sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

i . 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

c. Perubaha.san rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan 
I 

oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan 
rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan 
dokumen. pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

I d. Pembaha.san rancangan Perda tentang APBD berpedoman 
pada RKPD, KUA, dan PPAS. 
Terkait Hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 
I 

a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang 
I 

APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta 
I 

pengguriaari dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

b. Penjelasa±i dan dokumen pendukung antara lain nota 
I 

keuangan', RKPD, KUA, dan PP 
c. Dalam perribaha.san rancangan Perda tentang APBD, DPRD 

dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam 
pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem 
Informasi I Pemerintahan Daerah. 

d. Dalam perribaha.san rancangan Perda ten tang APBD, 
I 

dan.Zatau] DPRD dapat mengajukan 
penambaJ;ian/perubahan kegiatan/sub kegiatan 

! 

I 
I 

1. Ketentuan Umurn 
I 

,\. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD 

BAB IV 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
- DAERAH 



H. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD 
I 
! 

1. Ketentuan Umurn 
Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah 

melalui pemba.haaan bersama antara Bupati dan DPRD. 
I 

Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan 
dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 

I 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Daerah 
Kabupaten IBombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan ! Daerah, ketentuan umum terkait persetujuan 

I 

Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut: 
a. Bupati dk DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda 

tentang jAPBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
dimulainya tahun anggaran setiap tahun 

b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan 
I 

raricangan Perbup tentang penjabaran APBD. 
c. DPRD da'.n Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan 

I 
Perda tentarig APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya 
tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangari. 

I k . d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD arena Bupati 
I 

terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 
I 

kepada QPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud 
tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. 

Terkait hall tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
I 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 
a. Persetuju1an bersama rancangan Perda tentang APBD 

I 

tersebut harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
I 

dimulainya tahun anggaran berikutnya. 
b. Berdaaarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan 

I 
rancanga.p Perbuptentang penjabaran APBD. 

rancang~ Perda ten tang APBD yang terdapat/ tidak terdapat 
dalam KpA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan 
atau perubahan kegiatan/ sub kegiatan dapat dilakukan 

I 

berdaaarkan kriteria keperluan mendesak. 
e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati 

I 
terlambat menyampaikan_ rancangan Perda tentang APBD 
kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan 
kepada ariggota DPRD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
I 

a. Bupati lmenyampaikan rancangan Perda tentang APBD 
beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. 

! 
b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda 

tentang APED dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan 
I 

PPAS. ! 
i 

c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan 
I . 

dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati 
dan pirnpirian DPRD. 

, I 

! 



a. Ilu strasi Susunan Nata Keuangan Rancangan APBD 
t 

' I 

2) meriandatangani persetujuan bersama 
terhadap rancangan peraturandaerah tentang APBD. 

I 

f. Dalam ~al Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau 
sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat 
yang berweriarig selaku pejabat/pejabatt sementara/pelaksana 
tugas Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah 
tentang j APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan 
persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah 
tentang 1 APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan 

I 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana 
I 

tugas/ penjabatj'penjabat sementara Bupati. 
g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

I 

sementa;ra dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas 
pimpinap. DPRD menandatangani persetujuan bersama 
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

2. Ketentuan J Pelaksanaan 
a. Bupatidan DPRD melakukan persetujuan Bersama 

! 
berdaaarkan hasilpembahasan rancangan Perda tentang APBD. 

b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, 
Bupati [menyiapkan rancangan Perbup tentang penjabaran 

! 
APBD. i 

c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda 
I 

ten tang [APBD. 
3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi · dokurnen persetujuan rancangan APBD menyajikan 
informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang 
disajikan :setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang­ 
uridangan [mengenai pedoman penyusunan APBD. 

4; Ilustrasi dokurnen pada persetujuan rancangan APBD disajikan 
sebagai berikut: 

c. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan 
bersama j dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan 

I 

rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, 
.· I 

d. Bupati rnenyu auri rancangan Perbup tentang APBD. Dalam hal 
I 

Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas: 
1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

kepada DPRD; dan 
2) menaridatangani persetujuan bersama 

I 

terhadap rancangan peraturan daerah ten tang APBD. 
I 

e. Dalam ! hal Bupati berhalangan sementara, Bupati 
meridelegasikan kepada wakil Bupati untuk: 
1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

! 
kepada DPRD; dan 

i 

. I 

' 



Nama 

Bupati 

............. Tanggal, . 

BAB VI. PENUTUP 
I 

sasaran program dan 
urusan Pemerintah 

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 
I 

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan 
I 

kegiatan APB:D menurut penyelenggaraan 
I 

Daerah I 

BAB Iv.Koridiei dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan 
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan; 

I 

4.2. Permasalahari Utama Pembiayaan; 
I 

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan; 

BAB Ill.Kondisi] dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah 
3.1. Kondisi Umirm Belanja Daerah; 
3.2. Permasalahari Utama Belanja Daerah; 

! 
3.3. Kebijakan Umurn Belanja Daerah; 

I 

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah; 
l 

BAB II. Koridiai] dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah 
2.1. Kondisi Umurn Pendapatan Daerah; 

I 

2.2. Permasalahari Utama Pendapatan Daerah; 
I 

2.3. Estimasi Peridapatan Daerah; 
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah; 

! 

1.1. Umum; 
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan; 
1.3. Landas~ hukum Penyusunan Nota Keuangan; 
1.4. Sistem~tika Penulisan Nota Keuangan; 

1 

BAB I. Pendahtiluan 
. ! 

SUSUNAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

I 



I 

Menyatakan bahwa: 
' 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan 

Anggaran i Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 
Anggaran ! yang telah diajukan oleh 
PIHAK 
PERTAMA~ dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana 
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

2. PIHAK PER.TAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian 
I 

dan perubahan RAPBD Tahun Anggaransebagaimana 
tertuang pada catatan yang terlampir 
Berita Acdra ini 

' 
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan 

dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran selaras dengan 
penyesuaian dan perubahan 
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara 
ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah 

I 

tanggal ditandatangani Berita Acaraini. 
I 

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur . 
untuk meridapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 
kerja setelah ditandatangani BeritaAcara ini 

I 

tertandatangan di bawah ini: 
I 

1 . N ama . : . 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 
Dabrah Bupati Bombana yang beralamat di Arga Makmur, 

I 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2. Nama: Ketua DPRD Kabupaten Bombana 
3. Nama: Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana 

! 

4. Nama: Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana 
i 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan 
Pe:iwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana yang 
beralamat di Arga Makmur, selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA 

kami yang ... ' tahun bulan tanggal Pada hari 

TENTANG APBDTAHUN ANGGARAN .... 
DAE RAH PERATURAN 

TENT ANG 
RAN CAN GAN 

DPRDKABUPATEN BOMBANA 
! 

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN 
I 

BERITA ACARA 
Nomor: . .: . 

b. Ilustrasi 1Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD 



Nama WAKILKETUAII 

Nama WAKIL KETUA I 

NamaKETUA Nama 

Pimpinan DPRD 
Kabupaten Bombana 
Selaku 
PIHAK KEDUA 

Bupati Bombana 
f 

Selaku ! PIHAK 
PERTAMA' 

.................. 'I'cli1g;g;ctl, 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua 
belah pihak i dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana [mestinya 

' 



1. Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten 
a. Bornbaria Ketentuan Umum 

I 
Evaluasi I terhadap rancangan Perda Kabupaten Bombana 
tentang [APBD dan rancangan peraturan bupati tentang 
penjabaran APBD dilakukan oleh gubernur sebagai wakil 

I 

pemerint~ pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai 
keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, 
keserasiap. antara kepentingan publik dengan kepentingan 
aparatur [serta untuk meneliti sejauh man.a APBD Kabupaten 
Bombana' tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 
peraturari yang lebih tinggi dan/ atau peraturan daerah lainnya 
yang ditetapkan oleh Kabupaten Bombana bersangkutan. 

I 

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat 
I 

mengundang pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bombana 
k l. yang ter rut. 

Mengacu !pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Peraturan 
I 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang 
I 

Pengelolaari Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait 
evaluasi Raperda APBD dan Raperbup tentang evaluasi Raperda 
APBD dan Perbup tentang APBD adalah sebagai berikut: 
1) Rancarigan Perda Kabupaten Bombana tentang APBD yang 

telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang 
penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai 

I 
wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten Bombana 
tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 
bupati /wali kota. 

2) Rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang APBD dan 
I 

rancangan Perbup tentang penjabaran APBD disertai dengan 
RKPD, iKUA, dan PPAs· yang disepakati antara Bupati dan 

I 

DPRD.! 
3) Surat .pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda 

Kabupaten Bombana tentang APBD dan rancangan Perbup 
tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri Dalam 
Negeri tanpa disertai lampiran. 

4) Dalam i melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten 
Bombaria tentang APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat l berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan 
selanjutnya berkoordinasi dengan MenteriKeuangan. 

5) Dalam i hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
tidak i melaksanakan evaluasi, Menteri Dalam Negeri 
mengainbil alih pelaksanaan evaluasi sesuru. dengan 

I ketentuan peraturan perundang- undangan. 
6) Dalam ! rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri 

Dalam [Neger-i berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 
7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan 

Perda Kabu.pateri Bombana tentang APBD dan rancangan 
Perbup tentang penjabaranAPBD dengan: 

I 

.: EVALUASI RANCANGAN APBD 
! 



- ...... 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang Iebih 
tinggi; 

b) kepentingan umum; 
c) RKJfD, KUA, dan PPAS; dan 

: 

d) RPJMD 

8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk 
menilaf kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang 
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai digunakan 
dalam I menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada 
dalam ! RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi 
antara i rancangan Perda ten tang APBD dengan KUA dan 
PPAS. [ 

9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda Kabupaten Bombana 
tentang APBD dan rancangan Perbup provinsi tentang 
penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan 
untuk I menghindari hal-hal yang bertentangan dengan 
kepentingan umum meliputi: 
a) terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; 
b) tergarigguriya akses terhadap pelayanan pu blik; 
c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 

I 
d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraanmasyarakat; dan/ atau 
e) diskriminasi terhadap suku, agama 

! 

dan i kepercayaan, ras, antar- golongan, dan 
gender. 

10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur. 
ll)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 

hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang 
APBD qan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) 
hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil 
evaluasi rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang 
APBD cJ,an Perbup tentang penjabaran APBD. 

12) Keputu san gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai 
wakil pemerintah Provinsi kepada bupati paling lambat 
15(lima! belas) hari terhitung sejak rancangan Perda 
Kabupaten Bombana tentang APBD dan rancangan Perbup 

! 
tentarigl penjabaran APBD diterima. 

13) Dalam l hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
rnenyaralcan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten 
Bomba.ha tentang APED dan rancangan Perbup tentang 

: 

perija'bar-an APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 
peruridang- undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, 
PPAS, i dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan 
rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang APBD 
menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran 
APBD rnenjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan 
perund~g-undangan. 

- 



! 

14) Dalam' hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten 
Bornbaria tentang APBD dan rancangan Perbup tentang 
penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, 
PPAS, i dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan 

' penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil 
evaluaki diterima. 

15) Dalam] hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati 
dan :DPRD, dan bupati menetapkan rancangan Perda 
Kabupaten Bombana tentang APBD menjadi Perda dan 
rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi 

I 

Perbup, gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam 
Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan 
kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan 
dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan 

I 

keterrtuan peraturan perundang-undangan. 
16) Penyernptrrn aan h asil evaluasi dilakukan Bupati melalui 

TAPD ~ersamadengan DPRD melalui badan anggaran. 
17) Hasil i penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan 
pimpinan[ DPRD. 18)Keputusan pimpinan DPRD dijadikan 
dasar perietapan Perda tentang APBD. 19)Keputusan pimpinan 
DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

I 

20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur 
I 

untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut 
ditetap~an. 

21) Dalam I hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 
I 

sementara dalam waktu yang bersamaan, yang 
' 

melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD 
menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 
penyen:;i.purnaan. 

22) Dalam i hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 
penyen:;i.purnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) 
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati 
merietapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. 

23) Perda i APBD hams terlebih dahulu mendapat nomor 
registraai dari Gubernur. 

24) Proses i evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten 
Bombaria tentang APBD dan rancangan peraturan bupati 
tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

! 

elektroriik. 
b. Ketentuari Pelaksanaan 

1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati 
mengirimkan rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang 
APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD 
beserta: rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD, RKPD, 
KUA, clan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 

i pusat. : 



- ..... 

rnengeriai 

2) Guberrrur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan 
evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan 
selanjutnya Menteri Keuangan. 

3) Guberrrur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan 
surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda Kabupaten 
Bombaria tentang APED dan rancangan Perbup tentang 
Penjabaran APED. 

4) Gu.berrrur' sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang 
APED clan Perbup tentang penjabaran APED kepada Menteri 
Dalam \ Negeri dan Menteri Keuangan paling lam bat 3 (tiga) 
hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil 
evaluasi rancangan. 

5) Guberrrur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling 
lambat' 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda 
Kabupaten Bombana tentang APED dan rancangan Perbup 

I 

terrtang Penjabaran APED diterima. 
6) Dalam ! hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat i menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati 
menetapkan rancangan Perda Kabupaten Bornbaria tentang 
APED I menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang 
penjabaran APED menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan 

I 

peratui:;an perundang-undangan. 
7) Dalam ' hal surat keputusan gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, 
! 

bupati ! bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 
lama 7i (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima 
dengan' langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui 

badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil 
evaluasi. 

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai 
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada 
sidang paripurna berikutnya. 

l • c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan rnengeriai 
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil 
pernerirrtah pusat paling lambat 3 (hari) setelah 
ditetapkan, 

d) Eerd~sarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 
penyempurriaan, Bupati melakukan penetapan Perda 
tentang APBD. 

e) Dalain hal keputusan pimpinan DPRD 
I 

hasit penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 
I 

(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, 
Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil 

I 

peny~mpurnaan. 
f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 

! 

registraai dari Gubernur. 



a. Bupati mbnerima surat keputusan sebagai dasar penetapan 
raricarigari Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup 
tentang penjabarari APED menjadi Raperda yang berupa: 
1) Surat Keptrruaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

dalam evalua.si menunjukkan hasil sesuai. 
2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan 

I 

penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai. 

berhalangan, pejabat yang berwenang 
tentang APBD dan Perbup tentang 

Penetapa)i rancangan Perda APBD menjadi Perda dan 
rancangan [Perb'up tentang Penjabaran APBD menjadi Perbup 
tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses 

' penetapan .{\PBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh 
pemerintah I daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan 
pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi. 

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan 
rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perbup 
tentang Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, 
penaridatanganan. dan pengundangan ke dalam lembaran daerah. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 Peraturan Daerah 
I 

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
I 

Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait penetapan Perda 
APBD dan Perbup Penjabaran APBD adalah sebagai berikut: 
a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup 

tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh 
Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang 
penjabaran APBD. 

b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan 
Perbup tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat 
tanggal 3~ Desember tahun sebelumnya. 

c. Bupati menyarrrpaikari Perda tentang APBD dan Perbup tentang 
penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perbup 
ditetapkan. 

d. Dalam h~l Bupati 
menetapkan Perda 

i 

penjabaran APBD. 
' 2. Ketentuan Pelaksanaan 

D PENETAPAN PERDA APBD DAN PERBUP PENJAEARAN APBD 
! 

1. Ketentuan Umum 

8) Dal~ hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati 
dan DfRD, dan bupati menetapkan rancangan Perda provinsi 
tentang APED menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang 
peniabaran APED menjadi Perbup, Gubernur mengusulkan 
kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam 
Negeri] mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk 
melrua;ikan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer 
Umu~ sesuai dengari ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

- . ' 
I 
i 



!-:. PENYUSUNAN jDAN PENETAPAN RANCANGAN PERBUP APBD 
DALAM HAL TIPAKTERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA 

·1. Ketentuan Umum 

Dalam h8;1 tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati 
dan DPRD. terlradap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka 
waktu yang! ditetapkan, maka Bupati menyusun rancangan 
Perbup terrtarig APBD untuk kemudian dilakukan penetapan 
setelah me~peroleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat. 

Mengacu pada Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang 

' Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait penyusunan dan 
persetujuan !Rancangan Perbup tentang APBD dalam hal tidak 
tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut: 
a. Dalam hat Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan 
raricangan' Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, 
Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD dengan 
berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS. 

b. Raricangan Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar angka 
I 

APBD tahun anggaran sebelumnya. 
c. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka 

pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun 
sebelumnya. 

d. Dalam hai pemerintah daerah melakukan perubahan APBD 
maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka 
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD 
tahun sebelumnya, 

e. Raricangan Perbup tentang APBD diprioritaskan untuk belanja 
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

! 
f. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 

dibutu hkan secara terns menerus dan harus dialokasikan oleh 
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan isetiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, 
seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 

1) peneta~an rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta 
2) penetapan rancangan Perbup APBD menjadi Perbup 

d. Bu~ati mfnyampaikan perda tentang APBD dan Perbup tentang 
penJabarcµi APBD kepada Mendagri bagi daerah provinsi dan 
gubernur! bagi Kabupaten Bombana selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hart kerja setelah ditetapkan. 

e. Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang 
telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat. 

dan menyusun Daerah 
menanda~angani: 

registrasi atas Perda APBD b. Bupati J:?-arus mendapat nomor 
provinsi ~arigubernur. . 

c. Bupati ! beserta Sekretaris 



2. Ketentuan Pelaksanaan · 
I 

a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing- 
masing S~PD untuk mengumpulkan data ten tang belanja wajib 
dan belanja mengikat. 

b. TAPD me~yusun rancangan Perbup tentang APED. 
c. TAPD menyerahlcan rancangan Perbup tentang APED ke 

Bupati mJlalui Sekda untuk diotorisasi. 
d. Bupatimenyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil 

I 

pemerintah untukmendapatkan pengesahan. 

g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 
kelangsupgan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan 

I 
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok 
pinjamari, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan 
lcewajibarr lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundarig-undangan. 

h. Angka APED tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui 
I 

apabila terdapat: 
I 

1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tam.bah.an 
pernbebarian pada APED; dan/atau 

2) keadaJn darurat termasuk keperluan mendesak scsuar 
derigari ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. Rancang~ Perbup ditetapkan menjadi Perbup setelah 
mernperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil 
pemerirrtah pusat. 

I 

j. Urrtuk] memperoleh pengesahan, rancangan Perbup tentang 
APED beJerta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima 
belas) ha.ii terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan 
bersama i dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang 
APED. 

k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur 
I 

sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan 
' Perbup, ! Bupati menetapkan rancangan Perbup menjadi 

Perbup. 
1. Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama 

I 

raricangan Perda tentang APED atau menetapkan rancangan 
I 

Perda terrtang APED menjadi perda tentang APED setelah 
I 

dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan 
Perbup mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling 

I 
tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APED tahun 

I 

anggaran ;sebelumnya. 
m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai 

I 

keperluari mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap 
I 

seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor 
I 

sehari- hari. 
I 

n. Proses penyueurian dan penetapan rancangan Perbup tentang 
APBD dapar mengandung informasi, aliran data, serta 
pengguriaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

I 



6) Daftar'[daria cadangan daerah; 
7) Daftar 

1pinjaman daerah; 
8) Daftar [narna penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 
9) Daftar i nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial; 
10) Daftar i Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Barrtuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
I 

Ilustrasi l dokumen Rancangan Perbup tentang APBD 
menyajikan' informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan 
kebutuhan I yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan 
peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan 
APBD. ! 

Ilustrasi ! dokumen Rancangan Perbup tentang APBD memuat 
lampiran sebagai berikut: 

I 

a. Ringka.san APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, 
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, 

b. belanja, dan pembiayaan; Ringkasan APBD yang diklasifikasi 
menurut] urusan pemerintahan daerah danorganisasi; 

c. Rincian. i APBD menurut urusan. pemerintahan. daerah, 
orgariiaaai, program, kegiatan., sub kegiatan, akun, 
kelompo~, jenis, objek, rincian. objek dan. sub rincian. objek 
peridapatan, belanja, dan. pembiayaan; 

d. Rekapitulasi Perbup APBD yang disajikan berdasarkan 
I 

kebutuhan informasi antara lain: 
' 1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan 

pemerirrtahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan 
I 

sub kE;giatan beserta target dan indikator; 
2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

I 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kerarigka pengelolaan keuangan negara; 

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar 
I 

Pelayahan Minimal; 
! 

4) Sinkrorrisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; 
! 

5) Sirrkrorrieasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD 
dan Pf?AS dengan rancangan APBD; 

6) Sirikrorriaasi program prioritas nasional dengan program 
e. prioritas daerah; Informasi .lairmya yang menunjang kebutuhan 

informasi pada Perbup APBD antara lain: 
I 

1) Daftarljumlah pegawai per golongan dan per jabatan: 
i 

2) Daftarjpiutang daerah; 
3) Daftar [penyertaari modal daerah dan investasi daerah lainnya; 
4) Daftar I perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 

daerah dan aset lainnya; 
5) Daftar lsub kegiatan tahunjamak (multi Years); 

I 

e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan 
Rancang~ Perbup menjadi Perbup. 

3. Dokumen Terkait 
! 

! . 



i ---- i 
Kode Uraia Jumlah 

I n (Rp) 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 
4.1.01 Pajak Daerah 
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
4.1.01.01. PKB+Mobil Penumpang-Sedan 
01 
4.1.01.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

KodJfikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembarigurian dan Keuangan Daerah. 

4.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
4.1.02 Retribusi Daerah 

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT 
I 

KELOMPOK, 
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN 

I 

PEMBIAYAAN 

BOMBANA KABUPATEN PEMERINTAH 
i 

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, 
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan 

I 

ll)Daftffi1 Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
belanja bagi hasil; 12)Rincian dana otonomi khusus menurut 
uruaan pemerintahan daerah, organisasi, program, 

! 

kegiatari, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, 
rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembi'ayaan; 

13) Rincici.n. DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
I 

Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan 
Gas IBumi menurut urusan pemerintahan daerah, 
orgarifeaei, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, 
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek 
peridapatan, belanjadan pembiayaan; 

14) Rinciarrdana tambahan infrastruktur menurut urusan 
pernerirrtaharr daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub 
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

15) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ Kabupaten 
Bombaria pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda 
terrtarig APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran 
APBD dengan program prioritas perbatasan negara; 



4.1.02.01 Retrfbu si Jasa Umum 
-· 

4.1.02.01. Retribu'si Pelayanan Kesehatan ·-· 

! 

01 i 

4.1.02.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai 
·~: 

peraturan ! 

xx perundang- 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Norilenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

I 
Keuangan Daerah. 

4.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
per'urrdang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

' 
Pernbangurian dan Keuangan Daerah. 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
i 

Dipisahkan 
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada 

Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan 
Modal pada BUMN 

-- 

4.1.03.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

! 

Perribangunan dan Keuangan Daerah. 
4.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

! peruridang- undangan mengenru Klasifikasi, 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pen:ibangunan dan Keuangan Daerah. 

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 
-- 

4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 
4.1.04.01. Hasil Penjualan Tanah 

! I 

01 
4.1.04.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

' 
xx pertjndang- · 

tmdangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
I 

Nortjenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
· Keuarigan Daerah. 

4.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

4.2 Pendapatan Transfer 
I 

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
4.2.01.01 .Daria Perimbangan 
4.2.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 
01 \ 

' 
4.2.01.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

Kodefikaai dan Nomenklatur 
i Pembangunan dan Keuangan Perencanaan 
I 

Daerah , 



' 
4.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Peril.bangunan dan Keuangan Daerah. 

4.2.02 Peridapatan Transfer Antar Daerah 
i 

4.2.02.01 Peridapatan Bagi Hasil 
4.2.02.01. Peridapatan Bagi Hasil Pajak 

I 
01 I 

i 

4.2.02.01. Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

! 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan i . 

Pernbangunan dan Keuangan Daerah. 
4.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

i undangan mengenai Klasifikasi, per:undang- 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

i 
Pembarigurrari dan Keuangan Daerah. 

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
.. 4.3.01 Peridapatan Hibah 

4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
4.3.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
01 
4.3.01.01. Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

I 

xx perundang- undangan rnengeriai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pernbangurian dan Keuangan Daerah. 
4.3.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

petundang-undangan 
mengeriai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

! 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

I 

Keuangan Daerah. 
4.3.02.01 Darra Darurat 
4.3.02.01. Daria. Darurat 

I 

01 
4.3.02.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

Nomenklatur Kodefikasi dan Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

4.3.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peiundang-undangan 

I 

m~ngenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nornenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Ke'uarigari Daerah. 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 

i 
4.3.03 Ketentuan Peraturan Perundang- 

i 

Uridangan 
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 
4.3.03.01. Pendapatan Hibah Dana BOS 
01 

' 



Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Belanja Bahan Pakai Habis 
' 

, 5.1.02.01. 
01 

5.1.04 Belanja Subsidi 

5.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

! 

Pembarigurian dan Keuangan Daerah. 

5.1.03.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

' Kodefikasi dan. Nomenklatur Perencan.aan. 
Peinbangunan dan Keuangan Daerah. 

5.1.03.01. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada 
01 Pemermtah Pu sat atas Penerusan Pinjaman 

Dalani Negeri-Jangka Menengah 

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada 
5.1.03.01 Pemerirrtah Puaat 

5.1.03 Belanja Bunga 

5.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

' 

5.1.02.01. Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

i 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
i 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Belanja Barang 5.1.02.01 
Belanja Barang dan Jasa • 5.1.02 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
pemrndarig- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

5.1.01.xx 

Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
pemmdang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Peib.bangunan dan Keuangan Daerah. 

xx 
5.1.01.01. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Perhbangunan dan Keuangan Daerah. 

5.1.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 
01 

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 
5.1.01 Belanja Pegawai 

5 Belanja 
i--------1-------=--------------------+----- 

5.1 Belanja Operasi 

4.3.03.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

xx 
4.3.03.01. 



Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perilndang-undangan 
merigenar Klasifikasi, Kodefikasi dan 

I 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

5.2.01.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembarigtrnan dan Keuangan Daerah. 

xx 
5.2.01.01. 

Belanja Modal Tanah Persil 
I 

5.2.01.01. 
01 

Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 
Belanja Modal Tanah 5.2.01 
Belanja Modal 5.2 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

' 

5.1.06.xx 

Ririciarr Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

! 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

xx 
5.1.06.01. 

Belanja Bantuan Sosial Uang yang 
direncariakan kepada Individu 

5.1.06.01. 
01 

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01 
Belanja Bantuan Sosial 5.1.06 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

perundang- undangan mengenru Klasifikasi, 
Kodbfikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 
Penibangunan dan Keuangan Daerah. 

5.1.05.xx 

Rinciari Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenru Klasifikasi, 
Kodefika.si dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

xx 
5.1.05.01. 

Bel~ja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01. 
01 

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01 
Belanja Hibah 5.1.05 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodkfikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

5.1.04.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 
' 

Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

xx 
5.1.04.01. 

Bela;nja Subsidi kepada BUMN 5.1.04.01. 
01 

Belanja Subsidi kepada BUMN 5.1.04.01 



- --,· . 

·. 

Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangurian dan Keuangan 
l 

Daerah. 

xx 
5.2.05.01. 

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 
! 

i' 5.2.05.01. 
I 01 

Belarija Modal Bahan Perpustakaan : 5.2.05.01 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05 

.: 5.2.04.xx 

xx 
5.2.04.01. Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

per'undang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

, Pembangunan dan Keuangan Daerah. ------+---'-----------------------+----- Obj e k selanjutnya Sesuai peraturan 
peramdang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

' 
Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

01 

5.2.04.01 Belarija Modal Jalan dan Jembatan ------+------------------------1------ 5.2.04.01. Belanja Modal Jalan 
! 

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

xx 

Rinoian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

perp.ndang- undangan mengenai Klasifikasi, 
5·2·03·01. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Perii.bangunan dan Keuangan Daerah. 1----------------------------------- 
0bjek selanjutnya Sesuai peraturan 

I 

pertrndarig- undangan mengenai Klasifikasi, 
5·2·o3.xx Koclefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

! 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 
I 

• 5.2.03.01. 
01 

Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01 
Belarija Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
i perµndang-undangan 

mengeriai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
I 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
I 

Ketiangan Daerah. 

5.2.02.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan . I 

Penibangunan dan Keuangan Daerah. 

,5.2.02.01. 
xx 

5.2.02.01. Belanja Modal Alat Besar Darat 
! 

01 ; 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
. ---;::-~~~-:;-i-;::::----:;-;--;--::--:;----:-~-:-::-~=-------------l------- 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 

5.2.02 

, I , 



Umum Belanja Bantuan Keuangan 
aritar Daerah Provinsi 

I 
I 

' 

Provin si 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangurian dan Keuangan 
I 

Daerab , 

5.4.02.01. 
01 
5.4.02.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

K6defikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah 
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 

5.4.01.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Ko~efikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

i 
Petnbangunan dan Keuangan 

i Daerah. 

xx 
5.4.01.01. 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pe:inerintahan Kabupaten Bombana dan Desa 01 

5.4.01.01. 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pemerintahan Kabupaten Bombana dan Desa 

·.· 5.4.01.01 
Belanja Bagi Hasil 5.4.01 
Belanja Transfer 5.4 

Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01. 
.01 

Belarija Tidak Terduga 5.3.01.01 
Belanja Tidak Terduga 5.3.01 
Belanja Tidak Terduga 5.3 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 
Pembangurian dan Keuangan 
Daerah. 

5.2.06.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

perpndang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan I . 
Pembangunan dan Keuangan 

I 

Daer-ah. 

xx 
5.2.06.01. 

Belarija Modal ... 
! 

5.2.06.01. 
01 

Belarija Modal ... 5.2.06.01 
Belarija Modal ... 5.2.06 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perlfndang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 
Pembangunan dan Keuangan 
Daerab.. 

5.2.05.xx 

. I 
j 
I 



i 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

::>.4.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangurian dan Keuangan Daerah. 
Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit) 

6 Pembiayaari 
6.1 Penerimaan Pembiayaan 
6.1.01 Sisa' Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelurnnya 
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 
6.1.01.01. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 
01 

I 

6.1.01.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I undangan xx pe!1fndang- mengenai Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembarigu.nan dan Keuangan Daerah. 
6.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
6.1.02 Pericait-an Dana Cadangan 
6.1.02.01 Pericairari Dana Cadangan 
6.1.02.01. Perroair'ari Dana Cadangan 
01 

I 

6.1.02.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I 

Penibangunan dan Keuangan Daerah. 
6.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

' Pembangurian dan Keuangan Daerah. 
6.1.03 Haail Penjualan Kekayaan Daerah yarig 

I 

Dipiaahkan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yan~ 

6.1.03.01 Dipiaahkan pada Badan Usaha Milik Negara 
I 

(BµMN) 
6.1.03.01. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yan~ 

I 

01 Dipiaahlcan pada BUMN 
6.1.03.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

' xx peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefilcasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembarigurian dan Keuangan Daerah. 

6.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
i undangan mengenai Klasifikasi, periundarig- 
I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

: 



- - ·-sr· 

Peinbentukan DanaCadangan 
I 

6.2.01.01. 
01 

Peinbentukan Dana Cadangan 
Pembent.ulcan Dana Cadangan 

6.2.01.01 
6.2.01 

Perigefu arari Pembiayaan · 6.2 
Juinlah Penerimaan Pembiayaan 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
pertrndarig- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kohefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

' 
Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

6.1.06.xx 

Rirician Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
pemrndang- undangan mengenai Kla sifika.si, 

I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

> xx 
6.1.06.01. 

Perierimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka 
Peri.dek 

6.1.06.01. 
01 

Perierimaan Kembali Pinjaman BLUD . 6.1.06.01 

Perierimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan 
I 

keterrtuan peraturan perundang-undangan 
6.1.06 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenru Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

' 
Pembarigurran dan Keuangan Daerah. 

6.1.05.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

! 

Pembangurian dan Keuangan Daerah. xx 
6.1.05.01. 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
I 

Da~rah kepadaPemerintah Pusat 6.1.05.01. 
01 

Penerimaari Kembali Pemberian Pinjaman 
I 

Daerah kepadaPemerintah Pusat 6.1.05.01 

Penerimaari Kembali Pemberian Pinjaman 
i Daerah 

6.1.05 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenru Klasifikasi, 

I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
i Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6.1.04.xx 

Rinciari Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kod~fikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pertjbangunan dan Keuangan Daerah. 

xx 
6.1.04.01. 

6.1.04.01. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 
I 

01 Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- 
1 

.Jariglca Menengah 

6.1.04.01 Pinjamari Daerah dari Pemerintah Pusat 
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 



Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
peruridang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

Kodefilcasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pe*1i.bangunan dan Keuangan Daerah. 

6.2.04.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
pe.ru nclarig- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembarigurian dan Keuangan Daerah. 

xx 
6.2.04.01. 

Pemberian Pinjaman Daerah kepada 
I 

Pemerintah Pusat 
6.2.04.01. 
01 

Pemberiari Pinjaman Daerah kepada 
Perherintah Pusat 

. 6.2.04.01 
Pemberian Pinjaman Daerah 

I 
6.2.04 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
petjundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 

Pembangurian dan Keuangan Daerah. 

' 6.2.03.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6.2.03.01. 

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah 
Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri­ 
.Jarigka Menengah 

6.2.03.01. 
01 

Pernbayarari Pinjaman Daerah dari Pemerintah 
I Pu sat 

6.2.03.01 

Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatub 
I 

Tempo 
6.2.03 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

peril.ndang- undangan mengenai Klasifikasi, 
! 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6.2.02.xx 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
I 

perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6.2.02.01. 

6.2.02.01. 
01 

6.2.02.01 

Penyertaan Modal Daerah ------t---~--------------------l------ Penyertaan Modal Daerah pada Badan 
Uaaha. MilikNegara (BUMN) ·------t--..;.__--------'-----'-----------1------ 
Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 

I 

6.2.02 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

I 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
I Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6.2.01.xx 

Rin~ian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

I 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6.2.01.01. 



Nama 
NIP: . 

......... , tanggal . 
Bupati 

6.2.05 pengeluaran Pembiayaan lainnya seauai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan 

6.2.05.01 Pinjarnan BLUD 
6.2.05.01. Pinjarnari BLUD-Jangka Pendek 

I 
01 ! 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

6.2.05.01. 
peruridang- undangan rnengeriai Klasifikasi, 

! 
Kodefikaai dan Nomenklatur Perencanaan 

xx I 

Pembarigurian dan Keuangan Daerah. 
6.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

peruridang- undangan rnengeriai Klasifikasi, 
I 

Kodefika si dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangurian dan Keuangan Daerah. 
.Jumlah Pengeluaran pembiayaan 
Pembiayaan Neto 

6.3 Stea lebih pembiayaan anggaran tahun 
I 

berkenaan 
; 

(SILPA) 



. ..c 

,--,( ,......( ,......( 

0 0 0 
N N N 
0 0 0 

O Q) 
~ 'O 

' 

! - . 0 : - (/) o ro z ~ ~ a 

- co 
'O 
0 
~ 



I 

i 

! 
: 

i 

i 

i 

I 

' 
' 

. 

i 
-- 

! 

i 
: 

; 

: ; ~ ~ 
O'.l z 
- :::> ~ 0 

T l Cil ~ z 
: ~ .. ~ :::> :::5 

-~~~p:l 

:~ ~ ~ ! ~~; . 
~~~ 

. . . . . o . =s :::> . ~ ~ . 
rJJ . rJJ . rJJ . z . :::> ~ 

. 
~ ~~ 

. 
co . co . co . 

~ Q _µ -~ ~ ~ 
Q _µ ~ ~ rn Q _µ 

~ '"" rJJ •.-1 rJJ ~ Cil ~ '"" rJJ 
-~ Q a . fl.. 0 fl.. Q a rn :;.s Q a 

I I I I I I 

~ x x x ~ x 
~ ~ 

. x x x x 
I I I I I I x 

R 
x 

R ~ 
~ 

x 
~ 

x 
R 

x 
R ~ ~ 

. x x x x 
I I . I I I . I 

~ x x x x x x x x x x x 
('() ('() tj- tj- tj- Lt) Lt) ' Lt) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1""'I 1""'I 1""'I 1""'I 1""'I 1""'I 1""'I 1""'I 

z~ 
<Cl 
< 
:c. 
r ... ' 

:..:::: , ... , 
~ 



co co 
0 0 

co 
0 

t-- t-- t-- 
0 0 0 

\0 \0 \0 
0 0 0 

; 



: 

.. 
i 

' 

i 

~ ~ 
~~~ 
~ Q CJ 

P'.l z ~~z 
- ::J z l'l:l 
~ Q cZ Q l'l:l ~ z 

"~~Cl l'l:l d < 1~~1~1 @~ ~ 

0.. ~ ~ ~ rrl 
~ . . 

~m~~~ < . . ....:1 
. . z . . . 0 . 

rJJ . < rJJ . rJJ l'l:l -~ >-4 al 
. 

al 
. 

r/J - ~ < < al . - . 
~ Cl:: r/J i:: +-I a: i:: +-I ::J~~~r/J z i:: l'l:l l'l:l <( •,-f rJJ 0 •,-f rJJ ~ ~ l'l:l ll:l ~ rrl •,-f 

~ ,r/J ~ Q a rJJ Q a ::J Ol 0.. ~ Q 
: 

I I I I I x x x x x 
~ ~ ~ x ~ 
I I I I I x 

~ 

x 
R 

x 
R 

x 
R 

x 
~ ~ ~ 

. x x x 
I I 

~ 
I 

~ 
I . I x x x x x x x x 

ll) io ro \0 \0 \0 r- t-- 
0 0 0 0 0 0 0 0 

: 

• I 

....-! ....-! ....-! ....-! ....-! ....-! N N N 



x 
x 
x 
x 



0 0 
'l'-i 'l'-i 

N N 

0 
'l'-i 

(j\ (j\ (j\ 
0 0 0 

00 CX) 0 0 00 
0 

! 

i 

' 

; 

' 



('Y') 
.-I 

. ('Y') 
.-I 

N 
.-I 

N 
.-I 

. 

.-i 

.-I 
. .-i 

.-i 

··. 

i 
! 

l 
j 
i .. 

j 

i 

I 
. 
: 



i 

I 
i 
N ! 

+.I 
r/J 
0 

~ ~ ~ x t R ~ R ~ x ~ x 
I 

:"d" '..-i 
I 

i 

I 
i 

I 

' 
! 



I 

.. 

-- 

i 

' ' 
-- I 

~ 

;~ 

i 

~ 
<( 

0 0 s 0 - ~ z o 
. µ:) ~ z ~< ~-·~ < <( 

; o 
~ 

O c, . . :> ~ z . . . . 
µ:) rJJ . z rJJ . 

~~ 

. 
' . . rJJ . 

z ro . <( ro . aj . 
w ~ -+-I z ~ -+-I ~ -+-I 

' •1"'4 rJJ 

i 
µ:) •1"'4 rJJ µ:) ~ •1"'4 rJJ 

:;E Q Q c, Q 0 ~o 0 Q 
' 

I I i I I I I 

~ :< i 
~ :< :< ~ i . I 

~ 
. x :< I :< x :< 

I I I I I I 
:< :< ; :< :< x ~ x R . 

~ R x ~ x R ~ :< :< :< 
I x I I . I I I :< :< :< :< :< :< :< :< :< :< :< 

I 

I 

t-- t-- i 00 00 00 0\ 0\ 0\ 
T""i !""ii M T""i T""i T""i M T""i 

i 

' ~ N N! N N N N N N 
I 

i 

< 



ro co 
I ........ .[ s 

:;j a) 
~ ..c: m 

I 
rn 
§ M 
~~ : 

~ "C ! 
co ~ M co ........ co b.O Q.) .'"":') •,-j Q.) m ~ ~~ ;:l 

i 

al 
"C 
0 
~ 

: 

co M 
Q.) 
O,; 
0 ·r;; 

: 

~ 

~ 
"C 
~ 

§ Q.) c, 
! 

3 : 

~ ·s:: 
Q.) s 
Q.) 
~ 

~ ~ 

z 
§ ..0 

~ ~ 1-1 

~ (/J ~ 1-1 . Q . <t: . 8 ~ ~ . z . rn . 
rn . . Q . 

tJJ . <r: tJJ . . ::> tJJ . 
::> Q 1-1 . . ::> rJ) . . 

~ 
al . rn al . ro . c, co . 
~ +,J ~ ~ +,J m c +,J ~ ~ +,J 

~ ·~ rJ) 

~ 
·~ rJ) 

~ 
•,-j rJ) rJ:) ·~ tJJ 

rn Q Q Q Q Cl Q c, Q Q 
I I I I I I I I x x ~ x x x x ~ x x . x x x x x x 
I I I I I I I I x 

~ 
~ 

R 
x 

~ 

x 
R 

x 
R 

x 
~ 

x 
~ 

x 
R x x x x x x x x 

I I . I I x I . I I I . 
Q.) ix x x x x x x x x x x x x x x 

"C 
0 • 

~ 0 0 0 .-l .-l .-l N N \0 (I') (I') (I') 
N N N N N N N N .-l N N N 

Nj N N N N N N N N N N N 



- 

I 
I 

I 

I 
' 

I 

I 

~ 
z 
ct: 

~ 

Q 

z 
~ 
~ 
~ 

z ~ 

g~ ~ 
~ . 

~~ 

. ~ . . . (/) . 
1-1 . . . 
(/) rn . rn . 1-1 rn . . I 0:: ro . (/) ~ <- ro . ro ct: p +,J :::::> 1-1 ~ 0:: p +,J p 
~ •.-4 rn 0:: ~ ~~ •.-4 rn •.-4 

~ Q Q :::::> 0:: ~ 11.t Q Q Q 

I I I I I I x x x x ~ x 
~ ~ 

. 
~ 

. x x x 
. I I I I I I x 

~ 
x 

~ 
x 

~ 
x 

R 
x 

~ 
~ R x . . . . x x x x x 

I I . I I x I I 
~ x x x x x x x x x x .. 

'tj- 'tj- 'tj- Lt) Lt) Lt) \.0 \.0 
N N N N N N N N 

N N N : ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') 
I 



ro ro 
."":) - § s 

;$ Q) ~ .r: m 
(/J i 

§ M 
~~ 

ro 'a '"d ro - ro 'C M 0.0 v ''"'.:') •.-i v m ~ ~~ ::::i 

aj 
'"d 
0 
~ 

i 
ro i 
M v 
c, 
0 'riJ 

t 

1d c, 
ro 

'"d 
~ § v c, 

: 

] : ~ 
l':tl 

~ m 
•l"'i ~ 1-4 v :::, s rJ) v c, z 

~~ 
<( 

~ 
o 

§~ 
~ 

a l':tl z z z <( 
rJJ M . 

~ 
. - . o . e ~ 

~ 

. . a~ . . . . . <( . . rtJ . rtJ . rn . rn :::, a . . :::, . 
~~ 

. Cl . 
~ 

(lj . (lj . co . co 
+.I 0 +.I ~ Q +.I Q +.I ~ Q rn l':tl ·~ rtJ l':tl ·~ rtJ Z< ·~ rtJ l':tl ·~ 0 ~ 0 0 ~ 0 0 rxl a 0 0 c, 0 

: 

I I I I I I I x x x x x ~ x x . . . . . x x x x x x 
I I I I I I I x 

R 
x 

R 
x 

R 
~ R 

x 
~ 

~ 
~ 

x . x x x x x x x 
I x I x I x I . I I I 

v 
' 

x x x x x x x x x x 
'"d 
~ \.0 r- t'- t'- 00 00 00 °' °' °' 0 0 

N N N N N N N N N N ('I') ('I') 

! 
('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') 



' 

: 

' ! 

' 
! 

' 
' iz . . 

~ 

. 
o 

~ z fi1 :5 ~~z ~ ~ 
v o~ 

z 0 s 
~ - ;.... •.-4 < v +,J so Cl v: ~ 

~ 
(/) 

c2 
~ z::J~ 

aj •.-4 ~~ ' 0 aj 
E-i fi1 ~ E-i - ~ -~ rn o 

~ 
~ 

~ 
;:) - ~ ::J z aj . 

::E 
. -~ .s 0 

. . 
~ - . . ~ . (/J ' . rn (/J . 

~ 
~ I 

. z : . . ::J fi1 +,J 
~ . co . z co . i - rn ::E +,J ~ 0 !+,J 

~ 
0 +,J 

•.-4 ~ (/J re ...... i rn ...... rn z re fi1 a fi1 Cl Cl 'Cl E-i Q Cl ::J rn rn c, rn 
I I I! I I I I x x x x x x x x . x . . . . x x x x x 
I I I I I I I x 

R 
~ 

R ~ R 
x 

~ 
~ 

R 
x 

~ 
~ 

~ x x x x x x 
I . I I • I I x I I x x x x x1 x x x x x x x x 

0 r-l r-l r-l N N N r-l r-l r-l N 
(I') (I') (I') (I') (I') (I') (I') 0 0 0 0 

' 
(I') (I') (I') ,(I') (I') (I') (I') tj" tj" tj" tj" tj" 

i 



cu aj 
..-4 '[ s 
;:J Q) 

r-:, ,.q o:i l 
i 
I 
' ' i § -t ; 
l 

~~ 
i 
i 

~ 'd 
l 

aj aj 
..-4 aj 'd M t,J) : Q) '"":1 •,-( Q) 
o:i ~ ~~ ~ ; 

~ 
'd 
0 : 

=s ' ! 

~ 
Q) 
o, o ·en i 

i 

' .. 
~ ' 
c, ' 
aj 
'd ! 

~ 
: 

Q) § : 
c, 

I 

3 
~ 

' -~ o Cl) s ! z 
I ~z Q) I c, 

~ 
@ z~~ 

~ 

z c, :::>~~ ~ 
~ 

Cl z~~ - § '@ ~ ~ ::> ~ 
~ 

z ~ 
Q ro ~ z . 

~ 
. 

~ 
. rJJ M ·~ . . . 2 ~ I ~ - o . . . 

~ z § . § a . CJ ~ . 
::> Q +,,I ::> ri1 . . (tj . 

Q) ri1 . . ri1 . 
12 (/) =s ~ "O +,,I "O +,,I c, "O -+-I 

Cl) z ri1 ri1 cu (/J 

~ 
(tj (/J ri1 (tj (/J 

u: ::> ~ ~ Ol Q Ol Q ~ Ol Q 
. I 

j 
I I I I I I I 

~ x ~ ~ x x ~ . 
~ ~ x x x x x 

I I I I I I I x 
R 

x 
R 

x 
R 

x 
R 

x 
R 

x 
~ 

x 
~ 

. . 
~ 

. 
~ 

. x x x x x 
Q) I . I I . I . I . I I 

'd x x x x x x x x x ·X x x x x 
0 
~ N M M M N N N Cl) Cl) Cl) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 

' I 

~ L{) L{) L() L() L() L() L() L() L() L() 



! 

1 

' 
I 

; 
.. 

[ i 
! ' 

i 
' ! 

; 

I 

: 
! 

l 
"-.· 

~ 

; 

~ 

z ~ 
. . 

~ o 
~~ 

. 
M 

~~ 

z i 0 
::J i .µ 

~ 
~ <( § . ...... o:l . m . o rn ::J I o ~ :I: . 

~~ 
. l • ~~ . . ...... § :::5 r:i:l § ~ !~ µ::) ~ 

<, 

~ 

. . . § . . 
r:i:l CJ . o . CJ o:l 

. . . . . 
~ "d .µ z z "d .µ z "d .µ z~ "'O .µ 

~ r:i:l cd rn re re cd rn µ::) cd rn r:i:l r:i:l ro rn 
~ co Q co Q ~ p:l Q ~~ ro Q 

' 
I I I I . I I I I x x x ~ iX x x x 

' . x ix x x x x x x 
I I I I I I I I x 

R 
x 

R 
x 

~ 

x 
R 

~ 
R 

x 
R 

x 
R 

~ 
R 

. x . x x x x x x x 
I x I . I I x : I I . I . I x x x ' x x x iX x x x x x x x i i 

'tj- 'tj- 
: : 

0 0 
' : 

11) 11) 



al ro 
"'"71 ,.... § s 

' :=:$ 'ii 
~ ,.q o:l 

! 
rn § M 

' 

~~ 

ro ~ 'C 
~ M ro ,.... ro b.O Q) '..-:'I •.-4 Q) 

o:l ~ f-1 f-1 ~ 

~ 
l 

'C 
0 
~· 

' 
ro ! 
M 
Q) c, 
0 '$ 

~ 
i 

c, 
(lj 
'C 
~ 

§ Q) .: 0.. 
•• ' 
' 3 i 

~ 

~ 
·c 
Q) s io 

~ 

- rn 
Q) < 

~ 0.. 
~ ~ 

f-1 - o . rn so . . - 
~ 

. z z~ . 
z ~ 

. 
~ ..c: rn .;..i 0 - 0 ro ro ~ < cu 

~ ~ 
ro ~ rx'l f-1 Q) rn $-l 

~ 

M .;..i 

~ 
~ rn .;..i 

2 ~ ~ 
0 ro . ro .;..i ~ 

~ 
0.. - ~ 8 . . . o, . ::> ~ ·: ::> Q ::> o ::> . 

~ 

. 
Q) ro • al . ~ rn z c, rn o o .;..i +,J +,J 

~~ 

...0 z rx'l rn z 
~ ~ 

(/J 0 
~ 

(/J ro 
::> ! 0.. ~ ::> Cl ~ Cl :::s:: - 

I I I I I I x x x x x x 
x x ~ ~ x ~ 
I I I I I I x 

~ 

x 
R 

x 
~ 

x 
R 

x 
~ 

x . . . . x x x x x x 
i 

I I . I I . I I 

Q) x x x x x x x x x x x 
'C 

' 0 ; 
~ I 

! 
i 
! 
! 
i 



i 

' 
' 
i 

: 

~ ~ 8 z ..c: ::r: Cl a) 

i ~ ::r: o 
~ rJJ ~ z rn cd ::> ril 

52 o rJJ rn o § bJ) ::> ~ ril 
~ § ...-4 

~ g ~ rJJ - ril p:i co :5 ~ °"4 Cil 
~ 

~ a: ·i:: 
. § - ca 

~~ 
:J ~ z 

~ 
>i . 

~~ 
;:::J ~ ~ rn . rJJ - rJJ . rn :J ~ ·~ 

~ 
rn ~ 

~ 
ca -+-I 

~~ 
rJJ ~ .s in ril O ~& a :J :J ~ °"4 :J rn Cl 

I I I 
~ ~ ~ 
~ x ~ 
I I I 
~ 

~ 

~ 
R ~ R . . 

~ x ~ 
I I . I 

~ ~ ~ x ~ ~ 

M M M M 
0 0 0 .. 0 

CX) CX) 0\ 0\ Q'\ 



cd cu : 
.-1 .[ s 
~ ..c: ~ 

' 
in § $-4 

i 
$-4 
~~ 

b.O i 

ca ~ .g - cu Q) • .-:'I 'O $-4 
P'.l ~ ·~ Q) ~ f-i cu i 

ca ! 
"d 
0 
~ 

: 
rJJ : cu 
$-4 
Q) 
0. 
0 ·~ 

al i 
0. cu 

"d 
~ 

§ Q) c, 

] i § 5 
~ ~en l ~ .;..J ~ 

·~ rJJ cu ~ o~ cu <c: 
Q) 

~ 

~ ~ P'.l <c: c, al ~ s ·~ ~ - <c: B P'.l r:il . 
P'.l 1-1 Q) : . . n, 15 ~ ~ ·ra f-i ..c: ~~ 

~ 

al z Q) 

~ 
1-1 t-4 ~ ~ 

~ ~~ ~ 1-1 ~ r:il § ,.q ~ 
~~ 

.;..J Q) 
1-1 

1tl 
1-1 .µ ·~ ! ~ ffi ~ 

rJJ ~ ~ 
cu c, 

~ 

co rJJ 0 
·~ . ·a . ·a ~ ~ e ~ rn - . 

(I) 
U) ~ ~ 

. r:il O o .µ cu - .;..J : r:il .;..J Q) 

~ 
~o ~ Q) § ~ ~ <c: Q) ..c: ~ l: Q) .;..J o 

~ :5 ~ :s ] ~~ ] Q) ~ r:il ] .s 
~ r:il 

(I) ~ ~ 
Q) -~ r:il <c: Q) o r:il 0 Q) Q) r:il 

U) i rn ::::> - rn ~ rn < rn < U) ~ rn z 
I I I x x x . 

~ x x 
I I I x 

~ 
x 

~ 

x 
~ x ~ x 

Q) I . I I 
"d x x x x x x 
0 
~ .N N CV) CV) 'tj- 'tj- l1) 

0 0 0 0 0 0 0 
i 

0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 



aj 
~ 

a .µ 
~ •..-4 
• .µ '" : ro d .. =~ ~~ :::l ro- 
: o:l z z 

. r 

' : 

i 

'! 

1tl -'.·a ..J, 
:J .... .µ 
.,-.; (1.) 

:iJ ~ :.::e 
(1.) rn 

<, 

~ 
(1.) 
0 

,.... ~ ~ ...; ro 0 § ~ b.O ..... ro z ..., 
,.0 ..... ..... s ~ 

..., 
v (1.) 
~ ~ ~ - t-4 - r.n 

I ri: 
~ 

~ 

r:t) 
I Cl ~ ~· 

I . 
~ 

"-". 
~ ~ ~ 

r.lJ! 
Lt) '@ g1 0 s ~I 
O'I ~ 

:::>! 
U)' 

' 



: x.xx.xx Program 

! : x.xx.xx Unit 
Organisasi 

: x.xx.xx Organisasi 
! 

Bi dang 
Urusan 

:x Urusan 
: x.xx.xx 

BELANJA 
DAE RAH 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

K 
R 

4 

4 

·.ODE ' URAi JUMLA DASAR 
EKENING l AN H HU KUM 

.. x.xx Pendapatan 
i .x.xx Pendapatan Asli Daerah 

.x.xx Pajak Daerah 

.x.xx Retribusi Daerah 
Basil Pengelolaan Kekayaan 

.x.xx DaerahYang 

.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah 

.x.xx Penclapatari Transfer 

.x.xx [Pendapatan'Trarisfer 
Pemerintah 

.x.xx [Peridapatan Transfer Antru 
[Daerah 
i 

.x.xx Lciln-lain Pendapatan Daer ab 
Yang Sah 

.x.xx [ Pendapatan Hibah 

.x.xx I Dana Darurat 
Lain-Lain Pendapatan Sesuai 

.x.xx dengan Ketentuan 

4 
4 

PENDAPATAN 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
I 

RINCIAN API?D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, 

I 
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I Gedung 
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dan irigasi 
.x.xx Belanja Modal A set Tetap 

Lairmya 
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Berwujud 
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! Belanja Tidak Terduga .x.xx 
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! 
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I 
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dan irigasi 
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Lainnya 
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I 

2. Pelaksariaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 
3. Penyiapatj DPA-SKPD 
4. Anggaran iKas dan SPD 

! 
5. Pelaksana'.an dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

I 
6. Pelaksariaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

I 

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
I 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 
I 118 Peratu:ran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 

2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kerangka pengaturan 
I 

dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah 
I 

sebagai berikut: 
1. Semua [Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarlcan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas 
I 

Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan 
Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui 
Rekening i Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 
tersebut. t 

2. PA/KPA, [Benclahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan 
' orang a tau badan yang menerima atau menguasai 

uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 

I 
penerimaari atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang 
timbul dart penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran 

A.KERANGKAPENGATURAN 
Pengelolaari keuangan daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan f dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi keweriarigari daerah yang dilakukan secara tertib, taat 
pada keterituan peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, ef ektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

I 

masyarakat. ! 

Proses perrgelolaarr keuangan daerah dimulai dari penganggaran 
I 

yang ditaridai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan 
penatau.sahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD. ' 
Pelaksariaan] dan penatausahaan keuangan daerah mencakup 
proses- proses sebagai berikut: 

I 

1. Pelaksariaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

I3A8 V 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

i 



... 

dengan ketentuan 
dilakukan melalui 
Penerimaan Daerah 

BUD atas laporan 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
! 

beberapa ketenruan sebagai berikut: 
i 

1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai 
I 

peraturan perundang-undangan tidak 
Rekening IKas Umum Daerah, pencatatan 
dilaksanakan setelah adanya pengesahan 

I 
penerimaari dari PA. 

2. Dalam b.al Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan 
' peraruran] perundang-undangan tidak dilakukan melalui 
I 

Rekening [Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah 
dilaksariakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan 
pengeluaran dari PA. 

3. Pengesahnn dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang 
I 

menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan 

material merupakan keberiaran atas penggunaan anggaran dan 
hasil yang! dicapai atas Behan APBD sesuai dengan kewenangan 
pejabat yang bersangkutan. 

4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan 
selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali 
ditentukari lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 

undangan. 
5. Penerimaah perangkat daerah yang merupakan Penerimaan 

Daerah tic:lak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, 
kecuali diterrtukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

! 
perundang-undangan. 

! 
6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas Behan APBD apabila anggaran untuk 
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup 
tersedia. Setiap pengeluaran atas Behan APBD didasarkan atas 

I 
DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SPD. ! 

7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran 
atas Behan APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan 
dalam APBD. 

I 

8. Untuk pelaksariaan APBD, Bupati menetapkan: 
! 

a. Pejahat i yang diberi wewenang 
! 

b. menandatangani SPD; Pejabat yang diberi 
I 

weweriang menandatangani SPM; 
I 

c. Pejabat i yang diberi wewenang mengesahkan surat 
I 

d. pertanggungjawaban; Pejabat yang diberi wewenang 
menandatangani SP2D; 

e. Benclahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
f. Bendaha.ra Penerimaan pembaritu dan Bendahara 

i g. Pengeluaran pembantu; Bendahara Khusus; dan 
I 

h. Pejabat!lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 
9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat 

I 

untuk pelaksanaan APBD dilakukan sebelurn dimulainya 
I tahun anggaran herkenaan. 
' 



1. Ketentuan Umum 
I 

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan 
setiap uru;ig/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam 
penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

I Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 Peraturan Daerah 
I 

Kabupateri Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan J Daerah, dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD 
selaku Bl;JD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 
pada bank umum yang sehat. Penatausahaan Kas Umum 

I 

Daerah dilakaanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya 
khusu snya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan 
Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran 
Pembaritul dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan 
ketentuarn peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 

I 

penatausahaan ini meliputi: 
a. Pembukaan RKUD 
b. Pembukaan Rekening 

! 

c. Operasional Pembukaan 
Rekeriing SKPD 

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka 
e. Pendek Penatausahaan oleh Bendahara 
f. Umum IDaerah Pelaporan oleh Beridahara 

Umum [Daer.ah 
2. Ketentuari Pelaksanaan 

! 
Berdaaarkan ketentuan dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 

122 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
! 

2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait 
pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai 
berikut: 
a. Pembukaan RKUD 

Bupatijdalarn pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank 
umumi yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum 
yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/ sehat 
sesuai I ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam 
menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan 

n PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH 
I 

APBD, 
laporan 

dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen 
! 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
1 

uridangan.j 
I 

4. proses pelaksariaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat 
memuat informaai, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
Dalam Iral penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD 

terkendala aq.anya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan 
maka Bupati' menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang 
dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan 

I . 

tugas pengelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-uhdangan. 

! 



4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil; 
i 

5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan; 
i 

6) sarrksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; 
7) Icewajiban menyampaikan laporan; dan 

I 
8) tata cara penyelesaian perselisihan. 
Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening 
Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh 
Bupati. 
Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/ atau jasa 
giro/i~balan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang 
disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga 
dan/at~u jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa 

! 
giro/ imbalan hasil lainnya yang sej enis yang diperoleh 
Pemeriritah Daerahmerupakan Lain- lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan 
pelayariari yang diberikan oleh bank didasarkan pada 
keterrtirari yang berlaku pada bank yang bersangkutan. 
Biaya iersebut dibebankan pada belanja daerah. 

b. Pembukaan Rekening Operasional 
I 

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening 
penenmaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung 

i kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan 
I 

pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank 
f 

Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan 
pendapatan daerah dan/ atau peningkatan kesejahteraan 
dan/ k.tau pelayanan masyarakat. 

PenunJri.kan Bank Umum sebagai penampung RKUD 
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 

I . . 
PPKD [selaku BUD dengan pejabat bank umum yang 
beraangkutan. PKS paling sedikit memuat: 
1) jenisjpelayanan yang diterima; 
2) mekJnisme pengeluaran dan penyaluran dana; 

! 

3) pelimpahari penerimaan dan saldo rekening; 
; 

Kas Umurn Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut: 

! 
1) Reptrtasi Bank 

' 
Ban~ yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. 
Misa.fnya, .bank tidak pernah terlibat kasus penipuan 
nasapah atau kasus-kasus lain yangmerugikan nasabah. 

2) Pelayarian Bank 
! 

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik 
I 

dan mem.adai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan 
kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. 
Khu~us untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat 
melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti 

I 

pem~tongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain. 
3) Manfaat 

I 



Ketenruan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah 
sebagai berikut: 

. I 
1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan 

dan I pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka 
rekeriing bank atas nama Bendahara 

I 

Penerima.any Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
i Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran 
i 
i 
i 

penampurig RKUD yang ditunjuk oleh Bupati. 
1) BUD/ dapat membuka beberapa rekening operasional 

pener'imaan sesuai dengan kebutuhan untuk 
I mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan 
I 

daerah. 
2) BUD /membuka rekening operasional pengeluaran. 

Dalarn hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke 
rekeriing Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah 
dapat merubuka rekening penerimaan daerah pada Bank 
dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/ atau 
I 

rekenirig pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas 
Umum i Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah 
Bendahkra Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh 

I 

Beridahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat 
penariggung-jawab pada Bank yang terkait. 

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening 
opera.sional penerimaan adalah sebagai berikut: 
1) Rekerring operasional penerimaan dioperasikan untuk 

merierima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak 
I 

melalui bendahara penerimaandan z atau menerima setoran 
peridapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. 

2) Rekeriing operasional penerimaan dioperasikan sebagai 
I 

rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus 
I 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang- 
kurarignya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai 
dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara 
Umurn Daerah dengan Bank Umum bersangkutan. 
Keterrtuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran 

I 
operasibnal adalah sebagai berikut: 
1) Rek~ning operasional pengeluaran dioperasikan sebagai 

I 

rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran. 

I 

2) Rekeriing operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk 
. I 

pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung 
kepa'.da pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk 

I 

pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada 
I 

bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada 
I 

bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran 
I 

pempantu. 
c. Pembukaan Rekening SKPD 

I 



Pembarrtu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD 
sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah 
mekariisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja 
daerah. 
a) BUD membuka rekening penerimaan SKPD untuk 

m~mpermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah. 
b) B"QD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk 

mcrnperrrrudab. mekanisme pelaksanaan belanja daerah 
I 

Dalarn hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke 
rekeriing Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah 
dapat membuka rekening Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada 
Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati. 

2) Rekerring penerimaan SKPD digunakan untuk 
I 

meriarnpu ng penerimaan daerah yang menjadi 
i 

kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, 
saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut 
wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum 
Daerah oleh bendahara penerimaan. Rekening 
penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara 

I • penepmaan SKPD. 
3) Rekehing pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uani yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, 

seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan 
yangj dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening 
pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara 
peng~luaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu 

i 

SKPD. 
d. Periempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek 

! 

Dalarn pengelolaan kas, uang daerah yang belum 
digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk 

I 

investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan 
investa~iyang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, 
ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah 
serta tlimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. 
Termastik dalam investasi jangka pendek adalah deposito 

I 

berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) 
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian 
Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank 
Indone~ia (SBI). 

! 
Seperti] dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa 

I 

dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat 
Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. 
1) Deposito 

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa 
ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga 
merriihki persyaratan tertentu salah satunya memiliki 

I 

jarigka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak 
boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari 



4) Sertifikat Bank Indonesia 
I 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang 
dike}uarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan 
utaJ:}g berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 
(tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku 
b'urrga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan 
oleh] mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. 

Proses i penempatan kas dalam investasi jangka pendek 
dilakukan melalui 

I 
I 

langkah-langkah sebagai berikut: 
I 

1) Pemeriritah Daerah dapat melakukan investasi jangka 
pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan 
Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

2) Sebblum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam 
inveatasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa 

I 

dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar 

deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi 
I 

dari I tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan 
penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank 

I 

yang ! ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi 
I 

Banki Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Dalam 
rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito 
Pemerirrtah Daerah harus dapat 
ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum 
Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan. 

2) Sura} Utang Negara 
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang 

' berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran 
bun~a dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa 
berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara 
lain ! untuk membiayai defisit APBN serta menutup 
kekurarigan kas jangka pendek dalam satu tahun 

i anggaran. 
Surat Utang Negara terdiri atas: 
a) Surat Perbendaharaan Negara 
b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai 

dengari 12 bulan dengan pembayaran bunga secara 
dikkonto. 

3) Obligaai Negara 
Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) 
bulan dengan kupon dan/ atau dengan pembayaran bunga 
seca~a diskonto. 
.Jadi] SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi 

I 

jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat 
I 

Perbendalraraan Negara karena berjangka waktu di bawah 
12 1bulan. Tata cara investasi dalam bentuk SUN 
menpkuti peraturan perundang- undangan tentang SUN. 



belurn akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash). 
3) BUD lmenyiapkan rencana penempatan dana pada investasi 

I 

jarigka pendek kepada Bupati. Rencaria ini mencakup 
I 

jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi 
beserta alasan dan basil analisa pemilihan investasi. 

4) Berdi:lsarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD 
atas irencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan 

I 

jeriis] investasi jangka pendek yang dipilih dengan 
merierbitkari Surat Keputusan Bupati. 

5) Berdk.sarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat 
! 

Periritah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan 
I 

pemiridab.an dana dari kas umum daerah ke dalam 
inveJtasi yang dipilih. 

I 
6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas 

I 

Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. 
I 

e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah 
! 

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua 
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. 

I Proses i penatausahaan oleh BendaharaUmum Daerah 
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 

! 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
! 

Bagianl 1: Penerimaan RKUD 
1) Berdasarkan Nata kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang 

! 

sah, ! BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi 
· penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

2) BU:q mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. 
! 

3) BUQ mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada 
Buku *as Umum. Bagian 2: Pengeluaran RKUD 
1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap 

pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan 
I 

pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan 
! . 

oleh' PA/KPA. 
2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku 

Kasi Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal 
dan J kolom nomor bukti. 

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 
I 

1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat 
infoi"Inasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dolcurnen yang dilakukan secara elektronik. 

2) Bendaha.ra Umum Daerah membuat laporan atas kas 
umum daerah yang berada dalam pengelolaannya. 
Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut 

I 

lcepe.da. Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dokumen- 
doktl.men yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti- 

. I 
bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan 

! 

dasar dalam membuat laporan BUD. 
3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: 

a) 11aporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 



Nama 
NIP . 

Disiapkan 
Oleh, 
BUD/Kuasa 
BUD 

No Tangg No. Uraia Penerima Pengeluar Said 
al I Bukti . I n an an 0 

! 

i 
I 

KAS UMUM DAERAH 
! 

Periode .. i ••• 
i 

AffGGARAN . 
; 
J 

TAHUN PENGELUARAN 
i 

DAN 
I 

a. Buku Kas Umum BUD 
'! 

i 
! 

PEMERINTAH KABUPATEN 
I 

BGMBANA BUKU KAS PENERIMAAN 

3. Dokumen f Terkait 
Ilustrasi dokurnen penatausahaan kas umum daerah antara 
lain sebagai berikut: 

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian . 
. t 

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap 
I 

hari kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau 
I 

dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 
I 

4) Di aarnprng laporan-laporan di atas, Bendahara Umum 
Daerhli membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. 
RegiJter SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem 

I aplika.si pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. 
I 
I 
r 



Nama . 
NIP . 

Disiapkan Oleh, 
BUD /Kuasa BUD 

Kashan rm 
Posisi Kas 

(H-1) 
Posisi Kas 
(H) 

Posisi 
Sal do 

Rekapitulasi 
Kas di BUQ: 
Bank 1-: 
Sal do 
Bank 2 : 
Dst. : 

! 
· Total Saldo Kas : 

'fo No. Bukti Transaksi Uraian Penerimaan Pengeluaran 
. SP2D . I STS Lain-lain - ! 

I 

i 

' i -- 

! 

! 

Jumlah 
Perubahan Posisi . 

Hari : . . . . . . . . . . . 
Tanggal : . . . . 
Periode . . . 

KABUPATEN 
i 

BQMBANA LAPORAN POSIS! KAS 
HARIAN 

i 
TAHUN ANGGARAN . 

! 

b. Laporan Postsi Kas Harian 
i ; 
i 

PEMERINTAH 



Nam.a .... 
NIP .... 

Bendahara Umum Daerah 

Rp .. 
Rp . 

Rp .. 
Rp . 

Rp . 
Rp .. 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp .. 

Rp .. 
Rp .. 
Rp . 
Rp . 

I 

Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank, 
Belum <licatat oleh Buku 

i 
a. Nota Kredit No .... 

! 

b. Biaya Administrasi BANK 
c. Bukti1 lain yang sah 
d. Ost..l .. 

' 

D. 

Rp . 
Rp .. 
Rp . 
Rp . 
Rp .. 

a. Nota Kredit No .... 
b. Pendf pa tan Sunga 
c. Pendapatan Jasa Giro 

! 
d. Bukti lain yang sah 

I 

e. Dst.,' .. 

c. 

Penerimaan yang telah dicatat oleh, Bel um 
dicatat 61eh buku 

' 

c. Ost ..... 
b. Buktijlain yang sah 

Rp .. 
Rp . 
Rp .. 

Pengeluf1ran yang telah dicatat oleh Buku, 
Belum dicatat oleh Bank 

I 

B. a. SP2D;No ..... 

' b. Bukti lain yang sah 
i 

c. Ost ... !. 

Rp . 
Rp .. 
Rp .. 

Keterangan Selisih 
Penerlmaan yang telah dicatat Oleh Buku, 

A. Belurn dicatat oleh Bank 
' 

a.STS No ..... 

Periode . 
1 Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku 
2 Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank 

Selisih i 

c. Rekonsiliasi Bank 



PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS c. I 
a.Ketentuan Umum 

' Pengelola~n kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non 
anggaran &ang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada 
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. 
Beberapa [ ketentuan umum terkait penatausahaan kas 
tr-arieitorta adalah sebagai berikut: 
a. .Jeriie-jenie kas tran.sitoris, an.tara lain: 

I 
1. Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 

beridahara pengeluaran pembantu dan/ atau bendahara 
khu sua lainnya sesuai dengan peraturan perundang­ 
undci.ngan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan 
pihalc ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh 

! 

Pasal 23 dan/atau PPN; 
ii. Poto~gan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima 

Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala 
Desfi./Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan 

I peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan 
I 

kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 
I 

kematian; 
I 

111. Uarig jaminan dan/ atau Titipan Uang Muka yang diberikan 
oleh I pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam 
melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan 

! 
dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai 
ketehtuan peraturan perundang- undangan. Sebagai contoh 

I 

uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan 
pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan 

I 

borigkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila 
ada j kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang 
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka 

I uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, 
dalam hal ini pemerintah daerah. 

rv. .Jerris kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perq.ndang-undangan. 

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari 
I 

transaksi belanja daerah dan/ atau pendapatan daerah 
sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang 
tidak ~erpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi. 

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada 
akun l perhitungan pihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas 
tranaitorie dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun 
perhirungan pihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak 
memp~ngaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam 
laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan 
dalam] neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di 
bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

I 

d. Penenpiaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, 
tidak I boleh digunakan untuk operasional belanja karena 

.... : 



l 
i 

dalam ijangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak 
ketiga. i 

e. Terkaitl kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa 
ketenttlan sebagai berikut: 
1) Dalain hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuhl kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi 
dan lmengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah 

I 
berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

2) Peridapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan 
I 

pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 
I koritrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang 

menjadi kewajiban pihak ketiga .tersebut dalam mencapai 
target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan. 

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan 
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, 

I 

Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Pengeluaran 
Pembaiitu. 

I 
g. Proses I penatausahaan kas transitoris memuat informasi, 

aliran data, serta penggunaan dan · penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 
b.KeteJtuan Pelaksanaan 

I 

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/ BPP 
! 

i. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
I 

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan 
peru'ndang-uridangan sebagai wajib pungut pajak sesuai 

I 
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak 
atasjpembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS. 

11. Beridahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
I 

Pempantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib 
purigut pajak sesuai peraturan perundang- undangan wajib 
menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya 
ke rekening Kas Negara. 

I 

111. Atas pemungutan dari . penyetoran pajak tersebut, 
Bendahara. Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

I 

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib 
pungut pajak sesuai peraturan perundang- undangan 
melci.kukan pencatatan pada buku terkait. 

I 

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD 
! 

1) Kasj Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran 
kas l transitoris atas potongan pajak dan potongan­ 
potdngan lainnya dari belanja yang menggunakan 

I 
mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank. 

! 
2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak 

lcetiga atau rekening penerima lainnya, bank juga 
rnelalculcan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke 
rekeriing tujuan yang telah ditentukan. 

3) J arnirrari 
! 
' ; 

·' 



I 

d. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA- 
SKPD) i 

I 

a.Keterrruari Umum 
I 

Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
I 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen 
yang mermrat rencana pendapatan, rencana belanja, dan 

i 

rencana i pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek 
I 

disertai rencaria realisasinya yang digunakan sebagai dasar 
pelaksariaan anggaran. 
Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta 

I pengguriaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
I 

elektronik. 
I b.Ketentuan Pelaksanaan 
! 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 dan Pasal 126 
I 

Peratarrari Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan DPA­ 
SKPD diJ.tur sebagai berikut: 

I 
Bagian 1:: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 

! 

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD,f PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada 

! 

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan 
I 

a) Uarig Jaminandisetorkan oleh pihak ketigayaitu 
! penyedia barang/ jasa ke rekening RKUD. 

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia 
bcirang/jasa setelah menyelesaikan seluruh 
kewajibannya kepada pemerintah daerah. 

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat 
Perintah BUD yangberisi: 
(1) [ Perintah Pencairan Uang; 
(2)1 besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan; 

I 
(3)1 pihak penerima dan nomor rekening yang dituju; 
(4)1 dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan 

i bahwa penyedia barang/ jasa sudah menyelesaikan 
! kewajibannya 

Bag~an 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan 
1) Dhlam hal pihak ketiga tidak melaksanakan 

kewajibarmya sesuai kontrak, uang jaminan tidak 
. I 

dikembalikan kepada pihak ketiga. 
2) Pemerirrtab Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga 

dengan menggunakan uang jaminan yang 
I . 

diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub 
I 

kegiatari SKPD yang bersangkutan. 
I 

3) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain 
i 

Peridapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan 
tJrsebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak 
kbtiga. 

I 
i 



Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 
! 

Kepala ~KPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan 
surat pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA­ 
SKPDyai{g telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) 
hari setelah surat pemberitahuan diterima. 

I 

Rancangan DPA-SKPD 
! 

a. mencakup Rancangan 
I 

Ringlcaaan DPA-SKPD 
I 

Forrrrtilir' yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA- 
SKPD i yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah 
peridapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi 
dalam] DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja 
menutut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam 
DPA-~elanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan 
pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan. 

b. Ranca'ngan DPA-Pendapatan SKPD 
i 

Formlflir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan 
SKPD I dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci 
menu~t kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian 
objek pendapatan. 

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD 
Forrrnalfr yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja 
SKPDJ dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang 
mermrat jumlah Belanja menurut kelompok dan jerris 
belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan 
SKPDI yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. 

i 
I 

Kepala (SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan 
DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala 
SKPD baling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD ditetapkan. 

b. Surat pemberitalruan dimaksud sekurang-kurangnya memuat 
hal- hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD 
dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi: 

i. Pehdapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang 
digurialcan sebagai dasarpelaksanaan anggaran oleh PA; 

ii. Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima 
olcih SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

i 
111. Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; 
iv. R~ncana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 
v. Rencaria penarikan dana setiap SKPD; 

vi. Bataa akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada 
PPiKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak 
diterbitkarmya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi 

! 

ol~h TAPD; 
vii. Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD. 



.I 

c. Dokumen Terkait 
Ilustrasi f1okumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut: 

a. Setelali menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD 
I 

menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk 
I 

dilakukan verifikasi. 
b. TAPD inelakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling 

lambai 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA- 
1 

SKPD. [ Verifikasi rancangan DPA- SKPD dengan 
menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 

I 

1) staridar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan 
I berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 

2) arialiaia standar belanja; 
I 

3) Renfana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); 
4) staridar teknis sesuai dengan ketentuanperaturan 

I 

penindang-undangan; dan/atau 
I 

5) Perunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/ atau dana 
c. otonoriri khusus. Berdasarkan hasilverifikasi TAPD atas 

I 

rancarigan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan 
dan rnenyarrrpaikari hasil penyempurnaan kepadaTAPD. 

I 

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD 
! 

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA- 
SKPD yangtelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. 

I 

Bagian 3'.: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi 
DPA-SKPD 

i 

d. Rancarigan DPA-Rincian Belanja SKPD 
i 

Formulir yang cligunakan untuk menyusun DPA-Rincian 
! 

Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang clirencanakan, 
I 

yang mermrat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, 
obj ek, j rincian obj ek dan sub rincian obj ek dari setiap 
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD. 

I 

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD 
! 

Formuiir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan 
Pernbiayaari dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun 
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah 
perrerimaari Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan 

I 

memrrut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian 
objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. 



NIP . NIP . 

Nama ..... Nama .... 

.................. rarrggal., ' 

Disahkan oleh, 
· PPKD 

Disetujui oleh, 
Sekretarisi Daerah 

1 

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya 
! : 

' 
i Kode ! Nama Formulir 

DPA-SKPD ! Ringkasan DPA SKPD 
j DPA-PENDAPA'if AN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan 

i 
SKPD 

DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 
' DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan 
! 
; Daerah SKPD 

menyetujui urrtuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten 
Bombana sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun 
Anggaran ! 

! 

. . . c. Jabatan. i 

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas 
seluruh dokurrien pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah: 

a. Nama : J ••.•........•...• 
b. NIP : l. . 

TAHUN ANGGARAN ... 

I . 

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) 

l 

KABUPATEN BOMBANA PERSETUJUAN 

:~;1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-.SKPD 
1 
' 



NIP . 1NIP . 

Nama ..... Nama ..... 

.................. tanggal, , 

Pengguna Diaahlcan Oleh, 
i Anggaran PPKD 
i 

' Kode ; Nama Formulir 

DPA-PENDAPATAN Rincian Anggaran Pendapatan 
; 

SKPD ' SKPD 
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 

DPA-PEMBii\YAAN Rincian Anggaran Pembiayaan 
SKPD i Daerah SKPD 

. . . . c. Jabatan i 

b. NIP : 

. ; . . . a. Nama 
Pengguna Anggaran 

x.xx.xx . ORGANISASI 

URUSAN PEMERINT AHAN : x. . . 
' 

BID ANG URUSAN x.xx . 

KABUPATEN BOMBANA DOKUMEN 
PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH (DPA-SKPD) 

TAHUN 
ANGGARAN . 

DPA- 
; 

Format 
SKPD 

3.2 



;.- 

' Kode Jumlah(Rp) 
Rekening ! Uraian 

r 
'l 2 3 

Peridapatan 
' 

Belanja - ' 
[ ,_ 

Surplus/ (Defisit) .. 
Perierimaan Pembiayaan - ; 

Perigeluaran Pembiayaan 
c- 

' 
' 

Pembiayaan Neto 
Rencana Realisasi Rencana 
Penerimaan j Per Penarikan Dana ......... ,Tanggal ... I 
Bulan*) j Per bulan *) ...... Pengguna 
Januari Rp ......... Januari Rp ......... Anggaran 

' ..... 
' 

Februari Rp ......... Februari Rp ......... 
; ... . .... Nama -· 

Maret Rp ......... Maret Rp ......... NIP: .......... 
. . . . .... 

April Rp ......... April Rp ......... 
; 

Mengesahk ; ..... 
' an,PPKD Mei Rp ......... Mei Rp ......... 

. . . . . ~ 
Juni Rp ......... Juni Rp ......... 

. . . . .... 
Nama r 

Juli Rp ......... Juli Rp ......... NIP: 
' 

.......... 
. . . ..... - i 

Agustus Rp ......... Agustus Rp ......... 
... . .... -- 

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, 
! 

· Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah 

! Kabupaten Bombana 
Tahun 

: Anggaran . ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 
Organisasi : xlxx.xx . 

ANGGARAN SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH Formul 

rr 
DPA/S 
KPD 

PELAKSANAAN DOKUMEN 
! 

Halaman . 

' 3.3 Ringkasan DPA-SKPD 



*) Sesuai Dengan Periodisasi SPD 
I 
I 

! 
i 

: 
Jabatan No. Nama NIP Tanda 

Tangan 
··- 

1 I 

: 

2 
! 
i 

Ost ; 
-·- 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

September Rp ......... September Rp ......... 
I 

• • • i ..... 
- I Oktober Rp ......... Oktober Rp ......... 

... i ..... 
November Rp ......... November Rp ......... 

I . . . ..... 
Desember R~ ......... Desember Rp ......... 

. . . ; ..... 
- 
Jumlah Rp ......... Jumlah Rp ......... 

I . . . 
' 

..... 
··- : 

: 
! 



Juml 

Tahu 

a 
Tid 
ak 

nj a anj 

asi 

i 

1 2 3 4 5 l6 7 8 9 10 11 12 13 14 
'"V . '-'"' .-,-..,- .,.,~-,, ·.f.CJ;i :_-,:_, .:'-'·'~;c -·· 

Bela Bel Belanja 

1 

Lekas rl'a Bela 
nJa 

hu Oper 
n- a 

Tahun 

Jumlah 

1 

Ii Belanja 
I Penunja 
i ng 

; 

[ Dst ... 
i •••• 

Sub 
Kegiatan 

: 
Kegiatan 

! Dst ... 

:sub 
, Kegiatan 

1:Kegiatan 
Ii ••• 

[Program ... 

Bi dang 
Urusan 

i ••• 

!Urusan ... 

Uraian 

Kode 

Rekapitulasi I Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, 
Kegiatan Dani Sub 

Organisasi : X.Xx.Xxx . 

Formulir 
DPA­ 
BELANJA 

SKPD 

' Kabupaten Bombana 
Tahun 
Anggaran . 

~NGGARAN SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH 

PELAKSANAAN DOKUMEN 

I 
( 

Halaman : 

3.4 Format DPA-Belanja SKPD 
! 



I 

l!Jrusan 

l 
Dst ... 

i 

' Urusan ... 
' 
Bidang 

! 

Uru sari 
f ... 
' Program ... 
Kegie.t.arr 
! 
' ; ... 
!Sub 
Kegiat.ari 
' ' ! •••• 

iDst ... 
!Kegiatan 
... 

' 
1Dst ... 
i 

[Belanja 
iPemmja 
:ng 
iUrusan 
iDst ... 
I 
i 

[Ur'u sari ... 
! Bidang 
! 

i Urusan ... 
! Program ... 
! Kegiatan 
... 
Sub 
Kegiatan 
.... 
Dst ... 
Kegiatan 
... 
Dst ... 

Belanja 
Penunja 
ng 

: l 



*) Sesuai dengan periodisasi SPD 

Uru san 
I 

' 

Dst ... 
Dst ... 
Dst ... 

' Jumlah 
Rencana Penarikan Dana 
Per i 

......... ,Tanggal 
Bulan*) i ......... 
Jan.uari Rp ............ Pengguna 

I Anggaran Februari Rp ............ 
Maret 

' 
Rp ............ 

April Rp ............ Nama 
Mei Rp ............ NIP: .......... 
Juni Rp ............ 

' Mengesahkan, Juli Rp ............ 
I PPKD Agustus Rp ............ 

September Rp ............ 
Oktoberi Rp ............ 
November Rp ............ 

Nama 
Desember Rp ............ 

Nip: Jumlah .......... 
Rp ............ 



Lokasi: (Kabupaten Sampai Desa/Kelurahan) 

Pendanaan 

Sub Kegiatari 
: 

X.Xx.Xx Strmber 
I 

i Keteran~~.;. 
I 

Kode I Rincian Perhitungan Jumlah 
Uraian Koefisien/ ; 

Rekening I 
Volume Satuan Harga PPN (Rp) 

i 

I i 

I Jumlah Arrggar-ari Sub Kegiatan 
I I 

Lokasi: (Kabupaten Sampai Desa/Kelurahan) 
I 

Keluaran Sub! Kegiatan : (Kuantitas, Dengan Satuan Disamakan 
Dengan/Sub I Kegiatan) Waktu Pelaksanaan Mulai . 
Sampai . 

i Sub Kegiatari 
X.Xx;Xx Strrriber 
Pendanaan 

Kelompok Saear'an Kegiatan: 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir 
PERANGKAT D~RAH DPA- 

I Kabupaten RINCIAN [ 

Bombana Tahun BELANJA 
I SKPD Anggaran ... 

I 

Nomor DPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Urusan Pemerintahan :X ...................... 
Bidang Ur'u sarr : X.Xx ...................... 
f>rogram: X.X?{ ...................... 
Kegiatan : X.Xx ...................... 
Organisasi : X.Xx ...................... 
Unit : X.Xx .. .. .................. 
Alokasi Tahun :-1 : Rp. (Terbilang) 
Alokasi Tahun '.: Rp. (Terbilang) 
Alokasi Tahun ;+ 1 : Rp. (Terbilang) 

I 
; 

Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan 
Indikator Tolal<: Ukur Kerja Target Kinerja 
Masukan ! 

Keluaran i 
Hasil 

i 

Halaman . 

3 s Format DPA-Rincian Belanja SKPD • ! 

I 
I 



Sesuai Dengan Periodiaasl SPD 

Keluaran Sub Kegiatan . (Kuantitas, Dengan Satuan Disamakan . 
Dengan/Sub Kegiatan) Waktu Pelaksanaan . Mulai ...... . 
Sampai ........ 
Keterangan . 

! . 
i 
I Rincian Perhitungan Jumlah Kode ' 

Rekening Uraian Koefisien/ 
; 

Volume Satuan Barga PPN (Rp) 
i 

! 

! 
Jumlah Anggarari Sub Kegiatan 
Rencana Periarikan Dana Per 
Bulan*) J 

i 
,_ ......... ,Tanggal ......... Januari Rp! ........................ 
c Pengguna Anggaran 

Februari Rp: ........................ ; 

· Maret Rp'. ........................ 
l April Rp ........................ Nama 

Mei Rp ........................ Nip: .......... 
Juni Rp ........................ 
Juli Rp ........................ Mengesahkan, ; 

Agustus Rp ........................ PPKD 
September Rp ........................ 
Oktober Rp ........................ 
November Rp ........................ Nama 

Desember Rp ........................ 
Nip: .......... 

Jumlah R' p ........................ : 
' 
' 

Tim Anggaran : 

; Pemerintah Daerah: 
No. Na.ma Nip Jabatan 'I'anda ' 

' ' 
' Tang an 

1 
2 
Ost 
* . ' . . 



i DOKUMEN PELAKSANAAN 
I 

ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir 
! 

PERANGKAT DAERAH DPA- 
Kabupaten PEMBIAYAAN 

I SKPD ! Bombana Tahun 
i Anggaran ...... i 

Rincian Diokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan 
I 

Pengeluar~ Pembiayaan 
I 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Organisasi ; . x.xx.:xxx . . ............................ 

Kode ; Jumlah(Rp) , 

Rekening ! Uraian 
i 
I ; 
! 
i 
i 
i 
i 

' .Jumlah Penerimaan 
' 

Pembiayaan 

i 

' 
i 
! 
: 

Jumlah Pengeluaran 
I 

Pembiayaan 
lJumlah 

i 

Rencana Realisasi Pendapatan ......... , tanggal ......... 
' per Bulan*) ! Pengguna Anggaran 

Januari ~p ..................... 
! ..... 

Februari Rp ..................... 
. •:• .. 

I Nama Maret ~p ..................... 
. .! ... NIP: .......... 

April Rp ..................... 
! Mengesah • ·!· •. 
J kan,PPKD Mei Rp ..................... 
' 
i 

Juni ~P· .................... 
; 

• -i- •• 

Halaman . 
3.6 Format DPA-Pembiayaan SKPD 



*) Sesuai dengan periodisasi SPD 

·••( 

... : 

Juli Rp ..................... Nam.a 
! NIP: . . . . . .......... 
I 

I 
Agustus Rp ..................... 

! ..... 
i September Rp ..................... I 
i 
I ' 
' ... ~ . 

I 

Oktober Rp ..................... 
... , .. 

November Rp ..................... 
I ..... 

Desember Rp ..................... 
I ..... 
i 

Jumlah Rp ..................... 
..... 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 
N Nam Nip Jabat Tanda 
0. 

I 
a an Tangan 

' 1 

2 
: 

Dst 



i 
e. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH 

: 
a.Ketentuan Umum 

Anggaran IKas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerirri.aan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur 
ketersedifi.an dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan 
APBD dalb setiap periode. 

I 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Peraturan Daerah 
I Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
I 

Keuangari Daerah menegaskan bahwa penyusunan anggaran 
kas dila.ki:tkan sebagai beriku t: 
a. PPKD I selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah 

Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai 
pengel'uarari sesuai dengan rencana penarikan dana yang 

! 
tercantum dalam DPA SKPD. 

b. Anggarari kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi 
penerirnaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap 
bulanriya yang datanya bersumber dari kompilasi dan 
einkrontsaai anggaran kas SKPD. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
I 

beberapa !ketentuan sebagai berikut: 
I 

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas 
I 

pernerirrtah daerah, dihitung berdasarkan rencana 
I 

peneriinaan sub rincian objek pendapatan dan rencana 
I 

penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan 
waktu ! estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD 
dan anggaran kas SKPD. 

b. Hasil ~erhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek 
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam 
doku:rrien anggaran kas masuk yang memuat jumlah 

I 

angg~an pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama 
satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan. 

c. Periyu strnan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas 
I 

pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per 
sub rlncian objek setiap bulannya berdasarkan waktu 
pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas 
SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan 
serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya 
berda.sar'kari anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan. 

I 
d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek 

belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam 
dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran 
belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan 
rencana pengeluaran setiap bulan. 

I 
e. Anggarari kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan 

sebagai dasar penyusunan SPD. 
I 

f. Penyu surian anggaran kas memuat informasi, aliran data, 
serta pengguriaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secaraj elektronik. 

' 

I. 
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l{e 

KABUPATEN BOMBANAANGGARAN KAS 
Angga Triwulan I Triwulan I Triwulan I Triwulan I 

de ran (Rp) (Rp) (Rp) (R 
ke Uraian Tahu p) 
1g n lni Jan F Ma Ap Me Jun J Ag Se Ok No (Rp) i ul t De e r r s p v 

s 
! b ! 

Saldo Awai Kas i 
Pendapatan Asli 
Dae rah ! 

I 

- Retribusi Daerah 
.- Dst ........ I 

I 
I 
I 

Pendapatan I I 
Transfer I 

' I 
Transfer I - 

I ! 
Pemerintah Pusat 
- Dst. ... I I 

' 
I : 
' 

Penerimaan 
! 

. 

Pembiayaan 

i 

1\0 

l 
Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

! . 
' I 

3.1 

I 
c. DolcurnenTerlcait 

i 
Ilustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut: 

! 

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD 
denganjmengguriakan instrumen verifikasi antara lain: 

! 

1. sink:ronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD; 
ii. sinl&onisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana 

I 

perrar'ikari danadalam DPA-SKPD. 
I 

e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah 
I 

diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah 
I 

daerah,' 
i 

f. Kuasa I BUD menyampaikan rancangan anggaran kas 
pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD. 

I 
g. PPKD · selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas 

! 

pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling 
I 

lambat] 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas 
pernerirrtah daerah diterima. 

! 

b. Ketenruan Pelaksanaan 
i a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan 
I 

DPA-SKPD danjadwal pelaksanaan kegiatannya. 
b. Kepala I SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada 

I 
Kuasa I BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD 

I 
diaah'kan. 

I 

c. Kuasa !BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD 
I 

paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari 
SKPD. 1 

I 
! 

. j 

i 



Penggunaan Silpa 
Dst ....... i 

! umlah Pendapatan Dan 
I 

Penerimaan Pernblayaan 
: 

Iumlah Alokasi Kas Yapg 
Tersedia Untuk 
Pengeluaran 

Alokasi Belanja Dan 
! I 

Pengeluaran Pembiayaan 
- Belanja 
Operasi : 
- Belanja i 

Pegawai i 

- Belanja 
Barang Dani 
Jasa i 

- Ost. ...... 

i 
Belanja I 
Tidak 
Terduga , 

i 

Belanja I 

Transfer i 
i 

' 
Pengeluarari 

I 

Pembiayaan 
- 
Pembayar 
an Cicilari 

I 

Pokok 
Utang 

' 
- Dst .... : ... 

! 
Jumlah Alokasi 
Belanja okn 
Pengeluaran i 

Pembiayaan ! Per 
Bulan i 

Jumlah Alokasi 
Belanja ob 
Pengeluaran 
Triwulan 

' 
[ 

Sisa Kas 
(Jumlah Alolcasi 
Kas Yarig 
Tersedia Urrtuk 
Pengeluaran I 



Nama 
NIP . 

Disiapkan oleh 
BUD/KUASA 
BUD 

...... tanggal, 
·----------'-----'----------''--------'--------'---------! 

I 
Per 

! 

Pengeluaran 
Pembiayaan 
Triwulan) 

Setelah Dikurarigi 
Belanja Dan ! 



SK 

No. 
[)P 

SK 
Pe 
Pe 

Re 
Re 
Be 
Da 

Pern 
Pe 

Per 
DR 

Ju 
Re1 
Per 

Pe 

Per 
Da 
Pen 
Per 

,.Ju 
Ren 

f~ 
Re 
Pe 
[)a 
Pet 
r->er 

e 
Rek 

T 

u 

' 
Triwulan -Triwulan Triwulan Triwulan 

od 
Ang i I I I I Up 
gar f 

Uraia Rp Rp Rp Rp I Ls an . 
'e n Tah i M J J G 

: 
g un Ja Fe Apr Me u u Ag Se Ok No De 

Ini n b al 1 n s p t v s u 
(Rp) 1 

ekapan 
ncaria 
ndapatan 
n/ A tau i 

·1erimaan 
nbiayaan 

.. 

i 
-- 

rnlah 
can a 

rdapatan 
n/Atau 
erimaan 

nbiayaan 
r Bulan .. 

rnlah 
1cana 
1dapatan 
n/Atau ! 

ierimaan 
biayaan 

r Triwulan 

kapan 
.ncana 
lanja 
n/Atau 
ngeluaran 
.mbiayaan 
rDPA- 
'PD 

Sub 
A Kegiat 

an 
_,.p i 

i 

n111 

KABUPATEN BOMBANA 
ANGGARAN KAS 

TAHUN ANGGARAN . 
' 

i 3.2Format Anggaran Kas SKPD 
! 



Nama 
Nip . 

....... tanggal . 

Disiapkan oleh, 
KepalaSKPD 

___________ .....__ __ ...,__ _.__ __._ .__ _,_ _ __._ _ _,_ 

Pembiaya 
an Per 

Triwulan 

an 

.Ju mlah 
Rencana 
Belanja 
Dan/Atau 
Pengeluar 
an 

Pern biayaan 
Per Bulan 

.Ju mlah 
Rencana 
Belanja 
dan/Atau 
Perigehrar 

D 



- ,.- 

f. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) 
I 

a. Ketentuan iumum 
I 

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan 
teraediariya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan 
Pembayarari (SPP) atas pelaksanaan APBD. 

I Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 Peraturan Daerah 
I 

Kabupateri Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan iDaerah menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, 
PPKD merrerbitkan SPD dengan mempertimbangkan: 
a. Anggarari Kas Pemerintah Daerah; 
b. Ketersediaan dana di Kas Umum 

i Daerah; dan 
c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang 

I 

tercarrturn dalam DPASKPD. 
SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan 
kepada PPiKD untuk ditandatangani. 
Terkait ha.I tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapa ~etentuan sebagai _berikut: 
a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai 

kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik. 
! 

b. Untuk [pembayarari pengeluaran kebutuhan tanggap darurat 
bericaria, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa, PPKD 
selaku !BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen 
yang dipersamakan yang bersumber dari . anggaran yang 
ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi 
SKPK~. 

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila 
terdapat kondisi sebagai berikut: 
i. Ket~rsediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan 

I 
perierimaan dalam anggaran kas; atau 

ii. Perubahari jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat 
keadaan darurattermasuk keperluan mendesak. 

iii. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran 
d. berikutnya, Penyusunan dan penerbitan SPD memuat 

inforrnaai, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

I 
b. Ketentuail Pelaksanaan 

a. Kuasa/BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan 
anggaran kas pemerintah daerah. 

b. Kuasa/ BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD 
selakul BUD untukdisahkan. 

c. Kua.sal BUD menyampaikan SPD. yang telah disahkan kepada 
Kepata SKPD. 

I 

c. Dokumeri Terkait 
Ilustrasi dolcurneri SPD sebagai berikut: 



. ; 

Dasar Periyediaari Dana 
. PA·SKPD /Peru:bahan DPA·SKPD : ~ . 

! 

Ditunjukkan kepada SKPD : : ~ . 
! 

Kepala S KPD ~ . 
Jumlah Penyedtaari Dana : Rp . 

I ' 
Terbilang -:· ) 
Untuk KebutJ.han 
Bulan J s.d : .........•... 
Ikhtisar Penye~ia Dana: 
a. Jumlah daiia DPA-SKPD/Pe~bahan DPA-SKPD 
Rp J ~ . 

I 

Terbilang ··········:···························································································) I 
b. Akumulasi ;sPD Sebelumnya : Rp . 
Terbilang 1 

) 
I 

Berdasarkan i Peraturan Daerah Kabupaten Bombana. 
Tanggal...... Builari Tahun . 

, I , 

rentang: Anggarah Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana 
I 

Tahun i Anggaran Menetapkan/menyediakan kredit 
ariggaran sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 

Mengingat 

Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub 
i ' Kegiatan tahun anggaran berdasarkan DPA 
' SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kas yang 

t~l~ diterapkarr, perlu Pendanaan dengan menerbitkan 
Su'rat Penyediaan Dana (SPD) 

, I . . 
1. !Peraturan Daerah . . . . . . . . . . . . . . ten tang Penetapan 

[APBD/PAPBD Kabupaten Bombana Tahun 
iAnggaran; 
! 

2. ; Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang 
i . r 

j Penjabaran APBD Kabupaten ; 
i Born ban a 'I'ahtrn Anggaran ; 

3. ' DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD*) Kabupaten 
Bombana 
Tahun · 

Menimbang: 

PPKD SELAKU BUD 

BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN . 
DANA ANGGARAN 

i 

SURAT PENYEDIAAN 
! 

REMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
I 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA 
UMUM DAERAH NOMOR . 

I 
! TENT ANG 

3.lFormat SPD 
I 

! 

I 



Tembusan drsarnpaikari kepada 
1. Irrspelctu r 

Nama . 

Nip . 

· c. Sisa Dana yang belum di SPD-kan : Rp . 
Terbilang J ) 

d. Jumlah Daj,.a yang di SPD-kan saat ini : Rp . 
Terbilang l ) 

e. Sisa j urnlah Dana DPA- : Rp . 
i 

SKPD/Perqbahan DPA- SKPD (Terbilang ) 
yang beluni di SPD-kan 

Keterrruarr-keterrtuari lain Ditetapkan di. . 

Pada Tanggal. . 
PPKD selaku BUD 

. I 
! 



. 'f' 

Nama 
NIP . 

Ditetapkan di . 
Pada Tanggal . 
PPKD. SELAKU BUD 

Jumlah Penyediaan dana Rp . 
! 

(terbilang ! } 
i 

Program, / Kegiatan 
No dan Sub Anggar Akumula Jumlah Sisa 

Kegiatan ! an siSPD SPD Anggar 
' Periode an 

Kode ~ama ini 
. I 

' 

i 
: 

! 

f 
i 

DPA-SKPD 

....................................... 

....................................... 
Peri ode 

i 

'Tah un Anggaran . 

Nomor dan / Tanggal DPA-SKPD/Perubahan 

....................................... 
NomorSPD 
Tanggal 
SKPD 

3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana 



e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai 
dan/ atau non tunai. Penyetoran penerimaan pendapatan 
menggurrakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap 
sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

I 

f. Bendapara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, 
atau /surat berharga yang dalam penguasaannya: 

i. Iebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal korrdisi 
geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, 
trarisportast, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, 
s~rta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan 
dipat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan 
Birpati, dan/ atau 

I 

ii. ataa nama pribadi. 
I 

a.Ketenth.an Umum 
J 

Peridapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
. sebagai perrambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran ! berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas 
pendapatan daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan dan 

· penatausahaan pendapatan daerah. Pelaksanaan dan 
penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi 

I 

penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku- 
buku ben'dahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara 
penerimaa'.n/bendahara penerimaan pembantu. 
Semua rahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat 
informasi,i aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan 
secara elbktronik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113, 

i • 

Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 132 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 

I Keuangan Daerah, bahwa penatausahaan pendapatan pada 
tahappenetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran 
pendapatan, adalah sebagai berikut: 
a. Semua] Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan 

penyetorarmya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 
b. Dalam i hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturari perundang-undangan tidak dilakukan melalui 
! 

RKUD,) BUD melakukan pengesahan dan pencatatan 
Peneru:haan Daerah tersebut. 

i 

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh 
penerimaarinya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 
dalam waktu 1 ( satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah 
sulit /dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan 
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 
lainnyf-, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 ( satu) hari 
yang diatur dalam Peraturan Bupati. 

d. Setiap / penerimaan harus didukung oleh bukti yang Iengkap 
dan ~ah atas setoran. Bukti . penerimaan dapat meliputi 
dokumen elektronik. 

I 

g -: PENERIMAf\N DAN PENYETORAN PENDAPATAN 
,'· ' 

I 



k) Surat Perjanjian; 
I 

l) Dokurnen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundangan-undangan; 

m) Haail putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau 
I 

n) Bu kti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 

4) Bendahar'a Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
dalarn melakukan penyetoran penerimaan pendapatan 
dap;at dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara: 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 
! 

e) Sprat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 
t) Strrat · Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan (SKPDKBT); 
g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); 
h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP); 
i) ~urat Tanda Setoran (STS); 
j) Nata Kredit dari Bank; 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapa ketentuan sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut 

akun, lcelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian 
objek. pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi 
Perrda patari Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain­ 
lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan 
prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, 

I 
dapat djbedakari: 
1) Peridapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; 

dan/~tau 
I 

2) Peridapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa 
b. ada perietapan). Berdasarkan sifat dan 

proaedtrr pemungutan/ pembayaran 
I pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah 
I 

dilaksanakan sebagai berikut: 
1) Pen~tausahaan pendapatan yang dipungut setelah 

penerapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat 
I Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur 

dalarn peraturan perundang- undangan. 
2) Penatau sahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib 

' pajak (tan pa ada penetapan) didasarkan pada 
I dokurneny bukti penerimaan sesuai dengan jenis 

pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang­ 
'uudangan. 

i 
3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada 

I 
dqlcurrien /bukti melipu ti: 
a) Sprat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); 
b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah .(SKR-D); 

! 

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
I 

d) 



b. Keterrtuan Pelaksanaan 
a. Tahap i Penetapan dan Penagihan Bagian 1 - Penetapan 

Peridapatan 
1. Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati 

atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan 
dolcurnerr penetapan pendapatan daerah. 

11. Penetapan pendapatan dapat berupa: 

J enis Peridapatan Bendahara Penerimaan 
I Bendahara Penerimaan di SKPD Pajak Daerah 
I yang memiliki tugas dan wewenang 

pengelolaan pajak 
Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD 

I yang memiliki tugas dan wewenang 
pengelolaan retribusi 

Hasil Pengelolaan Bendahara Penerimaan 
Kekayaan Daerah yang SKPD yang I 

Dipisahkan melaksanakan fungsi 
Lain-lain Pendapatan BUD, kecuali: I 

Asli Daerah yang Sah 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi 
Transfer Pemerintah tetap dikelola oleh Bendahara 

I 

Pu sat ! Penerimaan di SKPD terkait 
Transfer Pemerintah 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh 
Daerahi BLUD terkait 

Hibah I 3. Pendapatan Hi bah Dana BOS, 
I Dana kapitasi dan pendapatan Dana Dartrrat lainnya yang dikelola oleh I 

Lain-lain Pendapatan Bendahara Khusus. I 

Sesuai ! 

dengan' Ketentuan 
Perundang-undangan 

! 

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai 
I 

dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) 
I 

atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh 
Beridah ara. Penerimaan didokumentasikan dalam 

I 

Register STS. 
b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai 

dibuktikan dengan bukti notifikasi/ nota kredit/ media 
I 

elektronik lainnya. 
I 

5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara 
Pener'imaerr/Beridahara Penerimaan Pembantu, dianggap 

I 

sah [ setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota 
kredity media elektronik lainnya. 

c. Ruang l~gkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara 
Penerimaany Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan 
dengan l wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi 
SKPD dan SKPKD, sebagai berikut: 



1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); 
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); 
3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB); 
5. Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
111. Su,rat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sarrkei administratif, dan jumlah pajak yang masih 
haru s dibayar. 

iv. Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib 
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan 
kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan 
pembanru sebagai dasar penagihan. 

v. Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh 
I . 

pe~ugas pemungutyang ditunjuk oleh PA/KPA. 
vi. Beridahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembaritu melakukan validasi dan verifikasi atas 
penerirnaan pendapatan berdasarkan dokumen 
pen eta pan. 

Bagian 2. -i Penagihan 
Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara 

manual] surat elektroriik, notifikasi sistem secara digital 
dany atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah 

I 

penagihan piutang sebagai berikut: 
1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan 

peridapatan dan surat tagihan nielakukan penagihan ke 
! 

pihakJ ketiga. 
I 

2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan 
pendapatan. 

3) Piha~ ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak­ 
pilaakl yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada 
Pemerintah Daerah. 

4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: 
a) Petugas pemurigut menyampaikan dokumen penetapan 

I 

peridapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga; 
I 

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan 
kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima 
yang ditandatangani oleh pihak ketiga; 

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima 
dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara 
Penerimaari Pembantu dan PPK- SKPD. 

5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan 
i 
; 

, I 



secara non 
Bendahara 
melakukan 

Meneliti .nota. kredit/ notifikasi perbankan; 
Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian 
antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang 

, telah ditetapkan pada dokumen penetapan. 
3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara 

I 

Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu 
tunai dianggap sah setelah 
Penerimaarr/Beridahara Penerimaan Pembantu 
valida.si, 

4) Bendaha ra Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
merilberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga 
yang telah melakukan pembayaran. 

' 
dengan cara: 

i 
a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 

I 

pendapatan kepada pihak ketiga; 
b) Perugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD 

dan Bendahara Penerimaan atas perigrrrmari surat 
elJktronik penagihan pendapatan. 

i 

6) Pro ses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara 
otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan 
notifikasi atau media lain . secara elektronik kepada pihak 
ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar 
pendapatan daerah. 

b. Tahap fenerimaan Pendapatan 
1) Perierimaan pendapatan melalui Bendahara 

I 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara 
tunai, dilakukan sebagai berikut: 
a) Berdasarkari dokumen penetapan pendapatan dan/ atau 

stirat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya 
k~pada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan 
Pembantu. 

b) Beridaha.ra Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
! 

Pembantu melakukan validasi dengan meneliti 
kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 
jtimlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan. 

I 

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara 
Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu 
m'enerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan 

I 

kepada pihak ketiga. 
I 

2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara 
Peneirimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non 
turiai, dilakukan sebagai berikut: 
a) Benclahar-a Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Prmbantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan 
atas penerimaan pendapatan. 

b) Bendahara, Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
Pembarrtu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai 
berikur: 

I 

(1) 
(2) 



a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat 
! 

di!akukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga 
darr/ atau melalui kanal pembayaran secara Online 
yang disediakan oleh penyedia j asa pembayaran 

! 

(PJP) dari lembaga keuangan bank dan non bank. 
b) Pembayarari secara Online berupa mekanisme Electronic 

Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, 
mobile Zphone banking, car banking, Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, 
Electronic Data Capture (EDC), Cash Management 
System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya. 

c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, 
Benclahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan 
Pembarrtu melakukan rekonsiliasi secara periodik 
dengan Bank. 

c. Tahap /Penyetoran Pendapatan 
1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara 

Penerimaarr/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib 
meriyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling 
lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis 
daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, 
dan] keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi 
objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati. 

I 
2) Da.larn hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening 

Bendahara Penerimaan/Bend_ahara Penerimaan Pembantu, 
Beridahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 

'I 

wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan 
I 

dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 
[satu) hari. 

5) Perierimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, 
. ! . 

dilakukan dengan cara: 
a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

I 

Pembaritu menerima nota kredit/notifikasi perbankan 
dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan 

b) B~ndahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
Peinbantu i:nelakukan validasi sebagai berikut: ' . 

6) Mericerrna.ti nota kredit atau notifikasi perbankan atas 
perierimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD. 

7) Dalain hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak 
diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara 
Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas 

I . 

penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD; 
I 

8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara 
jurnlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah 
ditetapkan. 

9) Pener-irnaari pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai 
diariggap sah setelah Berrdaha.ra Penerimaan/Bendahara 
Perierimaan Pembantu melakukan validasi. 

i 

. I 
i 



' No Kode Rekening Uraian Jumlah 
! 

i 

! 
j 

! 
l Jumlah 

No Kode Rekening Uraian Jumlah 
Mengetalrui Disiapkan Oleh, 

I 
Pengguria Anggaran/ Bendahara 

! 

Kuasa] Pengguna Penerimaan/ 
Anggaran Bendahara penerimaan 

i Pembantu 

Nama Nama 
Ni~ Nip 

Harap Dit~rima Uang Sebesar Rp (terbilang ) 
dengan 

rincian sebagaijberikur : 

............................. No.STS 
Tanggal 
Bank 
No. Rekening 
Penerimaan Tanggal : 

f 

3.1 STS 
i 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANASKPD .... 
i 

SURAT TANDA SETORAN (STS) 

c. Dokurnen Terkait 
! 

Ilustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan 
I 

antara lain sebagai berikut: 
I 
! 



Dalam lpene.tauaahaan pendapatan daerah, Bendahara 
Penerimaarr/Beridahara Penerimaan Pembantu harus 
melalcukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (1) Peraturan 
Pemerirrtah 12 tahun 2019, menyatakan bahwa Bendahara 

' Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan 
terhadap lseluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
Terkait lial tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapajketerrtuan sebagai berikut: 
a. Pengeridaliari atas penerimaan dan penyetoran pendapatan 

I 

daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut: 
I 

a. Keterrruari Umum 
i 

h. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 
' 

Nama 
Nip 

Nama 
Nip 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara 
Penerimaan/ 

Bendahara penerimaan 
Pembantu 

Mengetalrui 
Pengguna 
Anggararr/ 

Kuasa i Pengguna 
Anggaran 

REGISTER Sf.I'S 
Periode J •• 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANASKPD .... 
I 

TAHUN ANGGARAN 

3.2 Register STS 



b. Dalam ! melakukan pembukuan tersebut, bendahara 
penerinlaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu 
sebagai idasar pencatatan, antara lain: 
1) Tanda Bukti Penerimaan . ! 
2) Surat Tanda Setoran 

! 
3) Nota Kredit Bank 

I 

4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan 
c. dokum~n di atas Prosedur pembukuan dapat dikembangkan 

I 

dalam 3 (tiga) prosedur, antaralain: 
I 

1) 1;em9ukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai 
2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui 

relcerring bendahara penerimaan 
3) Pemb~kuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas 

I 
d. Umum Daerah Pembukuanyang dilakukan oleh Bendahara 

Penertmaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu memuat 
informaai, aliran data, · serta penggunaan dan penyajian 

I 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

' 
b.Keterrtuan Pelaksanaan 

I . 
i 

a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai 
! 

1. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai 
be'rde.ear'karr Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas 
Urrrum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode 
rekening pendapatan. 

I 

11. Beridab.ara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 
I 

mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD 
padal Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran. 

111. Bendabara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 
I 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada 
buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara 
secara Non Tunai 
1) Beridahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di rekening Bendahara 
Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non 
tunai i berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau 
notif~asi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada 

I 

Buku ! Kas Umum (BKU)di sisi penerimaan sesuai dengan 
kode rekeriing peridapatan. 

2) BendAflara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
menc~tat penyetoran pendapatan secara non tunai 

I 
I 

i. Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
j 

ii., Register STS 
I 

iii. Buku Kas Umum 
! 

iv. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku 
! 

bank 
i 

·I 
i 
i 



· Terdiri dari : 

Rp 7 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(terbilang ; ) 
' 

Penerimaan Saldo kas di: Bendahara Penerimaan/Bendahara 
! Pembantu 

Pe rio.de . 
E3 L KU KAS UMUM 

TAHUN ANGGARAN 

KABUPATEN 
l 

PEMERINTAH 
BOMBANASKPD .... 

' 

3.1 Buku Kas Umum 

c. Dokumen Terkait 
\ 

Ilustrasi dokumen pembukuan beridahara penerimaan 
antara lain' sebagaiberikut: 

I 

(pemindahbukuan] ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) 
di si~i pengeluaran 

3) Bendkiliara Penerirnaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
! 

mericatat baik secara · elektronik maupun manual pada 
buku] register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

c. Pembuliuan atas Penerimaan di RKUD 
i 

1) Bendkhara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
mencatat penerimaan di · RKUD berdasarkan bukti 
penerfmaari (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) 
yang isudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

I 

penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode 
rekening pendapatan. 

. ! 
2) Bendahara Penerirnaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mericatat baik secara elektronik maupun manual pada 
i 

buku 1register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 



Nama 
NIP . 

Disiapkan Oleh, Bendahara 
· Penerimaan/ 

Bendahara penerimaan 
Pembantu 

Nama 
NIP t ••••••• 

Mengetahui 
Penggtina 
Anggararr/ 

Kuasa i Pengguna 
Anggaran 

Rp . 

Rp . 

a. Tunai 
b. Bank·. 



Nama 
NIP . 

l 
; Nama 

NIP. j . 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara 
Penerimaan/ 

Bendahara penerimaan 
Pembantu 

I 

Mengetalrui 
I 

Pen'gguna 
Anggarariy 

. I 

Kuas~ Pengguna 
Anggaran 

I 

Periode . 
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI 

i 

PiEMERINTAH KABUPATEN BOMBANASKPD .... 
'f:AHUN ANGGARAN 

_3.2 Buku Pembantu Kas Tonai 
' 

I ; 



. v : 

Nama 
NIP . 

Nama 
NIP . 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara 
Penerimaan/ 

Bendahara penerimaan 
Pembantu 

Mengetalrui 
Pengguria 
Anggaran.Z 

Kuasa Pengguna 
Anggaran 

F'eriode . 
EU KU PEMBANTU BANK 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANASKPD .... 
TAHUN ANGGARAN 

3.3 Buku 
Pembantu Bank 

' 



a. Ketentuan Umum 
' 

Sebagai bagiari dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 
Penerimaarr/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus 

i 
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara 
Perierimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif 
kepada P~ dan secara fungsional kepada BUD. 
Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 
Bendatiara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 

' dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
Berdaaarlcan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) 
Peraturan' Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan 
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara 

! 
Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut: 
a. Benda.hara Penerimaan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK 
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

I 

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling 
lambatlranggal 10 bulan berikutnya. 

Terkait hhl tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
i 

beberapa :ketentuan sebagai berikut: 
a. Benda.hara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib 

I 

rnenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 
! 

Beridahara Penerimaan paling lam bat tanggal 5 bulan 
beriku tnya. 

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib 
mempJrtanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi 

! . 

tanggurig jawabnya secara administratif kepada Pengguna 
Anggruran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 
bulan berikutnya. 

c. La po rap. pertanggungj awaban (LPJ) Bendahara 
Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi 
tentank rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas 
yang aaa di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan: 

i. BKU 
ii. Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
iii. Re~ster STS 
iv. Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 
v. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan 
! 

Pertariggurrgjawabarr Fungsional yang merupakan hasil 
konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

I 

Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah 
meridapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 
bulan !berikutnya. 

. ! 

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK­ 
i 
! 

t. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN . l 



2) Benrlahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan 
i dan' Penyetoran. 
! 

3) Beridahara Penerimaan menyiapkan register STS dan 
' bu~ti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan 

sahl 
4) Beridahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban 

yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

5) Beridahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 
anillisis kebenaran pertanggungjawaban yang 

I 

disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. 
6) Beridahara Penerimaan menggunakan data 

I 

peri:anggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 
Ya.11g telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang 

! 
mer'upalcan gabungan dengan Laporan 

I 

Pertanggurigjawaban Bendahara Pembantu. 
b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif 

a. Tahap J Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bagian 1 t; Bendahara Penerimaan Pembantu 

1. Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu 
melakukarr penutupan BKU. 

11. Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan 
Pen~rimaan dan Penyetoran. 

iii. Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register 
STS! dan bukti- bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 

iv. Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, 
' Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan 
I 

Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap 
I 

kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya. 

Bagian p - Bendahara Penerimaan 
1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan 

penutupan BKU. 
i 

penenmaan terhadap proses 
penyetorannya. 

! 
f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 

b. Keterrtua.n Pelaksanaan 
1 

kepatuhan 
pendapatan dan 

dan 

SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan 
penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi: 
1) Men~liti transaksi penenmaan beserta tanda bukti 

I 

perierirnaarmya yangterdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait 

I 

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
I 

penyetorarmya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
I 

Iapor'arr terkait 
3) Melakukari analisis kesesuaian 

r 



Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan antara lain sebagai berikut: 

rekoneiliaai penerimaan. 
c. Dokurnen Terkait 

! 

notifikasi 
La po ran 
kepada 

1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada 
Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan: 
a) BKU 
b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran 

' 
c) Register STS 
d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 
e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

2) PPKLSKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara 
PenJrimaan denganlangkah-langkah sebagai berikut: 
a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku 
atau laporan terkait 

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
penyetorarmya yang terdokumentasikan dalam buku 
atau laporan terkait 

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan 
t~rhadap proses penenmaan pendapatan dan 

' periyetorarmya 
3) .Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian 

dan'/ atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta 
perbaikan kepada Bendahara Penerimaan. 

4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai 
dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD 
akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan 
menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada 
Pengguna Anggaran. 

5) Pengguria Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap 
LPJj Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi. 

c. 'Talrap' Penyampaian LPJ Fungsional 
1) Beridahara Penerimaan setelah menerima 

r 

persetujuan iapprouab, menyampaikan 
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

I 

PPKD selaku BUD 
I 

2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan 



Nama 
NIP . 

Nama 
NIP . 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara 
Penerimaan/ 

Bendahara penerimaan 
Pembantu 

Mengetah'ui 
' Penggu:q.a 

Anggaran ' 
Kuasa Pengguna 
Anggaran ] 

B. .Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (Al+A2+A3) 
. I . 

Rp : . 
c. .Jumlah Penyetoran Rp . 
D. Saldo Kas di bendahara Rp . 

1. Beiidahara Penerimaan Rp . 
2. Beridahara Penerimaan PembantuRp . 

i 3. Dst Rp . 

A. Penerirhaan Rp . 
- I 

1. Tunai Melalui Bendahara Penerimaan Rp . 
2. 'I'unai Melalui Bendahara Rp . 

Peri.erimaan Pembantu 
' 

3. Mefalui ke rekening bendahara penerimaan Rp . 
4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp . 

SKPD 
Peri ode 

LAPO~ PERTANGGUNGJAWABAN 
BEND~ARA PENERIMAAN/BENDAHARA 
PENERIMAAN PEMBANTU 

! 

3.1 LPJ Bendabara Penerimaan 
I 

'' ' 



Nama 
NIP . 

Narna l 
- i 

NIP .... 1 ••••••••••• 
i 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara 
Penerimaan/ 

Bendahara penerimaan 
Pembantu 

Disetujui Oleh, 
.Penggurra 
-Anggaran/ 

I 
Kuasa i Pengguna 

! Anggaran 
. I 

' 

Rp 
R 

R 

Rp 
Rp 
R 

Juml 
ah 

Tang 
gal No.Bu Jund 

kti ah 

PENYETORAN PENERIMAAN 

No.Bu 
kti 

Jumlah 
Penerimaan · 
Tonai 
Non Tonai rek SKPD 
RKUD : 
Total 
Jµmlah Penyetorari 
Tunai I 

Transfer 
Total 
Saldo Kas di 
Bendahara 
Penerimaan 
Tunai 
Bank 

Rekening Rekening Tanggal 
I 

Nama 
PENDAPATAN 

Kode No 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN 
I 

Peri.ode . 
I 
I 

'' I 

1 

3.2 Laporari Penerimaan dan Penyetoran 
I 

~,~) PE~ERINTAH KABUPATEN BOMBANASKPD .... 
I 

TAHUN ANGGARAN 

r- 



iii. analisis capaian realisasi penerimaan 
b. Dalam i rangka verifikasi dan analisis laporan 

pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan 
r'ekorrailiaai penerimaan secara periodik yang dituangkan 
dalam berita acara hasil rekonsiliasi. 

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku 
BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 
periyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

b. Ketenruan Pelaksanaan 
Setelah menerirna LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku 
BUD memverifikaai, mengevaluasi, dan menganalisis dengan 
Iangkah-Iangkah sesuai ketentuan, yaitu: 

I 

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ 
b. dengan' mutasi RKUD Jika PPKD selaku BUD menemukan 

ketidalcsesuaian dan/ atau ketidaklengkapan, maka PPKD 
selaku j BUD meminta perbaikan kepada Bendahara 
Penerimaan SKPD. 

c. SetelaH melakukan verifikasi, . PPKD selaku BUD melakukan 
rekonsiliasi penerimaan ·dengan mengidentifikasi transaksi- 

' transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak 
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara 
Penerimaan Pembantu 

; 

d. PPKD setaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan 
denganl menampilkan data setiap bulan. 

e. PPKD lselalcu BUD membuat analisis deskriptif terkait 
capaian realisasi penerimaan. 

: 

11. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan 
I 

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD 
selaku ~UD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas 
Laporan ! Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam 
rangka rekoneihasi penerimaan. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 131 ayat (4) Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang 
Perigelolaarr Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa PPKD 
melalcukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi 

• ! penerimaan, 
Terkait h'al tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapa [ketentuan sebagai berikut: 
a. PPKD l selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analieis atas laporan pertanggungjawaban fungsional 
meliptrti: 

1. kesesuaian perhitungan atas laporan 
I 

pertanggungjawaban .penerimaan 

.J. REKONSILii;\-SI PENERIMAAN 
a. Ketentuan Umum 

! 



; 
i 

c. Dst 
i 

b ' . 

c. Error /Kesalahan 
' ! 

pencatatan 
I 

a .... .! .••••..••.•.••• 

Rp. 
Rp. 

Total Rp. 
penerimaan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Total Rp. 

; 

c. Dst 

' i 
A. Pendapatan Daerah berdasarkan Rp. 

LPJ Bendahara Penerima 
'. ! . ' 

B. Trarisakei-tranaaksi pendapatan yang diterima oleh 
BUD ! tetapi tidak tercatat oleh buku bendahara 
penerirnay bendahara penerima pembantu 
a '. . . . . . . . . . . . . . . Rp. 
b ~ J . 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANASKPD .... 
! 

Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain 
' ' 

sebagai berikut: Rekonsiliasi Penerimaan 

c. Dokumen Terkait 
' 



2) rekomendasi APIP; 
3) rekoinendasi BPK-RI; 

' 
4) putu'san pengadilan berkekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/ atau 
5) Informasilainnya yang dipersamakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas 

kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya 
melakukan proses verifikasi dan ·. validasi, yang dimaksudkan 
untuk: [ 
1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar 

pengajuan . 
. ! 

2) mernaatilcan unsur penyebab pengajuan pengembalian. 
d. Unsur ' penyebab pengajuan pengembalian dapat 

dikareriakan: 
! 

k. PENATAUS.AHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN 
a. Ketentuah Umum 

i 

Dalam b.al terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan 
atau resfitu si daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat 
Ketetapruj Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian 
kelebiha:q penerimaan pendapatan daerah. 
Berdaaarkan ketentuan dalam Pasal 132 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuarigari Daerah, ketentuan untuk pengembalian kelebihan 

' 
penerimaan adalah sebagai berikut: 
a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang 

eifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama 
maupU:n tahun sebelumnya dilakukan dengan 
membJbankan pada rekening penerimaan yang 

I 
bersarigkutan. 

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang 
sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama 
dilakukan dengan membebankan · pada rekening penerimaan 

' yang bersarigkutan. 
c. Pengembaliari atas kelebihan Penerimaan Daerah yang 

sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya 
dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja 
tidak terduga. 

Terkait Iral tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
i 

beberapa Iceterrtuan sebagai berikut: 
a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang 

sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun 
talrun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut: 
1. perierirnaari daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap 

tahun; dan 
11. objek penerimaan daerah yang sama. 

b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa: 
1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran; 

I 



1) lceealahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau 
I 

2) ad84ya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat 
penetapan yangsudah disampaikan. 

I 

e. Berdasarkari informasi kelebihan atas penerimaan daerah 
I 

serta \ hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, 
I 

diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan perundang- , 
undangan. 

f. Setiap f pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan 
I 

harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar j(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih 
Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan 
untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah. 

! 
g. Pengguria Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, 

I 
SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk 
pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah 

I 
menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian 

I 

lcelebih'an penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada 
BUD. i 

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan 
penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD 
merierbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk 
pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi 

I 

daerahl 
i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan 

! . . 

pendapatan memuat informasi, aliran data, serta 
I . 

penggu'naan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektro:b.ik. 

b. Ketentuari Pelaksanaan 
I 

a. Tahap Penerbitan SKLB 
1. Bendafiara Penerimaan menerima informasi kelebihan 

atas penerimaan pendapatan daerah. 
ii. B~ndahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap 

informasi atau permohonan pengembalian kelebihan 
I 

penerimaan pendapatan daerah. 
m. Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan 

m+nyiapkan SKLB. 
iv. Pf:rKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB. 

b. Tahap i Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan 
penerimaan pendapatan daerah 

I 

Bagian 11 - Penyesuaian Pendapatan 
Berdaskkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas 
kelebihk.nPenerimaan Daerah: 

' 
1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama 

i maupun tahun sebelumnya 
2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun 

yang sama Beridahara . Penerimaan SKPD/SKPKD 
I 

melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang 
berskgkutan. 

Bagian 2 f Belanja Tidak Terduga 



meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, 
. . . ! 

yang merigurarigi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan 
kewajiban' daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah 
dipergunakan dalam rangka pelaksariaan urusan pemerintahan 

I 

yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten Bombana 
yang 'ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan. 
Pelaksariaan belanja memuat informasi, aliran data, serta 
pengguriaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronikl 

' Berdasarkari ketentuan dalam Pasal 133, Pasal 142, dan Pasal 
143 Perattiran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 

I . 

2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan 
belanja diatur sebagai berikut: 
a. Setiap pengeluaran hams didukung bukti yang lengkap dan 

sah rnerigenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 
b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak 

dapat dtlalcukari sebelum rancangan Peraturan Daerah 
tentarig' APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran 
daerah.i 

c. Pengelu'arari kas tersebut di atas tidak termasuk 
I 

pengeluaran keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak 
- I 

sesuai .derigan keterrtuan peraturan perundang-undangan. 
d. Bendah1ara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran .pembantu 

I melakaanakan pembayaran setelah: 
I 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui 
! 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkerraan .. Belanja daerah 

I 

l. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA 
a. Ketentuari Umum 

' 

Berdasarkari pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran 
SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian 

I 

atas kelebihan pendapataridaerah dan membebankannya pada 
rekening belanja tidak terduga. 

I 
a. Tahap Penyesuaian Pencatatan 

· 1) iBerdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan 
j 

penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi 
I 

pada tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD 
I 

melakukari penyesuaian pen ca ta tan terhadap 
pengembalian atas · kelebihan penerimaan daerah 
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan 

I 

penerimaan daerah. 
2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan 

' penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan 
- i 

terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD 
I 

melakukan penyeauaran pencatatan terhadap 
i 

peng.embalian atas kelebihan penerimaan daerah 
dimakaud yang dibebankan pada BIT. 



' d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara 
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening 

! 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
ke rekening PPTK. 

e. Dalam !hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran 
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang parijar 
dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 
Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening 
Benda.hara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
Jika tiang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 
belanja, Bendahara Pengeluaran z Beudahara Pengeluaran 

I 

Pembarrtu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui 
transfer ke rekening PPTK. 

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas 
I 

pengguriaan uang panjar yang diterima dari Bendahara 
Perigel.uar-any Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

! 

Terkait Iral tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
I 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 
a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melirnpa'hke.n sebagian UP yang dikelolanya kepada 
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub 
kegiatan pada Unit SKPD. 

I 

b. Dalam i proses belanja menggunakan UP, Bendahara 
Pengehraran z Beridahar'a Pengeluaran Pembantu dapat 
melajculcan pembayaran secara sekaligus langsung kepada 

! 

penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar 
! 

terlebih dahulu kepada PPTK. 
c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia 

barangl/ jasa atau melalui pemberian uang pan jar, dilakukan 
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPAyang 
dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang 

! 

diajukan oleh PPTK. 

i. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang 
diterbitkari olehPA/KPA beserta bukti transaksinya; 

ii. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang 
I 

tercaritum dalam dokumen pembayaran; dan 
111. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan 

e. Bendatiara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
wajib rnenolnk melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila 
persyaratan tidak dipenuhi. 

I 
f. Beridafiara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas 
pembayaran yang dilaksanakannya. 

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
I 

sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak 
lairmya' wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan 

I 

dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. 



' . 1 

' ! 
g. Dalam i hal belanja pelaksanaan belanja yang terkait 

. I 

pengadaan barang/ jasa mengacu pada Peraturan LKPP 
! 

nomor! 12 Tahun 2021 tentang Pedoman pengadaan 
Barangj'.Jasa Pemerintah melalui penyedia. Adapun bukti 
pertanggungjawaban pengadaan barang/ jasa dimaksud 
terdiri ~ari : 

i 
1) Kontrak; 
2) · Kurtarrsi; dan 

I 

3) Berita Acara Serah Terima Barang/jasa lainnya ( Penyedia 
h. dan PfK) Kontrak sebagaimana disebutkan dalam huruf g 

angka ! 1) diatas terdiri atas Bukti 
pembelian/Pembayaran/nota, kuitansi, Surat Perintah Kerja, 

I 
Surat Perjanjian dan Surat Pesanan dengan uraian sebagai 
berikui: 
1) Bukti Pembelian /Pembayaran /Nata digunakan untuk 

I . 

pengadaan Barang/Jasa Jainnya dengan nilai paling 
bariyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) 

2) Kuitk.nsi digunakan untuk pengadaan barang/jasa 
I 

laini,,.ya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima 
puluh juta rupiah). 

3) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan 
! . 

Bararigy.Jaaa Lairmya paling sedikit diatas Rp. 
50.tj00.000 ( Lima _puluh juta rupiah sampai dengan 
nilai Paling banyak Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta 

! . 
rupiah), Jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 

I 

Rp. I 100.000.000 ( Seratus juta rupiah) dan Pekerjaan 
Kon st.ru kai paling banyak Rp. 200.000.000 ( dua ratus 

I 
j uta] rupiah). 

4) SurJt Perjanjian. digunakan untuk Pengadaan 
! . 

Baiang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai 
i . 

paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta 
I 

rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 
! 

rrilail paling sedikit diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta 
I , 

rupiah). 
I 

5) Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/ J asa 
melalui E- Purchasing. 

i. Dalam i hal pelaksanaan · belanja perjalanan dinas, 
kelengkaparmya adalah sebagai berikut: 
1) Perjalarian dinas dalam kota 

I 

a) Surat Perintah Tugas (SPf) dari Pejabat yang berwenang; 
I 

b) Surat Perintah Perjalarian Dinas (SPPD) yang 
ditandarangarri pejabat pemberi perintah perjalanan 
dk pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas 

I 
atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan 
perjalanan dinas; 

I 

c) Rincian biaya perjalanan dinas/perhitungan SPPD 
I 
! r8fllpung; 
i 



3) Daftar tanda terima lembur; 
4) Laporari hasil pelaksanaan Iemb'ur. 

I 

2) Perjalanari dinas biasa 
a) SJ;>T dari Pejabat yang berwenang; 
b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang 

ditaridatangani pejabat pemberi perintah perjalanan 
dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas 
atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan 
p~rjalanan dinas; 

c) Rincian biaya perjalanan dinas/perhitungan SPPD 
r8.!ll pung; 

d) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan 
(untuk perjalanan dinas lebih dari 1 hari); 

e) , Bu kti pengeluaran . yang sah untuk biaya transport, 
terd iri dari: 

(1) Tiket pesawat dilampiri (boarding pass); 
(2) Tiket Kereta Api, Tiket Kapal Laut, Tiket Bus, Bukti 

: Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bukti 
! Pembelian tiket; dan 

(3) Retribusi pada terminal/bandara/ stasiun/pelabuhan; 
f) Kwitarrsi pembayaran yang ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPI'K) dan pelaksana 
perjalarian dinas; 

g) Laporan Perjalanan dinas; 
h) Trarrsport lokal (trasnport yang digunakan selama 

berada di tern pat tujuan); 
i) Btfkti Pengeluaran yang sah untuk sewa kendaraan 

bagi Bupati, Wakil Bupati. 
j. Dalam [hal pelaksanaan belanja lembur, kelengkapannya 

adalah sebagai berikut: 
1) Surat Perintah Tugas (SPI') melaksanakan lembur yang 

di tandatangani oleh Pengguna Anggaran; 
2) Daftar hadir lembur; 

i 

d) Bµ.kti pengeluaran yang sah untuk biaya 
penginapan (untukperjalanan dinas lebih. dari 1 han); 

e) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport, 
terdiri dari: 
(1) Tiket pembayaran transportasi umum; 
(2) Bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM); 
(3) Retribusi pada terminal/ bandara/ stasiun/ pelabuhan; 

f) Kwitan si pembayaran yang ditandatangani oleh 
Pengguria Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat 
Pelaksaria Teknis Kegiatan (PPI'K) dan pelaksana 
perjalarian dinas; 

g) Laporan Perjalanan dinas; 
I 



2. PPTK menyiapkan NPD. 
3. PPI'K menyam.paikan NPD kepada PA/KPA untuk 

meridapatkan persetujuan. 
I 

4. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 
I • 

menyampaikarmya kepada Bendahara 
I 
I Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
I 

5. Berdasarkari NPD yang telah mendapat persetujuan 
PA/KP A, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar 

I 

yang tercantum secara non tunai melalui 
p~mindahbukuan dari rekening 

! 
Bendaltara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 

! 
Pembaritu ke rekening PPI'K. 

ii. Pelaksanaan Belanja 
i 

1. Setelah menenma uang panjar tersebut, PPI'K 
melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan 
yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPI'K 

I 
diwajiblcan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah 
sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil. 

2. Dalam hal sam.pai dengan batas yang telah ditentukan 
atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPI'K 
menyu sun rekapitulasi belanja yang menggunakan 
'uarig panjar dilam.piri dengan bukti-bukti yang sah, 
u~tuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai 

I 
bahari pertanggungjawaban belanja. 

I 

3. Berdasarkari hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja 
te~dapat kekurangan pembayaran atas uang panjar 
y~g diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan 
pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara 
riori tunai melalui pemindahbukuan dari rekening 
Benclahara Pengeluaran ke rekening PPI'K. 

! 

4. Berdaaarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja 
terdapat kelebihan uang panjar, PPI'K melakukan 
perigembafian kelebihan uang panjar secara non tunai 
melarui pemindahbukuan dari rekening PPI'K ke 
rekeriing Bendahara Pengeluaran. 

' 

k. Dalam. I hal pelaksanaan belanja honorarium, 
kelengkapannya adalah sebagai berikut : 

I 

1) Surat keputusan tim honorarium; 
i 

2) Daftar tanda terima honorarium dan/ atau Rincian bukti 
transfer yangtelah di validasi oleh Bank; 

! 
3) Laporan pelaksanaan aktivitas honorarium. 

t 

b. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Pelaks~naan Belanja Menggunakan Uang Panjar 

i. PenJajuan Uang Panjar 
I 

1. PffK menghitung kebutuhan uang panjar yang 
berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan 

I 

DPA SKPD. 
' 



b. Pelaksanaan Belanja .Tanpa Uang Panjar 
I 

1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub 
kegiktan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan 
tr'arraalcsi dengan pihak penyedia barang/ jasa. 

2) Ataa belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk 
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat 
keabsahan belanja secara materiil. 

I 

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK 
menyiapkan NPD. 

4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk 
' rnerrdapa.tkari persetujuan. 

5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 
men'.yampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi 
belarija disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada 
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 
Pembantu untuk diverifikasi. 

7) Ber'i1asarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti 
yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran 
langaung secara tunai/non tunai 

8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke 

I 

rekeriing pihak penyedia barang/jasa. 
c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran 

I 
1) Benclahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 

i perribantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah 
sebagai berikut: 
a) Merieliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran. 
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

I 
~elanja terkaittelah disediakan. 

c) Merieliti keabsahan bukti belanja termasuk 
bukti/pernyataan ataspencatatan/pendaftaran BMD. 

d) Meriguji kebenaran perhitungan tagihan yang 
tercanturn dalam bukti transaksi. 

i 

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses 
verifikaai, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK 
urituk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. 

3) Proses verifikasi 1n1 menjadi dasar dalam proses 
penyusunan LPJ Penggunaan UP. 

c. Dokume:h Terkait 
' 

Ilustrasi i dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja 
antara lili.n sebagai berikut: 

I 
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N Anggar Akum Pencai Sisa 
0 Kode Rekening Ura an ulasi ran 

l J 1an (R Pencai Saat (Rp) v 

r p) ran ini 
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Pembebanan Pada 
Kode Rekening 
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[ang 

lTeknis 
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.an , 
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+i Nomor 
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I ( I ' 
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: ---r 
! . 
f 
r. - - - ! { . ; T i - - 
i I i , ; 
1 - - I 1 ! : - - : 

l 

· Nilai Anggaran ! - }: 

Periode/Bulan i : _ 
' . 

l 
\ : . .....•. ., -----······-··-···-.---,-- , ,+ .. ·········· .. ,, '.,•· 

Nama Rekening ! t. 1. 

. i . . 

Rp. j 

"···-····--·-··--·,.·· 

' r.: -------_ -_--_-_----- __ lr .. _ _ ___!, J.: 1_1,---- ------,.--------;_: __ ---- '---------- . ________ .L_~··-··-···-···-----------.·------- .. ····--... , .. - ~ "1 . 
SKPD l: i (namaSKPD) ! _ 1 ! I 
--··------·------·»·--- .. -·--·--··-··-······-~~-·· : .. _ .... ·····~-~-- r . _ _ .- . _ I_ • ' • .' ---·-··--····'"··----------i----·-····- -~-'-----·-·-········------· ... 

Kode Rekening ! !: !. (Nomor Rekening Sub Rincian Obyeki I l . . ! 

Belanja) 
(•,••••''"•··w•••·-··•·••·•·••~-·--·••••"•·•••-•••••••~•oe,,,.,~,·--·•••••••••••••••••-•·•-•·•••·•~·•·•-.••••',"•·•·••••·• , .. ._,, .. ,.,,•,-·••••••-•• • ,,,., •••·-·• , ...... ,, ••0"•,.S·•••·•,•,••·•·•·,,,., ....• .-.,. , ... ,., . ., . ., '• • -•· ··•·••""•"·'·-•••·•"'•"' l·................... (Nama Rekening Sub Rincian Obyek: 
Belanja) t Rp- - -· - - · . - ! l - . t. . -1~v--···-· ----,- ... - 
, - I ' ; . t··----·- ------····-···--·--------·-·-····---'-----~---·-·--····--·--·--- .. -·---·----- .. ·- ···--·-···· ...,. ··----------·· ·-------·--~---- . 

SUB RINCIAN OBJEK BELANJA 

SUB RINCIAN OBYEK BELANJA 
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______ L_ __ l temp at, tang gal bulan tahun . . . . - l . - i . - 1 . . - - ... - --------; 

·------,----------·--- -- . ·-······----·· ······· . ! . · .. ~kasi Su~ey ··------· 
...... ··---· ·-· .. . . - -·--···--·!·-··--·---·------···-·····--··-· ---------------- . . ----- - . 

Pelaksana Survey l (nama Tokol Perusahaan} , 
-· - ! . . - - . 1 . . - . l Pemilik / Pengurus Tok~---]l 
-- .. ·-- .. -··---·! -··-·=·-- -· .. ··--·····"···-----·-·· i .. ,. ....... -··---··-····· ..... -------·· .. --------t 

I Perusahan 
1 ' . T ". · - ·1 -- ( - · · - .. · -· --1 

··-·-··-·-·····-·-·····---------------·-··:··-···---·· -·-·--- .. --·r-···-· _ ····- '. --······~··----.-·--·-- .. --·· -····· - - _ -------··-- ! 
t : 

---··---·- !.- ..... ~--- ·---··"•"•••····-------···-··" ~ -······"····----·· 1 ~ 

_____ J ·--· '-- : :~ .. ~~:: .. :.:~.:~:~_) _j J __ _. ·.· ·: ·•· .• ~. ~ ~:~-. ~- .. :.-.·~·:·~-)! 
1 NIP. ; . 

--·--·--- .. -'.---· ··---··--·-- .. ·~·, ....... ·- -····, •..• ·····- ·--·-···· 1 . ' .. . . . . . 'l .. . r _... . i. -· -- .. 

........ ··-· . ·-··- - .. -·-------- ... -~·---- t --·-·--·-----J. ··--··---·-· ----····· . -~---·-·---·--· ---- ----- ······· ----- ·---~~-' 

·-· -· ... -·- --··--·· ·-·. ····- --·-·---~---~··-··· - ---·--·---- -·-···· . ----~---·-·--- 

Rp 10 
Rp 9 
Rp ·. 8 
Rp 7 
Rp 6 
Rp 5 
Rp . 4 
Rp 3. 
Rp 2 
Rp 

Barga 
satuan 

Satuan N Uraian 
' I 

o (Spesifikasi/Merk/Tipe) 

Nama Toko/ Perusahaan : 

HASIL SURVEY BARANG/JASA 
-···-·.,··J .. -···---···-········----··; ., ., ·----·-···--·-------· , .. , .. 1 .; ---~--~-----·· .. ,1 ·------·--···· ······· ···--- -·-· -·--· 

\ 
l 

HASIL SUR}'EY BARANG/JASA 



--~--------------:._____ -- . . -- __ L__ , --- ···-·······----- ---· ... 
• Demikian Betita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat dalam 

! 
rangkap secukupnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

·' ; . - - . ~. . ' - - - - - - - ( J . '. - -- . -- - . . . I - -. -- - - .... -.. . ... . 

-!----------!--------------------------------- f ---------------!-- ------------ ------------ -r·---------+--t;~p-;;t:·--t·d~gg~lb~-;;;~- -t;;h?.i·~- ---------------· - 
! ; . . . . . . j . . . . ·. 

-;-----··t·------------------------;-----;- 1 I Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

r--r---- ~-----:-- -:· -- :._--_~_-- __ - -_- __ l:i __ -- __ : __ -_-~_-·_:_-_-_: --_~1: :_-_-·_ ;_;_ - __ -_·_ . .. . - .1. • - •. - __ .. •--•. -_: :_.-_ .. _· 
----\...---·----····--· ( -----··· ' i. .. .. 

I '. · · l ! ( nama pe1abat pengadaan} 

.]· __ · _· ! __ · ·-_- _- __ · · · · ··_·_ · ,_:. __ .. __ · · · _· __ !_.. · - " ---- i- ------------ r ·-·- --------r~ffp: ·: :·: ·::~:-.-.-~-:~·.-: :-. :~~-:-~·:-:~·: :-~~: ~-:·. ~~-:·:- ........ -- 
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Rp Jumlah 
Rp 5 
Rp 4 
Rp 3 
Rp 2 
Rp 

Jumlah 
(Rp) Satuan 

1 

No u}aian Barang Volume Barga 
: 

! 
: Pada · hari · ini {nama hari) tanggal ( dengan huru.fl bulan ( dengan 
huruf) tahun dtla ribu dua puluh dua, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 

! 
· Badan Keuangan [dan Aset Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 
20 ..... bertempat] di ( SKPD ) memutuskan hasil proses pengadaan 
langsung paket pekerjaan tersebut diatas sebagai berikut: 
l .[Berdasarkan h~-hal sebagai berikut : __ L__ .. -------------· 

--t;~-----rHa;n-·s~~~yi3~rang ------------ -- -- ----------- 
-+----~--------------------------····- ····--·-··-- -------------·-----··-··----------------------------·"'"""" ---- -----------------····--.·---··· ·-· .. -·· . 

2.! Atas dasar tersebut pada no 1, bersama ini hasil proses pengadaan 
i langsung pekerjaan tersebut atas 

.iNama____ ----! ......• : _ __ _ _· ;: _ (nama pemilik /pengurus _toko/ p~-~~:~~~~~::: 
I Nama ( toko I perusahaan) :: . ··t .----- ;·····---······"'"' i"'"'"""""""""""--·----------·---------------------.····--····--····-------- . 
[Alamat ( toko I perusahaan) F •••.•.••••.••••••••••••••........•.•••••.•••••.• 3·:1ne~gan:-~-claniseb-agaI-tJe~t-=·· T T_________ -----·· ------------------ · ·1--- 
- I I ! i 

j ! I . L. , ! ..... 
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BERITA ·ACARA BASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL) 
1---- -! - . --------i ----1-Nomor: 
t-· . . . . . .. . 1 { . --·--···---·---·'--"······-·····"""'""'""·""'""""-"""""""""""·""_____________ .. 
! !__ ------·--- .. ~---- L. ----- -·--- 

Pekerjaan i i :{ sesuaikati dengan nama paket pekerjaan) 
· ~ -------- -.- - - --- . - ... -~ i .~ - . ., f -- - - . - ---···· . - -· - . .. . . - . . -- . { - - · -·- . ··-- . . . . . . . . I .. . ..... ., - ·-- - ·-------·-------·-·-- .. ·· 

t.okasi : l : . • . . • • • • • • • • . • . ! ! 
--------·-------- .. --- ; ; ·- ·-···---- ·--··----------·-··--·--··--··--· .. L. _ - ------- ·-· (---·--- .. --- .. . ---· - - _,, 

Sumber Dana l: APBD Kabupaten Bombana ! 
-·--•··----~~·-·-._•-•·--••--·~·••·••••••• •-•-·•• o< I m-s,·••--•·•~ _,. --••a.~•-·•- ·-·••••----u-•·--•"•-·-------·H •-·-••---,...-----"·---•·•·••••· •·-•-'"· •-•••M ·---.-~-. ,_}_.,~-·~··•-··-- •••-••M •••••••••.-••• •·•-·--·-·• • -•• 

·Tahun Anggaran i i: ..... · ! . I 

BERITA ACtRA HASIL PENGADAAN LANGSUNG 
I 
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iKeteranqan : harqa total sudah termasuk pajak, dll. r , . . . . . . . . . . . . I . I . • - .. . -· . . .. _ - - . 

i .. .. 1 - ..l. - J .l .. __ .. _ -· __ ._ ,, ,_ .. 
2 · I Tanggal barang . . diterima paling: (tanggal akhir penerimaan barang ) 

[lambat tanggal l 
-·-·!-··--------·------···-·--·--------' . . .. - , .. -------------- ,! -- ------- .. ···- ··----·---- -------------·· - . 
3. ! Dibebankan - Pada Sub; ! ! : (kode dan nama sub kegiatan 
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5. ! Pembayaran ¥an dibatalkan apabila barang terse but tidak sesuai dengan 
___ J_p~s~~J o~der)___ _ _ __ . __ .... __ -----------------·------------------------ ~---- _ .----- __. 
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Ur~ian Barang 

JUMLAH 
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Paket Peke,jaan: _ 
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-- J,•w•--•-···h•i.•-·•·-----••·•••••·--·-· • _._ • ..,.,, • ._ • •·•••• -·-• •• •••< --•-•·--·· ---··-· • •• ._ l -·-·-----•••••• \•-·•·---··--·------•3 ·•-•••••-·•-·•-•-·••-•.,••••·••••• , ••••~-·-•••-• A•-•·-·•••••··•-·••·--·-•-• .. •··•·•··•·•··•·,-···--·•----·-· < •• 



' ;- '.Jumlah 

Jumlah Harga Total 
Barang Satuan Harga 

Toko 
Tuan 

.-sse-·,··•• ••··•-·-- .. --·-·•,-,.,•,•,--, 

Kepada Yth, 
................ , 

Nama 
Barang 

CONTOH NOTA 

5 
4 
3 
2 
1 

Baran 
No 

CONTOH NOTA PEMBELIAN 
! 



.• .. ····--------· +·····-········ - - --- .;--··-··--····· ··- ···-- ?"···· ·- .. 
' ! I ; ~ ! :··-:.. ... . ! i -:- -; ···--·---- .... 
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i 3 i ! kami terima 
,---+-------1-----1_.-1----1----1----11----~dalam keadaan :A 
-----------'-' -1----1---1----if----~ baik dan cukup, 
~;_S-+- 

1 

__ _.;_;_1---~--1----11----~sesuai dengan 
l . 6 1 j Surat Pesan '---+----------'--i---i----'-1----11----~ ! 7 i 1 Order barang. 
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Keterangan Volume Uraian ~arang 
: 

No 
Cheklist 

Ada Tidak 
ada 

,__:-+-------'-----,--1---..-----l-----'f-----+---------l-·-··-1- i 1 : I Barang 1 

--------------1----1---1-----,f------l _ «··· 

2 I I ~~~~ 

j I ! 

___ J ···---·--·---····-"'""""'······ i ·-·--·--'". 
Pada hari ini ( _nflma hari) tanggal (dengan huruf] bulan (dengan huruf 
tahun dua ribu duapuluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

. 1 . . -· . : l i I - l . l . . 1 .. . . ······· - . i i 
l ' I i l I ~ \ 'I l - .. --, ·-··-·····-···-···- .. ·-·-····-- -- ----·--· t-: . .,, .,..... -, .. _,._ .. __ ~ -····---·---·-'"· -··-·-··-·--·---- ·-··-···-··--·----~-- ---~··--···"··-· .. -· .. -·'-···-·-· ·-····- ._._.,- -·· - . . ., ······ --~- - - t· ·-· . 

) Nama : ! : :( pimpinan toko I perusahaan) ! 
. f5aba~-- ·-- -- - ' ! : l Pimpinan Toko / Perusahaan -·. . ·. l . :~~]:~~~~~f::=~.-~:·-~::=~•-·: .l .. = .. Jralamat.toko __ !_perusahaan} __ . . ·_·_::-- ... :.:r.~_::·~··~-;:_ 

' : l (Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU I i 
-····· :·----·-·-~·----------··-··-·--···-:····------·-········ ' 1 ( "" . . . . . . ·' . ,_ 

. i .. : . .. l- - --- l _ .. 1 ... -- ·- ! ---·-···· ) ····- .. ···-··· .. --- .'. .. --·· .1. 
____ _iNama_··········· ··-···-···· L: .. J . .E5~J?~!~--~~P.! ·L·--·-···· L _ _ J 1 . 

!Jabatan I: [Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 : ! 
___ J·-···-··-·-·-·····-·-··----'·-···-···- .1 !~-~~~l~~l~-~-i-~-~~~!-~~!?-~~~-!!~~~-~~-!?.!!~ ..J _l_ 
---···, ···-··-·······-··---------···-·-········-----, ··l·····- -!·······-·········-!-···· . ·····-··----! .. -·-·--------···--!----··-··-········-·· ···-!---- ···········-··· --·--··----··········· ·-·-··· ··-· .. -· l····--··-····--1- - 
Menyatakan bahwa : : ! · : 1 : .' ! 

1 [ PIHAK KESAT,U . telah me11yerahk~ bar~g kepada . PIHAK KEI>U.A! . i 
. i dan selanjutnya; ; ! 

O j... __ _,••-····--·-•·•·•·--·-··~•-•••-••-•·'"•••••-·--·•-••0 , __ ,. _ _. •••-••-'·-••-•" "''""••Y-···-··••••-·-••••••·•-·•-•••-·~••••••·"''"'··•·-•·••••"••~•'''~"•··---N·-·)•_,• ·- 1 PIHAK KEDtjA. telah menerima dari PIHAK KESATU berupa barang 
I sebagaimana · tertuang pada Surat Pesanan nomor 
I tanggal dengan rincian barang ! ~~b~~~ .b.~rik~i ·=·.......................... . . 

DERITA ACARA SERAH TERIMA 
. HASIL PEKERJAAN 

····-· .. -·.-- .. ···--··-· .. ·~--·v.·- .. -- .. ---·---···-·"-··--·-·-•.-·•· . -~-·--·-· -~·---·.... ·-·····-~·-····----------· .. -· .. ·---···-·--·--····-··-·-···---------~-- ---·---~------~---~- -····- ··- --·········· ·-------------··--· ·---· ·········-·····-- •' _,,._., .. -- ····· -·-~ ·--··---.--------- NO MOR: 
~--·. ·---- .. ---- .. ······•··--·-···-···-·····--- .... ···-------1-----··-·----·--··" 

___ .l.._ ... - .. ·----·-···- ···-·-·············-- .·-···-········· 

KOP 
i . . ... 1-------·······. ········>--· --···-[· 

~··-------·-·---·--·-- .. ----····· ~~-·---·· .··· -- '" 
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BERITA AC),\RA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN 



.. ~ ' 

r- 
i 

dipergunakan sebagaimana mestinya. ; 
...... 1 •·•·••··· ··-··----·-····-· ..••.. ········-··' •••-'···-·-······· . ·,·--··· ········,·-··· --.,.······ ·······-------·,-···--- ·············--·······-············--·········--··-········· + . 

i ! j l i Arga Makmur, tanggalj 
__ J_______ _ -··-· . ----··. J....... t. __ .J J _:_ !~E~~~~-!-~~-~~~~------------·· -·· ··-· -- j . 

PIHAK KESATU ; I I . PIHAK KEDUA i 
-·-···· ·,·--· ······--··,-·-----···---···T·-·- .. ·-···----· .. ·-·-····-···· - -- ··--·--·-··-· -···· ······--··--···-··- - ... .. . ··-··-·-; . I ! I · ! Kepala ( nama SKPD ) l , -- , .. --·---, ··------··----1-----------·- l----·-··-- - -----·-·------------·· --- ·-·-- ··--·------·-- ' .. 

· · i i Kabupaten Bombana ! 
i ••••~•· ,,. -··· • 0 • ~ -------·---------+ ---U,0-~------1---- ---·-•• •• --- _., ,, ,,,,< ,•••V-.•--•••'"• •--••-•---A•••---•'""'"----- .J,-.. •• .. ! I Selaku Pengguna' 

! { I , Anggaran I 
;-· - . i · . 1 . . 1 .. : .. ·····+ .. 

~·-···-- -.,........ . . ,;;. ,__._ L... ········-··-···· .• ~--·····---------···· .. -· .. -·--l-~---·----·------.-----·-···l ---·-··«----~--····-·--------···-·· '. - ,,... -< -···--··-"~--·A .. L .. 
i i I i i 

• ·······-·· •• • i i . ·-------:-------··--···-+ ·-·------- .. -!---·-··--·-· +····--···-· ··-- ·- --···-·--·· '. .. 
f i l i : 

. ., ··•··· :·-···-----···--· l}----·---···--··--L..,. ------------·· ·+····----,....... ----·----··i--··-·----i·-· . ·- . f 
: __ i ·-·-·---l--------·---~----~-· --------· 1-----------1--- . ---·~----------.!. ··-·-~-------···---------·------·- _-·-·-· -- _--.--·'-· -·-·----..i .... -- i ( pemilik I penqunls toko ! ; ! ! (Nama Pengguna Anggaran) ! 
. I •-· · ··-·-- '---·--·-···--·-l---···-·--·--·· J ... ·-····---------·--··-- ·······-····- --·-··-·-·--·-···-·· ----······--··i··· 
: /perusahaan ) · l NIP i 

\ sebenarnya dan 

, I 



... ···- ·-----·-·· ....•.... ·- ···--··--·--------·- 

( nama J 
........................ , ,. ,. .. 

NIP . 

.....• .- .. , .... 
' 

Pembantu Pengurus Barang Pengguna 
. I i 

!Pejabat Pelaksanf Teknis I(egiatan 
r--- --·-··r ·- ·-------······--·----- 
! ! 

I • ·-; ,.,.,.,_. 

............. , tanggal tersebut diatas. 
-----·------ --·-------- 

Derikian--Beritai Acara ini 
I 

! sebagaimana mestinya. 
!,, , , .• '° -..•--•·-····---·-··•·'"····----······-•·•··•·•··••·"I···• •... .,_,, •. , ...•.• 

! 

' --"-····-------·! .. I 
dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan'. 

I·-·· 

1----- 

dimaksud 
telah 

.. ,-··-·--- --·- ···----·-·······-«• - 

' Atla;ii~ b~~g yfu;g disalurkan deng~ ri~~f~---;eb,agai .berik~t- : 
I -,--.~~~~~~!~---,-~~~~~--,-~~~~~~-.-~~~~~~~~~--,--- 

No Uraian i Volume Checklist Keterangan 
Barang Ada Tidak 

Ada 

,PPTK . . J~~~~~~ -- -- .. - - .t= 
• f 

- ······-······--·'"•'•"·•-·-········--··-················"'···-·"·-----·-------,···· --······-· .... ···-·-·'"'·•·•••" ·---·· '. 

Untuk menyalurkan barang kebutuhan sub kegiatan kepada: 
. • ······-·······--:-·-· .. ··---·-······-···-··-,.··· ·--·-··· .. --·····-·· I .-... . ( - ·-· ·-···-·--···-·--· ., .. - ----···---·-·······- ·--··-·····----··· .. ··· , .. --.-· .. ··············-···-- ··-· .. -- --···· 

[Nama i .•.•..••••.•••.•• (NamaPPTK) l 
·- [NIP-· - - - i - i: -· - -- '. - 

·-·- ·-··- -~-- .. -·----·-·---·---· -···-- -- - .. ····-·-· L ·-· .\. . . . • ••••••• ~-=-· -~·~-~-· -~-.: - --· ---·····-~---------·----·-·--··· ··-· 

' ······-········----?. •... -. •... ··-···-·· 

-- ·- ··- -··- .. --- 
Pem ban tu Pengurus Barang Pengguna pada ( SKPl) ) 
Kab. Bombana 

.. · 1· . 

1 

- •.............••• ;Nama 
.-----·-------..--·-· -···-·--·---------···· ---·-·· ···--·-·-. 

(NIP 

Pada hari ini (ir.clma hari ) tanggal (dengan huruj} - -buian- (dengan- huruf) 
I 

tahun dua ribu I dua puluh , 
I 

bersama ini Kepala (Nama SKPD) selaku pengguna barang memerintahkan 
. I 

kepada: · 

Nomor : . 

; 

---·-·-- , .. .l.. ------··-~··; ··-- --··-·-------------- -----· : ···-·-· ··- -·--····-- ···--······· ·- - ···-· . --·-· -·-·· ---·- .. 1 ' --·-··-·····--··-·-····-- ······--·----·· ····- ---" ·····-·'-·-· -----·- 
DERITA ACARA•PENGELUARAN/PENYALURAN HARANG 

------ --------------- --·---- ------------------- ·1····· ---------· - 
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BERITA AcARA PENGELUARAN/PENYALURAN BARANG 
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.......... J __ ·--·-·-····-·• --------···; ···-··-····--· .. ··- ---·····-- l '""·•···"]'""·-· 
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t . . . 'i' . i 
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..... ·- ·-······------- ... --··--··- -------··· ···-···--····- ··-··· -····- ----·--- ···i""' ..... 

Kepala (Nama SKPD) 
-········ ---- ···--·---- --------······----- -- ·······-···-· -··;·-··-· 

Kabupaten Bombana 
Sel~ ~~1.1.~~1.1.~ .. 1:3-~~~\ 

1 I 



1. Selesai melaksanakan tugas segera melaporkan 
hasilnya kepada atasan langsung. 

2. Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tanggal PenugaFan 

Dengan Ketentuan 
: 
' 

· Melaksanakan . Untuk 

{ Nam.a 
NIP 
Pangkat/ 
Gol.Ruang 
Jabatan 

L. Nam.a 
NIP 
Pangkat/ 
Gol.Ruang 
Jabatan 

1 .. Nam.a 
NIP 
Pangkat/ 
Gol.Ruang 
Jabatan 

MEMERINTAHKAN : 
t Kepada: 

Berdasarkan hal .tersebut di atas, dengan ini: 

.. ; . . . 
; : . 
i : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' . Nam.a 
!'HP 
Pangkat/ Gol. 
Ruang 

,Jabatan 

Yang bertanda tahgan di bawah .ini : 
:· I 

Dasar 

Nomor: 
SURAT PERINTAH TUGAS 

[KOP SKPDJ 



NIP. . . 

NAMA 

Pada Tanggal, 20xx 
Kepala (Nama SKPD) 
Kabupaten Bombana 

Dikeluarkan di 

Demikiari Surat Periritah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan 
deng~ penuh tap-ggungjawab. 

Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 20xx. 



NAMA 
NIP. . . 

· Pengguna Anggaran 

. Rp. . . 
.: Rp. . . 

Rp. Ditetapkan sejurnlab. 
Yang telah dibayar semula 

' Sisa lcur'arigy lebib. 

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG 

NAMA 
NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

! 

NAMA 
NIP. 

Telah Menerima Sebesar 
Rp . 
Yang Menerima 

Telah dibayan Sebesar 
I Rp. . ~ . 
' 

Bendahara Pengeluaran 
i 

20xx ................ , 

No Rincian Biaya Jumlah Keterangan 
1 
2 i 

3 
.d st 

Jumlah 
'I'erbitarig : ............... 

Lampiran SJ?PD Nomor 
Tanggal 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 



Nama 
NIP. . . 

Nama 
· NIP . 

Pelaksana SPPD 

6 M 20xx ................ ' 
Mengetahui/ Menyetujui, 
Pengguna: Anggaran 

I 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, trnru« 
dipergunakan sebagaimanamestinya. 

I 

2. Jumlah uang terse but pada angka 1 ( satu) diatas benar-benar 
dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan 
apabila dikenrudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, 
kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas 
daerah. 

No. Uraian Jum.lah Keterangan 
1 2 3 4 

' 
i 

i 

' 

Jum.lah 

1. Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan dibawah ini 
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, 
meliputi: 

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nomor AD/V/2019 
Tariggal : ~ . 

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD): 

Nam.a 
NIP 
,Jabatan 

Yang bertandatangan dibawah ini: 
i 
i 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL 



3. 3. 

2. 

1. 1. Nama: 
i NJI P : 
i 

Narna : 
Nil P : 

Nama : 
N:I P 

2. 

Yang melaporkan, 

...................... , 20xx 

Demikian kami laporkan dan terimakasih. 
' 

Ber-daaar-kari Surat Perintah Tugas Kepala . 
! 

( nama SKPP) tanggal . 
perihal betsama ini kami laporkan hasil perjalanan dinas 

I 

sebagai berikut r l 
I 

1 . . ' . 
2 ! . 
3. Ost 

ke Din as 
Kepada Yth: 7 ••••••••••••• Kepala (Nama SKPD) 
Perihal : Lapor'ari hasil Perjalanan 

I ................... Tanggal . 
I 

LAPORAN PERJALANAN ·DINAS 



... 

Pengguna [Anggarari i. ' 
·-- 

1. Kepala SKPD .....••...•• 
. ·- 2. Nama/NIP; Pegawai ................. - ............................. 

--·•M••,·'.S••••••••••" --.---,-. "'""' ··-···---·--·--·-···•-<>•··----- ............... ___ , _________________ .,. ... " 
yang rnelsilcsarralcart NIP. . ...................................... 
perjalariari din as 

. a . [Pariglcat dan ··················-··························-· 
jGolongan 

b. I b I I 1Ja atan ............................................... 
i 

[Irrs'tarrei 
[Tirigkat 

--- c. Bia ya . ...... - ............................ - .......... 
'p ial l I erj anan 
' [Diria.s 

i 

·-- 

. Maksud Perja1anan . ..... - ....................................... ~ 
Dinas 

' ···-- 

iS. Alat angkutan yang Pesawat I Kapa1 laut I Kendaraan rod a 
I 

: dipergunakan em pat I Kendaraan roda dua 
--- 6. a. Tern pat Berangkat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ···~.----····--,- ... -,--- 

b. Tern pat Tujuan . ............................................. 
i •••••••.. i( ......•.•• ) ' I 

-- 

7. a. Laman ya Selama :Harl 
Perjalarian Dinas ; : ··------·--···· ·-·- 

b. Tanggal Berangkat . ..... - ....................................... 
·---·-····---··- c. Tanggal harus . ................................. - ........... - ... 

kemba1i/tiba di 
' 

tern pat baru 
. --· 

8. Pengikut .. j i ; i 
,-.··----·--···-·· ··- 

No Nam NIP. Pangkat dan U-abatan 
a Golongan 

~-- .. - _.. ----- --· . . -· 

1. ! l ! 
' ...... ~---~-----. 
i 2. ,, 

····--··----~- ....... 

! ii ! 3. i ······-~·---·----·- ' 'i ; ds ' ! 
! t. ' i i 

9. Pembebarian I 
·. : 

l Anggaran[: : 
' i 

..... ~----- .. ···--···--··- 
Instarrsi a. SKPD .Kabupaten 

Bombana i -·- .. ,-.,·-···---- 
i b. Akun DPA SKPD Kabupaten 

Bombana TA 20xx '· ___ ,_,_ 
............ w. ··--····---·--· .... .. . -·-- 

j { 
.. 

; ... ' -; ; 
-- 

; . 
---,.- --.-. 

Nomor ! -.·-·------ 

; 1 ; ... -··- . ' -- .. - .. -----·-!·~--.- )----···------- -- --.--. .. -····-1: ---·-· - - -------------- .. ------·--· - ., 

i , r!Kode No. 
-.- .. ,,. .,. '"_., .• _,.l ...••...... J .... --~-- ! 

-"··-··-···-.-•-·---···-·· .. <··-····-·- •'f .... 

"'T"···· .. --- 
t 

' 1 

'"'"""'f 
) 

KOPSKPD 



"••-·••···-w•·•·• f.·-··-• ,u f·•· 
; 

"'i' 

t 

l 
···--·--·-··--· .. ---·-···"···"''"'"'"": ···-·-···-'."···--·-···~ , .. _ .. , ,. . 

l lNama 
. ; . i f · !NIP . 

,. ., -----------·-··-----·- ······1---- ,..._ ,, __ ., ... 

··-·····+·"""••-········· 

', .... , .. ,, .. _. ..• 

' } 
. ? -. ' ••••..• ,_' •..•.• :. _._._,L.... :--·-··· ······-..)------· 

·--·-·- ·;·· 

' i f 

___ ,·· ····-··-·:--·:· _·· -----···lKabupate·n::Bombana 
. Selaku Pengguna Anggaran 

.. ,.,,-.---'·-··--·-·-·-----·---·-·······'·····--··-···-··-"·~-·--····----·-- _., ...•. '···--·--·. -· ······-·-····-----·--·-··· .. ···. --·-·-···---;· , .. ------ 1---------·- •·· .. 

.[ , •............ ------.·· 

' ' . ·:- . --;_ . ·. 

: ~ ) 

! ···---!-----l- ...... ; .... .L ... ) .. 
' ' '~-·-···~---·········· ; l ········------'.. ·------ .. ~··""" -~ .. ,. { . 

. t . 

. t -------·---------·-· __ .. ,. j .. --~-----···-·-· ------·- ~ --·· 
! *J Coret yang tidak perlu · f 

~ 4.~---- ------~- +·-- .. ~ -· .. - -- --- . • ········~····--·, -·-·----················-········-!··----- ;- --,······-·-- ,.._ .. . '"'"•''' ;; " 

....... '.· ······--· . ._ ,.\_ -----~--- .. - ·-····-·-·-···,:_,·.----:,·_~---h·•········· ·-··-··--···~· ~----- ~·· '-·•·-·•••""" -~··•; •·•w . • ·, 

! ; . \ , Dikeluarkan di :- - · - .. - ~ - · --t - · · · .. ' , ! · · ..•..•. - ' 1.,. 1 ·-······ ·····---·-····--········:-·-···· . 
. r ; ' Tanggal 
• . . . !·· " ~ . ' 

i 
j . lain! 10. I Keterarigari Lain 



.... 

' ·-···-}·······" 
i 

·r.·.·-·.·_··.·_···_·_·.·_:.- .. - .. .; 
. . - •. .- .. · ··- 

l ··- ··+·· ................ } ..... ---·····• 
! 

[Pada 
jtanggal 

--··- __ ! Kepalaj _ 
' 

' 
····--·----- .. -1 ...•..•• 

IV.iTiba cl{ . 

···--··----:----·-·-----·-· 

! 
·-· .. ····-l ··-··--·---·---·--···· 

[Pada 
... itanggal _ 
- jKepala! 

L .... -. 

rn. :Tiba di: 
·-···-····-4-----·-·-·· .. --·--- .. , 

-- ·---: ·- --------·-··· ----· 

; -······T .. ···----· .. ··-----·----··· . --·t 

[Pada 
'tanggal 

... --··! .. K·-· .... ---·-···-a1···-·--·--·--·:-·····- t. .. rr · ... J ep a: J:_; 

' 
i -------!·-------- ----: 

IL . f Tiba di! ; . :, 
--·-: - . .. . . :-- ... j '. 

NIP . 

i ····----t- .- .. -.J .•...•..••• 

NAMA 
i ........ _, _ 

t 
i ....... ,: .--··--·-··-· 

; 

......... ;.,, . 

; . ·- "; ... 

Kepala SKPD . 
i . Kabupaten·-·Bombana 

; 
; 

...... '.---·····-··------·-· i. ··--············-1 
I. 1 Berangkat dari 1: 1 

__ .. , ..... '.--···-----· -- ·--·-·----···------··--· .. ·····-····- ···---·-··----! ----- ! ( tern pat 
[kedudukan) ····~---}-··-····--········-------·-·····-···.-· '" J . ·-··--·· 
!Ke i i. ' 

......... ; ········_·---·····'"····--·-«·'··----········---····· ! ···-·· ; __ 
l Pada tanggal i : i 

········-:-- ········-----·---------·-· -- . --------------·····. -···----- .. ; ·····- ·---··. 
; ' 

···-·- l -··· --··-------- ----------·; ----·····------- ········----· ··--·;. ·-··- _: --······ ·- . - . 

' l 
-····- l _ 



I 

.............. .L .• _ .. ,_._ ,. , _ . 

VIIiPERHATIAN i 
i : ! ; 

------------· 1--------------------- .. ·-··· ----····-··- ! • ••••.• -· ---- -------·--------- •. ···--· ·····--- ·-·-···-----··'"· ·-··· ·-- -----·--· ----- -·- ----·-·. • -- _,. --------------·. i Pengguna Anggaran yang menerbitkari SPD, pegawai yan 
j melakukan iperjalanan dinas, para pejabat yang mengesahka 
ltanggal beranqkat/Liba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggun 
Vawab berdaearkari peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabil 
1Negara mknderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, da 
i kealpaannqa. 

- 1 . ... i . -, ,: 

i . . 
.... ·-\ '• -· . "1 .. ·-:- .. ·-;' 

I :: 
' ; . . ·--------. -----------·-------·--·· ·---------- - 

. Kabu pateri Bombana Kabupaten Bombana 
--·-····--·-··-·--·--···-··--·········-. ···-·-···I ······· . .. ·····-··· ···-·· ······- -····---····-- . ·--·······-··· ··-··-·· -··-······· ·- ·- .......•.............. ····--··-··· ··-·· -· .. .. . . 

Selaku Pengguna Anggaran, Selaku Pengguna Anggaran, 

Kepala SKPD . ______________ Kepala __ S~PD 

.. 
: • j iPada 

i 

itanggal 

i .. -·--·-·-··----·------- ------------ .. --·-···------ - ------·--·-···--'""'" ---···- 

I 

. I -·-··-·---···"{"-· ··1- .. --- .. ; 

·; I 
----·---------···------ ! •. --.-!. . 

V. iTiba -- ··=··:; -· 
lkembali di ! f 

_______ .,j ,, ... _. ..... , .• _ .. ._, ...... ---'.---···- 

,.-- .. ····-······-·) ..... ·······-·-" 

[Telah diperiksa deng 
i keterangan bahwa perjalanan 

··---- . . . . ltersebut di atas ben 
I dilakukan atas perintahnya d 
isemata- mata untuk kepenting 
ijabatan dalam waktu yan 
j sesingkat- singkatnya. 

····~ .. ··--·l····-·····-···--·· .. ·-·-·--·-···-···i··""""""'"'" .. ---·······•"""''"'''°'"'-""" 



NAMA 
NIP ~ . 

KEPALA SKPD . 
KABUPATEN BOMBANA 

Pada Tanggal xx 
Dikeluarkan di 

Demikian i Surat Perintah Tugas mi dibuat untuk dapat 
dilaksanakan derrgan penuh tanggung jawab. 

Dengan Ketentuan : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada 
- 

1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten BombanaTahun Anggaran 20:xx 

Tanggal penugasan : 

: Melaksanakan Lem bur . Untuk 

. 
--- 

I 

NO NAMA NIP PANGKAT/GOL. 
! 

RU ANG 
,- 

' 1 ' 
2 ! 
3 ' 
dst 

i 

MEMERINTAHKAN : 
dengan ini: 
Kepada · 

RuangJabatan I 
GoH 

I 
Pangkat/ 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 
NIP · •.... ·. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

' ...... ~ . Dasar 

SURAT PERINTAH TUGAS 
Nomor: 

BOMBANA PEMERINTAH KABUPATEN 
I 

[KOP SKPD) 



NAMA 
NIP . 

PPTK 

3 

' Jam Pelaksanaan Tanda 
No Nama Tangan 

Mulai Selesai Jumlah 

• 1. 

2 
. 

: 

3. 
' 

els 4 
"' t., 

' 

2 

SKPD 
Hari 

Tanggal 
Sub Kegiatan 

DAFTAR HADIR LEMBUR . 
' 
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NAMA 
NIP . NAMA 

NIP . 

Yang Melaporkan, 
Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan 

Mengetahui, i 
Sekretaris/ Kabag 
/Kabid Selaku 
Ko ordinator 

. . . . . . . . . . , 20.xx 

' 

D~mikian kami laporkan dan terimakasih . 

Dasar SK Tim Nomor Tanggal, 
: 

dapat kami laporkan Laporan Aktivitas yang telah 
dilaksanukan sebagai berikut: 

! . 

1 . . .. : . 
i 2. . .. •:• . 

3. Dst.J. 

Kepada . 
Yth. Ba.pa k Kepala SKPD . 

I 

Perihal :! Laporan Aktivitas 

Atas Honorarium BulanTahun Anggaran 20xx 

LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITAS 

BOMBANA 
[KOP SKPD] 

KABUPATEN PEMERINTAH 



... 

. Rencana Pembayaran belanja menggunakan uang 
BESARAN Uf = persediaan Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP 

: dalam setahun 

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
Alternatif : 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi 
a. pengajuan LPJ UP Menentukan besaran rencana 

I 

belanjal dengan LS, yang merupakan penjumlahan 
antara 1besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, 
belanjajtak terduga, dan belanja transfer. 

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan 
I 

menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan 
total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran 
belanja i LS yang sudah dihitung. 

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara 
melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi 
dan/ atk.u pengalaman tahun-tahun sebelumnya. 

d. Menenthkan besaran UP dengan rumus: 
i 
i 

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) 
merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang 
ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan 

I 

besaran UP yang dilakukan oleh BUD. Beberapa ketentuan 
umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah 
sebagai berikut: 

I 

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan 
tidak mengguriakan mekanisme LS. Dengan demikian, 
penghrrungan besaran UP didalrulut dengan melakukan 
perhitungan besaran anggaran belanja yang akan 
menggunakan LS. 

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi 
tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan 
pada DPA-SKPD. 

I 
b. Ketentuan Pelaksanaan 

I 

m. PENETAPAN1 BESARAN UANG PERSEDIAAN 
a. Ketentuan Umum 

' 



Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat 
Pelirnpab.an UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara 
Pengeluar~ untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
Pelimpahari UP ini bertujuan untuk memperlancar proses 
pelak:sanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 
Pelimpahari UP digunak:an untuk membiayai belanja-belanja 

I 

yang dilak:ukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar 
I 

LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena 
I 

adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara 
Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan 

! 
permirrtaari pembayaranmenggunak:an SPP-LS dan SPP-TU. 
Beberapa i ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP 

I 
adalah sebagai berikut: 
a. Proses i pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan 

internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari 
i 

Pengguria Anggaran (PA). 
b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpf=lhkan sebagian UP yang dikelolanya kepada 
Bendahnra Pengeluaran Pembantu untuk pelak:sanaan sub 
kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non 
tunai melalur pemindahbukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan 
dalam strrat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP 
kepada] Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan 
mempeftlmbangkan usul Bendahara Pengeluaran. 

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut 
memperhiturigkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh 

I 

Kuasa pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelak:sanaan 
kegiatah. 

I 

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, mak:a Beridahara 
i Pengehrarari dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melakulcan pencatatan pada buku- buku terkait. 
I 

n. PROSES PEJ;,IMPAHAN UANG PERSEDIAAN 
a. Ketenruan Umum 

! 

Alternatif 12: Batas mak:simal nilai UP ditentukan berdasarkan 
I 

pagu anggaran SKPD 
a. Menetapkan batas mak:simal nilai UP berdasarkan pagu 

anggar~ yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan 
dalam contoh di bawah ini ( angka hanya sebagai ilustrasz): 
i. Malcsirnal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD 

sampai denganRp.500.000.000. 
ii. rnalcsirnal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas 

Rp.Sp0.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000. 
iii. mak:~imal Rp.100.000_.000 untuk Pagu DPA SKPD 

diatasRp.1.000.000.000. 
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Permintaa'.n Pembayaran dilakukan oleh Bendahara 
·Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses 
awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait 
sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses 

I 
permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronikl 
Berdasarkari ketentuan dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 
138 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, permintaan 
pembayaran diatur sebagai berikut: 
a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui 

I 
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 

b. diperaamakan dengan SPD. Pengajuan SPP kepada KPA 
ber'daaarkari pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, 
disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK 

I 
Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. Pengajuan SPP kepada KPA 

I 

berdasarkan pertimbangan besaran anggaranKegiatan SKPD, 
disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK 

i 
i 

a. Ketentuari Umum 
o. PERMINTAAN PEMBAYARAN 

I 

f. Bend8fara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas 
peng~naan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara 
Pengeluaran. 

g. Pelimpahari UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu 
berak'h'ir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan 
telah ~elesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang 
persediaan, disetorkan secara non tunai melalui 
peminqahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran 
Pemb8.ftu ke rekening Bendahara Pengeluaran. 

b. Ketentuan Pelaksanaan 
Ketentuari pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut: 
a. Penggup.a Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP 

berdasarkan usulan dari - Bendahara Pengeluaran. 
b. Bendafiara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan 

pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa 
I 

Perigguria Anggaran. 
c. Berdasarkari besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh 

I 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan 
UP ke rekeriing Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

d. Beridahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 
! 

Pembaritu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut 
pada buku-b'uku terkait. 

Bendabara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan 
permintaari pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara 
Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai 

- I 
bukti-bukti transaksi. 

! 

. I 



k. Penerbrtan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh 
I BendaharaPengeluaran untuk pembayaran: 
! 

1) gaji dan tunjangan; 
2) ke~ada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 
3) kepada pihak ketiga lainnyasesuai denganketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
I 

I. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran 
I 

pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh 
! 

Berrd.alaar'a Pengeluaran Pembantu dalam hal PA 
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. 

m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran 
I • pengadaan barang dan jaaa oleh Bendahara 
I Pengeltiara.ny Berrdalaara Pengeluaran pembantu, dilakukan 

paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari 
pihak ketiga melalui PPTK. 

Pengeluaran 
melaksanakan 
tidak dapat 

SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 
I 

dipersamakari denganSPD. 
d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas 

I 
SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP 
yang l dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
Pemba'.ntu terdiri atas SPP TU dan SPP LS. 

I 

e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 
I 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 
Pengaj1uan SPP UP diajukan dengan melampirkan 
keptrtuean Bupati tentang besaran UP. 

f. Penerl!>itan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

I 

Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli 
pertanggungjawaban penggunaan UP. 

I 

g. Ketenruan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

h. Benddhara Pengeluaran atau Bendahara 
Pembktu mengajukan SPP TU untuk 

I 

kegiatan yang bersifat mendesak dan 
I menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU. 

i. Batas! jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat 
peraetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian 
kebuttrhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan 
Peratti.ran Bu pati. Dalam hal sisa TU tidak ha bis digunakan 

I 
dalani 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian 

I rencana penggunaan dana. 
I 

j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan 
urituk: 

1. Kegiatari yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 
I dan/atau 

11. Kegiatari yang mengalami perubahan jadwal dari yang 
telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar 
kendali PA/KPA. 

! 

. I 
I 
! 



3) barrruari keuangan; 
bi idi 4) SU, SI 1; 

' 
e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau 

pihak i terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Pengajuan 

I 

permirtaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam 
SPP TU yang terdiri atas: 
1) Ringkasan SPP-TU; 
2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub 

f. rirician objek. Belanja LS adalah belanja yang dananya 
ditran'.sfer langsung dari RKUD ke rekening pihak 
ketiga', Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan 

' 
dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan 

' transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke 
' perier'irnajtarrpa melalui rekening bendahara pengeluaran/ 

beridahara pengeluaran pembantu). 
I 

g. SPP-IJS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk 
pembayaran antaralain: 

I 
1) hib;ah berupa uang; 
2) barrtuan sosial berupa uang; 

I 

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati 
tentarig besaran UP dan disertai dengan pernyataan 

I 
pengguna anggaran bahwa uang persediaan akan 
diguriakan sesuai dengan peruntukannya. 

I 
d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang 

telah ! diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak 
melebihi besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas: 
1) Rin'glcaaarr SPP-GU; 
2) Rirician belanja yang diajukan penggantiannya sampai 

dengan sub rincian o bjek; dan 
3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP. 

n. Pengaj,uan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan 
yang l ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

I 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
I 

beberapa' ketentuan sebagai berikut: 
a. Dalarn rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD 

I 
diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran 

I 

SKPD.i 
b. Besar~ UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan 
I 

satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, 
I 

berdasarkan pertimbangan: 
I 

1) ketersediaan kas di RKUD; 
! 

2) rericana pembayaran belanja dengan menggunakan 
mekanisme LS; 

i 
3) be saran anggaran SKPD. 

! 



5) bagi hasil; 
I 

6) belarija tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 
perrerirnaa'n yang terjadi pada tahun anggaran 
sebelumnya; 

7) pembayarari kewajiban pemda atas putusan pengadilan, 
I 

daritrekornerrda.si APIP dan/ atau rekomendasi BPK. 
h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai 

kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengajuan 

I 

Permirrtaari Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam 
I 

SPP-LS yang terdiri atas: 
1) Ringka.san SPP-LS; 
2) Ririciari belanja yang diajukan pembayarannya sampai 

I 

dengan subrincian objek. 
i. Pihak I ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode 

e-billinq untuk pembayaran atau penyetoran pajak 
secara elektronik kepada PPTK. 

i b. Ketentuan Pelaksanaan 
i 

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP 
i. Berrdahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai 

derigan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK 
I 

Bupati; 
ii. Beri.dahara Pengeluaran mengajukan permintaan 

I 

pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran 
melalui PPK-SKPD. 

! 
b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU 

' 
1) Peri.erbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan 

I 

oleh BendaharaPengeluaran dalam rangka mengganti UP. 
2) BeJ?-dahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA 

melalui PPK- SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan 
Pentanggurigjawabari UP. 

i 

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang 
dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. 

I 
4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling 

sedikit SOo/o (lima puluh persen) atau batasan tertentu 
sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. 

5) Berdaaarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan 
UP; yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran 
menyiapkan: 

I 

1. LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti 
transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen 
perpajakan terkait. 

2. Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan 
c. dalam SPP- GU. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU: 
a) PPTK menyusun rericana kebutuhan belanja yang akan 

I 

1didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan 
DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana 
tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan 

I . "I 



Pengeluaran 
TU yang 

belanja TU, yaitu: 
(1) Kegiatan yang bersifat mendesak; 
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP­ 

i UP/GU. 
b) PPfK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana 

'IlU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU 
yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana 

' Belanja TU. PPfK kemudian menyampaikan Daftar 
Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA 
urrtuk mendapatkan persetujuan. 

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan 
Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD. 

d) RPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian 
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah 
tjengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 
I 

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembaritu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja 

I 

TU sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran 
TU. 

I 
b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembarrtu meneliti rencana belanja TU dengan langkah 
sebagai berikut: 
VJ Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

i belanja. terkaittidak melebihi sisa anggaran; 
(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana 

untuk belanja terkait telah disediakan; 
(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/ atau 

dokumen yangmendasarinya; 
c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

I 

Pembantu menyiapkan permintaan 
didokurnentaaikan dalam SPP-TU; 

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan 
pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK­ 
SKPD. 

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan 

a) :pPrK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan 
runjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan 
pembayaran LS Gaji dan Tunjangan. 

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi: 
(4) Daftar perubahan data pegawai yang 

ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangan; 
(5) Salinan dokumen pendukung perubahan data 

pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang 
berwenang meliputi: 

(a) gaji induk; 

. I 
I 



(b) gaji susulan; 
(c) kekurangan gaji; 
(d) gaji terusan; 
(e) SK CPNS; 
(0 SK PNS; 
(g) SK kenaikan pangkat; 
(h) SKjabatan; 
(i) kenaikan gaji berkala; 
0) surat pernyataan pelantikan; 
(k) surat pernyataan melaksanakan tugas; 
0) daftar keluarga (KP4); 
(m) fotokopi surat nikah; 
(n) fotokopi akte kelahiran; 
(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran 

(SKPP) gaji; 
(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
(q) surat pindah; dan 
(r) surat kematian; 

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 
I 

peruntukannya. 
c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan 

dokurnerr pendukung, Bendahara Pengeluaran 
I 

memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan 
dengan langkah antara lain: 
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

r belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak 
melebihi sisa anggaran; 

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan 
dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan 
diajukan telah disediakan; 

(~) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji. 
d) Berdaaarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS 
' Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam 

SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut 
disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD. 

2) Perigaju ari Permintaan Pembayaran LS Pengadaan 
I 

Bararig dan J asa 
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembaritu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa 
9-engan mengacu kepada berita acara dan dokumen 
pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud 
antara lain: 

i 

(1) dokumen kontrak; 
(2) berita acara pemeriksaan; 
(3) berita acara kemajuan pekerjaan; 
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' (7) surat jaminan bank; 
(8) surat referensi/keterangan bank; 
(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan 

bank RKUD; 
(tp) surat pernyataan kesanggupan dari pihak 

lain/ rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan 
1 seratus persen sampai dengan berakhir masa 
! kontrak: 
' ' 

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak- 
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar 

, negen. 
Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan 
dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat 
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. 

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembarrtu memverifikasi rencana belanja pengadaan 
barang dan jasa dengan langkah antara lain: 
(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan 

dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang 
akan diajukan telah disediakan; 

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan 
diajukan tidak melebihi sisa anggaran; 

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas 
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima 
(BAST), dan dokumen pengadaan barang danjasa. 

c) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara 
Pengeluarany Beridahara Pengeluaran Pembantu 
rnenyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS 
Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan 
dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa. 

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
' Pembaritu mengajukan persetujuan permintaan 

pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut 
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK- unit SKPD. 

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak 
I 

Ketiga Lainnya 
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya 
dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan 
dokumen pendukung lainnya. 

I 

b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya 
~esuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
uridangan, dihitung berdasarkan keputusan Bupati 
dan/ atau dokumen pendukung lainnya yang telah 

(4) berita acara penyelesaian pekerjaan; 
(5) berita acara serah terima barang dan jasa; 
(6) berita acara pembayaran; 
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Uang' Persediaan 
SPP-UP 

I 
i 

1. NamaSKPD . . . ......................................... 
I 2. Nama 1engguna 

. . . ......................................... 
Anggaran 

I 

3. Nama Bendahara . 
I 

. . .............................. - .......... 
Pengeluaran 

I 

4. NPWP Bendahara . 
I 

. 
Pengelµaran 

PEMER~NTAH KABUPATEN BOMBANASURAT PERMINTAAN 
I 

PEMBAYARAN 
Nomor : . 

SPP~UP 

i 
Iluetrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai 
berikut:i 

I 

! 

' 
c. Dokurnen Terkait 

i 
diverifika.si oleh bendahara pengeluaran. 

I 

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
PJmbantu rnernverifike.ai rencana pembayaran kepada 

I pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan 
I peraturan . perundang- undangan dengan langkah 
I 1 • antara am: 
I 

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 
i pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai 
/ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
i yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran; 

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan 
dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang akan diajukan telah 
disediakan; 

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan 
I ' berdasarkan keputusan Bupati dan/ atau dokumen 

pendukung lainnya. 
I 

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara 
Piengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga 
lhlnnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada 

! 

fihak Ketiga lainnya. 
e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembaritu mengajukan persetujuan permintaan 
pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada 
f A/KPA melalui PPK- SKPD /PPK-Unit SKPD. 

i 



' 

5. Narna Barrk . . . ......................................... 
6. Nomor Rekerringfsarikj: . • ......................................... 
7. I Untuk Keperluan . . . ......................................... 

I 

8. Dasar Pengeluaran . SPD Nomor ... tanggal .... . . .. 
i Sebesar: Rp ........................... 
' 

(Terbilang ............................ ) 

No Uraian : 

I SPD ! 

'Tariggat . Nomor: ............ Rp . . . ........... 
Tarrggal . Nomor: Rp . . . ........... . ........... 
Dst . Dst: Rp . . . ................. . .....•..•..... 

! 
i 

' II SP2D Sebelumnya 
T'arrgga! . Nomor: Rp . . . . . . . . . . . . . . ........... 
Tarrgga.l . Nomor: Rp. . . . . . . . . . . . . . ........... 
Dst . I Dst: Rp . . . , ................ . .............. 

! 

Pad a SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan 
sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPF 

I 

lill. 
I 

......... tanggal ......... 
Bendahara 
Pengeluaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP. 

Lem bar fAsli . Untuk Pengguna . 
Anggaran/ PPK-SKPD Salinan 1 . Untuk . 

! 

KuasaBUD 
Salinan 2 . Untuk Bendahara Pengeluaran 

! 

Salinan 3 . Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 
I 



. -. 

(Nama Lengkap) 
NIP . 

(Nama Lengkap] 
NIP l . 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara 
Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

i 

Mengetahui/ Menye 
tujui: . I Pengguna 
Anggaran / Kuasa 

I Pengguria 
Anggaran 

! 

Terbilang : ## rupiah ## TOTAL . 
I 
f 
! 

I 

No ~ode Rekening Urai Nilai 
! 

Rupiah I an I 

Nama Kegiatariy Sub Kegiatan 1 

1. I x.xx.xx.xx.xx.xxx ....................... 
2. ' x.xx.xx.xx.xx.xxx ....................... 

! 
3. Dst I 

I 

Nama Kegiatarr/ Sub Kegiatan 2 

4. i x.xx.:,pc.xx.xx.xxx ........................ 
5. i x.xx.:,pc.xx.xx.xxx ........................ 
6. I x.xx.xx.xx.xx.xxx ........................ 
7. I x.xx.~.xx.xx.xxx ........................ 
8. Dst I 

I 
I 

Nama Kegiatarry Sub Kegiatan 3 

9. I x.xx.xx.xx.xx.xxx ........................ 
I 

10. Dst i 

' 

RINCIANIRENCANA PENGGUNAAN 
i 
i 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN 
I 

(SPP-UP) ' 
! Nomor : . 
! Tahun Anggaran : ~ .. 

i 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
' ! 

- I 
! 
I 



~ . ..,.. - 

' Gan ti Uang 
l Persediaan 
' SPP-GU ' 
I 
i 

1. NamaSKPD . . . ................................... 
2. Nama Pengguna: .................................... 

i 
Anggaran] 
3. Na.ma Bendahara: . ................................... 
Pengeluaran 
4. NPWP Bendahara: . ................................... 

; 

Pengeluaran 
5. Nama Bank . . .................................... 
6. NomorjRekening Bank . . .................................... 
7. Untuk jKeperluan . . .................................... 
8. Dasar Pengeluaran . SPD .... N omor .... tanggal .... . 

! Sebesar: Rp .................. 
i (Terbilang ........................ ) ' ; 
' 

No Uraian 
; 

: 

I SPDI 
Tariggal . Nomor: Rp. . . ... . . . . . . . . . . ........... 

i 

Tariggal . Nomor: Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 
! 

Ost I Ost: Rp. :• ................. ···•·············· 
[ 

II SP2D Sebelumnya 
Tanggal . Nomor: Rp. . . . . . . . . . . . . . . . .............. 

j 

Tariggal . Nomor: Rp. . . . . . . . . . . . . . .............. 
i 

Ost I: ................. Ost: ··••········•••••· Rp. 
' ' 

I 
i 

PEMERINTAH K.ABUPATEN BOMBANA 
i 

su;RAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
Nomor : . 

e. SPP-GU 
! 



Untuk Pengguna 
Salinan 1 : Untuk 

Lembar ; Asli 
Anggarany PPK-SKPD 

I 

Kuasa BUD 
Salinan 2!: Untuk Bendahara Pengeluaran I . 
Salinan 31 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 

' 
(nama lengkap) 
NIP J . 

(tanda tangan) . ! 

Pada · Slj>P . ini ditetapkan lampiran-lampiran yang 
diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan 
dokumen !sPP ini. 

i 
......... tariggal . 

I Bendahara Pengeluaran 
I 



- --, 

(Nama Lengkap) 
NIP . (Nama Lengkap) 

NIP . 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara 

_ Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

Mengetahui/Menyetujui: 
Pengguria Anggaran/ 
Kuasai Pengguna 

I 

Angg~an 
' 

rupiah s s 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Terbilarig : ## 

No . Kode Rekening Urai Nilai 
i an Rupiah 

Nama Kegiatarr/ Sub Kegiatan 1 
1. x.xx:Jxx.xx.xx.x:xx .................... 
2. x.xxlxx.xx.xx.x:xx . ................... 
3. Dst : 

i 

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2 
4. I x.xx~xx.xx.xx.x:xx ......... - . - ........ 
5. x.xxl.xx.xx.xx.x:xx . ................... 
6. I x.xx.xx.xx.xx.x:xx .................... 
7. ' x.xx.xx.xx.xx.x:xx ................. 
8. Dst ! 

i 
I 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
9. ' x.~.xx.xx.xx.x:xx ................. 
10. .Dat I 

' 
i 

j RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 
' 

! Nomor : . 
/ Tab un Anggaran : . 
' 

KABUPATEN iPEMERINTAH 
/BOMBANA 
i 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG 
PERSEDIAAN (SPP-GU) 

r 
I 



Tambahan Uang Persediaan 
SPP-TU 

Nama SKPD/Unit Kerja . . . ...................................... 
Kade dan Nama Sub Kegiatan . . 
Nama ' Pengguna ! . . . ................................... 
Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran 
NamaPPTK ! . 

' 
. 

··Nama Bendalrara Pengeluaran : .................................... 
' 

/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu ! 

NPWP Beridahara Pengeluaran . . 
/Bendahara ' Pengeluaran 

' Pembantu ; 

NamaBank . 
i . . ...................................... 

, Nomor Rekenirig Bank . . . ...................................... 
Untuk Keperlu an . . . ...................................... 
Dasar Pengeluaran SPD 

. . Nomor ... tanggal .... . . ...... 
i Sebesar: Rp ! ........................ 

(Terbilang ............................. ) 

No Uraian ' 

I SPD i 

Tanggal ! Nomor: Rp. : i •••••••••••••••••••• . .............. 
Tanggal . ! Nomor: Rp. . t •••••••••••••••••••• . .............. 

I 

Dst . i Dst: Rp. . . ......................... . ....••••••...•... 
I 
' 

' II SP2D Sebelurrmya 
Tanggal I Nomor: Rp. . ', ................... . . .............. 
Tanggal . Nomor: Rp. . . ................... . .............. 

' Dst . Dst: Rp. . ....................... . ••..••..•........ 
; 

Pada SPP . . ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan tnl 
sebagaimana tertera pada daftarkelengkapan dokumen SPP ini. 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
I 

SU!RAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
Nomor : . 

f. SPP-TiU 



Lem bar Asli: Untuk Pengguna 
Anggaran/PPKiSKPD Salinan 1 : Untuk 
Kuasa BUD 1 

i 
Salinan 2 : Urrtu.k Bendahara Pengeluararr/ PPTK 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

(nama lengkap) 
NIP. 

' (nama lengkap) 
I 

NIP. 

(tanda tangan) (tanda itangan) 
! 

......... tanggal. . 
Bendahara Kegiatan 
Pengeluaran/ Bendahara 
Pengeluaran Pembantu 

Pejabat Pelak~ana Teknis 
f 



- .. .., 

(Nama Lengkap) 
NIP . 

(Nama Lengkap) 
NIP ! •.• 

Pengeluaran Bendahara 
Pembantu 

(Tempat, Tanggal) 
. Bendahara Pengeluaran/ Kuasa 

Mengetahui/ Me11yetujui 
Pengguna Anggaran/ 
Pengguna Anggaran 

TOTAL . 

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 

Nama Kegiatarr/ Sub Kegiatan 1 

1. i x.:xx.:xx.:xx.:xx.x:xx .......................... 
' 2. x.:xx.:xx.:xx.:xx.x:xx .......................... 

3. Dst 
! 

I 

I 

Nama Kegiatan Z Sub Kegiatan 2 
I 

4. I x.:xx.~.:xx.:xx.x:xx .......................... 
5. ! .x.xx.ccx.xx.ocx.xxx .......................... 

I 

6. x.:xx.~.:xx.:xx.x:xx .......................... 
! 7. x.:xx.:xx.:xx.:xx.x:xx .......................... 

8. Dst : 

Nama Kegiatan./ Sub Kegiatan 3 
i 

9. x.:xx.:xx.:xx.:xx.x:xx .......................... 
10. Dst : 

i 

I 

I 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

Nomor : . 

Tahun Anggaran : . 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

SURAT Pp;RMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG 
PERSEDIAAN (SPP-TU) 



- - -e : 

[Nomor . . . .................... 
Langsung Gaji dan Tunjangan 

I SPP-LS : 
: 

l.Nama SKPD/Unit Kerja . . . ...................................... 
2.Kode dan Nama Sub Kegiatan . . . ...................................... 
3.Nama ! Pengguna: ....................................... 

I Anggararr/Kuasa Pengguna 
Anggaran 
4.NamaPPTK . . . ...................................... 

I Pengeluaran S.Nama Bendahara . . . ...................................... 
I Pengeluaran 6.NPWP Bendahara . . . ...................................... 

7.NamaBank I . . . ...................................... 
8.Nomor Rekenirig Bank . . . ...................................... 
9.Untuk Keperlirari . . . ...................................... 
10. I SPD Nomor tanggal ... Dasar Pengeluaran . . .... . .. 

! Sebesar: Rp ........................ 
( Terbilang .............................. ) 

Uraian ' No 
I SPD I 

Tanggal . Nomor . Rp. . . .: ........................ . . .............. 
Tanggal ' Nomor Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 
Dst . Dst: Rp. . ............................. . ................. 

! 

SP2D I II Sebelumnya 
Tanggal . Nomor: . .............. Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tanggal . ; Nomor: Rp. ' ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dst . Dst: . .................... Rp. . ••.....••.•....••••....... 

' 
Pada SPP inil ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan 

I sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 
! 

P~MERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
' SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

g. SPP-L~ Gaji dan Tunjangan 



! 
'\ 

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

Lembar Asli: Untuk PenggunaAnggaran/PPK-SKPD 
.Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 

: 
Salinan 2: Urrtuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 

! 

(nama lengkap) 
NIP. 

(nama lengkap) 
I 

NIP. ; 

(tanda tangan) (tanda tangk) 
' 
[ 
' 

......... tanggal. . 
Bendahara 

Bendahara Pengeluaran 
Pejabat Pelaksana Telm.is 

I 

Pengeluararr/ Kegiatan 
Pembantu i 

l 



(Nama Lengkap) 
NIP . 

(Nama Lengkap) 
I NIP : . 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

' ' 
Mengetalrui/ Menyetujui: 
Pengguna Anggaran/ Kuasa 

f Pengguna Anggaran 
1 
I 

Terbilang : ##:. rupiah ## 
I 
i 

'1'()'1'1\1, •••••••••••••••• 

No Kode Rekening Urai Nilai 
I an Rupiah 

Nama Kegiatan / Sub Kegiatan 1 

1. I x.xx.xx.xx.xx.xxx .................... 
2. x.xx.~.xx.xx.xxx . ................... 
3. Dst i 

I 

Nama Kegiatan / Sub Kegiatan 2 

4. I x.xx.xx.xx.xx.xxx .................... 
5. i x.xx.xx.xx.xx.xxx .................... 

' 6. x.xx.xx.xx.xx.xxx .................... 
' 7. ' x.xx.xx.xx.xx.xxx .................... 

8. Dst i 
' ! 
I 

Nama Kegiatan./ Sub Kegiatan 3 

9. l 
X.XX.X?{..XX.XX.XXX ..... - .............. 

I 
10. Dst i 

I 

; RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

' 
: Tah un Anggaran : . 
i 

Nomor 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
' SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

LANGSUNG (SPP-LS) 
I 

' GAJI DAN TUNJANGAN 



' Lang sung Gaji dan Tunjangan 
SPP-LS I 

i 
' 

1. Nama SKPD/Unit . 
' 

. . ......................................... 
Kerja ' 

2. Kode dan Nam.a Sub . 
' 

. . ......................................... 
Kegiatan I 

3. Nam.a Pengguria . 

1 
. . ......................................... 

Anggaran/Kuasa 
Pengguna 
Anggaran I 

~ 4. Nam.a PiPTK . I . . ......................................... 
5. Nam.a Bendahara . 

' 
. . ......................................... 

Pengeluaran 
6. NPWP Bendahara . . . ......................................... 
Pengeluarari I 
7. NamaBank . 

~ 

. .......................................... 
8. Nomor Rekening . . . ......................................... 
Bank ! I 

I l 9. Untuk Keperhran . . . ......................................... 
10. Dasar[ Pengeluaran . SPD Nomor: tanggal . . . . . . . . . . . . . 1 . ... . .. 

i Sebesar: Rp ........................... 1 
(Terbilang .............................. ) 

I 

No Uraiah 
' I I ' 

I SPD ! 
Tarrggal . Nomor: Rp. . . ......... . .................. 
Tariggal . Nomor: Rp. . . .......... . ................. 
Dst ' Dst: Rp. • i 

• i ................. ..................... 
i I 

II SP20; Sebelumnya 
Tarrggal . Nomor: Rp. . . .......... . ................. 
Te.rrgge.l . Nomor: Rp. . . ........... . ................. 
Dst • I Dst: •...••...••.......••• Rp. 

• 1 
...••............ 

Pad a SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan 
I sebagaimana tertera pada daftar kelerigkaparf 

dokumen SPP ini. i 
I 
I 

-I 

! 

Nomor : . 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) 

BARANG DAN JASA 

h. SPP-L~ Barang dan Jasa 

, r 



Lembar i Asli Untuk Pengguna 
AnggarantPPK-SKPD Salinan 1 : Untuk 
Kuasa BUD 

I 
Salinan i 2 Untuk Bendahara J I 

Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk 
i . 

Arsip Bendabara Pengeluaran/PPTK .______ _ 

(nama lengkap) 
NIP. 

(nama lengkap) 
NIP. ' 

(tanda tangan) (tanda tangan] 
! 

............ Tanggal . 
Bendahara Pejabat Pelaksana 

Pengeluaran Teknis Kegiatan 
I 



(Nama Lengkap) 
NIP . (Nama Lengkap) 

NIP ~ .' . 

Mengetahui/ Menyetujui: 
'Pengguna Anggaran/ 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara ·Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu Pengguna Kuasa 

Anggaran 

I TOTAL.' . 
Terbilang : ## rupiah ## 

No : Kode Rekening Uraian Nilai 

' Rupiah 

Nama Kegiatarr/ Sub Kegiatan 1 

1. I x.xx.xx.xx.xx.xxx .............. 
2. x.xx.xx.xx.xx.xxx .............. 
3.' D~t 

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2 

4. ! 
X.·XX.XX.XX.XX.XXX ................. 

. 
I 5. X.:XX.XX.XX.XX.XXX ................. 

6. i x~xx.xx.xx.xx.xxx ................. 
7., xlxx.xx.xx.xx.xxx ................. 
8. okt 

Nba Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
I 

9. x~xx.xx.xx.xx.xxx ................. 
I 

10. Dst 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

i Tah un Anggaran : . 

[ Nomor 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) 
I 

! BARANG DAN JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
I 
' 

- I 



Langsung Pihak Ketiga Lainnya 
SPP-LS I 

l 
I 
I 

1.Nama SKPD/,Unit Kerja . . . ......................................... 
2.Kode dan l Nama Sub: i .......................................... 
Kegiatan i 

3.Nama ! Pengguna: i .......................................... ; 

Anggaran/Kuasa Pengguna 
I 

Anggaran 
4.NamaPPTK ! . 

i . .......................................... 
5.Nama ! Bendahara: ' .......................................... 

: 

Pengeluaran ' 
i 

6.NPWP f Bendahara . . . ......................................... 
Pengeluaran : 

7.Nama Bank! . . . ......................................... 
8.Nomor Rekeriing Bank . . . ......................................... 
9.Untuk Keperluan . . . ......................................... 
10. Dasar Pengeluaran . SPD Nomor: tanggal . . . . . .. . ......... 

I Sebesar: Rp 
' 

........................... 
! 
! (Terbilang ............................................. ) 
! 
i 

No Uraian ! 
i 

: 

I SPD I 
' 

Tanggal ' Nomor: Rp . . . . ................... . .............. 
Tanggal . Nomor: Rp . ~ .................... . .............. 
Dst . I Dst: Rp. . . ....................... . .................... 

! 
I 

II SP2D Seberurrmya. 
Tanggal . Nomor: Rp . ~ . ................... ............... 
Tanggal ~ Nomor: Rp . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 
Dst . I Dst: Rp. . •.•..••..•..••......... . ...•.••..••...... 

i 
I 

Pada SPP llll ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan 
I 

sebagaimana rertera. pada daftar 

J 
i 

kelengkapan dokumen SPP ini. 

Nomor : . 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
! 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
I 
I 

a. SPP-LSiPihak Ketiga Lainnya 
! 
i 



r 

Lem bar Asli] Untuk Pengguna 
Anggaran/PPK{SKPD Salinan 1 : Untuk 
KuasaBUD 
Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 : Uniuk Arsip Bendahara Pengeluaran/ PPTK 

(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

Pejabat Pelaksana 
I 

PengeluaranTeknia Kegiatan 

(tanda tangan] 
! 
i 
! 

(nama lengkap] 
I 

NIP. i 

. Tanggal . 
Bendahara 

. 1 I ......... tangga ··:· . 



oleh Bendahara 
pembantu, PPK- 

yang diajukan 
Pengeluaran 

d. Berdasarkan SPP-LS 
Pengeluaran./ Bendahara 

; 

Perintah mernbayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna 
Anggaran/~uasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah 
diariggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului 
dengan pro'ses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus 

I 
menandai i pengakuan belanja tersebut. Proses perintah 
membayar. mernuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 

! 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

! 
Berdasarkah ketentuan dalam Pasal 139 dari. Pasal 140 
Peraturan I Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
2022tentank Pengelolaan Keuangan Daerah, perintah membayar 
diatur sebagai berikut: 
a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan 

I 

UP kepadaKuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. 
! . 

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan 
pengganfian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD 
dengan rilenerbitkan SPM- GU. 

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan 
permiritaan TU kepadaKuasa BUD dengan menerbitkan SPM­ 
TU. 

p. PERINTAH M~MBAYAR 
a. Ketentuan Urnurn 

l 

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 
i Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1 

1. I x.xx:~xx:.xx.xx.xxx: .... - ..•••....••••....•• 
2. x.xx:~xx:.xx.xx:.xxx: . ...................... 
3. Dst l 

I Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2 
4. x.xx:Jxx:.xx.xx:.xxx: ....................... 
5. x.xx:.!xx.xx.xx:.xxx: . ...................... 
6. I 

X.XX.;:X:X.XX:.XX:.XXX: ....................... 
7. x.xx:.xx.xx.xx.xxx: . ....................... 
8. Dst ! 

! Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
' 

9. ' x.xx.xx.xx:.xx:.xxx: ....................... 
10. Dst i 

l 

~NCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

; 

PE1MERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SURAT PER+\1INTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) 

Pihak Ketiga Lainnya 
;N" omor : . 
' frahun Anggaran : . 



d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan 
dan keabaahan hanya untuk pengajuan permintaan 
pembayaran LS dan/ atau TU dari Bendahara Pengeluaran 
Pembaritu. 

e. PA/KPA i dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun 
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

f. Dalam ; hal PA/KPA berhalangan sementara, yang 
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang 
untuk menaridatangani SPM berdasarkan Surat Tugas 
PA/KPA.t 

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukan pejabat 
yang dib~ri wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan 

h. dengan Keputusan Bupati. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam 
penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan pada register 

I 

SPM. 

3) SPM-TU 
4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan 
5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa 
6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya 

I 

SKPD /f?PK Unit SKPD. melakukan verifikasi atas: 
i. kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih 
ii. kele~gkapan dokumen yang menjadi 

persyaratany sehubungan dengan ikatan/perjanjian 
pengadaan barang/jasa 

I 

iii. ketersediaan dana yang bersangkutan 
e. Berda.sarkari hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan 

pembay~an atas Behan APBD melalui penerbitan SPM-LS 
kepada ~uasa BUD. 

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA 
tidak menerbitkanSPM-LS. 

g. PA/KPAI mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil 
verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari 
terhitung sejak diterimanya SPP. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapa ketentuan sebagai berikut: 

! 

a. PPK-S~D/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan 
dan Iceabeaharr pengajuan permintaan pembayaran dari 

i 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

b. Perirrtahi pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran 
kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang 
disiapkah oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya 
melakukari verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan 

I 
pembayaran 

! 

c. Jenis S1!M terdiri atas: 
1) SPM-UP 
2) SPM-GU 

! 



... 

b. Ketentuan Pelaksanaan 
i 

a. Perintah] Membayar UP 
i. Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran, PPK- SKPD melakukan verifikasi dengan cara 
meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati. 

11. Dalarn hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD 
rnenytaplcan rancangan Perintah Membayar UP yang 
didokumerrtasikan dalam draf SPM-UP untuk 
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

i 

m. PA h~rus telah menyelesaikan dan menyampaikan Laporan 
Keuarigan Unaudited SKPD tahun sebelumnya. 

iv. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 
2 (dua] hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan 
sah, 

1untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, 
dengan dilengkapi: 
1. Surat Pengantar Berkas Pencairan; 
2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA 

(bermaterai); dan 
3. Surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (bermaterai) yang 

dilampir'i checklist kelengkapan dokumen. 
I 

b. Perintah Membayar GU 
1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ 

Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang 
diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah 
berikut: 
a) Merieliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran; 
b) M~neliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan; 
i . 

c) Menelitikelengkapan dan keabsahan bukti-bukti 
' trarrsaksi dan dokumen perpajakan terkait. 

d) Mcrieliri keeeeuedan jumlah perhitungan perigaju ari 

GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti 
tr'arieakainya. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ a tau 
ketidakabsahan dan/ atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD 
mernirrta perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada 
Bendk.hara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak 
diterimanya SPP-GU. 

3) PA harus telah menyelesaikan dan menyampaikan: 
a) Laporan Keuangan Audited tahun sebelumnya (setelah 

opirii BPK sudahkeluar); 
b) Bertta. Acara Rekon Pendapatan, Belanja dan Kas serta 

Rencana Pengguriaan Dana perperiode pencairan; 
c) Berita Acara Rekon Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS); 
d) Bertta Acara Dana J aminan Kesehatan Nasional (JKN) 

F~silitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per triwulan; 



c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD {bermaterai) 
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 

! 

c. Perintah Membayar TU 
! 

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara 
Pengelu ararr/Berrdahar'a Pengeluaran Pembantu yang 
disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK­ 
SKPP /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan 

; 

langkah sebagai berikut: 
a) Merieliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran; 
I 

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 
b~lanja terkaittelah disediakan; 

! 

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan 
pengajuan permiritaan Perintah Membayar TU. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau 
I 

ketidakabsahan dan/ atau ketidaksesuaian, PPK- , 
SKf:D/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau 
Penyempurnaan kepada Bendahara 
Pengeluarany Bendahara Pengeluaran Pembantu paling 
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 

3) PA p.arus telah menyelesaikan dan menyampaikan Berita 
Acara Rekon Pendapatan, Belanja dan Kas serta Rencana 
Penggunaan Dana perperiode pencairan; 

4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 
I 

PP~- SKPD /PPK- Unit SKPD menyiapkan pengajuan 
Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft 
SP¥-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

5) PAfrKPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling 
lam'a 2 ( dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan 
Ierrglcap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada 
Ku asa BUD, dengan dilengkapi: 
a) Surat Pengantar Berkas Pencairan; 
b) ~urat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA 

(permaterai)); 
c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/ PPK'"-Unit SKPD 

! 

e) Berita Acara Rekon Dana Kas Badan Layanan Umum 
I 

Daerah (BLUD) perbulan. 
4) Dalaih hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK 

I 

SKPq menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang 
didokumentasikan dalam draf SPM-GU untuk 
ditaridatangani oleh Pengguna Anggaran. 

5) Pengguria Anggaran menandatangani dan menerbitkan 
SPM~GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi 
dinydtakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan 
kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 
a) S~rat Pengantar Berkas Pencairan; 
b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA 

i . 

(bermaterai); dan 
: 



(bermaterai] yang dilampiri checklist kelengkapan 
I 

dokumen; 
d) Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian 

pertanggungjawaban TU dari PA/KPA (bermaterai asli 
cap basah). 

d. Perintah Membayar LS 
I 

1) Berd~sarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara 
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 

I 
dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK- 
SKPJ:? /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan 
langkah berupa: 
a) Merieliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

I 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
b) M~neliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan; 
' I . 

c) Merieliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 
pengajuarmya berdasarkan ketentuan peraturan 
peruridang- undangan sebagaimana yang tersimpan 
dalam dokumentasi di sistem. 

d) Merieliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung. 
i 

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS 
dengan dokumen pendukungnya. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau 
I 

ketidakabaahan dan/ atau ketidaksesuaian, PPK- 
SKPD /PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau 

i penyempurnaan kepada Bendahara 
Pengeluararr/Beridahara Pengeluaran Pembantu paling 
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 

I 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 
' PPK- SKPD /PPK- Unit SKPD menyiapkan pengajuan 

Periritah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft 
i 

SPN,1-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA 
4) PA/:KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling 

lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan 
lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada 
Ku~sa BUD, dengan dilengkapi: 
a) Surat Pengantar Berkas Pencairan; 
b) Strrat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA 

(bermaterai) 
c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD (bermaterai) 

yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 
d) Berita Acara Rekon Belanja, Kas dan Rencana 

Penggurraan Dana perperiode pencairan 
e) Lembar Verfilcasi kelengkapan Dokumen Aset dan/atau 

persediaan perperiode pencairan. 
t) Surat Pernyataan tanggung jawab fisik dan keuangan 

);7ang ditanda tangani oleh PA/KPA dan penyedia 
(masing-masing bermaterai) 

-• A 



NamaJelas NamaJelas 
I 

NIP I 

*Coret yang. tidak: perlu 
I 

Diterima tanggal, . 
Yang menerima 

Kepala SKPD . 
i 

Kabupaten Bombana 
i 

No i Uraian Ban yak Keterangan 
nya 

1 Beraama ini disampaikar. . . . ( ... ) Berkas usulan sudah 
berkas' usulan pencairar. Berkas diverifikasi sesuai 
UP /G{!J /TU /LS/GI/TPP*) ketentuan yang 
Dinas / Badan .... Sebesar berlaku dan 
Rp .... (terbilang ) dilampirkan dokumen 

kelengkapan pencairan. 
2 Kami pertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi 

data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan 
.......... ;(SKPD yang membidanqi Urusan Penunjang Keuangan) 
dari tanggung jawab akibat ketidakbenaran data dan 

I 

dokurrien yang disampaikan. 
; 

SURAT PENGANTAR BERKAS PENCAIRAN 
Nomor : . 

Temp at 

........................... ' xx 
Kepada Yth, 
Kepala ... (SKPD yang membidanqi 
Urusan Penunjang Keuangan) 
di- 

c. Dokumen Terkait 
! 

Ilustrasi dokurnen perintah membayar antara lain sebagai 
berikut: S{!RAT PENGANTAR BERKAS PENCAIRAN 

KOPSKPD - 

g) Ringkasan Kontrak/ SPK/ SP (bermaterai) 
I 

h) E-Billing pajak Rekanan. 
I 

i) Surat pernyataan pemotongan Pajak (apabila 
mengguriakan metode Swakelola) 

I 

j) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rekanan. 
k) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Rekanan. 
I) Fotocopy buku rekening/ rekening koran Bank yang aktif 

e. Rekanah. Penerbitan SPM dapat dilakukan dengan 
menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak 
dan dikirim secara online dalam bentuk file kepadaKuasa BUD. 

! 

., 



(Nama Jelas} 
NIP. 

(Materai) 

Pengguna 
Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran 

xx ........... ' 

Demikian i surat pernyataan 1n1 dibuat untuk melengkapi 
pernyaratan pengajuan SP2D UP pada SKPD kami. 

. . 

L Jumlah Uarig UP tersebut diatas akan dipergunakan untuk 
keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan 

I 

sesuai DPA"'-SKPD. 
2. Jumlah Uan~ UP tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran /- pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku 
harus dilakukan dengan pembayaran lainnya. 

Sehubungan derigari Surat Perintah Membayar (SPM) UP nomor 
I 

. . . tanggal . . . bulan . . . tahun ... yang kami ajukan sebesar Rp. . .... 
( terbilang) untuk keperluan SKPD Tahun Anggaran 2023, 
dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa: 

SURAT PERNYATAAN 

TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENGAJUAN. 
! 
' SP2D UANG PERSEDIAAN (UP) 

Nomor : . 

KOP SKPD. 

i 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

I 



(Nama JelasJ 
NIP. 

(Materai) 

PPK-SKPD 

xx ........... ' 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran 
i 

Surat Perintah [Mem bayar (SPM- UP) nomor . . . . tanggal . . . . bulan .... 
tahun ..... telah Iengkap dan Sah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada 
prosedur pengarsipan SKPD , serta kami bertanggungjawab 
sepenuhnya atas :pernyataan ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya 
mi tidak benar, rilaka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan 
varig berlaku. 

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa 
' paksaan dari pihak manapun. 
I 

Saya yang bertaridatangan dibawah ini : 
Narna : . 
:\JIP : . 
Pangkat/ Gol : . 
,J abatan : . 
Selaku PPK-SKPD 

SURAT PERNYATAAN 
VERIFIKA~I KELE?lGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

DAN LAMPIRAN SPM UANG PERSEDIAAN (UP) 

KOP SKPD 

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPD (BERMATERAI) YANG 
DILAMPIRI 
CHECKLISTKELENGKAPAN DOKUMEN 



(Nam.a J elas) 
NIP. 

PPK-SKPD 
. ' xx 

' 

Keterangan 
No Uraian Ada Tidak 

' 

1. 
2. : 

3. 
4. 

5. 
' 

6. 
' 7. 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM 
' UANG PERSEDIAAN (UP) 

KOP SKPD 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM UANG PERSEDIAAN (UP) 
' 



Tahun Anggaran: No. SPM: 
i Potongan - potongan : i 

KUASA BENDAHARA UMUM Uraian(No. ' Ket DAERAH I PEMERINTAH No Rekening) Jumla 
KABUPATEN BOMBANA h 

Supaya merierbitkan SP2D 
Kepada: 

Jumlah Rp ...... , 
- 

SKPD: ....... •:• .......... Informasi : (Tidak mengurangi 
jumlah pembayaran SPM) 

Berrda.har-ay pib.ak lain: ...... Uraian 
No. Rekening [Barik . No (No. Jumla Ket . . . . . . . . . . . 
NamaBank ;• Rekening) h :• ................... 
NPWP . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dasar Pembayaran . Jumlah Rp ... ,- . . . . . . . . . . . . . . 

' 

Untuk Keperluan : 

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 
KODE URAIAN NI LAI Jumlah Yang Rp ........... ,- 
KEG IATAN ! Diminta i 

: Jumlah Rp ........... ,- i 

Potongan 
Jumah ! Rp ..... ,- Jumlah Yang Rp ........... ,- 

i 
Dibayarkan 
Uang Sejumlah: ( ................. ) 

Jumlah SPP, Yang Diminta: . . . . .. ... , tanggal ... . .. 
Rp ............... : ...................... ,- 
(terbilang ) Pengguna Anggaran 

' (tanda tangan) 

i 

Nomor dan Tariggal SPP (nama lengkap) 
i NIP ....................... 

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh 
Kepala SKPDI 

i 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

U ang Persediaan (UP) 

3.1 SPM-UP 



(Nama JelasJ 
NIP. 

(Materai) 

Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran 

xx ........... , 

Demikian i surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi 
pernyaratan pengajuan SP2D GU pada SKPD kami. 

' pengeluaran ;- pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku 
harus dilakukan dengan pembayaran lainnya. 

i 
i 

2. Jumlah Uang GU tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai 

t. Jumlah Uarig GU tersebut diatas akan dipergunakan untuk 
I 

keperluan guria membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan 
sesuai DPA-SKPD. 

i 

Seb.ubtrngari dengan Surat Perintah Membayar (SPM) GU 
I 

nomor ... tariggal ... bulan ... tahun ... yang kami ajukan sebesar Rp. 
- I 

. . ... (terbilang) untuk keperluan SKPD .... Tahun Anggaran 20XX, 
dengan ini meriyatakari dengan sebenar benarnya bahwa: 

I 
i 

KOP SKPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
I . 
·PENGAJUAN SP2D GANTI UANG (GU) 
I 

!Nomor : . 
i 

' SURAT PE~ATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
! 



. . ..,. . 

(Nama JelasJ 
NIP. 

(Materai) 

PPK-SKPD 

xx ........... ' 

. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan 
lampiran Surat Perintah Membayar (SPM GU) nomor .... tanggal .... 
bulan .... tahun ... ! .. telah lengkap dan Sah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada 

I 
prosedur penga.raipan SKPD , serta kami bertanggungjawab 
sepenuhnya atas' pernyataan ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya 
mi tidak benar, in.aka saya bersedia diberikari sanksi sesuai peraturan 
yang berlaku. 

Demikian 'surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa 
paksaan dari pihak manapun. 

Saya yang bertarrdatangan dibawah ini : 
Nama .' . 
NIP . 
Pangkat/ Gol . 

. Jabatan . 
Selaku PPK-SKPD 

' 

SURAT PERNYATAAN 
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

i 

~AN LAMPIRAN SPM GANT! UANG (GU) 

KOP SKPD 

CHECKLISTKELENGKAPAN DOKUMEN 
DILAMPIRI 
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPD (BERMATERAI) YANG 



(Nama Jelas) 
NIP. 

PPK-SKPD 
xx ........... , 

No Uraian 
Keterangan 

f 
Ada Tidak 

' 
' 
, 

' 
I 

I 

CHECKLIST K~LENGKAPAN DOKUMEN SPM GANTI UANG (GU) 
! 

KOPSKPD 

C'HECKLIST KEL~NGKAPAN DOKUMEN SPM GANTI UANG (GU) 
' 



! Ganti Uang (GU) 
i No. SPM: Tahun Anggaran: 
! Potongan - potongan : 
' 

KU ASA BENDAHARA UMUM No. Uraian Jumlah Ket 
! 

DAE RAH (No. 
PEMERINTAH i KABUPATEN Rekening) I 

I 

BOMBANA 

Jumlah Rp ........ ,- 
Supaya menerbitkan SP2D 
Kepada: 

Informasi . (Tidak mengurangi . 
jumlah pembayaran SPM) 

SKPD: .................. Uraian 

Bendahara/pihak lain : ......... No. (No. Jumlah Ket 
· Rekening) 

. No. Rekening ~ank . I .......... 
NamaBank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jumlah Rp ........ ,- 
NPWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dasar Pembayaran . . . . . . . . . . . . . . 

I 

Untuk Keperluan : 
' Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 

KODE !URAIAN NI LAI Jumlah Yang Rp ............ ,- 
KEG IATAN Diminta : 

: Jumlah Rp ............ ,- 
i Potongan 

Jumah i Rp ...... ,- Jumlah Yang Rp ............ ,- 
Dibayarkan 

I 

Uang Sejumlah: ( ................. ) 

Jumlah SPP yang Diminta: Rp. . . ~ . . . . .. , tanggal . . . . . . . .. 
.................... · ...................... ' - Pengguna Anggaran 

(terbilang ) ' 

Nomor dan Tariggal SPP (nama lengkap) 
' NIP ...................... I 

SPM ini sah apabfla. telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala 
SKPD i 

! 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

).2SPM-GU 

._........... --------------------c-- 



{Nama JelasJ 
NIP. 

(Materai) 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran 

xx ........... ' 

; 

Demikian j surat pernyataan 1n1 dibuat untuk melengkapi 
pernyaratan perigajuan SP2D TUpada SKPD kami. 

I 

i 

Sehubungan derigan Surat Perin tab Membayar (SPM) TU nomor . 
tanggal . . . bulcin . . . tahun . . . yang kami ajukan sebesar Rp. . . 
( terbilang) untu~ keperltran SK.PD .... Tahun Anggaran 20XX, dengan 
ini menyatakanldengan sebenar benarnya bahwa: 

I 
L. Jumlah Uan'g TU tersebut diatas akan dipergunakan untuk 

i 
keperluan ~na membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan 
sesuai DPA-~KPD. 

2. Jumlah Uarig TU tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran !- pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku 
harus dilakukan dengan pembayaran lainnya. 

I 

[Norrror": 
i 

KOP SKPD 

SURAT PE~YATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
I 

PENGAJUAN SP2D TAHUN UANG {TU) 

' I 
i 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) . . ! 

. I 
I 
' 

I --- 



(Nama JelasJ 
NIP. 

{Materai} 

PPK-SKPD 

xx ........... ' 

Menyatakari dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran 
Surat Perintah Membayar (SPM TU) nomor . . . . tanggal . . . . bulan .... 
tahun ..... telah] lengkap dan Sah sesuai ketentuan peraturan 
peruridang-uridangan yang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada 
prosedur pengaraipan SKPD , serta kami bertanggungjawab 
sepenuhnya atas pernyataan ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya 
ini tidak benar, / maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan 
yang berlaku. 

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa 
paksaan dari ~ihak manapun. 

Pangkat/ Gol . 
. Jabatan. . . . 
Selaku PPK-SKPD 

. . 
: . 

. . ..................... Nam.a 
NIP 

Saya yang bertaridatangan dibawah ini 

i 
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN 

! 
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPM TAMBAHAN UANG (TU) 

I 

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPD (BERMATERAI) YANG 
DILAMPIRI 
CHECKLISTKE~ENGKAPAN DOKUMEN 

KOPSKPD 
SURAT PERNYATAAN 



-.· ' 

(Nama Jelas) 
NIP. 

PPK-SKPD 
xx ........... , 

i Keterangan 
No I Uraian i 

Ada Tidak i 

f 
I 

KOP SKPD ; 
I 

CHECKLIST I<ELENGKAPAN DOKUMEN SPM 
! TAMBAH UANG (TU) . 

j 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM TAMBAH UANG (TU) 
I 



(Nama ·• Te las) 
NIP. 

(Materai) 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran 

xx ........... ' 

Demikian / surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat untuk 
dikeluarkarmya SP2D. 

! 
I 

Selrubungan dengan usulan Surat Perintah Membayar (SPM) 
I 

Tambah Uang (TU) yang kami ajukan dengan jumlah Rp . 
I 

( terbilang) untuk' keperluan SK.PD . . . . Tahun Anggaran 20XX kegiatan 
........ sub kegiatari , maka dengan ini atas uang tersebut kami 
rueriyatakari dengan sebenar benarnya bahwa : 

1. Atas Tambalian (TU) tersebut diatas kami akan mempertanggung 
I 

jawabkan se~ambat lambatnya tanggal 20XX. 
2. Tambahan Uang tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan 

DPA i SK.PD 
Kabupaten 
Bombana. 

Nomor : . 

SURAT PERNYATAAN-PA/KPA 

KOP SKPD 

' 
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PA/KPA 

! 
! 

. ! 
I 

.. i '· 



I 

Tahun Anggarari: No. SPM: 
I Potongan - potongan : ; 
l 

KUASA BEND.AHARA UMUM No. Uraian Jumlah Ket 
f 

DAERAH PEMERINTAH (No. 
KABUPATEN BpMBANA Rekening) 
Supaya merierbitkan SP2D 

i 

Kepada: ' 
Jumlah Rp ........ ,- 

Informasi : (Tidak mengurangi 
jumlahpembayaran SPM) 

·SKPD: ....................... Uraian 
i 

Bendahara/ pip-ak lain : ......... No. (No. Jumlah Ket 
Rekening) ! 

No. Rekening Barik . . . . . . . . . . . 
NamaBank • ! . · ..................... 

Jumlah Rp ........ ,- 
NPWP . : ...................... 

· Dasar Pembayaran . . . . . . . . . . . 
' · Untuk Keperluari : 

. I 
· Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 

.KODE 
I 

URAIAN NIL AI Jumlah Yang Rp ............ ,- 
! 

. KEGIATAN ; 

. ! Diminta 
I Jumlah Rp ............ ,- 

I, 

' Potongan 
I 

Jumah I Rp ....... ,- Jumlah Yang Rp ............ ,- 
; 

Dibayarkan 

Uang Sejumlah: ( ................. ) 
I ... , tanggal ... . . . . .. ... . .. 

Jumlah SPP Vang Diminta: Rp. Pengguna Anggaran/ 
I 

Kuasa Pengguna Anggaran i - ......••.•........... , ••............•.•••• , 
; 

(terbilang ) ; 

i (nama lengkap) 
I 

- I Nomor dan Tanggal SPP NIP ................ . : 
I 

SPM llll sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala 
I 

.SKPD . 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SURAT PERINTAH M EMBAYAR 

i 

! Tam.bah Uang (TU) 

3.3 SPM-TU 



(Nama JelasJ 
NIP. 

(Materai) 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran 

xx ........... ' 

• Demikian srurat pernyataan Tanggung jawab ini dibuat, untuk 
melengkapi pernyararan pengajuan SP2D LS Pengadaan Barang dan 

. I . 

Jasa pada SKPD kami. 
i 
: 

akan 
yang 

i 

1. Belanja LS. Pengadaan Barang dan Jasa tersebut diatas 
diperguriakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan 

I • 

akan kami l~sanakan sesuai DPA-SKPD. 
2. Belanja LS iPengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak akan 

I . 

digunakan tirrtuk membiayai pengeluaran - pengeluaran yang 
menurut keterrtuan yang berlaku harus dilakukan dengan 
pembayaran lainnya. 

! 

Sehubungan derigan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Barang dan 
.Je.sa nomor ···[ tanggal ... bulan ... tahun ... yang kami ajukan 
sebesar Rp. ··:-·· (terbilang) untuk keperluan SKPD .... Tahun 
~ggaran 20XX;, dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya 
bahwa : 

I 

SURAT P~RNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
PENGAJUAN SP2D LS PENGADAAN BARANG DAN JASA 

I 
1 Nomor : . 

KOP SKPD 
I 

l 
I 

SURAT .PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
I 

' ! . 



(Nama JelasJ 
NIP. 

(Materai) 

PPK-SKPD 

xx ........... , 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran 
Surat Perintah iMembayar (SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa) 
nomor . . . . 'tariggal . . . . bulan.... tahun telah 
lengkap dan s,h sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlakul dan asli dokumen tersimpan pada prosedur 
pengarsipan SK!PD , serta kami bertanggungjawab sepenuhnya 
atas pernyata~ ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak 
benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang 
berlaku. : 

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa 
paksaan dari pihak manapun. 

Selaku PPK-SKPD 
' 
' ; 

Pangkat/ Gol 
.Ja.bat.arr' 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama . 
NIP 

SURAT PERNYATAAN 
VERIFIKASl KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 
DAN LAMPIRAN SPM LS PENGADAAN BARANG DAN JASA 

! 

KOPSKPD 

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPD (BERMATERAI) YANG 
DILAMPIRI r 

CHEC.KLJSTKELENGKAPAN DOKUMEN 
i 

................................. --------------~~ 



(Nama Jelas) 
NIP. 

PPK-SKPD 
xx ........... ' 

i Keterangan 
No Uraian Ada Tidak 

: 

: 

' 

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS PENGADAAN 
BARANG DAN Ji.ASA 

' 
KOP SKPD 

SPM LS PENGADAAN CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN 
i 

BARANG DAN JASA 
! 



1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab 
' sepenuhnya atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sesuai 

Termyn/MC Sebagaimana diatur 
dalam pakal................ Ayat . . . . . . . . . . . . . Surat perjanjian 

I 

(Kontrakf!SPK/SP) Nomor : tanggal.......... bulari 
I ........ tahun . 

2. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan 
temuan pihalc APIP (Inspektorat daerah)/BPK, maka bersedia 
ruengernbalikari kerugian daerah atas temuan tersebut. 

i 

Menyatakan Bahwa : 
! 

Pelaksanaan Pekerjaan 
Jasa/Fisik...... .. 0/o Tanggal 

s. Laporan . Kemajuan 
Perencana~/Pengawasan/Barang 
..... 13ulan Tahuri . 

1. DPA-SKPD Nomor : ..... Tanggal . . . . . . Bulan ..... Tahun ..... 
I 

Kegiatan Pelcerja.an .... 
2. Surat Perjarijiari Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Nomor : 

......... 'Tariggal Bulan Tahun Nilai Kontrak : Rp. 
I 

• • • • • • • • ( } ; i 
3. Peru b ab.ari (Addendum) Kon trak N omor : . . . . . . . . . . . . Tangga l 

........... Blilan Tahun dengan Nilai : Rp ( 
apabila adq; 

4. Berita Acar'a Pembayaran Nomor : Tanggal Bulan 
: ....... Tahun . 
' 

Berdaaarlcari]: 
i 

[Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

2. Nama 
Jabatan : Direktur /Direktris CV /PT / Toko . 
Alamat 

tyang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
Alamat 

Yang bertandatangan di bawah ini : 
1. Nama 

Jabatan ; PA/KPA SKPD . 

DAN KEUANGAN 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABFISIK 

I 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB FISIK DAN KEUANGAN 
I 

PA/KPA DANi 
. PENYEDIA (Masing-Masing Bermaterai} 

KOPSKPD 



Nama Jelas 
NIP . 

NamaJelas 
· Jabatan 

( Materai} 

PIHAK 
PERT AMA 
PA/KPA 

· PIHAK KEDUA 
PT/CV/To~o 

Arga Makm.ur, XX 

3. Pernyataan i ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimaria mestin.ya. 



.. ..,.. 

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab 
sepenuhnya atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sesuai 
Termyn/MC: Sebagaimana diatur dalam pasal 
........... ~ Ayat . . . . . . . . . . . . . Surat perjanjian (Kontrak/ SPK/ SP) 
Nomor : tanggal bulan tahun . 

2. Apabila dikenrudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan 
temuan pihak APIP (Inspektorat daerah)/BPK, maka bersedia 
mengembalikan kerugian daerah atas temuan tersebut. 

i 

Menyatakan Bahwa : 

Bulan 4. Berita Acar'ai Pembayaran Nomor : Tanggal 
....... Tahun ;- ..... 

s. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 
Perencanaan1Pengawasan/Barang Jasa/Fisik 0/o Tanggal 
Bulan .iTahun . 

apabila ada; 

Berdasarkan : 
1. DPA-SKPD Nomor : Tanggal .· Bulan Tahun . 

Kegiatan ..... : ..... Pekerjaan .... 
Surat Perja:p.jian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Nomor 
......... Tanggal . . . . . . . . Bulan Tahun . . . . . . Nilai Kontrak : Rp. 
. . . . . . . . ( ) ; ! 

T Perubahan :(Addendum) Kontrak Nomor : Tanggal 
. ' ........... Bulan Tahun dengan Nilai : Rp. . . . . . . . . ( ) 

yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

2. Nama 
Jabatan : Direktur /Direktris ·cv /PT / Toko . 
Alamat 

yang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
• i . : Alamat 

Yang bertandatangan di bawah ini : 
' 

1. Nama : ! 
Jabatan : !PA/KPA SKPD . 

FISIK DAN KEUANGAN 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

I 

KOPSKPD 



• 

Naina Jelas 
NIP . 

PIHAK PERTAMAPA/KPA 

Arga Makmur, .... XX 

sebenarnya untuk dipergunakan 

Naina Jelas 
Jabatan 

( i'vl aterai) 

PIHAK KEDUA !PT/ CV /Toko . 
I . 

.t Pernyataan mi dibuat dengan 
sebagaimana meatinya. 

I 
I 

. ' I 



Catatan: _ 
- Apabila terjadi addendum konirak, data kontrak: agar disesuaikan 

dengan perubahanruja 
- Diqunakans sebagai pengganti dokumen kontrak/ surat 
perjanjian. kerja sama disaat pengajuan pencaiarari LS 

I 

' 
I 

Narna Jelas 
NIP . 

[Materai} 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran 

Arga Makmur, XX 

.......... an. 
1 2. J angka W aktu Pelaksanaan 

j 

1 3. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 
I 

1 4. Jangka W aktp Pemeliharaan 

: Rp. . . 
: SP2D LS Melalui Badan Keuangan 
dari Aset Daerah Kepada Bank 
. . . . . . . . . . . Dengan N omor Rekening 

I 

1 o. Nilai Denda ijika ada) 
11. Cara Pembayaran 

I 

NO Uraian i Kuantitas Harga Total Harga 
Pekerjaan Satuan 

f 

Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD dengan uraran 
sebagai berikut ! 
1. Nomor dan Tariggal DPA 

I 

2. Kode dan Nama Kegiatan 
I 

J. Kode dan Nama Rekening Belanja 
,t Nomor dan Tanggal SPK/kontrak 

' 5. Name./Kontraktor Perusahaan 
6. NPWP Perusahaan 
7. Alamat Perusahaan 

I 

8. Nilai. SPK/Koritrak 
I 

9. Uraian dan Volume Kegiatan 

RINGKASAN KONTRAK/SPK/SP 

KOPSKPD 

f~ CNGKASAN KONffRAK/ SPK/ SP (Bennaterat) 
! 

-- • I 



............ kegiatan Swakelola Pajak 
Catatan: 
- Daftar Pemotorigan 

I TA.20xx termyn lOOo/o 
I 
: 

Nama Jelas 
NIP . 

(Materai) 

Pengguna Anggaran 
Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Arga Makmur, XX 

! 
! 
i 

4. Bukti Pernotorigarr dan penyetoran pajak akan dilaporkan 
I . 

kepada .... i(SKPD yangmenangani urusan keuangan) pada saat 
I 

perrgajtrarru smlari Pencairan Dana berikutnya. 
I 

s. Pernyataan ! ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

! 
t 

PPN Rp. 
PPh 21 Rp. 
PPh 22 Rp. 
PPh 23 Rp. 
PPh Final (4) ayat 2 Rp . 

( 

I 
- I 

! 

KSM Pelak~ana 
. I 

Rincian Pajak 
I 
I 
i 
t 

D~ng~ ini meny~takan bahwa : 
1. PA Bertariggurigjawab sepenuhnya atas Pajak yang ditagihkan 

sesuai kont'rak SwakelolaNomor: Tanggal XX 
2. Pajak yang! ditagihkan adalah Pajak belanja Barang dan Jasa 

sesuai derigari RAB yang acla, 
·. 3. Pajak yang i ditagihkan adalah 

I . 

Kegiatan ! : . 
Paket ! : . 

Berdaaar'kari DPA-SKPD Nomor : Tanggal Bulan 
. . . .. . . Tafru n Kegiatan... .. .. Pekerjaan . . . . APBD SKPD . 
berdasarkah paket pekerjaan yang dikerjakan secara 

! 

swakelola. i · · 
l 

i 

Yang bertandatarigan di bawah ini : 
. I 

Nam.a , 
! 

.Ja.bat.ari : PA/KPA SKPD ~ . 
I 

Alam.at ' 

SURAT PERNYATAAN PEMOTONGAN PAJAK 
(SWAKELOLA) 

l 

KOPSKPD 



Tahun Anggarari: No. SPM: 
I Potongan - potongan : ' 

KUASA BEND~ UMUM No. Uraian Jumlah Keteran 
DAE RAH PEMERINTAH (No. gan 

I 

I 
KABUPATEN BOMBANA Rekening) 

Supaya . menerbitkan SP2D 

I 
Jumlah Rp ....... i Kepada: 

Informasi . (Tidak mengurangi . 
jumlah 

SKPD: ................... pembayaran SPM) 
Uraian 

Bendahara/pihak lain : ......... No. (No. Jumlah Keteran I 

No. Rekening Barik . 
Rekening) .......... gan 

NamaBank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NPWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jumlah Rp ....... ' Dasar Pembay¥an . . . ........... 
Untuk Keperluah : 
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 
KODE URAIAN NI LAI Jumlah Yang Rp ........... ,- 

I KEG IATAN ' Diminta 
' 
i Jumlah Rp .......... ~ ,- i 

' , Potongan 
Jumah ! Rp ....... ,- Jumlah Yang Rp ........... ,- 

Dibayarkan 
i Uang Sejumlah: ( ................. ) . 
! 

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. . . . . . . . .. ' tan.ggal . . . . . . . .. 
••••.•.....••••..•.•.•..•........•.•••.... , - 

I Pengguna Anggaran/ Kuasa 
I Pengguna Anggaran 
I (terbilang ) 

Nomor dan 'Tanggal SPP (tanda tangan) 
! (nama lengkap) : 

NIP ...................... 
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala 
SKPD 

I 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 
Langsung (LS) 

t4 SPM-LS 



. "'. . 

Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci 
I 

menjadi: 
' 

a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga 
penyedia barang/ jasa 

b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai 
! 

memuatinformasi tentang: 
I 

1) Baki Rekening yang akan dicairkan 
I 

2) Junilah total dana RKUD yang dicairkan 
3) 

Berdasarkari ketentuan dalam Pasal 141 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan] Daerah, pengaturan perintah pencairan dana adalah 
sebagai b~rikut: 

I 

a. Kuasa I BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang 
diterirna dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank 
operasional mitra kerjanya. 

I 

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 ( dua) hari sejak SPM 
c. diterim~. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa 

' BUD berkewajiban untuk: 
i. merieliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA 

berupa SuratPernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 
ii. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 

APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran; 
iii. menguji ketersediaan · dana Kegiatan yang bersangkutan; 

dan l 
iv. memerirrtahkan pencairan dana sebagai dasar 

I 

d. Pengeluaran Daerah. Kuasa BUD tidak menerbitkan 
SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 
1) trda.k dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

PA/KPA; dan/ atau 
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

e. Kuasa iBUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D 
' tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak 

diterimanya SPM. 
' Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 

beberapajketentuan sebagai berikut: 
a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan 

secara elektronik. 

i 

q. PERINTAH PENCAIRAN DANA 
i 

a. Ketentuanl Umum 
i 

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk 
mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang 
diterima [dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut 
ditujukan / kepada bank opera.siorial mitra kerjanya untuk 
mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada 
pihak- pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. 
Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 



' 
c. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai 
' berikut: 

2) tidak dilengkapi Surat . Pernyataan Verifikasi PPK­ 
SKP.p /PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan 
dokumen: dan 

3) belanja terse but melebihi sisa anggaran dan/ atau dana 
c. tidak tersedia. Dalam . hal terjadi ketidaksesuaian dan/ atau 

ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa 
BUD mengernbalikarr dokumen SPM paling lambat 1 (satu) 
hari te,rhitung sejak diterimanya SPM. 

d. Dalaml hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang 
didokti.mentasikan dalam SP2D. 

keterrtuan padaBAB -v, C 
I 

b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD 
dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan 
dalam Periritah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua 

I 

belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital 
pada si~tem masing-masing. 

b. Ketentuan] Pelaksanaan 
a. Berdaearkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat 

Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat 
I 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD 
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

f 

i. Merieliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidakmelebihi sisa anggaran; 

! 

ii. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 
belanja terkait telah disediakan; 

iii. MenJliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang 
menjadipersyaratan pengajuan SPM; 

iv. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban 
APB:p yangtercantum dalam perintah pembayaran. 

b. Kuasa :SUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ 
a tau Kf A apabila: 
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

PA/KPA; 
! 



\. PEMERINTAH KABUPATEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANI 

BOMBANA (SP2D) 
Nomor: ................. 

Nomor SPM . Dari . BUD/ Kuasa BUD . . 
Tanggal NPWP . . . .................... 
Nama SKPD . Tahun Anggaran . 

·, . ..................... 
Bank Pengirim . . ··········•·····•··•···················································· 
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor : 
................ ~ ...... Uang sebesar Rp ................................ (terbilang ) 

Kepada ............................................. 
NPWP . . . ........................................... 
No. Rekening 1Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bank Perrerirrra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Keperluan Urrtuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pagu Anggaran . Rp . . . ..................................... 
NO KODE i KEGIATAN/SUB iURAIAN JUMLAH (Rp) 

KEG IATAN 
1. ' 

2. l 

• 

3. 
' 

Jumlah 
Potongan-potongan: 
No. Uraian ! (No. Rekening) Uumlah (Rp) Keterangan 

1. ! 

2. t 

3. ' 
Jumlah 

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) 
No. Uratanl (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan 
1. 
2. 
3. 
Jumlah 
SP2D yang Dibayarkan 
Jumlah yarig Dirnirrta Rp ............ ' - 
Jumlah Potongan Rp ............ ' - 
Jumlah yarig Dibayarkan Rp ............ ' - 
Uang Sejurrilah: ............................................. 
Lembar 1 . Bank Yang Ditunjuk . . ..... tanggal ...... 
Lem bar 2 . Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Kuasa . Bendahara 
Anggaran I Umum Daerah 
Lembar 3: Arsip Kuasa BUD 
Lembar 4: Pihak Penerima (tanda tangan) 

(nama lengkap) 

N I P ................. 
' 
' 

FORMAT SP2D - UP 

3.1 SP2D-UP 

.................................................. ------~~~- 



'D 

r) l PEMERINTAH ' KABUPATEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2 

BOMBANA ' 
Nomor: ................. 

Nomor SPM . Dari . BUD/ Kuasa Bl, . . 
Tanggal: NPWP . . . .................... 
Nama SKPD: ! Tahun Anggaran : ..................... 
Bank Pengirim . . ·················•····················································· 

' Hendaklah merrcait-kan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor : 
.......................... U ang se besar Rp . . . ... . ............................ [terbilai 

Kepada . . . ........................................... 
NPWP . . . ........................................... 
No. Rekening Bank . . . ........................................... 

' Bank Penerima . . . ......................................... 
Keperluan Urrtuk . . . ...................................... 
Pagu Anggaran . Rp . . . ..................................... 

NO KODE KEGIATAN/SUB URAIAN JUMLAH (Rp) 

KEG IATAN 
1 
2 

' 
3 

' Jumlah 
Potongan-potongan : 

No. Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan 
1. ' 

2. ' 
' 

3. 
Jumlah 
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) 

No. Uraian (No. Reken in g) Jumlah (Rp) Keterangan 
1. . 

2. ' 

3. 
Jumlah ' 
SP2D yang Dibayarkan 
Jumlah yang i Diminta Rp ............. ,- 
Jumlah Potongan Rp ............. ,- 
Jumlah yang/Dibayarkan Rp ............. ,- 
Uang Sejumlah: .............................................. 

Lem bar 1 . Bank Yang Ditunjuk 
. ..... tanggal .... 

. Kuasa Berrd al 
Umum Daerah 

Lembar 2: Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna 
Anggaran ! 

Lembar 3 : Areip Kuasa BUD 
I 

Lembar 4: Pihak Penerima (tanda tanganJ 
i 

(nama lengkap 

' 
NIP ................. 

FORMAT SP2D - GU 
3.2SP2D-GU 



I r~l 

l) 

D) PEMERINTAH ¥13UPATEN SURAT PERINTAH . PENCAIRAN (SP2 
BOMBANA ! DANA 

i 
I Nomor: ................. 

Nomor SPM . Dari . BUD/ Kuasa BU . i . 
Tanggal: NPWP . . . .................... 
NamaSKPD: ' Tahun Anggaran : ; ..................... 
Bank Perrgrrirn . . .....•............•...............................................•. 
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 
................. ~ ....... Uang sebesar Rp ................................ (terbilang) 
Kepada ' . 

! . . ....................................... 
NPWP ' ; . . ....................................... 
No. Rekening Bank . . . ....................................... 
Bank Penerima : ....................................... 
Keperluan Untuk . . . ...................................... 
Pagu Anggaran . Rp . . . ............................... 
NO KODE ; KEGIATAN/SUB URAIAN JUMLAH (Rp) 

KEG IATAN 
1 
2 ; 

3 
j Jumlah 

Potongan-potongan : 
No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan 
1. i 

2. ' 

3. ' 

' Jumlah 
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) 
No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan 
1. ' 

2. 
3. i 

Jumlah 
SP2D yang Dibayarkan 
Jumlah yang Diminta 

•· 

Rp ............. ,- 
Jumlah Potorigan Rp ............. ,- 
Jumlah yang Dibayarkan Rp ............. ,- 
Uang Sejumlah: ............................................. 

. ..... tanggal ... 
Lem bar 1 . Bo/lk Yang Ditunjuk Kuasa Bendah;c . 

Umum Daerah 
Lem bar 2 • i Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna 
Anggaran 
Lembar 3: Araip Kuasa BUD (tanda tangan) 
Lembar 4 : Pihak Penerima 

' 

(nama lengkap J 

' NIP ................ 

!FORMAT SP2D - TU 

3.3SP2 -TU 



No Uraian (No. i Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan 
1. 

I 

2. 
3. 

' 
Jumlah 

SP2D yang Dibayarkan 
· Jumlah yang Diminta Rp ............. ,- 

• Rp ............. ,- Jumlah Potongan 
Jumlah yang Dibayarkan Rp ............. ,- 
Uang Sejumlah: ............................................. 

• Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk ...... tanggal ...... 
Lem bar 2: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Kuasa Berrdafrars 
Anggaran t Umum Daerah 
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD 

' Lembar 4 : Pihak Penerima (nama lengkap) 
I 

! NIP ................. 

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) 

PEMERINTAH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) 
KABUPATEN BOMBANA Nomor: ................. 
Nomor SPM . Dari . BUD/ Kuasa BUD . . 
Tanggal . NPWP . . . ..................... 
NamaSKPD . Tahun Anggaran . . . ..................... 
Bank Perrgir'im . . . .................................................................. 
Hendaklah mencairkan I memindahbukukan dari buku Rekening Nomor . 
.................. • ........ Dang sebesar Rp ............................. (terbilang ) 

Kepada . . . .................................. 
NPWP . . . ................................... 
No. Rekening B~k . . ................................. 

' Bank Penerima l . . . ................................ 
Keperluan Untuk . . . ................................ 
Pagu Anggaran . . Rp . . . ........................... 
NO KODE KEQIATAN/SUB URAIAN JUMLAH(Rp) 

KEGIATAN[ 
1. 
12. . I 

13. 
I Jumlah I 

Potorigan-potongan : 
No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan 

•· 1. 

2. 
3. 

Jumlah 

FORMAT SP2D - LS 

3.4 SP2D-LS 



a. Keterrtuani Umum 
I 

Dalam perrateru eab.aari belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahnra Pengeluaran · Pembantu harus melakukan 
pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi 
kewenangannya, 

I 

Pembulcuari yang dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluar~/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat 
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 
yang dfla.kirkarr secara elektronik. 
Dalam rarigka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, 

I 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menggunakan buku- buku sebagai berikut: 
a. Buku ! Kas Umum 
b. Buku Pembaritu Bank 
c. Buku Pembaritu Kas Tunai 
d. Buku I Pembantu Pajak 
e. Buku .Pernbarrtu Panjar 
f. Buku Pembaritu per Sub Rincian Objek Belanja 
Pencatatan; buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain: 
a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap 

I 

b. SPP UP/GU/TU/LS 
c. SPM Uf:>/GU/TU/LS 
d. SP2D 
e. Dokurnen pendukung lainnya sesuru. peraturan perundang­ 

undang~ 
b. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan 
ketenruan sebagai berikut: 
i. Pene9maan Uang Persediaan 

Beridahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
I 

memb'ukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D- 
' . UP/ SP2D-GU / SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan 
I 

pada ! Buku Kas Umum di sisipenerimaan dan pada Buku 
Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan 

I 

j umlah yang tertera pada SP2D-UP / SP2D-GU / SP2D-TU. 
ii. Pelimpahan Uang Persediaan 

I 

Pelimp.ahari sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran 
Pembarrtu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada 
Buku ( Pembantu Bank -di sisi pengeluaran sesuai dengan 

I 

jumlB.{l UP yang dilimpahkan. 
iii. Pergeserari Uang Persediaan 

. i " 

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 
PemhJ.ntu melakukan pergeseran UP/ GU /TU yang terdapat 
di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi 
pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank 
di srsi] pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di 

I 

r. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN 
! 



1. Pada saat pemungutan/pematangan pajak, Bendahara 

Berdasarkan Nata Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti 
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

I 

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan 
kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku 
Pembarrtu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu 
Panjar di sisi pengeluaran. 

vi. Pertanggungjawaban Uang Panjar 
I 

Berda'sarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK 
atas penggunaan uang pan jar, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 
di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub 
Rinciari Objek Belanja pada sisi pengeluaran. 
1. Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar 

dari PPTK, Bendahara Pengeluaran z Bendahara 
Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu 

I 
Bat;1-k atau Buku Pembantu Kas Tonai pada sisi 
penerimaan sebesar yang dikembalikan. 

2. Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara 
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mernbayar kekurangannya kepadaPPTK, dan selanjutnya 
mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu 

' Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang 
dibayarkan. 

vii. Belanja melalui LS 
Benda.hara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
melak~anakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS 
dengan melakukan pencatatan pada BKU di srsi 
perrerrmasm dan sisi pengeluaran pada tanggal yang 
sama,i dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian 

i 
Objek] Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah 
belanja bruto. 

viii. Pemungutan dan Penyetoran Pajak 
I 

sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/ GU /TU yang 
digeser. 

iv. Perrrbay'ar-arr belanja oleh Bendahara 
I 

Atas I pembayaran yang dilakukan Bendahara 
Pengeluararry Berrdahar-a Pengeluaran Pembantu 
berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK 
secarfl tunai/nan tunai, dilakukan pembukuan dengan 
mericatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku 
Pembarrtu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi 

I 

pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek 
Belanja pada kolom UP/ GU /TU sejumlah nilai belanja 
brutal 

v. Pemberian Uang Panjar 
I 



Nama 
NIP . 

Nama 
NIP . 

Disetujui oleh : 

Pengguna Anggaran/ 

Disiapkan oleh : 

Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

;Pengguna 
i 

Kuasa 
Anggaran 

c. Dokumen Terkart 
Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran 

I 

antara lain sebagai berikut : 
I 

3.1 Register ~PP-SPM-SP2D 
:REGISTER SPP/SPM/SP2D 
Periode . 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mertcat.at pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku 
Pembantu Pajak di sisi penerimaan. 

I 

2. Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, 
Berrdah ara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan 
Btlku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran. 

' b. Buku i Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan 
dengan i ditandatangani oleh Bendahara 
Pengelu'aran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan 

I 

PA/KPJ\. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan 
Kas. 



NIP . NIP . 

Nama Nama 

Disiapkan oleh : 

Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

Disetujui oleh : 

Pengguna Anggaran/ 
! 

Kuasa i Pengguna 
Anggaran 

Rp . 
Rp . 

a. Tunai 
b. Bank 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Rp . 
(Terbilang ) 
Terdiri dari: 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD .... 
TAHUN ANGGARAN 

BUKU KAS UMUM 
Periode . 

3.2 BKU 



Nama 
NIP . 

Nama 
NIP ' . 

Disiapkan oleh : 
Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

Disetujui oleh : 
Pengguna 

i AnggarB.1;1/ Kuasa 
Penggun~ Anggaran 

BUKU PEMBANTU BANK 
Periode . 

i 
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD .... 

l 
TAHUN ANGGARAN 

I 

· 3.3 Buku Pembantu Bank 
i 



... 

Nama 
NIP . 

Nama 
NIP . 

Pen~na 
Anggaran / Kuasa 

! 

Penggl_fna Anggaran 

Disiapkan oleh : 
Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

Disetujui oleh : 
' 

i 

Periode . 
BUKU PEMBANTU KAS 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD .... 
TAHUN ANGGARAN 

3.4 Buku: Pembantu Kas 
I 



. ... 

Nama 
NIP . 

Nama 
NIP .... 

Disiapkan oleh : 
Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

Disetuj1;1-i oleh : 
Pengguna Anggaran/ 
Kuasa : Pengguna 
Anggar~ 

BUKU PEMBANTU PAJAK 
Periode . 

P11MERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
S~PD .... 
TA.HUN ANGGARAN 

! 

3.5 Buku[ Pembantu Pajak 



.. 

Nama 
NIP . 

Nama . 
NIP . 

Disiapkan oleh : 
Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

Disetujui oleh : 
Pengguria Anggaran/ 

! 
Kuasa i Pengguna 
Anggaran 

! 
I 

Periode . 

: 
T118UN ANGGARAN. 

BUKU PEMBANTU PANJAR 
! 

! 

P~MERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD .... 

3.6 Bulcul Pembantu Panjar 
I . . 
I 

- ! 



Nama 
NIP . 

Nama 
NIP . 

Disiapkan oleh : 
Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 
Pembantu 

Disetujui oleh : 
I 

PenggunaJ Anggaran/ 
Kuasa Pengguna 
Anggaran 

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA 
Periode . 

N ama Reken'.ing . 
Jumlah Angkaran (DPA) p . 
Jumlah Ang~aran (DPPA) p . 

Kade Rekenirig 

TAHUN ANGGARAN 

P~MERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD .... 

! 

3.7 Buku' Pembantu per Sub Rincian Objek 



- --"'· 

Desember. 
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini 
mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: 

! . 
a. Beridahara Pengeluaran wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat 
dalJ.m kewenangannya. 

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi: 
1. UPJ Penggunaan UP 

i 

L LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara 
Pengeluaran padasetiap pengajuan GU. 

2. LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA 

pada akhir tahun anggaran, 
pertanggurigjawaban pengeluaran dana bulan 
Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 

a. Ketentuan Umum 

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, 
Beridahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembarrtu harus menyampaikan Laporan 
Pertariggtrngjawabari (LPJ). Penyusunan dan 

I 

penyani.paian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran 
I 

data, aerta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 Peraturan 

t 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, la po ran 
pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut: 

. I 

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS 
kepada PAmelalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 

i 
bulari berikutnya. 

! 

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
I 

Pembaritu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan 
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi 

I • 

tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ 
pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 
bulau berikutnya. 

c. Ketenruan batas waktu penerbitan surat pengesahan 
LPJ J pengeluaran dan sanksi keterlambatan 
penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan 
dalarn Peraturan Bupati. 

d. Penyarnpaiarr pertanggung jawaban . Bendahara 
. Pengeluarany Beridahara Pengeluaran Pembantu secara 
fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat 
pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh 
PA/~A. 

e. Urrtuk tertib LPJ 

PERTANGGUNGJAWABAN s. PENYAM~AIAN LAPORAN 
BENDAHARAPENGELUARAN 



melalui PPK- SKPD dilampiri bukti-bukti belanja 
yang lengkap dan sah. 

3. 
1LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran 
lpengajuanSPP- GU. 

4. !Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP 
i disampaikan secara khusus (tidak menjadi 
i lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai 
[ laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. 
: Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran 
: sisa dana UP ke RKUD. 

ii. Pertanggungjawaban penggunaan TU 
1. [ Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan 

i oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu setelah TU yang 
dikelolanya telah habis/ selesai digunakan untuk 
mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai 
pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. 

2. Pertanggungjawaban penggunaan TU. disampaikan 
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-Unit 
SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti 
belanja yang lengkap dan sah. 

3. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan 
verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum 
ditandatangani oleh PA/KPA. 

iii. Pertanggungjawaban Administratif 
1. i Pertanggungjawaban administratif disampaikan 

· oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui 
PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya; 

2. Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ 
yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi 
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif 
dan/atau per kegiatan yangdilampiri: 
a. BKU; 
b. Laporan penutupan kas (BKU); dan 
c. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 

3. Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ 
administratif disampaikan paling lam.bat tanggal 
10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti 

, setoran sisa UP. 
rv, Pertanggungjawaban Fungsional 

1 Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh 
Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 
paling lam.bat tanggal 10 bulan berikutnya. 

2 Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang 
merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara 
Perigehrarari Pembantu, dilampiri: 
a. Laporan penutupan kas; dan 

.. ! . 



3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
I 

pengguriaan TU sebelum ditandatangani oleh PA 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana 

untuk belanja terkait telah disediakan. 
b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belarija terkait tidak melebihi sisa anggaran. 
c) Meneliti keabsahan bukti 

I . 

c. belanja. Pertanggungjawaban 
Administratif 

i 

1) Penyuaurian LPJ 
a) Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran 

Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara 
i 

Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran. 

b) Berrcla.hsrra. Pengeluaran akan menyiapkan LPJ 
Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan 
LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara 
rilemberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, 
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif 
darr/ atau per kegiatan yang dilampiri: 

· (1) BKU; 

b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
1. Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 
; setelah mendapat persetujuan PA. 

2'. iPada bulan terakhir tahun anggaran, 
. )pertanggungjawaban fungsional disampaikan 

[paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan 
\wajib melampirkan bukti setoran sisa UP 

b. Keterrtu'ari Pelaksanaan 
a. Pertapggungjawaban Penggunaan UP 

i. Pada setiap pengajuan GU, Bendahara 
Pepgeluaran menyiapkan .LPJ penggunaan UP. 

ii. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP 
disiarnpaikari kepada Pengguna Anggaran melalui 

I 

PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU 
dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah. 

! ' . ": 

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU 
i . 
i 

1) Beridahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan 
TU: setelah TU yang dikelolanya telah habis 
diguriakan untuk mendanai suatu sub kegiatan 
dany atau telah sampai pada waktu yang ditentukan 
sejak TU diterima. 

2) Bendahara Pengehiaran menyampaikan LPJ 
! 

Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD 
dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap 

! 

dan sah. 

- 



i (2) Laporan Penutupan Kas; 
• (3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

2) Penyampaian LPJ Administratif 
a) i Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ 

! Bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling 
! lam bat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b) ! PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
i administratif dengan langkah-langkah sebagai 
f berikut: 
i (1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda 

bukti belanja yang terdokumentasikan dalam 
buku atau laporan terkait 

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang 
terdokumentasikan dalam buku atau laporan 
terkait 

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan 
kepatuhan terhadap proses belanja dan 
pengeluaran kas 

c) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD 
menemukan ketidaksesuaian dan/ atau 
ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta 
perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada 
Bendahara Pengeluaran. 

d) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan 
lengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan 
penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara 
secara administratif kepada Pengguna Anggaran. 

e) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ 
Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai bentuk 
persetujuan. 

d. Pert~ggungjawaban Fungsional 
1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran, Bendahara 
Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban 
fu'ngsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk 
ditaridatangarii, paling lam bat tanggal 10 bulan 
beriku tnya. 

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi 
dan menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran 
sebagai bentuk persetujuan. 

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 
I 

Pembantu, meliputi: 
1) P~rtanggungjawaban penggunaan Limpahan UP 

a) I Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan 
i Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan 
I penggantian limpahan UP. 

b)i Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP 
I l disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD 



laporan 
antara lain 

c. Dokurnen Terkait 
Ilustrasi dokumen penyampaian 
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 
sebagai berikut: 

! 

a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan 
LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri: 
(1) BKU; dan 
(2) Laporan penutupan kas. 

b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi 
terhadap LPJ sebelum ditandatangani KPA ·Untuk 
mendapatkan persetujuan. . 

i 

/berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti- 
' I bukti belanja yang lengkap dan sah. 

c) /LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara 
I Pengeluaran sebagai . dasar penyusunan LPJ 
/ Bendahara Pengeluaran. 

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU 
! 

a) i Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan 
! oleh Bendahara Pengeluarari Pembantu setelah TU 
i yang dikelolanya telah habis/ selesai digunakan 
I untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah 

sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU 
diterima. 

b) Pertanggungjawaban pengguriaan TU disampaikan 
kepada KPA melalui PPK"'."SKPD /PPK-Unit SKPD 
berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja 
yang lengkap dan sah. 

cj PK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi 
terhadap LPJ penggunaan TU sebelum 

I ditandatangani oleh KPA. 
3) 11.,PJ 

I 



Nama 
NIP . 

Bendahara Pengeluaran 

.................................................... 
Kode Uraian Jumlah Belanja Akumulasi Sisa Rekening Anggaran Peri ode Belanja Anggar 

Ini an 

.................................................... 

Urusan 
Bidang Urpsan: 
Program 
Kegiatan 
Sub Kegiatan 

Kade Uraian Jumlah Belanja Akumulasi Sisa 
Rekening Anggaran Periode Belanja Anggar 

Ini :: an 
:, 

.: 

Kegiatan ! 
Sub Kegiatan 

Uang Persediaan (UP) Awal Periode . 
Penggunaan U ang Persediaan (UP : . 
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode : . 
Urusan . 
Bidang Urusan: . 
Program . 

Besaran UP Berdasarkan SK KDH 
i 

Periode . 

UANG 

3.1 LPJ-µP 

<' .. ;~:) P~MERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
UlJ~ 1'i~, SKPD /~_-k.ii,.·. ~~-. =;:./.- •••• 

z.,,~~) TAHUN ANGGARAN 
-~ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

! 

PERSEDIAAN 

.. 



Nam.a 
NIP .... 

Nam.a 
NIP .... 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran 

1 

Menyetujui, [ 
Pengguna Aq.ggaran 

Kode Uraian Jumlah 
Rekening i 

' 

Total 
Tambahan Uang 
Persediaan Sisa 
Tambahan Uang 
Persediaan 

Program 
Sub Kegiatan 
Tanggal SP2D TU 

Periode ~. 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN 
UANG I?ERSEDIAAN 

' 

P:EMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD .... 

! 
TAHUN ANGGARAN 

3.2 LPJ~TU 



Nama 
NIP .... 

Bendahara 
Pengeluaran 

Saldo i Akhir bulan tanggal. terdiri dari saldo di 
kas tunai sebesar Rp dan saldo di 
bank sebesar Rp . 

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 
' 

B.1 Saldo awal bulan tanggal Rp. 
B.2 Jumlah Penerimaan Rp. 
B.3 Jumlah Pengeluaran =R=P=·'---------- 
B.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp. 
Saldo i Akhir bulan tanggal terdiri dari saldo di 

kas tunai sebesar Rp dan saldo di 
bank sebesar Rp . 

A. Rekapirulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 
c.1 Saldo Kas Tunai Rp. 
c.2 Saldo Bank ..... R ..... P'""""·-------- 
C.3 Saldo Tunai Rp. 

, 

perincian s~bagai berikut: 
A. Kas dil Bendahara Pengeluaran 

A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp. 
A.2 .Jumluh Penerimaan Rp. 
A.3 .Jurnlah Pengeluaran _R __ p_. _ 
A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp. 

I 

Dengan [memperhatikan Peraturan Bupati Bombana 
No Tahhn mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan i Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan 
Penutupani Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara 
Perigehaa.rari SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . adalah sejumlah Rp dengan 

f 

Ditempat 

KepadaYth, 

LAPORAN PENUTUP KAS 
Periode . 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD .... 
TAHUN ANGGARAN 

3.3 Lapor~n Penutupan Kas 

. I . 



Nama 
Nip ..... 

Nama 
Nip ..... 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran 

Mengetajruf 
Pengguna Ariggaran 

I 

l 

ngg 
an 

gu 
Sd 

' SPJ LS SPJ LS Barang SPJ 
' Kode : Gaji Jasa UP/GU/TU Jumlah Si 

R.ek Uraian Jumlah s. s.d . s.d SPJ Pa 
i Anggaran d B s. Bui Bui s.d Bui Bui s.d (LS+UP/GU/T A 
! B u1 d a n Bul a n Bul U) ar an an 
' B Ini a n Ini a n ul a Lal Lalu s.d Bulan ul ini ini a n u ini 

In a n 
La i n 

' lu in 
i 

' 
Penerimaan ! 
-SP2D I 

-Potongan Pajak 
! 

a. PPN ' 
b. PPh 21 i 

-- 
c. PPh 22 

r 

d. PPh 23 i 
e. PPh Final 

·- 
; 

-Lain-Iain ' 
.. 

Jumlah 
Penerirnaan i 
Pengeluarari 

I 

-SPJ ' 
l 

-Penyetoranfajak 
a. PPN 
b. PPh 21 

1 

c. PPh 22 I 

d. PPh 23 i 
__ ---_ ! 

e. PPh Final 
-Lain-lain 

.· 

Jumlah ' 

Pengehrarari 
Saldo.Kas 

' 

i SPJ ADMINISTRJ}TIF) 
Periode . 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 
I 
I 

I PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
[ SKPD .... 
; TAHUN· ANGGARAN 

i 
3.4 SPJ Adininistratif 



Nama 
Nip ..... 

Nama 
Nip ..... 

Disiapkan Oleh, 
Bendahara Pengeluaran 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran 

lt 

f<} 
'"~ 

SPJ LS Gaji SPJ LS Barsmg SPJ 
Ko Jasa UP/GU/TU Jumlah Sis 
de Urai Jumlah s.d s.d s.d SPJ Paf 
Re a Anggaran Bu Bul s.d Bu Bul s.d Bu Bul s.d (LS+UP/GU/T An1 

f Bul But Bui k n Ian an la an la an U) arc, 

Lal Ini an Ini an lni an s.d Bular n n ini Lal ini Lal ini ini u 
u u 

i 

Penerimaan 
-SP2D 
-Potongan 
Pajak 
a. PPN 

• 

b. PPh 21 
c. PPh 22 
d. PPh 23 

• 

e. PPh Final: 
-Lain-Iain 
Jumlah 
Penerimaan , 
Pengeluaran 
-SPJ 
-Penyetoran 
Pajak 
a. PPN 
b. PPh 21 

i 

c. PPh 22 . 
> d. PPh 23 

e. PPh Final 
-Lain-Iain 
Jumlah 
Pengeluaran : 

Saldo Kas 
i 

i 

LAPQRAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 
PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) 

Periode . 

;SKPD .... 
1TAHUN ANGGARAN 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

BOMBANA KABUPATEN PEMERINTAH 

3.5 SPJ Fungsional 



MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN 
a. Ketentuan Umum 

a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 
! 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat 
terjadi akibat: 

i.ketJrlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 
dis~lesaikan 100% pada tahun berkenaan; 

! 

ii.perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengadaan barang dan jasa; 

' iii.keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau 
I 

penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force 
ma)eure) sesuai peraturan perundang-uridangan 

iv.kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 
ha~il putusan pengadilan yang bersifat tetap. 

b. Pelakaanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran 
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 1 OOo/o pada 

I 

tarrun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan 
sebagai berikut: 
1) melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD 

d~ diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 

2) pembayarari atas · kewajiban pihak ketiga dianggarkan 
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode 
rekening berkenaan. 

3) mengesahkari DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 
I 

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 
c. Pelaksariaan pembayaran atas perpanjangan waktu 

I 

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan ' . peruridang-uridangan yang mengatur mengenai pengadaan 
bararig dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan 
sebagai berikut: 
1) melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD 

dart diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 

2) pepbayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan 
d~am program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode 
relcerring berkenaan. 

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai 
dasar pelaksanaan pembayaran. 

d. Pelalcsanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar 
kerrdali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan 
jasa / termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 
perat;uran perundang- undangan, pemerintah daerah 

' 

BELANJA YANG PENATAUSAHAAN DAN c. PELAKSANAAN 

.., 



·- ,.. - 

; 

a. Keterrtuan Umum 
BelanjaJ yang bersifat wajib adalah belanja yang harus 
dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar 

I 

' 

I 

d. BELANJA!WAJIB DAN MENGIKAT 

melakukan tahapan sebagai berikut: 
1) · kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya 

I 

ket~rlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun 
anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa 
keterlam batan penyelesaian terjadi bukan karena 
kel1aian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna 
barang dan jasa; 

2) Bupati menetapkan keadaan kahar iforce majeures sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

I 
3) melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD 

dari diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 

I 

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan 
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode 

! 

rek7ning berkenaan. 
5) mengesahkari DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

· SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 
. ' 

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
'urrdarrgarr antara lain. hasil putusan pengadilan yang 
bersif~t tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan 
sebagai berikut: 

i 

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban 
pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam 

I 

APBD· 
; ' 

2) melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD 
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 
selanjutnyaditampung dalam perda perubahan APBD; 

3) pernbayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan 
I 

dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode 
rekening berkenaan. 

4) merigesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 
'f ' 

SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 
f. Dalarii rarigka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas 

ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan 
I 

ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, 
hams dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai 
dengan peraturan · perundang-undangan. 

g. Haeiljreviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah 
untuk menganggarkan dalam perubahan Perbup tentang 
penjabaran APBD; 

h. Tata i cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang 
mel~paui tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati. 



- . ...,. . - 

89 Peraturan Daerah 
2022tentang Pengelolaan 
ini mengatur ketentuan 

Berdasar'kan ketentuan dalam Pasal 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
Keuangan] Daerah, Peraturan Bupati 

i 

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang 
diariggarkari dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak 
tahun jamak, 

v. SUB KEGIATAN YANG BERSIFATTAHUN JAMAK 

' siap.': 

masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja 
yang dibirtuhkari secara terus menerus dan harus dialokasikan 
oleh perrierirrtah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkeriaan. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah beberapa ketentuan umum terkait 
pelaksanaan anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan 

I . 
mengikat adalah: · 
a. Dalami hal Bupati 'dan DPRD tidak: mengambil persetujuan 

I 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak 
diearnpailcan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan 
Peraruran Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka 
APBD ;tahun anggaran sebelumnya. 

b. Raricangan Peraturan Bupati· tentang APBD sebagaimana 
dimakaud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat 
mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 
'I'erkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat 
sebelum DPA- SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat 
SPD riya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan 
peraturan Bupati tentang belanja wajib dan mengikat. 

b. Tidakjtertutup kemungkinanjika periode SPD untuk masing­ 
masitjg SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya 
Dma's' Pendidikan Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan 
kareua kebutuhan dana yang sangat besar 
sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan 
SPD diberikan pertriwulan. 

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan 
! 

SPD, atauDPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan 
dengan SPD. 

I 

b. Ketenruan Pelaksanaan 
' Keterrtuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya 

wajib ddnmengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
a. Dalarn hal keterlambatan penetapan 
b. APBq; dan Dalam hal dokumen belum 



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahun 2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 146 
sampai .dengan Pasal 
148 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan 
pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: 

' a. Pelalcsanaan dan penatausahaan penerimaan dan 
pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala 
SKPKD. 

b. Pene~maan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan 
melaluiRekening Kas Umum Daerah. 

c. Dafam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 
scsuai dengan .keterrruan peraturan perundang-undangan 
ttdak' dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD 
mel8.¥Ukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 

i 

w. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
i 

terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut: 
a. Dalani melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun 

. I 

jamak] (multiyears), harus dttetaplcan terlebih dahulu dengan 
Peraturan Daerah 

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas 
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 

I . 

c. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD 
I 

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA 
! 

dan PPAS. 
d. Peratdran Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan 

I 

DPRD) tahunjamak sekurang-kurangnya memuat: 
1) riarna sub kegiatan; 
2) jarigka waktu pelaksanaan sub kegiatan; 
3) jumlah anggaran; dan 

! 
4) alofasi anggaran per tahun. 

e. Sub i<;:egiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi: 
1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan 

yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk 
menghasilkan satu output yang memerlukan waktu 

I 

periyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 
2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang 

merrurut sifatnya harus tetap berlangsung pada 
pergantian tahun anggaran seperti penanaman 
be:tj.ih/bibit, penghijauan,. pelayanan perintis laut/udara, 

I . 

makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan 
sarp.pah dan pengadaan jasa cleaning service. 

3) .Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak 
melampaui masajabatan Bupati. 

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan 
Bupati berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub 
kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan 
sampai berakhirnya tahun anggaran. 

... 



pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 
d. Keadaari yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 

I 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: 
I 

1) meniutupi defisit anggaran; 
2) men;danai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum 

tersedia anggararmya; 
3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi 

. I . 

daerah yang melampaui anggaran yang tersedia 
merrdahrrhri perubahan APBD; 

4) meluriasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 
I 

5) meridariai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN 
akibat adanya kebijakan Pemerintah; 

6) me:ridanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 
I 

belurn tersedia anggarannya; dan/atau 
i 

7) meridanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 
I 

ditlrigkatkari dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD 
I . 

tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai I - . . 
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam 
tahun anggaran berjalan. 

e. Pemiridah bujcuan dari rekerring Dana Cadangan ke Rekening 
Kas [Umurn Daerah dilakukan berdasarkan rencana 
pengguriaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya. 

I 

f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 
I 

Kas iUmum Daerah dilakukan. setelah jumlah Dana 
Cadarigan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
terrtang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan 
mericukupi. 

g. Pemiridahbulcuan paling tinggi sejumlah pagu Dana 
Cadangan yang akan digunakan _sesuai peruntukannya pada 
talrun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana 
Cadangan. 

h. Pemindahbu'kuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 
Kas [Umurn Daerah dilakukan - dengan surat perintah 
pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 
Terk~t hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberapa ketentuan sebagai berikut: 

i. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa 
BUD I akan melakukan pencatatan atas penerimaan 
pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

I 

{BKPP) pada srsr penerimaan sedangkan pengeluaran 
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

! 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 
j. Terlaadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat 

pengeaahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan 
pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
(BKPf>) pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran 
pernbiayaari dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran 

; 



x. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 146, Pasal 149, dan Pasal 

' 161 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
. 1 

' 

.. ~ 

o. Pelaksariaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah 
dari pemerirrtah pusat dilaksanakan melalui: 

i 
1) pembayaran langsung; 

' 2) re~ening khusus; 
3) pemindahb'ulcuan ke RKUD; · 
4) letter of credit; dan 
5) pernbiayaan pendahuluan. ! . 

p. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah 
mengguriakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
Pembiayaari dan · dicatat oleh Kuasa BUD pada srsi 
pener'imaan. 

q. Tata i cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam 
Peratirran Bupati dengan mengacu pada ketentuan 
peraruran perundang- undangan. 

r. Siatem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan 
Perat;uran Bu pati. 

s. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, 
alirru:;i data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakirkan secara elektronik. 

! 
' 

peneriinaan. 
n. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang 

! 
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau 

I 

merierima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali, yang bersumber dari: 
1) pemerirrtah pusat; 
2) peDi1erintah daerah lain; 
3) lembaga keuangan bank; 

! 

4) lembaga keuangan bukan bank; dan 
5) rnaeyaralcat. 

I 

k. Bend~ara Pengeluaran melakukan pencatatan atas 
pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD 

I 

mengguriakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
I 

Pembiayaan (BKPP). 
1. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman Daerah melalui RKUD. 
m. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
mengguriakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian 
pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi 

' 



2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan 
Pelaksanaari dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
adalah sebagai berikut: . 

a. Pelalcsanaan dan penatausahaan penerimaan dan 
pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala 

! 
SKPK[?. 

b. Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan 
melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

c. Dalam' hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 
sesuaf dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tidak dilakulcan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD 
melaklikan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 
perigeliaarari Pembiayaan Daerah tersebut. 

' d. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana 
Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 
jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
pembcrrtukan Dana Cadangan. 

I 
e. Alokasi anggaran di pindah bukukan dari Rekening Kas 

Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.11 
f. Peminclahbu kuari dilakukan dengan surat perintah Kuasa 

BUD atas persetujuan PPKD. 
g. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa 

BUD berkewajiban untuk: 
1) merieliti kelengkapan perirrtah pembayaran yang 

dit~rbitkan oleh kepala SKPKD; 
I 

2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan 
yarig tercantum dalam perintah pembayaran; 

3) meriguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
4) meiiolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran 

I 
atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

Terkait b.al tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
beberap~ ketentuan sebagai berikut: 
a. Terhap.ap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa 

BUD i akan melakukan pencatatan atas penerimaan 
pernbiayaari pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
(BKPP) pada srsa penenmaan sedangkan pengeluaran 
pemb~ayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

' b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat 
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan 
pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
(BKPP) pada srst penenmaan, sedangkan pengeluaran 
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

c. Mehrna.si kewajiban bunga dan pokok utang untuk 
penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok utang 
serta ! menghindari denda dan/ atau sanksi sesuai dengan 
perja.r-jian pinjaman. 



p. Pembukuan atas Pemindahbukuan. hasil penjualan. kekayaan. 
daerah i yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD 

d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada 
rekenirig tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum 
yang diteta.pkari Bupati dalam bentuk deposito dan/ atau 
irrveetaei jarigka pendek lainnya yang berisiko rendah. 

e. Dalam] hal terdapat bunga Dana Cadangan atas 
pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 
mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai 
Lain-lain PAD Yang Sah. 

f. Buriga] Dana Cadan.gan dapat digunakan. untuk mendan.ai 
kebuttihan Pemerintah Daerah melaksanakan. Sub Kegiatan 
dalam \ mencapai indikator capaian. sasaran. yang telah 
ditetapkan, 

g. Pengguriaan Dan.a Cadan.gan han.ya untuk melaksanakan. 
satu sub kegiatan. berdasarkan. indikator dan. target capaian . . 

sasaran yang telah ditetapkan. 
h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan. usaha 

milik I negara/ daerah dan/ atau badan usaha lainnya 
ditetapkan dengan. peraturan daerah tentang penyertaan 
modal.' 

i. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uan.g merupakan 
1 

bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha 
dengan. mendapat hak kepemilikan.. 

j. Penyertaan modal pemerintah daerah atas baran.g milik 
daerah' meru pakan. pengalihan kepemilikan. barang milik 
daerah! yang semula merupakan. kekayaan. yang tidak 
dipisah'kan menjadi kekayaan. yang dipisahkan. untuk 
diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan. 
usaha i milik negara, badan. usaha milik daerah, a tau badan. 
Irukurn lainnya yang dimiliki negara. 

k. Pemindahbu kuan atas penyertaan. modal daerah dalam 
berrtuk uan.g dilakukan. oleh Kuasa BUD dengan. 
berdasarkan dokumen an.tara lain: 

i 

1) Peraturan Daerah tentan.g penyertaan modal; dan. 
2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD. 

1. Pembukuan atas pemindahbukuan dan. pemindah tan.ganan. 
atas penyertaan. modal daerah menggunakan. Buku 
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 

m. Hasil i penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
meru pakan hasil . bersih setelah dikuran.gi biaya 

"I 

pelaksanaan penjualan. kekayaan daerah yang dipisahkan. 
n. Hasil penjualari kekayaan. daerah yang dipisahkan. 
o. Dokurnen yang digunakan dalam hasil penjualan. kekayaan 

daerahlyang dipisahkan. an.tara lain: 
1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan. kekayaan 

daerah yang dipisahkan.; 
2) Bukti hasil penjualan. kekayaan. daerah yang dipisahkan; 
3) NotaJ kredit atas pemindahbukuan. ke RKUD. 

: 



Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan 
laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang 
menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber 

' daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode 
.Jarnrari-dtrni tahun anggaran berkenaan. 

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan 

PERT AMA DAERAH 
SEMESTER ANGGARAN REALI SAS I 

DAN BELANJA 
LAPORAN 
PENDAPATAN 
APBD 
1. Keterrtuarii Umum 

A. 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
' DAERAH 

BAB VI 
LAPORAN l REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN 

' 

mengguriakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran 
Pernbiayaan. 

q. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD 
diperkirakan surplus. · 

I 
r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah 

! 
dalam i tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah 
yang diterapkari dalam Peraturan Daerah tentang APBD 
deng~ mengacu pada perjanjian pemberian 
pinjaman/pemberian utang. 

I 

s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan 
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam 
Peraruran Bupati. 

t. Pengalolcasiari anggaran untuk pembayaran pokok utang 
yang jatu h tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai 

! 

dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian 
utang/ b bligasi daerah. 

u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan 
pembebanan melalui RKUD. 

I 

v. PembufUan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang 
yang jaruh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada 
sisi perigeluaran. 

i 
w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur . ' 

dalam [Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan 
I 

peratu:r;an perundang- undangan. 
x. Sistem : dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan 

I 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan 
I 

Peraruran Bupati. 
y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, 

! 
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 



perbaridingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 
periode .Jarnrari-dtrni pada tahun anggaran berkenaan serta 
rnerryajilcari unsur- unsur sebagai berikut: 
a. Pendapatan- 
b. LRA; Belanja; 
c. Trarrsfer; 
d. Surplus./Defisit-Ljca; 
e. Pembiayaan; dan 
f. Sisa Iebih z ktrrarrg pembiayaan anggaran. 

Berda.sarkan ketentuan dalam Pasal 160 Peraturan Daerah 
' 

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, ketentuan umum dalam laporan realisasi 
semester pertama APBD adalah sebagai berikut: 
a. Pemerirrtah Daerah menyusun laporan realisasi semester 

pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya. . 

b. Laporari disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir 
bulan 'Juli tahun anggaran berkenaan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Bagian' 1: La po ran Realisasi Semester Pertama APBD pad a 

SKPD Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan 
bulariari dari bendahara penerimaan dan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara 
pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi 

I 

semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara: 
1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan 

pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban 
penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban 
pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan 
belanja dari bulan Januari s.d. Juni. 

2) .Jurnlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis 
belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke 
dalam format laporan realisasi semester pertama APBD 
dan! prognosis SKPD pada kolom realisasi semester 
pertama. 

3) Mengtsi kolom sisa anggaran dengan selisih antara 
anggaran .dan penerimaan. 

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah 
dengan nilai rencana perubahan anggaran. 

b. PPK SK.PD menyerahkan laporan realisasi semester pertama 
APBD ; dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA 
'urrtuk' ditandatangani. 

c. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti 
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam 
penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan 
realieasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang 
diserahkan oleh PPK SKPD. 

d. Dalarn hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD 
selaku PA menandatangani laporan realisasi semester 

' 



B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD 
Berdaaarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaarr 
Keuangan Daerah, ketentuan .terlcait perubahan APBD adalah 
sebagai iberikut: 

I 

1. Laporan] realisasi semester pertama APBD menjadi dasar 
perubahan APBD. 

2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila 
a. terjadi: perkembangan · yang tidak sesuai 

dengan asumsi KUA; 
b. keadc+an yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

anggaran an.tar organisasi, an.tar unit organisasi, an.tar 
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan an.tar jenis 
belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan. dalam tahun an.ggaran 
berjalan; 

d. keadaan darurat; dan./atau 

a. Bagiari 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 
Pemeriritah Daerah Berdasarkan laporan realisasi semester 
pertam'.a APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala 
SKPD kelaku PA, BUD melakukan verifikasi denganlangkah- 

' langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester 
pertarria Al=Bla dan prognosis SKPD dengan: 
1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan 
2) pericata.tan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang 

b. ada di BUD Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, 
BUD rnenggabungkan laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling 
lambat minggu kedua bulan Juli. 

c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
Pemerintah Daerah hasil penggabungan terse but 

! 

disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator 
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan 
persetujuan. 

d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian 
disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling 
Iamba't minggu ketiga bulan Juli. 

e. Bupafi menyampaikan laporan realisasi semester pertama 
APBDi dan prognosis Pemerintah Daerah .kepada DPRD 

i . 

paling lambat akhir bulan Juli. 
' 

pertama APBD dan prognosis SKPD. 
e. Kepala/ SKPD selaku PA menyampaikan .laporan realisasi 

semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah 
ditaridatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 
hari setelah semester pertama berakhir. 



..,. - 

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 
1. Ketentuari Umum 

Berdaaarlcan ketentuan dalam Pasal 154 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan' Daerah, ketentuan terkait perubahan KUA dan 
perubahan PPAS adalah sebagai berikut: 
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat 

berupa terjadinya: 
' 

1) pelainpauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan 
daerah; 

f 
2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja 

! 

daerah; dan/ atau 
3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. 

b. Bupati] memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai 
dengari asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA 
serta perubahari PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

c. Dalam ! rancangan perubahan KUA disertai penjelasan 
merigenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan 
sebelumnya. 

d. Dalami rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: 
1) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan 

untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan 
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun 
ariggarari berjalan; · 

2) cap~an sasaran kinerja program, kegiatan dan sub 
kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD 

' apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 
3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD 
apabila melampauiasumsi KUA. 

I 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan 

raricangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD 
dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 
1) T~D meriyiapkari seluruh isi rancangan perubahan KUA 

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan 
anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD. 

2) T~D menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS 
mengguriakan data dan informasi terkait program prioritas 
beserta indikator kinerja dan iridika.si pendanaan yang 
beraumber dari perubahan RKPD. 

b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan 
! 

rancapgan perubahan PPAS kepada DPRD. 
c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

perubahan KUA danrancangan perubahan PPAS. 
d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama 

e. keadaari luar biasa. 
' 



7) pergeseran antar jenis. 
c. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 

APBD yaitu: 
1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. 

Pergeseran ini dapatdilakukan atas persetujuan sekretaris 
daerah, 

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. 
Pergeaerari ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek 
yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas 
persetujuan PPKD. 

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian 
objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna 
Ariggarari. 

d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 
! • APBD: yang dilakukari sebelum perubahan APBD, dapat 

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 
APB'n. 

b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 
yaitu: 
1) pergeseran antar organisasi; 
2) perg~seran antar unit organisasi; 
3) pergeseran antar program; 
4) pergeseran antar kegiatan, 
5) pergeseran an tar sub kegiatan; 
6) pergeseran antar kelompok; 

I 

1) perg~seran anggaran yang menyebabkan perubahan 
APBD; dan 

I 

Nomor 3 Tahun 
Daerah ten tang 
ketentuan terkait 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 dan Pasal 156 
i 

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
2022tentkg Pengelolaan Keuangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 
pergeserari anggaran sebagai berikut: 
Pergeserari anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar 
unit orgarrisa si, antar program, antar kegiatan, antar sub 

I 

kegiatan, I dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar 
rincian objek dan/ atau sub rincian objek. 

I 

a. Pergeseran anggaran terdiri atas: 

D. PERGESERAN ANGGARAN 
i 

1. Ketentuari Umum 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA 
dan raricangan perubahan PPAS. 

e. Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota 
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 
perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara 
Bupatidengan pimpinan DPRD. 



E. PENGGUN~ SILPA TAHUN SEBELUMNYA 
Berdaaarkan ketentuan dalam Pasal 158 Peraturan Daerah 

I 

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuarigan Daerah, ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun 

! 

j. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 
I 

mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. 
k. Pergeseran anggaran diiku ti dengan pergeseran anggaran kas. 
I. Keterrtuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran 

anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan 
I 

peraturan perundang-undangan. 
2. Ketentuan Pelaksariaan 

a. Pihal<: i terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran 
berdas~kan situasi dan kondisi pelaksariaan kegiatan/sub 
kegiatan 

b. Atas ukulan tersebut: 
1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang 

i 
diperltrkari jika pergeseran anggaran mengubah perda 
APBD· 

' ' 
2) Sekda/ PPKD / Pengguna Anggaran memberikan 

peraetujuan jika pergeseran anggaran tidak mengubah 
' perda APBD. 

c. Perigguria Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan 
peru bahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran 
anggaran, Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh 
Sekda I dan disahkan oleh PPKD. 

menyusun dengan dilakukan i. Perges~ran anggaran 
perubahan DPA-SKPD. 

I 

dilalcukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran 
APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, 
pergeaerari anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada 
perubahan penjabaran APBD. 

I 

e. Pergeseran anggaran yang 'tidak menyebabkan perubahan 
APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung 
dalam · la po ran realisasi anggaran. 

f. Semua ! pergeseran dapat dilaksariakan berdasarkan 
g. perubahan DPA-SKPD Pada kondisi tertentu, pergeseran 

t 

anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat 
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan 
Bupati] dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 
Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi merideaak 
atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat 
nasional atau daerah. 

h. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan 
APBD,' pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam 
Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukari 
setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan 
Realisa'.si Anggaran. 



- ~ ,.. - 

sebelumnya dalam perubahan APBD adalah sebagai berikut: 
a. Keadaari yang menyebabkan · SILPA tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 
berjalan dapat berupa: 
1) merrutupi defisit anggaran; 
2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum 

terse~aanggarannya; 
I 

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi 
daerkh yang melampaui anggaran yang tersedia 

I 
mendahului perubahan APBD; 

4) melqnasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 
5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN 

akibat adanya kebijakan Pemerintah; 
6) meridanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

belum tersedia anggarannya; dan/ atau 
7) meridanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 

ditingkatkari dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD 
tahtin anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai 
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun 
anggaran berjalan. 

b. Pengguriaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk 
pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan 

I 

terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/ atau RKA- 
SKPD. ! 

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan 
kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan: 
1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 

sebelumnya; atau 
; 

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada 
'upaya hukum lainnya. 

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah 
ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM 
riarrrun belum dilakukan pembayaran. 

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun 
anggaran sebelumnyaharus dianggarkan kembali pada akun 
belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai 
kode ;rekening berkenaan . dan dianggarkan pada SKPD 
berkeriaan. 

f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah 
tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali 
pada alcun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya 
sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan 
pada ~KPD berkenaan. 

g. Tata c::ara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran 
sebelurnnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas 

I 

Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 
berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda 



NAMA 
NIP 

Tempat, tanggal 
KEPALA SKPD 

No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan kebutuhan Dana(Rp) 

1. 
! 

2. : 

3. 
Total 

RENCANA · KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT 
KABUPATEN BOMBANA 

3. Dokumen Terkait 
Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain 
sebagai berikut: 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga 

untuk meridariai keadaan darurat, keperluan mendesak dan 
memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan peruridang- undangan di luar keadaan darurat dan 
keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam belanja 
tidak terduga sebagaimana tercantum dalam BAB III.D.4. 

perubahan APED maka pengeluaran tersebut disampaikan 
dalam i laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu 
melaktikan Perkada perubahan penjabaran APED. 

a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk 
mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 
yang r belum tersedia anggarannya dalam rancangan 
perubahan APED. 

b. Dalam ! hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 
termaauk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan 
APED atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan 

' 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 159 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, ketentuan terkait pendanaan keadaan 
darurat sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum 

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT 
' l 

tentang perubahan APED tahun anggaran berikutnya atau 
ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah 
daerah] yang tidak melakukan perubahan APED tahun 
anggaran berikutnya. 

. ! 
l 



NAMA 
NIP 

KEPALASKPD 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh 
atas kebenaian. 

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. 
I 

No Uraian Anggaran Realisasi Penyerapan Capaian Output 
(Rp) {Rp) (%) Volume Satuan 

' 
• 

• [ 
• 

. 

i 

. 
i 

! 

SKPD 

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN 
BOMBANA 

NAMA 
NIP 

Tempat, tanggal 
KEPALA SKPD 

No $KPD Rencana kebutuhan Jumlah (Rp) 
1. 
2. 
3. ' 

4. ' 
i 

i 

REKAPITUDASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA 
' KABUPATEN BOMBANA 



Berdaaarkan ketentuan dalam Pasal 162 sampai dengan 
Pasal 170 Peraturan Daerah Kabupaten Bombaria Nomor 3 ' . 

Tahun 2q22tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan 
terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja D~erah adalah sebagai berikut: 

I 

H. PENYUSUN.AN PERUEAHAN APED 
' ' 1. Ketentuari Umum 
' 

a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih 
dahulu' dalam RKA- SKPD. 

b. Penjadwalan ulang dan Zatau peningkatan capaian target 
t . ·, 

kinerja] program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan 
I 

terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD. 
I 

c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai 
dasar ipenyusunan rancangan Perda tentang perubahan 
kedua{\PED. 

d. Dalam .hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 
penerimaan dalam APED mengalami penurunan lebih dari 

\ ,' . 
50°/o (liina puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang 

I 
dan/ atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, 
kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 
berkeriaan. 

' _ e. Penjadwalan ulang dan/ atau pengurangan capaian sasaran 
kinerja] program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan 
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD. 

I 

f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan 
raricangan Perda tentangperubahan kedua APED. 

' 

1. Ketentuan Umum 
Berda~arkan ketentuan dalam Pasal 160 dan Pasal 161 

I 
Peraturan Daerah Kabupaten Bornbaria Nomor 3 Tahun 

I 

2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait 
I 

pendariaan keadaan luar biasa adalah sebagai berikut: 
' a. Perubahan APED hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 

1 (satuj tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 
b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan 

estimaai penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APED 
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50o/o 

I , 
(lima puhrh persen). 

c. Ketentuan mengenai perubahan APED akibat keadaan luar 
biasa [ diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

d. Dalam [hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 
penerimaan dalam APED mengalami kenaikan lebih dari 50% 
(lima puluh persen) dapat .dilakukan penambahan sub 
kegiatari baru dan/ atau peningkatan capaian sasaran kinerja 
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran 

I 

berkenaan. 
2. Keterrtuan Pelaksanaan 

' 

G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA . . 

'! 



' 
4) Tata; cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan 
ketehtuan peraturan perundang-undangan. 

5) Daldm hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati 
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahari PPAS kepada DPRD, . menandatangani 
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 
rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota 
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 
perubahari PPAS. 

6) Dalcim hal Bupati . berhalangan sementara, Bupati 
merrdelega.aikari kepada wakil Bupati untuk 
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani 
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 
rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota 

I . . 
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 

I perubahan PPAS. 
7) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau 

sementara, pejabat · pengganti Bupati menyampaikan 
. I 

rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan 
PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan 
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 
raricangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota 
kesepakatan perubahan KUA dan nota: kesepakatan 

.. I 

. perubahari PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan 
clitet'apka.n oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana 

I 

tuga'sypenjabatypenjabat sementara kepala daerah. 
8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana 
tuga's pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan 

I 

terlradap rancangan perubahan KUA dan rancangan 
I 

a. Penyusnrnari perubahan KUA dan Perubahan PPAS; 
• ! 

1) Raricangan perubahan KUA dan rancangan perubahan 
I 

PPA~ disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu 
pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan 
untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati 

I 
daniDPRD. 

i 

2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 
I , 

ransangan perubahan . PPAS dituangkan ke dalam nota 
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 
perubahari PPAS yang ditandatangani bersama antara 
Bupk.ti dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan 
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

3) Perubabari KUA dan perubahan PPAS yang telah 
disepakati Bupati bereama DPRD menjadi pedoman bagi 
pera'.ngkat daerah dalam menyusun perubahan RKA- 

. I 

SKPD. 



perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan 
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS. 

I 

b. penyusunan perubahan RKA SKPD; 
1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah 

disepakati Bupati Bersama DPRD menjadi pedoman 
perangkat daerah dalam penyusunan RKA SKPD. 

I 

2) Berdaaarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Bupati 
merierbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan 
perubahari RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam 
menyu sun perubahan RKA-SKPD. 

3) Surat edaran Bupati paling sedikit memuat: 
a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang terkait; 
b) Alokaai plafon anggaran sementara untuk setiap 

program, kegiatandan sub kegiatan SKPD; 
c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan 

Perubahan DPA- 
SKPD kepada PPKD; dan 

d) dokurncn sebagai 'Iampiran meliputi perubahan KUA, 
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA­ 
SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar 
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman 
p~nyusunan APBD. 

4) Sura~ edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA­ 
SKPip dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat 
miriggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada 
perangkat daerah disertai dengan: 
a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru; 

I 

b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah; 
I 

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan 
DfA-SKPD kepada PPKD; dan/atau 

d) dolcurneri sebagai lampiran meliputi kode rekening 
perubahari APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan 
DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga 
satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang 
dibutuhkan. 

6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga 
bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. 

7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD 
berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta 
pedoman penyusunan perubahan RKA- SKPD 

8) Per-u bah an RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai 
bab.an penyusunan rancangan Perda tentang perubahan 
APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur 
dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan 
APBJ? yang ditetapkan setiap tahun. 

9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 

! 

. I 



6) analtsis standar belanja; 
7) standar harga satuan; 
8) sraridar kebutuhan BMD; 
9) RKBMD; 
10) Standar Pelayanan Minimal; dan 
t tj program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD. 

e. Dalam ihal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, 
kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

f. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat 
pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

g. PPKD ~enyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD 
dan dolcumeri pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD 
yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

h. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat 
Iampirari sebagai berikut: 
1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jerus pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

2) ring~asan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 
u ru san pemerintahan daerah dan organisasi; 

i 
3) ririciari Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 
akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan 
pernbtayaari. 

4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang 
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 
a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian 

m~nuru t urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan 
indikator; 

' b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuarigan negara; 

c) rckapit'ula.si perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

RKA+SKPD pada perubahan APBD. 
c. RKA-S~PD yang memuat program, kegiatan dan sub 

kegiatan barn yang akan dianggarkan dalam perubahan 
APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada 
T APD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

d. Verifikaai dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian 
antara perubahan RKA-SKPD dengan: 
1) perubahan KUA dan perubahan PPAS; 
2) prakfraan maju yang telah disetujui; 
3) dokumen perencanaan Iainnya; 
4) capa+an Kinerja; 
5) indikator Kinerja; 

I 



. ... . 

d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

e) sipkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; 

fJ sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan 
Program Prioritas Daerah. 

I 

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi 
pada PerdaPerubahan APBD antara lain: 
a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

' . 
b) daftar piutang daerah; 

i 

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 
lainnya; 

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah danaset lain-lain; 

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 
fJ daftar dana cadangan; 
g) daftar pinjaman daerah. 

i. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan 
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD. 

j. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 
merrrua't lampiransebagai berikut: 
1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan 
sub :Hncian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

i 

2) perubahari penjabaran APBD menurut urusan 
pemerirrtahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan 

' sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
3) r'eka'pit.ula si dan sinkronisasi perkada perubahan 

penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan 
' informasi antara lain: 
! 

a) daftar nama penerima, alamat penenma, dan besaran 
hi bah; 

b) daftar nama penerima, alamat penenma, dan besaran 
bantuan sosial; 

c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
barrtuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
belanja bagi hasil; 

e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan 
pemerirrtahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 
su'.b kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
dam sub rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

fJ rrncian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan 
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

! . 



- . .,.. 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 
perrdapatari, belanja dan pembiayaan; 

g) eirrkrorrieast kebijakan pemerintah Kabupaten 
Bornlaarra pada daerah perbatasan dalam rancangan 
Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 
tetitang perubahan penjabaran APBD dengan program 
prioritas perbatasan Negara. 

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi 
pada] Perkada perubahan penjabaran APBD. 

I 

k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 
rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD 
disertai i penj elasan. 

1. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai 
dasar hukurn pendapatan. 

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar 
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat 
kfru stra' dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan 
aurnber, pendanaan sub kegiatan. 

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai 
dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk 
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran 
pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 

o. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah 
disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. 

p. penyuaunan perubahan DPA SKPD, meliputi: 
1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau 

pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan 
dan sub kegiatan dari yangtelah ditetapkan semula. 

2) Penirigkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja 
progrf1ID, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam 
perubahan DPA-SKPD. 

3) Perubahari DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, 
kelornpok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, 
dan .pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan 
maupuri setelah perubahan. 

2. Ketentuan f Pelaksanaan 
Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

i - 

a. Bupati J menyusun rancangan perubahan KUA dan 
raricarigan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD 
dengan langkah sebagai berikut: 
1) TAPD: menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA 

mengguriakan data dan informasi terkait kebijakan 
anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD; 

2) TAPd menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS 
mengguriakan data dan informasi terkait program prioritas 
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang 

I - 
bersumber dari perubahan RKPD. 

b. Bupati i menyampaikan rancangan perubahan KUA dan 
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD. 

' 



.. ..,. 

' 
Bagian iv: penyusunan perubahan DPA SKPD; 

i 

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup 
perubahari berupa peningkatan atau pengurangan capaian 
sasaran 1 kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari 

' 

BagiarrIll: penyusunan perubahan APBD 
a. Kepala iSKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang 

akan dianggarlcan dalam perubahan APBD yang telah 
disusuri oleh SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk 
diverifikasi. 

b. PPKD nielakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang 
telah diausuri oleh Kepala SKPD. 

c. Jika ter'dapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala 
SKPD urrruk melakukan·penyempurnaan. 

d. PPKD menyu sun rancangan Perda tentang perubahan APBD 
dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD 
yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan 
I 

APBD kepada Kepala Daerah. 
' 

c. Bupati t menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman 
Penyueurian Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala 
SKPD dalam menyusunperubahan RKA- SKPD. 

d. Kepala f:>KPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan 
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang i . 

Pedomah Penyusunan Perubahan RKA-SKPD. 
! 

e. Kepala $KPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada 
' PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD. 

Bagian !I: penyusunan perubahan RKA SKPD; 
a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang 

telah disepakati bersama Bupati dan pimpinan DPRD, TAPD 
menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 
Penyuaurian Perubahan RKA-SKPD. 

b. T APD rnenyerahlcan rancangan Surat Edaran ten tang 
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati 
untuk diotorisasi. 

! 

melakukan pembahasan rancangan 
dan rancangan perubahan PPAS. 

c. Bupati dan DPRD 
perubahan KUA 

I 

Pernbahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan 
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. 

d. Bupati ! dan DPRD melakukan kesepakatan bersama 
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA 

. e. dan rapcangan perubahan PPAS. Kesepakatan terhadap 
raricangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 
dituarigkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan 
nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani 
bersama antara Bupatidengan pimpinan DPRD. 

- > ! 



- ,, 

4.1 Kebij~an Perubahan perencanaan pendapatan daerah 
yang diproyeksikan 

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi 
I 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, 
dan .~ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

V. KEBIJAKA:N BELANJA DAERAH 
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja 
5.2 Renc~a perubahan belanja operasi, belanja modal, 

belanja transfer dan 

' 
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN 

i 
3.2 Asurn'si dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 

' IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 
' 

PENDAPA'PAN DAN BELANJA 
ANGGARAN 

' 
1.1 Latar] belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum 

APBQ (KUA) 
1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA 
1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA 

II. KERANGK{\- EKONOMI MAKRO DAERAH 
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah 
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah 

III. ASUMSI ! DASAR DALAM PENYUSUNAN 

I. PENDAHULUAN 

KABUPATEN BOMBANA 
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJADAERAH (PERUBAHAN KUA) 
TAHUN ANGGARAN .... 

yang telah ditetapkan semula. 
I 

3. Dokumen 1Terkait 
Ilu straei dokumen perubahan APBD menyajikan informasi 

yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan 
setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pedornan penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai 
berikut:1 

a. Perubahan KUA 
b. Perubahan PPAS 

i 

c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS 

d. Susunap Nota Keuangan Perubahan APBD 
e. Perubahan DPA-SKPD 
f. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 

beserta Iampiran Rancangan Perda ten tang perubahan APBD 
g. Raricangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

beserta i lampiran Rancangan Perkada tentang perubahan 
I 

penjabaran APBD 
h. Perubahan KUA 



Nama Nama 

Bupati Bombana Pimpinan DPRD 
! 

.. _ Tanggal, . 

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk 
menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan 
Rancangan Perubahari APBD Tahun Anggaran berkenaan. 

. ! 

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 
- 6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan 

! 
6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan 

I . 
VII. STRATEGI PENCAPAIAN 

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target. 
VIII. PENUTUP ! 

Pada babl ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang 
disepakati] DPRD dan Bupati dan perlu dimasukkan dalam 

I 

Perubahari Kebijakan Umum APBD. 
l 



Nama Nama 

Bupati Bombana 
' 

Pimpinari DPRD 
' 

............. Tanggal, . 

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 
I 

Semeritara (PPAS) APBD TA ..... dibuat untuk menjadi pedoman 
bagi Pernerintah Daerah dalam menyusun Rancangan 
Perubahan APBDTA Pada Bab ini juga berisikan 

. kesepakafan- kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan 
DPRD terhadap Perubahan PPAS. 

; 

• RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 
• PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH 

! 
• PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

i 
BERDASARKANURUSAN, PEMERINTAHAN DAN 

I 

PROG~M/KEGIATAN 
; 

• RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 
! 

• PENUTUP 

• PENDAHULUAN 
! 

KABUPATEN BOMBANA 
PERUB;AHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN 

S:¢MENTARA (PPAS)TAHUN ANGGARAN .... 
' 

b. Perubahan PPAS 
i 



' 
! 

SEBELUM SETELAH BERTAMB DASAR KODE JENIS PENDAPATAN AH/BERK DAERAH[ PERUBAHAN PERUBAHAN HUKUM URANG 
4. PENDAPATAN 

DAERAHi 
; 

i 4.1. PENDAPATAN ASLI 
DAE RAH ! 

i 

, 4.1.0 Pajak Datrrah 
1. 
4.1.0 Retribusi Daerah 
2. 
4.1.0 Hasil Pengelolaan 
3. Kekayaan Daerah 

' 
Yang Dipisahkan 

4.1.0 Lain-Lain! PAD Yang 
4. Sah 

' i 

4.2. PENDAPATAN 
' 

' 

TRANSFER 
4.2.0 Pendapatan Transfer 

i 1. 
, 4.2.0 Peridapatan Transfer 

' 2. An tar 
I 

: LAIN-LAIN 4.3. 
' PEND~ATAN 

DAE RAH YANG 
SAH 

4.3.0 Pendapatan Hibah 
I 1. 

4.3.0 Dana Dai-urat 
2. 

Lain-Lairi Pendapatan 
4.3.0 Sesuai dengan 
3. Ketentuan Peraturan 

Peruridang- 
Undarigan 

JUMLAH PEND AP AT AN 
DAE RAH 

• 

I 

TARGET PERUBABAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ... 
TABEL2.1 



; 

Plafon Anggaran 

No Urusan/SKPD Sebelum Setelah Bertambah/ Ket 
Perubahan Perubahan Berkurang i 

1 2' 3 4 5 6 7 ! 

! 

1. Urusan/ Dip.as/ B 
adan/ Kantor 
yang merigalarni 
perubahan] 

2. Dst ... i 

TABEL3.l 
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER 
SKPD 



i PLAFON ANGGARAN i 

PROGRAM/ SAS AR TARG SEBELU SETELA BERTAMB KODE ! KE1GIATAN/ AN ET 
M H AH/ 

SUB PERUBA PERUBA BERKUR 
KEG IATAN HAN HAN ANG ' 

(Rp) (Rp) (Rp) % 
1 2 ! 3 4 5 6 7 8 
x.xx.xx Program ... 
x.xx.xx. Kegia.tari ... 

i 

x.xx 
x.xx.xx. Sub 

' 
x.xx.x Kegiatari ... 
x.xx.xx. Sub 

i 

x.xx.x Kegiatan ... 
x.xx.xx. Dst ... 

' x.xx.x 
x.xx.xx. D'st ... 
x.xx 
x.xx.xx n:st ... 

: 

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx ... 
Urusan : x.xx ... 

i 

TABEL 3.2 
Rmcian Perubahari Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, 
Kegiatan dan SubfKegiatan Tahun Anggaran . 

I 



PERUBAHAN 
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA NO URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMB 
PERUBAHAN PERUBAHAN AH/BERK 

URANG 
(Rp) (Rp) (Rp) O/o 

1 Belanja Pegawai 
2 Belanja Barang dan Jasa 
3 Belanja Bunga 
4 Belanja Subsidi 
5 Belanja Hibah 
6 Belanja Bantuan Sosial 
7 Belanja Modal 

a. Belanja Modal Tanah 
b. B1elanja Modal 
Peralatari dan Mesin 
c. Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 
d. Belarija Modal Jalan, 
J artrigari, dan 
Irigasi; 
e. Belanja Modal A set 
Tetap Lainnya; 
f. Belarija Modal A set 
Tidak Berwujud; 

8 Belanja T'idak Terduga 
9 Belanja Bagi Hasil 
10 Belanja i Bantuan 

Keuangan 
TOTAL 

TABEL3.3 
Perubahan i Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja 
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, 
Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, 
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran .... 

. I 



Plafon Ariggar'ari Sementara dan Perubahan APBD TA .... 
1 

I 

Berdaaarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat 
tcrhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi 

I 

perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan 
! 

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah :(RPAPBD) Tahun Anggaran ... , perubahan terhadap 
Kebijakan peridapatarivbelanja dan pembiayaan daerah, yang 
rnenjadijdaaar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan 

! 

Dengan i ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati 
Bersamai antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk 
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan 
prioritasi dan plafon anggaran sementara APBD TA .... 

; 

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana. 

. . . . 

b. N arria : . 
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana 

I 

Alarnat Kantor : . 
! 

c. Narrra , 
Jabatan : Wakil KetuaII DPRD Kabupaten Bombana 
Alarrrat Kantor : . 

d. Dstl . 

. . . . Alainat Kantor 
: Ketua DPRD Kabupaten Bombana 

KabupatenjBombana 
i 

2. a. Nama 
Jabatan 

' Alamat Kan tor : . 
bertind1ak selaku dan atas nama pemerintah 

: Bupati Bombana 
. . . . 

! 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
I 

1. Narria.: 
! 

.Jaba.tan 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
i ' TAHUN ANGGARAN .... 

NOMOR ..... ' ..... 
TANGGAL .. 1 

•••••• 
I 
' 

KABUPATEN BOMBANA 

I 

,PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
i 
: DEN GAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
! 

NOTA KESEPAKATAN ANTARA 



Nama WAKILKETUAII 

Nama WAKILKETUAI 

NamaKETUA 
Nam.a 

Pimpinan DPRD 
Kabupaten Bombana 
Selaku 
PIHAKKEDUA 

Bupati Bombana 
Selaku 
PIHAK PERTAMA 

Secara lep.gkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA .... 
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

' 
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan 

I 
dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon 

I 

Anggaran iSementara (PPAS) Tahun Anggaran .... 
' i 



Secara lerigkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada 
kesepakatari antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang 
Peru bah.an Kebijakan Umum APBD TA ... , para pihak sepakat 
terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan 
pernbiayaari] daerah TA ... , Perubahan Prioritas belanja daerah, 
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan 
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan 
pembiayaan] daerah TA 

i 

Dengan ini i menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan 
Perubahan Anggarari Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 
perlu disu~un Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara i (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD 

I 

dengan Pemerirrtah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan 
sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran 
Pendapatan ldan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ... 

. . . . b. Narria. 
I 

Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana 
i 

Alarriat Kan tor : . 
I 

c. Narrra. : . 
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana 
Alam'a t Kantor : . 

I 

d. Dst .. ;_ . 
I 

. . . . 2. a. Narria 
I 

Jaba't:an : Ketua DPRD Kabupaten Bombana 
Alarrrat Kantor : . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nam.a : . 

Jabatari : Bupati Bombana 
; 

Alamat ! Kan tor : . 
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten 
Bornbaria 

SEMENTARA TAHUN ANGGARAN .... 

TENT ANG 
PER9"BAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN 

I 

NOMOR . 
TANGGAL . 

iPEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA. 
DEN GAN 

Ii>EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOMBANA 

NOTA KESEPAKATAN ANTARA 



Nam.a WAKILKETUAII 

Nam.a WAKIL KETUA I 

NamaKETUA 
Nam.a 

Pimpinan DPRD 
Kabupaten Bombana 
Selaku 
PIHAKKEDUA 

Bupati [Bombaria 
Selaku · 
PIHAK PERTAMA 

I 

Demikianlah Nata Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan 
dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran dan Pendapatan 
dan Belanja] Daerah (APBD) Tahun Anggaran .... 

. . . 
Sementara Tarrurr Anggaran ... 
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang 
tidak terpiaahkan 

! 



' 

Jumlahi 
Pendapatan 

' 

i 

Lain-lain 
' 

4.3.3 Pendapatan 
Sesuai : dengan 
Ketentuan 
Peraruran 
Peruridang­ 
Undangan 

4.3.2 Dana Darur'at 

; 

l 

; 

4.3.1 Pendapatan Hibah 

4.3 Lain-lain 
Peridapatan 
Daerah ! 

Yarig Bala 

4.2.2 Peridapatan 
Transfet Antar 
Daerah • 

4. 2. 1 Peridapatan 
Transfer 
Pemerintah Pusat 

4.2 Peridapatan 
Transfer 

4.1.4 Lain-lain PAD 
yang sah 

4.1.3 Hasil ~engelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang dipisabkan 

4 .1. 2 Retribusi Daerah 
4.1.1 Pajak Daerah 

4.1 Pendapatan Asli 
Daerah • 

4 Pendapatan 
2 . 1 

Kode Uraian 

; 

Jumlah (Rp) Bertambah/ Berkur 
ang 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
Perubahan Peru bah Perubaha Peru bah 

an n an 
3 4 5 6 

KABUPATEN BOMBANA 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN 

MENURUTKELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, 
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN .... 



s: Belanja] 
I 
! 

' 
5.1 Belanja i Operasi 

5.1.1 Belanja [pegawai 
5.L2 Belanja: barang 

dan jaaa 
5.1.3 Belanja)bunga 
5.L4 Belanja i subsidi 
5.1.5 Belanjajhibah 
5.1.6 Belanja] bantuan 

sosial ! 
,', ; 

! 
I 

5.2 Belanja !Modal 
5.2.1 Belanja! modaJ 

tan ah : 
5.2.2 BelanjaJ modal 

peralata'.n dan 
i 

mesm ; 

5.2.3 Belanja I modal . 

gedung ! dan 
I 

•. bangunan 
5.2.4 Belarija ] modai 

jalan, 
I 

dan jaringan, 
irigasi I 

r 

5.2 .. 5 Belanja ] modal 
I 

aset tet~p 
Lainnya 

5.2.6 Belanja! modaJ 
aset tidak 

I 

Berwujud 
5.3 Belanja i Tidal< · 

Terduga 
5.3.1 Belanjaj tidak 

terduga] 

5.4 Belanja :Transfer 
5.4.1 Belanja [bagi hasil 

I 
I 

5.4~2 Belanja ] bantuan . . 
keuangk 

; 

umlah Belanja . 

Surplus/ (Defisit) 
I 

: 
6 Pembiayaan 

Daerah i 
6.1 Pener-imaari 

I 

Pembiayaan 
l 



i 
. . I 

6.1. SilPA i 
! 

1 ! 
[ 

6.1. Pencairan dana 
I 

2 cadangan 
6.1. Hasil I 

I 

3 penjualan 
- I 

kekayacµi 
daerah i yang 
dipisafikan 

6.1. Peneriniaan 
! 

4 pinjaman daerah 
6.1. Peneriniaan 

I 
5 kembali 

I 

pemberian 
. ' ' pinjamari 

I 

daerah i 
Peneriniaan 

6.1. pembia}aan 
I 

. 6 lairmya] sesuai 
dengan j ketentuan 
perundang- 

: ! Undangan 
lJumlah ! 
p . I enenmaan 

i 

. 
Pembiayaan 

. 6.2 Pengelu'aran 

. Pembiayaan 
6.2. Pemberitukan 

! 

1 dana cadangan 
6.2. Penyertaan modal 

; 2 daerah ! 
6.2. Pembayaran 
3 cicilan pokok 

utang yang jatuh 
tempo i 

6.2. Pemberian 
4 pinjaman daerah 

Pengeluaran 
6.2. pembiayaan 
5 lairmya] sesuai 

I 

dengan i ketentuan 
I 

peruridang- 
! 

Undangan 
Uumlah! 

i 
Pengeluaran 
Pembiayaan 
Pembiayaan Neto 

Sisa i le bib ; 

pembiayaan 

. I 



Nama 

.......... Tanggal, . 
Bupati Bombana 



..c: bO 
ctl s:: 00 ..c ctl 

""" S,5.-- ~ 
ctl ~ ...., I,., 
I.. Q) 0. [',. 
Q) t::i:i 0::""" t::i:i ....... ' 

..c: ctl 
Cil"- -o - c: a~ 0.""" 
::, Q) 0:: .....,i:o 

ctl I.. ·-.8 I.fl c: c: V) 
ctl ' ctl c: """ ..c: w ctl 0. ctl ' t::i:i I.. 0:: ..c i E- 
::s ' 
I.. ' rn ro Q) ! ...... ~ eo 

0.. c: ct! ::s '<t' 

a ' ca "C "'O """ 1 - ·- I,., 0. 
::s i~E-~ 0:: w ..c , ca- ·-ca Q) c: "'O M 

Cl) 
~ 0 0.""" 

·. 

ca Q) ~ 0:: 
·a- t::i:i 

ca·- ct! 
·- V) w c: ca N 

t::i:i ca I.. """ - Q) 0. Q) 0.. 0:: i:oo 
..c: ca 
Cil"- 

""" - c: a~ """ 0. 
::, Q) 0:: .....,i:o 
ca I,., ·~~ 0 c: c: V) 

ca ct! c: """ ..c: - ct! 0. 
Q) I,., 0:: ctl t::i:i E- ..c ::s ca Cll 

I.. ·-~ I:)() Q) c: ca ::s Cl'\ 0.. ca "'O "O 
~ ·- s.... 0. 

E Q) E- Q) 0:: 
::s t::i:i E- 
w ro ..... ..c ...... ca 
Q) c: "C CXl 

Cl) ~ 0 0. 
Q) ~ 0:: t::i:i 
ro ·- ...... V) c: ct! r-- ro I-. 

- Q) 0. 
Q) 0.. 0:: t::i:i O 

..c: 00 ~ -o ro c: ..c ro 
~ <, ~---- I.fl ...., I,., 

c: I-.. Q) 0. 
Q) t::i:i 0:: ca t::i:i ....... ...., 

ca ..c:~ 0.. ct! ca - ..c c: '<t' "O .S 2 ro 0. c: Q) Q) 0:: Q) 
Cl) 0.. 0.. E ..c: ::s ro 
- ..c c: M ] 2 ca 0. 
Q) Q) 0:: 

Cl) 0.. ' 
..c: i ~ 0:: ctl 
I-.. ::i:: z <C z Q) 

~~~ ca ~ Q z -o ,.... <, 

] ii:~ z 0 I-.. i:: .1,.1 B t.t.l 0:: <C c:: z ::E t.t.l z ctl c:: ii: c: ~ -~ N t.t.l Ill <C ~ 
c. ~ 

<, ....... .µ 
t.a 

Q) z c:: z ::E s ~ 
ctl 

~ 
;~ t.a 

Q) o t.a "O "O ctl c, 
0.. Zc. Q 

ctl <i: ctl Cl) z <C CQ CQ ..c: c: Z >, Z - ....... ::i:: <, ctl <C Ill 
ca <C C'l:l <C Cl Vl t.a :!.ls Cl) - 
(I] Vl - t.::I z; ca .1,.1 Vl .1,.1 .1,.1 .1,.1 .1,.1 ::::> - ::s ::> -z t.a .5 Vl 

~ 
.5 ::l Vl Vl Vl Vl ~; I-.. 0:: ; t.a c, Cl Cl Cl 0:: : Cl Cl Cl Cl :::> ::> Cl 

I I ' I I I x x x x ~ ~ x x x x x x 
' ' ' ' ' I 

Q) 
~x ~ Q ~ ~ ~ Q ~Q ~Q xx 

"C """ 
I • I • :< x ' . I • I • 

0 xx xx xx xx xx 
~ 

""" """ """ N N N x x x 

""" """ """ """ """ """ """ """ """ """ N 



.... 

-· 7 
< - 
>- - 

> f-------- 

' 

---·-- : 

! 
' 

' 

- ·- - ' 

--· -- 

··---·-- 

; 

: 

: 

z 1-. ~ 1-. 

~ 
< B < 0 
' - 

~ z .µ - § 
~ 

z: < z~< .:__ rJ) < ~ ; z - ~Q~ -- < ~ 
<, <, < :i § 

~~~ 
§ 

~ .: 
~ 

Cil 
< ~ ] O::>::> ] z 

~ < m 0::: c, Q m zZ ~ 0 .......... Cil ~ z <, . < c2 ~ 
~ 

~ >< < (/) co r::l ~ ~ 
·, rn r::i :r: :S ro . 

-,,,.., z ~ .µ ; ~~~ ~ .µ .µ .µ .µ ::> :s ..... 
:£! r::l ..... U) r::l r::l r::l ..... U) (/) (/) U) ~r::id r::l -- a, E-- Q : Cl c, c, p.. 0 Cl Cl Cl Cl ::> c, c, ~ 

' 
,_ ___ 

i 

I I I I I I x 
R 

x •' R 
x 

R 
x 

R 
x 

R 
x R x I x x I x I x I 
~ 

I x x x x x x 
I x x I x x I x x I x x I x x I x ~ x x x x x x 

: 

t'- t'- t'- 00 00 00 x x x N 
; 

--· 
[ 

N N IN N N N N N N ('t) l('t) 

' 



- ... 

! ___ ..,. __ ,,. 

' l 
---..----- - I 

! 

' 
! 

---·----- 

~·-··· i 

. -- ··- 
T 

. --~--, - 
' 
; 

_ _,__. 

' 
i 

' 
------ 

i 

-- 
: 

·. 

' 
·------ 

I 
------ 

' 

i - 

--- - 
; 
' 

; 

: 
; 

---- ·. 

I~ ~ ~ 
:J 0 

..J ;..> 

~ 
,... § J ,.q 

~ :J z t'd 
'-,,,. <, Cl <t: s... 
,..., § ~ 

Q.) 

1 z 
~ 

t'd 

~ ~ 
..... 0 "j -g E-< ci::: ;....> 

1 ~ 
ci:::·~ 

z <t: t'd 
:rl r:n o:l c2 E-< 

~ 
·~ 

<, ..... <, . . r:i:l 
1) ~: r/J . :J Cl) r:i:l ;....> . ci::: Cl.) 
:ii (!j Cl) :J ::E ~ ~ 

s... .... ;....> ci:::: I:: ;..> ;..> ;..> ;..> ~ .... r/J ct: : r/J r/J r/J r/J z ci::: r:i:l l;tl .... . ..... Q.) 

~ a 0..' Cl a a a a :J :J 0.. rn 0 r:n 
----- ' ; 

' 
I 1 

; 1 I 1 1 I 
;,< 

~ 
:< 

~ 
:< 

~ 
:< 

~ 
~ 

~ 
:< 

~ 
:< 

~ ~ 
1 x 1 x I x I I x I x I 

:< :< :< :< :< :< :< :< 
I x I x I x I x x I x I 

~ x I x ~ :< :< :< :< :< :< :< :< :< :< :< 
' --- 

'\I If) N If) N ID N \.0 N ID N t,.. N t,.. N t,.. 
,-j ,-j 

_("I') M M Im Im M IM M v v v 



' 
~--·-····--·~ 

• 

---· ...• _. 

---- ---- 

-- - 
I 
I 

I 

·-. 

-·-·· 

·- 

... ' 

' 

' 
·- 

: 
-- 

! 
: - 

i .. 
i 
: 

' 
I 

; 

; 

: 

!~ 
: 

1-o 1-o 

~ 
.8 0 < µ 

p.. Q· i z 
§ § 

Q ~ ~ ~ ::> < z <, ......... 
~ 

p.. z ::r: ~ § § Q 
~ ~ i! µ z -g z -g t'il zZ ct: < 'j C) co o co ; Cil ~<~ z; <, . z ......... 

~ (!) • ::> r.n Cil r£l (/) . < ~ ct1 ~ la r.n ::> ::E 0:: i::: µ ::> i::: µ µ µ µ 
r£l (!) z ~ Cil r£l .... r/J Cil . ... r/J (/) r/J (/) 

::> ::> p.. a 0 ~ Q 
. 0 0 0 0 r.n r.n c, . 

: 
; 

I I I I I I I x 
~ 

x 
~ 

x 
~ 

x 
~ 

x 
~ 

x 
~ 

x 
~ x I x I x I x I x I x I x I x x ~ ~ ~ x ~ I x x I x I x I x I x I x x I x x x x x x x x x x x x x 

N N ~ ..-4 ..-t N N N x ("') (") 

v v LI') LI') LI') LI') LI') LI') LI') LI') LI') LI') 



J; .+J +-' ~ rn rJJ - "O "d rn - ~ 
Cil 

I a ~ 
~ >< 

I <, 
~ I rn I 

>< >< ~ ~ 3 - 0.. x x 'S ~ ---i- b :::> 
,'j U) 

L ~ ~ 

' 



~~ 
~ :J w~ 
~ :J 
Cl ::r:: 

: '#. 

,§ ~ 
.0 ~ s ::l ci: s ~· ~ 
I-< v 
v o::l 

o::l <, 

ci: 
~ 

:t 
: i:: 
: a1 

:s s ..c: 
::i ca 

~ - .c v ::l 
:J .c I-< v v 

~ 

'J tr: P... 

! § @ ' 

~ 
;::l 

:>-t ...., 
c a (!) ...., 

~ 
'@ (!) 

~ 
I,., 
(!) ...., '@ § 

~ 

ctl ctl Cl (/) rn b.O 
~ '@ b.O c a @ 

(!) 

z § '@ I,., 'O c 
rzl ctl ...., ~ :>-t ·a~ ~ 

' ~ 
c Cl '@ ~ § ...... 

~ I,., a I,., (!) (!) (!) 'O z (!) e rn c ~ 
~ 

ctl <t:: ..c: '@ (!) Cl c~ 
~ 

ctl c, 
I,., ta I,., I,., I,., @ ctl b.O (!) 

@ ...., c ::> ctl b.O ~ ~ ~ 1d ctl ctl Cl § (/) (/) (/) '@ §' 'O '@ ctl @ @ @ §' ...... ....... :>-t .c 'O c ....... 0 (/) I,., ....... I,., 
~ ~ 'O .... ...., c ;::l ! ~ ..c: Q) (!) Cl E-< l: ctl (!) I,., b.O i:: c c al al &] ~ ~ § ~ (I) c I,., 0.. & 

1 I,., Cl c, ;::l al ctl (I) ctl ctl ctl I,., 

-~ ~ ~ 1d ctl ...... ~ 
...., 1d 1d c ...., ctl (/) ctl ctl 

! §' §' Cl ;::l ..c: "@ 0.. 0.. 0.. ·a 0.. Cl 
' '@ .o ctl ....... ctl ctl ctl ....... ctl ctl ....:i ;::l 

'O 'O ...... :;::: (/) I 'O 'O 'O I 'O I ...., 
~ c I,., (/) .... i:: c c ~ c ~ § c ctl 

' "c? 
...., 0.. ..... ·a .... I,., 

Q) Q) v ctl .... ctl (!) (!) (I) (I) ctl (I) 
: c, e, c, ~ l: Cl ....:i c, a, c, ....:i c, Cl ....:i c, 

CJ z 
~ ~ ~ R ~ ~ ~ ~ R R R R R - I;[) z ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cl Ci! . . 

o~ v ,;t" v ,;t" v ,;t" ,;t" v v ,;t" ,;t" ,;t" v 
~~ 

•• 



; 

• 

' 

: 

. 

b.O § •.-t •l"'I 

~ 

•l"'I 
rJJ co co 'C t t •l"'I 

~ B a1 b.O rJJ 
i:: ,.0 § 'd z A b.O co ::J ::J ,.0 0 Q.) •l"'I 

~ ~ 0 c, m o: ::r: m - 
~ co co co co co co co co co 

'[ '[ '[ ''::'I '[ '[ '[ '[ '[ ::> a ro - - - - rJJ Q) Q) - - - Q.) Q.) Q.) Q.) cd Q.) Q.) Q.) m m Ill co 1-j Ill Ill Ill Ill Ill 

CJ 
§ - § z 

1""'1 - a • M z : co ~ .8 i ::J ~ - ~ - Q.) 
~ l"""1 ~ 0:: . M M ~ . •.-t 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
§ ] eo 0 0 

~ ~ 
~ 0 . 

~ ~ ~ x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '61) •l"'I ,.0 •l"'I . . . . . . 'd 'C io l{) l{) in l{) io l{) l{) l{) 
~ .8 ::J i:: rn 1-4 

~ 
. 

~ 
. § . . 

R 
. 

R 
. 

~~ 
. . . . . . . . . . ...... .0 ~ . ~ . 

Q.) ::I . . .. .. .. .. ...., 1-, 
Q.) Q.) 

~ rn ~ 
j 
~ s] ::> .., ::I co ...... .0 

Q.) ::I 
.0 1-, 

Q.) Q.) rn ~ 

~ 
a1 
•.-t 

rJJ 
0 rn 

~ R ~ ~ 
. . . 

~ R R R 
. . . . . . . . 

~ ~ ~ x x . . .. .. .. .. .. .. 

' 
I: 
I' . 

.. 



~ 
~ 
~ 
~ 
::r:: 
~ ' ~ 
00 ct: 
Cl 

. 

..c: eo 
c,j § ~ .0 I-< 0 

! e~ .5 I-< 
I-< Cl.) 

~ Cl.) co 
' co <, ~ . 

:r: 
~ j I 

u 
~ p ;J e] I, 

~ 
::s c,j 
- .0 Cl.) ::s 
.0 I-< 
Cl.) Cl.) rn c, 

~ ~ 
"' v -+-I § al § •.-1 

Cl.) ro ro rJ) rJ) 
..c1 <( ~ b.O b.O ;:j "d Q 0 ;:J - rJ) ;:J ;:J aj ~ "d co ro -+-I 

r-'4 0 •.-1 ""') b.O "d "d !;:I § @ ~ ~ 
Cl.) M M rJ) 0 •.-1 

~ ~ 
M al ctj "d Cl.) Cl.) M ro m z •.-1 •.-1 

§ 
al •.-1 

"d ro "d ;:1 ~ ~ ~ ::r: <i:: rJ) i ~ § -g § o » o I ~ ~ 
rn 

~ 
~ ij "d ~ Q,~ 

~ 

·s.o Cl.) o "d ~ "d "d "d ro ~ 
~ § ol •.-1 •.-1 co § Q ~ 0 ~ 

ro § "' ·ca I ~ ~ 
-~ § 

. Cl.) . 
ro o CU....:l roCO co co ct$ b.O . co ~ co co Q . co co -~ •..-:, co ·~ ~ -~~-~"a "'"':'I ·~ ·~ -~ "'"':'I§ . -~ -~ ·~ § al § ~ § § . § ~ § Q j ;J . . . ...... .- M d) co d) ·~ - -+-I - "d - - - - x . - - - c..> Cl.) Cl.) Cl.) Cl.) Cl.) •.-1 Cl.) Cl.) Cl.) Cl.) Cl.) a) . a) a) Cl.) 

-;l co ~ co co co ~ co ~ co co co co m~ .. .. co co co m ·- 

~ 

o - z N - z . ;J C:r) 

! - ~ 
Cl.) C:r) 
~ ~ 

i ·s.o M C:r) 

~ ~ ~ 
0 

~ 
:R R R R ~ R R ~ ~ a 

~ R R 0 x ~ ~ ~ ~ . . . . . .0 •.-1 . . . ~ i~ ~ ~ ~ x ~ x "d ~ ~ ~ L() L{) L{) . i • . ;:J Q . 
L{) i io io lf) io lf) lf) lf) rn - lf) io lf) 

-·-- 



lf) 

i 

' 
! 

I 

I 

j 

i 
i 
' 
' 

[ 

' 
I 

' 

' 

r4 § i ~ ca b.O 
... 

Q) Q) § c3 I~ "C "C ~ § ·~ rJ) rJ) 
~ 

co 
~ 0 ;:j <( <( b.O ~ I. 0 ~ ca. ~ ;:j ~ .+-J .+-J :E ·u; :E ] § ,~ ~ b.O "C "C - § on (I) 1-4 1-4 ·~ 0 ·c rJ) 

r-4 ro :E ca ca "C 
(I) (I) 1-4 co ro ca ~ 

·~ ca ·~ ~ ~ .s "C § "C co "C ~ :r: a ·~ 
~ ca j ca § "C § '@ '@ rJ) 

-~ 
rJ) 

~ ~ 
0 .'"":) 

~ 

·~ ,0 "C "C "C ~ 'O :E ~ b.O s ~ 
,0 

010 "C "C "C co ·~ § ·~ § :r: :E ~ ·~ ·~ ro rn t::: ... ~ ~ .~ § (I) 
cd cd co co cd co co co ! co t::: cd ~ co co co cd cd co ro b.O 
~ '[ -~ ·~ ·~] -~-~ ''"71 co ''"":) Sh § ~ -~ ~ ·~ '@ ·~ -~ -~ -~ ''"71 § 
~ ~ 

.@ ~ § t::: ] ~ - - v - (/J - - v co v ·~ - .+-J - "C - - - - (I) (I) Q) 0 Q) (I) Q) (I) 
~~ 

Q) ·~ Q) Q) Q) Q) Q) Q) 
""') ro co co ro rn co co co ~ co co ro ·- co f-t co co co co ro ~ 

R 
~ R ~ ~ R ~ ~ R 

~ 
I~ R ~ R R ~ ~ ~ 

L{) . . . . . . 
~ x ~ x x x ~ ~ x ~ x ~ ~ ~ ~ ~ . . . 

L() L() L() L() L() L() L() L() L() L() L() L() L() L() L() 



' 

:;E ! 
~ i 
:::> 
:t 

I Ct:: < (/J 

:: 
< Cl 

i 
1, 

~ 
~ I! 0 

' 

j ; 
' i 

I' 

~ 0: I' 

~ ~ - "-:> 
I; 

§ 
s~ .E ,.0 
(!) e 

,.0 (!) 

~ ~~ 
j 

s § ~ 
~ ;::$ ~ "-:> 

- ,.0 ] 8 
(!) (!) 

(/J c, 
§ 

~ 
~ ~ bl} " t § ·~ 

~ 
"O "O s::: en 'O O s::: 0 ;::$ ~ rJJ < .µ ~ ·rn ~ "O § § (!) ~ ~ b.O (!) o ·~ ·a § ·~ co ~ ~ ·i:: ~ I en 

~ 
"O ~ ·~ 

~ ~ ~ - ca § "O 
~ 

·~ co § '8 § s::: en 0 
Q) ,.0 "O "O "d ~ c, bl} co ;j ;::$ ,.0 0 0 "d :;E 'O 

~ 
·~ § , 

~ ~ 0 co (/') :t ~ ~ s:: " . . 
·~ § ; . . co ro ro co ro ro ro .S ro s::: . 

~ 
. co cd cd cd cu 

' . . 
l l ·~ 

•.-:, ·~ l ·~ ·~] ·~ -~ • ......, cd ·~ sb ·~ . . § ro § § ca § ~ . . § s:: . 
·~ 

. 
' . . - - rJJ 1> - ....... en - - .-I H a) co 1> ·a - . . Q) (!) Q) Q) ro Q) (!) Q) 0 Q) Q) Q) Q) (!) .. .. .. co co co co "-:> co co co co (/J co co co ~ co co co co·- 

~ 
- 

~ 
o 

...-1 z - .E § ~ 
z 

'1 Q) 
~ :~ ~ ~ . H ·~ H C:tl 

0 b.O 0 Ct:: 
~ 

Q) 
~ R R R R R R ~ R R R ~ R R R ~ C:tl 

"~ ~ Cl ,.0 ·~ . . . . . . . . . . . 
"d ;::$ "O 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' s::: s:: . . . . . . . - rn - ~ L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) L{) 

' 



R R . . 
~ ~ 

Lt) Lt) 

R . 

. . . . . . . . . .. 

I 

! 

'j 

. ' 

: 

.. 



. . . . . . . . . 
i·~ 

b.O ~ jS 
A . . . . . . . . . 

' § eo 
! i::: "O 

.s ;j 'O 'O i cd ;j C/li Cl) 
Cl)i 0 2 ·r ~i 

a i::: i::: 
i:::: ·~ ·~ § ~ 

Cl) 
cd: 'O ~ co 

'O; a '-:> 
~ ~ 

b.O 
i:::• A § cd i::: § .+,,J 'O 

~ 
cd 

-a 
.+,,J 

Sn 
Cl) •.,-j eo ::l cd f-1 f-1 

~ - cu :::1 :::1 

~ 

cd § .+,,J .+,,J "O 'E - 1-1 '-:> Q) Cl) •.,-j 
Cl) rn C/J 1-1 rn § o..: co ~ ~ 

Cl) Cl) 1-1 cd cu f-1 f-1 ~ l: ::l al cu al• al "O al al 
~ 

~ rn .+,,J 
'O 'O ~· "O 0 'O 'O cd § '61) § 0 0 0 :E 0 0 "O 'O aj 
~ ~ ~! ~ ~ ~ 

•.,-j •.,-j $-4 co co f-1 f-1 f-1 
cd aj co' aj co ro ro ro cd ro ro co 

·-.i ''"':'I '"":) '[ 'r-:')•.,-j '"":) '[ '"":) ""':') ·-., .'":'I '[ § § a: § ~ § § § § § - - _, - - b.O ..... - - ..... ..... ..... ..... 
Cl) Cl) Cl)! Cl) Cl) ·c Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) co m CO! co O'.l ...... m co co ro ro m co 

• 

l 

R R R R ~ R R R R R R R . . . . . . . 
~ x x ~ x x x ~ ~ ~ x x . . . . 

io io in in l{) l{) in io l{) in in l{) 
' 



Berdaaarkari ketentuan dalam Pasal 174 Peraturan Daerah 
: I . . 

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait persetujuan 

I 

rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD adalah 
' 

J. PERSETUJ:UAN RAN CAN GAN PERDA PERUBAHAN APBD 
1. Keterrtuan Umum : 

DPRD 
i 

g. Persetujuan bersama antara Bupati dan 
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD. 

I 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan 

APBD l beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada 
DPRD luntuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 
bersama, 

I 

b. Bupatt dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda 
terrtarig perubahan APBD dengan berpedoman kepada 
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

I 

c. Hasil [pembahaaan rancangan Perda tentang perubahan 
APBD i dituangkan dalam persetujuan bersama yang 
ditandatarigani oleh Bupati dan pimpinan DPRD. 

r, PENETAPAfil PERUBAHAN APBD 
i. Ketentuan Umum 

I 

Berda.sarlcan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 
Peratura.d Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
2022tentkg Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum 
terkait perietapari perubahan APBD adalah sebagai berikut: 
a. Bupati' wajib mengajukan rancangan Perda tentang 

perubahari APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan 
dokurrien pendukung untuk dibahas dalam rangka 

I 

memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu 
kedu~ 1bulan September tahun anggaran berkenaan. 

b. Proses] pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD 
dapat mengandurig informasi, aliran data, serta penggunaan 
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

I 

c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 
dilaksariakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati 
menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

I 
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan 

I 

keterrtuan peraturan perundang-undangan. 
d. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan 
perubahan PPAS. . 

. t 

e. Dalam: pembahasan rancangan Perda tentang perubahan 
APBD,I DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan 
dalam i pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui 
Sistem'. Informasi Pemerintahan Daerah. 

f. Ha.sil ipembahasan raricangan Perda tentang perubahan 
i 

APBD ;dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati 
dan DPRD. 



K. EVALUASI: RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN 
RANCANG~ PERKADAPENJABARAN PERUBAHAN APBD 
1. Evaluaai: Rancangan Perda Perubahan APBD Dan 

Rancarigan Perkada Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten 
a. Keterrtuan Umum 

! 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 dan Pasal 1 77 
i 

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
I 

2022t~ntang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait evaluasi 
Raperda kabupaten tentang perubahan APBD dan Raperkada 
terrtarig penjabaran perubahan APBD adalah sebagai berikut: 
1) Rancangan Perda kabupaten tentang perubahan APBD 

yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada 
teritang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 
(tiga] hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda 
Kabupaten tentang perubahan APBD untuk dievaluasi 

I 

sebelum ditetapkan oleh Bupati. 
• j • . 

2) Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD 
dari rancangan Perkada . tentang penjabaran perubahan 
AP£;3D disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, 
dru:+ perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan 
DPRD. . 

3) Strrat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda 
Kabupaten tentang. perubahan APBD dan rancangan 

! 

adalah sebagai berikut: 
a. Pengambilari keputusan mengenai rancangan Perda tentan~ 

perubahari APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati 
paling I lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran 
ber'kerraari berakhir. 

b. Dalam! hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil 
keputu.san ber'sarna dengan Bupati terhadap rancangan 
Perda 1 tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan 
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 

I anggru;-an berkenaan. 
c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dilakukan setelah ditetapkannya Perda ten tang 
per-tarrggtrrigjawabarr pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

2. Keterituari Pelaksanaan 
a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama 

I 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang 
perubahan APBD. 

I 
b. Bupati menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah 

ditetapkarmya Perda ten tang pertanggungjawaban 
pelaksariaan APBD tahun sebelumnya. 

I 
c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan 

Perda l ten tang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas 
waktu' yang ditentukan, Bupati melaksanakan pengeluaran 

I 

yang i telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 
berkenaan . . . 

I 



6) Perigujian kesesuaian rancangan Perda Kabupaten tentang 
perilbahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang 
perijabaran perubahan APBD dengan kepentingan umum 
dilaktrkari untuk menghindari hal-halyang bertentangan 
derigan kepentingan umum meliputi: 

I 

a) ~erganggunya kerukunan antar-warga masyarakat; 
I 

b) terganggunya akses terhadap pelayanan pu blik; 
I 

c) terganggunya. ketentraman dan ketertiban umum; 
i 

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 
Iceeejahteraari masyaralcat; dan/atau 

I 

e) c;J.iskriminasi terhadap suku, · agama dan kepercayaan, 
ra.s, antar-golongan, dan gender. 

7)- Hasil evaluasi ditetapkan dengan kepurusan gubernur. 
8) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai 

wakil pemerintah pusat kepada Bupati Bombana paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan 
Perfia Kabupaten tentang perubahan APBD dan 
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

I - . 
diterima, 

I 

9) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten 
teritang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang 
penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan 

I - 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

I 
keperrtirrgari umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, 
perubahari PPAS, dan RPJMD, Bupati Bombana 

I me:petapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan 
Per'kacla sesuai dengan .keterrruan peraturan perundang­ 
un9-angan. 

I 

' 

perubahan APBD 
Negeri tanpa disertai 

Perkada ten tang Penjabaran 
diteinbuskan ke Menteri Dalam 
lampiran. 

4) Evaiuasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan 
Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan 
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan: 

I - 
a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

I tin . 
I ggi; 
! 

b) kepentingan umum; 
i - 

c) ~erubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan 
BPAS; dan 

I 

d) ~PJMD. 
I 

5) Merrguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian 
I program dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD 

derigan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan 
yarig digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub 
kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta 
menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD 
derigan KUA dan PPAS. 

I 



10) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten 
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang 
penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan 
KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, . Bupati Bombana 
berJama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 

I 

(tujuh] hari sejak hasil evaluasi diterima. 
11) Dalarn hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati 

Bombarra dan DPRD dan Bupati Bombana menetapkan 
rancangan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD 
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

I 

Per-u ba.h arr APBD menjadi Perkada, gubernur 
merigusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri 
mcngusulkan kepada menteri Keuangan untuk melakukan 
perruridaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 
scsuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

12) Penyemp'urriaari hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui 
T~D bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

13) HaJil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan 
pirripirrari DPRD. 14)Keputusan pimpinan DPRD dijadikan 

I 

daear penetapan Perda tentang perubahan APBD. 
I 

15) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang 
. I 

paripurria berikutnya. 
I 

16) Keputu san pimpinan DPRD kepada gubernur untuk 
perubahan APBD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari 
setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

17) Dalam hal pimpinan DJ::'RD berhalangan tetap atau 
se~entara dalam waktu yang bersamaan, yang 
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD 
meriandatangarri keputusan pimpinan DPRD. 

18) D~am hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan 
SaI?-Pai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi 
dari gubernur, Bupati menetapkan Perda Perubahan APBD 

I 

berp.asarkan basil penyempurnaan evaluasi. 
19) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat 

nornor registrasi dari Gubernur. 
20) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten 

teritang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati 
I • Boip.bana tentang penjabaran perubahan APBD dapat 

memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

b. Keterrtuan Pelaksanaan 
l 

1) Palfllg lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati 
mengirimkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD 

I 

y~g telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD 
be~erta rancangan Perkada ten tang Penjabaran APBD, 
RKfD, KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil 
pemeriritah pusat 

'I 



2) Guberrrur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan 
surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda 
Kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang 
Penjabaran APBD. 

3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati 
Bonibana paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak 
raricangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan 
Per~ada tentang Penjabaran APBD diterima. 

I 

4) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati 
Bornbana menetapkan rancangan Perda Kabupaten 
tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada 
terrtang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, 
Bupati Bombana bersama DPRD melakukan 
penyempurriaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
Iraeil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai 

i 

berikut: 
' a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui 
' badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil 
I 

evalua si. 
t 

b) Pimpirian DPRD menetapkan surat keputusan mengenai 
I 

basil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada 
~idang paripurna berikutnya. 

c) Pimpirian DPRD menyampaikan keputusan mengenai 
basil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil 
pernerirrtah pusat paling lambat 3 (hari) setelah 
ditetapkan, 

d). Berda.sarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 
penyempurriaan, Bupati melakukan penetapan Perda 
terrtarig APBD. 

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 
(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, 
Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil 
penyempurnaan. 

f) Perda APBD hams terlebih dahulu mendapat nomor 
registrasi dari Gubernur. 

6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati 
Bornbarra dan DPRD, dan Bupati Bombana menetapkan 
raricangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda 
da.r+ rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi 
Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, 
selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang 
mei;iyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ke~angan untuk melakukan penundaan dan/atau 
pemotorigan Dana Transfer Umum sesuai dengan 



Akuntarrsi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah 
sistem yarig mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan 
berdaaarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan 

I 

merigakomodaai arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
dibarigurrjoleh Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 

l 

Tahun 20~2tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pilar utama 
pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada 
perumusari kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem . . ! 

akuntansi. 
Kebijakari Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip­ 

prinsip,. dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan 
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah 
sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan\ pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna i laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 
keterbaridingan laporan keuangan terhadap anggaran, an.tar 
periode maupun arrtar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut 
clisusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam 
Peraturan ! Bupati. 

Sisterri Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
dieirigkat !sAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyeleriggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan 
fungsi akurrtanei sejak analisis transaksi sampai dengan 
pelaporan i keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan 
daerah. ~APD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur 
Pengelolaa'n Keuangan Daerah. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 

: 

181 Peratirran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
! 

2022tentahg Pengelolaan .. Keuangan Daerah, akuntansi 
' pemerintah daerah diatur sebagai berikut: 

a. Akunt~si Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 
1) Kebijakari Akuntansi Pemerintah Daerah 
2) SAPb 
3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Akuntarisi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan. 
c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan 

: 

akuritarisi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi 

A. AKUNTANSI!PEMERINTAH DAERAH 
1. Ketenruan Umum 

! 

BAB VII 
AKUNT~SI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 

I 
: DAE RAH 

keteptuan peraturan perundang-undangan. 



akun. 
1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat 

penjelasan atas unsur- unsur laporan keuangan yang 
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan 
keuarigan. 

! . " 

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, 
pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi 
atau peristiwa sesuai dengan SAP atas: 
a) pemilihari metode akuntansi atas kebijakan akuntansi 

I 

dalam SAP 
b) pengaruran yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi 

d. dalam i SAP SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik 
akuritarisi dalam melakukan identifikasi transaksi, 

! 

pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, 
penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan 
keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan 
sistem 'akuntansi SKPD. 

I 

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi: 
! 

1) Laporan Realisasi Anggaran 
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
3) Neraca 

i 

4) Laporan Operasional 
5) Laporan Arus Kas 
6) Laporari Peru bahan Ekuitas 

i 

7) Catatan atas Laporan Keuangan 
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 

beberapaketentuan sebagai berikut: 
t 

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas 
akuntahsi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah 
seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan 
adalah iPemerintah Kabupaten. 

b. Proses Akuritarrsi Pemerintah Daerah mengandung informasi, 
aliran [dafa, penggunaan, dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat 
praktik' spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang 
berfungei sebagai panduan proses penyusunan laporan 
keuangan mulai dari entitas .akuntanei sampai dengan 
entitas [pelaporan. 

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian 
prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, 
pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, 
peridapatan-Llca, belanja, transfer, pembiayaan, aset, 

I 

kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta 
I 

penyuaunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. 



2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim 
Penyusun melakukan pemahaman dan analisa untuk 
pro~es penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan 
lcebtrrub.ari pelaporan keuangan di pemerintah daerah. 

3) Tim; Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian 
dan harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan­ 
perriyataari pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. 

b. Penyu surian Kebijakan Akuntansi Akun 
1) Tim'. Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi 

keuangan. 
; 

a. Penyu~unan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 
! 

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi 
berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang 

I 

ter~ait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan 
pernerirrtah daerah. Sebagai rujukan utama adalah 
Lampirari I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya: 
a) 1tSAP O 1 ten tang Penyajian Laporan Keuangan 
b) BSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 
c) f?SAP 03 tentang Laporan Arns Kas 
d) P:SAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 
e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 
t) P:SAP 12 tentang Laporan Operasional 
g) · IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan 

' 

e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam 
rarigkaiari prosedur pencatatan jurnal penyesuaian 
kcnsohdasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan 
laporab keuangan pemerintah daerah berupa Laporan 

.Realis~si Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, 
f. Laporari Operasional, LaporanPerubahan Ekuitas, Laporan 

Arus ~as, cian Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam 
rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah 
daerali dapat menerapkan akuntansi dana yang 
meriggurialcan pendekatan pemisahan kelompok dana 
merrunut tujuan penggunaannya. Pemisahan kelompok dana 
tersebut membagi dana menjadi dana umum dan dana 

! 

merrur'ut tujuan tertentu. Penerapan akuntansi dana 
difakearrakari secara bertahap yang diatur dengan 

! 

Perat.urari Bupati. 
g. _ Bagan! Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang 
_ menggambarkan struktur laporan keuangan secara. lengkap. 
BAS digurialcan dalam pencatatan transaksi pada buku 
jurrial] pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran 

' pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. 
h. Str'ukfur' BAS yang digunakan mengikuti ketentuan 

peraturan peruridang- undangan yang berlaku. 
I 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
! 

: I 
' 



akun-akun yang memerlukan 
pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan 
dan pengukurannya. 

c) Mengidentiflkasi hal-hal yang belum diatur di dalam 
SAP namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi 
pernerirrtah daerah 

3) Dalarn menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam 
SA:p, perlumemperhatikan: 
a) fSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan 

masalah terkait. 
b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria 

pengukuran atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, 
_ beban, pendapatan- LRA, belanja, dan 
penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan 
dalam Kerangka Korrsepttral Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan PSAP. 

4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, 
petj.gaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum 
diarur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi. 

c. Penyu surran SAPD 
1) TiD?- Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses 

biarris pada pemeriritah daerah khususnya terkait siklus 
perigelolaan keuangan daerah. 

I 

2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD 
mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja 
ya.4g harus dibuat. 

akun-akun yang memerlukan 
yang khusus atas pengakuan atau 

Pengerjaari 
' 

e) P:SAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban 
f) PiSAP 10 ten tang Koreksi Kesalahan, Peru bahan 

Kebijakan Akuntansi, 
, I 

Perirbahari Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang 
'Tid.ak Dilanjutkan 

I 

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun 
2) Tit:tj. Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait 

me,akukan penelaahan atas rujukan atau referensi di atas 
unfuk: 
a) fyiengidentifikasi 

pemilihan metode 
pengukurannya. 

b) Mengidentifikasi 

' 
khu'susnya: 
a) p:sAP 05 tentang Akuntansi Persediaan 
b) P'.SAP 06 tentang Akuntansi Investasi 
c) ~SAP 07 tentangAkuntansi Aset Tetap 
d) PiSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam 

- ; 
berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang 
ter'ka.it dengan kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan 
utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahirn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

"I 
! 



3) Tim Penyueun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada 
rnasing- masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak 
meniiliki peran tersendiri agar prosedur dapat 
menghasrlkan output yang diinginkan 

4) Timi Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen 
yang mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau 
dokurnen tersebut akan menjadi sumber pencatatan 
j urrial, 

5) Timi Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap 
prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi 
terkait, 

6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah 
teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang 
menjelaskan pihak- pihak yang melaksanakan sistem 
akuntanei, data atau dokumen apa saja yang diperlukan, 
dari bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan 
dat~-data terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau 
format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi 
pada setiap bagan alur atau transaksi yang 
membutuhkan pencatatan. 

7) Penyuaunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses 
Akl.intansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, 
aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan 
secara elektronik. 

d. Pelaksariaan SAPD di Entitas Akuntansi 
Bagia.:t?- 1 - Pencatatan Transaksi 
1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data 
2) anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang 

APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan 
DPA- SKPD. 

3) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan 
peridapatan-Lo berdasarkan data yang dihasilkan dari 
proses pelaksanaan pendapatan. 

4) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban 
be~dasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan 
belanja, 

5) PP~-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan 
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan 
pernbiayaan. 

6) PP~-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas 
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi 
aaet, hutang, dan ekuitas terkait. 

Bagian ~ - Klasifikasi transaksi 
1) PP~-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang 

I ' 

seqelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD 
rnernirid ah kan data transaksi ke buku besar 
be~dasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

2) PP~-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar 

. ! 
i 



*): Untuk Akun-aku komponen LRA 

PAGU APBD*) 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . SKPD 

KODE REKENING 
NAMA REKENING 

I 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
BUKU BESAR 

b. Buku Besar 

. . . . . . . . . . . . . . . SK.PD 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
BUKU JURNAL 

Ilustrasi I dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain 
sebagai berikut: 
a. Bu ku] Jurnal 

2) Furigsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas 
kerja kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan 
Laporan Keuangan Konsolidasi. 

I 
3. Dolcurneri Terkait 

I 

Pelaporan mep.gidentifikasi 
dibutuhkan, seperti jurnal 
penyesuaian lainnya yang 

1) Fungsi Akuntansi Entitas 
jurrial penyesuaian yang 
elirriinasi dan/ atau jurnal 

I 

dibutuhkan. 

berda.sarkarr klasifikasi yang dilakukan. 
Pericatzrtari ini dapat dilakukan secara elektronik dan 

merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus 
I pengelolaan keuangan daerah. Pen ca ta tan 1n1 

didokumJntasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan 
secara elekfrorrik. 

I 
e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan 

I 

.................................................. --------~~ 



4) Laporan Operasional 

3) laporan operasional; 
4) laporan perubahan ekuitas; dan 
5) catatan atas laporan keuangan. 

c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui 
PPKD f paling lam.bat 2 ( dua) bulan setelah tahun anggaran 
ber~ir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undarigan. 

d. Laporari keuangan Pemerintah Daerah disusun dan 
disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas 
pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka 

e. memerruhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
I 

Lapor'ari keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit 
rnelrprrti: 

! 

1) Laporan Realisasi Anggaran 
! 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
3) Neraca 

I 

' 
1. Ketentuan Umum 

Berda.sarkan ketentuan dalam Pasal 182 sampai dengan 
Pasal 186 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahun 2P22tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaporan 
keuangru;i pemerintah daerah diatur sebagai berikut: 
a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses 

perryusrurrari dan penyajian laporan keuangan Pemerintah 
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas 
laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala 
SKPD i selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit 
meliputi: 
1) laporari realisasi anggaran; 
2) neraca; 

i 

B. PELAPORANiKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Nera Nera Nera Nerac Jurn Nera 
Kode Nama ca ca ca a al ca 
Reken] Reken Sald Sald Sald Sald Elimi Sald 
ing ' ing 0 0 0 0 nasi 0 

' 
SKP SKP. SKP SKP Pem 
DA DB D D da 

dst 
D K D K D K D K D K D K 

' 

' 
' 

c. Kertas Kerja Konsolidasi 

·.' ! 



i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 
I 

Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 
setelah menerima laporankeuangan dari Pemerintah Daerah. 

j. Dalarni hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan 
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah 
Daerah, rancangan Peraturan Daerah ten tang 
pertanggurigjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada 
DPRD.! 

k. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

I 

Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
1. Dalami rangka memenuhi kewajibari penyampaian informasi 

keuarigan daerah, PA menyusun dan nienyajikan laporan 
keuarigan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan 
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 
keuarigan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan 
keuarigan bulanan dan semesteran untuk disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai 

i . 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
I 

beberapa' ketentuan sebagai berikut: 
a. Laporari keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun 

I 

SKPKID dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala 
i 

SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD 
yang imenjadi tanggung . jawabnya telah diselenggarakan 
berda.sarlcan sistem pengendalian intern yang memadai, 
standcir akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan 

I peraturan perundang-undangan. 
I 

b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
I 

Lebih ! disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah 
sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas 

! 

5) Laporan Arus Kas 
6) Laporan Perubahan Ekuitas 

1 . 

7) Cat.atari atas Laporan Keuangan. 
! 

f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada 
I 

Bupati] melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan 

I 
peraturan perundang-undangan. 

I 

g. Laporari keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh 
Aparat] Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan 
ketentil.an peraturan perundang- undangan sebelum 

I 
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk 

I ' 
dilakukan pemeriksaan. 

h. Laporari keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada 
i 

Badan] Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. 

! 



nera'.ca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan 
laporan keuangan terkait. 

2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK- 
i 

SKPD menyusun: 
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
b) Laporan Operasional (LO) 
c) Neraca 
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, 
PPKL SKPD rnenyu surr Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 

4) PPK~SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah 
disusun kepada Pengguna Anggaran. 

5) Penggurra Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala 
SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang 
merijadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan 
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, 
startdar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan 

i 

peraturari perundang- undangan. 
6) Pengguria Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan 

menyusun: 
a) Neraca Saldo 
b) Jurnal penyesuaian akhir periode 
c) Neraca Saldo setelah penyesuaian 
d) Jµrnal penutupan 
PPK-+SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri 
atas] kolom- kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal 
penyesuaian akhir periode, 

! 

Pela po ran. 
c. Laporah Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih I dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang 
rneriya'talcan pengelolaan kas yang menjadi tanggung 
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 
pengeridalian intern yang memadai, standar akuntansi 
pemeriritahari, dan . sesuai dengan peraturan perundang­ 
urrdangan. 

d. Laporah Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa 
Laporap. Realisasi Anggaran. 

e. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran 
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, 
Laporah Perubahan Ekuitas, dan Neraca. 

f. Proses ! penyusunan Laporan Keuangan mengandung 
inforrnasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen 
yang dilalcukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi 

' 
1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau 

berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD 
; 

. ! 



4) Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang 
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi 
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan 
ststem pengendalian intern yang memadai, standar 
akuritansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan. 

5) Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

! 

Laporan Keuangan Pemerintah 
disusun kepada Bupati melalui 

e) Laporan Perubahan SAL 
f) Laporan Arus Kas 

2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan 
Keuarigan sesuai dengan sistematika dan penjelasan di 

I 

Kebijakan Akuntansi dan/ atau Standar Akuntansi 
Pemeriritah. 

3) PPKp menyerahkan 
Daerah yang telah 
Sekretaris Daerah. 

I 
I 

SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. 
I 

Padaaaat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD 
diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi 

! 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

b. Penyus'unan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
I 

Bagian 11 - Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi 
1) Furigai Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya 

disebut Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja 
[workaheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan 

I 

SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo 
Gapungan SKPD dan SKPKD. 

2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo 
SK?D dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja 
kon solidasi. 

' 
3) Fu:hgsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian 

koneolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus 
akuntransitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal 

I 

elimiria.si tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja 
konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di 
entitas akuntansi. 

I 

4) Fu'ngai Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah 
Daerah (konsolidasi) berdasarkan N eraca Saldo SKPD 
dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi. 

Bagian 2 - Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi 
I 

1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi 
Akuritarrsi menyusun: 
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi 
b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi 
c) Neraca Konsolidasi 

' 
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

! 



Kode ; Nama Jumlah 
Rekerring] Rekening Debit Kredit 

' 

' 

! 

1 

I 
' 

' i 

SKPD : .. 1 
••••••••••••••••••• 

SKPD ..... i 
NERACA SALDO per Tanggal . 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
' 

a. N era ca ;Saldo 

Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah 
antara lain sebagai berikut: 

3. Dokumen.Terkait . ! 



ASLI 

Anggaran Realisasi o/o Realisasi 

Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan J aringan 

I 

Belanja Modal Aset 
! 

Tetap Lain ya 

Belanja Modal Aset 
Lainya Jumlah Belanja 
Modal ; 
JUMLAH BELANJA 

I 
SURPLUS/DEFISIT 

Belanja Modal Ged'urig 
i 

Dan Bangurian 
; 

Me sin 

PENDAPATAN 

PENDAPATi;\N 
DAE RAH 

' 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Peg~wai 

Belanja Bararig Dan Jasa 1------1----~-+------1 
Jumlah Belanja Operasi 
BELANJA MODAL . ! 

Belanja Modal Tanah 
I 

Belanja M6dal Peralatan 
i 

Peridapatan' Pajak Daerah 
Pendapatan' Retribusi 

I 

Daerah i 
Peridapatan' Hasil 1-____:_----1------l--+-----1 

Pengelolaan' Kekayaan 1------1------l--+-----1 

Daerah yang Dipisahkan 
! 

Lain-lain P~D yang Sah 
Jumlah Perrdaparari Asli 

i 
Daerah ; 
JUMLAH - PENDAPATAN 

I BELANJA , 
i 

Ur'aiari 
(Dalam Rupiah) 

LAPORAN [ REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA :bAERAHUNTUK .TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 

' 
DENGAN 31 DESEMBER 20 ... 

' 

j 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD . 

b. Laporan Keuangan SKPD Kabupaten 



I 

Beban Penyusutan Jalan, 
Irigasi drin J aringan 

- I 
Behan Penyusutan Aset 
Tetap i Lain ya Be ban 
Penyusutan Aset Lainya 

I 
Behan Arilortisasi Aset tak 
Berwujud 
Jumlah 

I 
Beban 

Penyu su stari Dan 
Amor+iaaai 

I 
JUMLAH BE BAN 

; 
SURJ:LUS /DEFISIT 

Bebari Perryu au'tari Gedung 
Dan barigurran 

! 

Me sin 
Behan Penyu sutan Peralatan 

I 

DAN AMORTISASI 

Operasi : 
BELANJAPENYUSUTAN 

I 

Behan pegawai 
i 

Beban Bar'arig Dan 
J asa Jun:ilah Be ban 

i 

BEBAN I 

BEBAN OPERAS! 

JUMLAH PENDAPATAN 

KEGIATAN I 

OPERASIONAL 
PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Peridapatan Pajak 
I 

Daerah* Pendapatan 
I 

Retrihusi Daerah 
I 

Jumlah Pendapatan Asli 
I 

Daerah 
t 

o/o · 20... 20~.. Kenaikan/ 
Penurunan 

Uraian 
! 

(Dalarn Rupiah) 

i 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
i 

DESEMBER 20 .... dan 21. ... 
i 

LAPORAN OPERASIONAL 

i 
! 

PEMERINT.AH KABUPATEN BOMBANA 
SK.PD : ~ 

I 



·- Uraian 20XI 20XO 

ASET 
ASET LANCAR 
Kas Dan Setara Kas 

Kas Dibendahara Pengeluaran Kas Dibendahara 
' 

Penerimaan ' 

Piutang Pajak* l 
Piutang Retribtisi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban 

. Dibayar Dirrruka 
Persediaan 

. •... 
' 

Jumlahi Aset Lancar 
ASETTETAP 

Tanah 
Peralatan Dan: Mesin Gedung Dan Bangunan Jalan, Irigasi 
Dan JaringanAset Tetap Lainya 
Konstruksi D~am Pengerjaan 

Akumulasi Penyuau tan 
' 

' I Jumlah Aset Tetap : 

ii ASET ·LAINNY A 

' 
Tagihan jari.gka panjang Tagihan Penjualan Angsuran 
Tun tu tan G'anti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset 

!!' Tak Berwujud 
. t 

Aset Lain-Lain 
Akumulasi ; Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi 

j Penyusutan 'Aset Lainya 

JUMLAH ASET 
KEWAJIBAN ' 

KEW AJIBAN JANG KA PEND EK 
' 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima 
Dimuka 
Utang Belanja 
Utang Jang~a Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka 
Pendek · 

JUMLALH KEW AJIBAN 
EKUITAS 

., 

: 

EKUITAS ' 
., 

' 

Surplus/ Defistt - LO 

Ekuitas Urituk Dikonsolidasikan 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
I . 

SKPD 1 
••••••••••••••• • • • • • • • • • 

NERACA , . 
PER31 DE;sEMBER 20XI dan 21XO 

1. Dalam Rupiah) 

- 



(Dalam Ruolahl 
'! Uraian 20Xl 20XO 

Ekuitas Awai 
Surplus/Defisit LO 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. 

I 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SiKPA) 

I 

Koreksi Nilai Persediaan 
: 

SelisihiRevaluasi Aset Tetap 
I 

· Lain - lain 
Ekuitas Akhir 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 
' ! 

' Urai 20XI 20XO ' I 
an 

Ekuitas Awal Surplus/ Defisit LO 
Dampak l Kumulatif Perubahan 
Kebijakan'./ Kesalahan Mendasar : . 

! 

Sisa Lebih /KurangPembiayaan 
Anggaran (SILPA/ SiKPA) 

Koreksi Nilai Persediaan Selisih 
I 

Revaltia.si Aset Tetap Lain - Lain 
Ekuitas Akhir 

' I 

; 

(Dalam Rupiah) 

DESEMBER 20XI DAN 20XO 
I 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
I 

SKPD ..' . 
! 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ' . 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
I 



BAB I 1.1 [Malcstid Dan Tujaan Penyusunan Laporan 
Ketaarigarr SKPD 

.. 

1.2 [l.arrdaaan Hokum Penyususnan Laporan 
· Keu'angan SKPD . 

1.3 'Siaternatika Penulisan Cata tan Atas La po ran 
Keu'angarr SKPD 

BAB II Iktiaar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 
. 2.1 Ikhtiaar Realisasi Pencapaian Target Kinerja 

! 
Keuangan 

! 
Pemerintah Daerah 

2.2 : Hambatan dan kendala yang ada dalam 
pencapaian target yang 

ditetapkan 
BAB Penjelasan Pas - Pas Laporan Keuangan Pemerintah 
III Daetah 

3.1 j Rincian dari Penjelasan dari masing - masing 
pas~ pos 

I 

pelaporan Keuangan 
3.1.1 Pendapatan=- LRA 
3.1.2 Belanja 
3.1.3 Pendaptan - LO 
3.l.4Beban 

! 3.1.5Aset 
I 

. r 3.1.6 Kewajiban 
: 3.1.7Ekuitas Dana 

3.2 fengungkapan atas Pos- .poa asset dan 
kewajiban yang timbul sehubungan dengan 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan 
belanjadan rekonsiliasinya dengan 
pen era pan basis kas, untuk entitas 
akurrtanai/ entitas pelaporan yang 
menggunakan 
ba.sis akrual pada pemerintah daerah 

BAB Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan 
IV SKPD 
BABV Penutup 

' I · PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPD l . 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

! 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
DESEMBER 20XI DAN 20XO 

' 



Pendapatan ! Bagi Hasil Bantuan 
DAE RAH 
PENDAPATAN: TRANSFER ANTAR 

Dana 
Dana 

Dana Bagi fiasil 

Dana Alokasi Umum 

Dana . Alokasi Khusus - Fisik 
Dana Alokasi Umum - Non Fisik 

Jumlah Pendapatan 

DANA PEMERINTAH PUSAT- 
' PE RIM BANG-AN 

TRANSFER PENDAPAT~ 

Jumlah [ Pendapatan Asli 

I 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
i 

Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan I '; 

Kekayaan \ Daerah yang 
Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 
; 

Dana Insentif Daerah 
· Otonomi Khusus 
Keietirriesaaan Dana Desa 

' 
Jumlah ! Pendapatan 

Transfer Perneriritah Pusat - 1-----+----+--+------1 
Lainnya 

PENDAPATAN TRANSFE~0~----+----+--+-----1 

PEMERINTAHPUSAT- LAINNYA 

Keangan 

Dana Transfer 
· Perim ban gap 

PENDAPATAN TRANSFER 
' ' 

Daerah I 

Anggar Realisa 0/o 
an si 

Uraian Realisa 
si 

PENDAPATAN l 

(Dalam Rupiah) 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
i 

SKPKD l . 
' I 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA \ DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 

I 

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20Xl 

c. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten 
! 
i 



-.- 

' 
•. 

; 
PEMBIAYAAN ! 

'Tr'arrsfer 
BELANJPfll------1------...1---1------1 

Jumlah I Belanja 
JUMLAH i 
SURPLUS/DEFISIT 

Belanja Bantuan Keuangan 
I 

- Kabupaten kepada Desa 
I 

Belanja Bantuan Keuangan antar 
Daerah Kabupaten 

Belanja Bantuan Keuangan 
Kabupaten !keDaerah Provinsi · 

Belanja Tak Terduga 
i 

Jumlah ~elanja Tak Terdug!'.1a1------1------l-----'1-----1 
BELANJA TRANSFER 

' Belanja Mo?al Tanah 

Belanja Modal Peralatan Mesin 
I 

Belanja Modal Gedung Dan 
Bangunan l 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 

l 

.Jaringan Belanja Modal Aset Tetap 
Lain ya i 
Belanja Modal Aset Lainya1------+-----+---1-----1 
Jumlah Belanja Modal 

! 
: 

BELANJA TAK TERDUGA 
I 

Belanja Bararig Dan Jasa 
Belanja JBunga 
Belanja Subsidi 
Belanj a Hi bah 

! 
Belanja Bahtuan Sosial 

. I 
Jumlah Belanja Operasi 

BELANJA MODAL 
I 

BELANJA 
BELANJA OP,ERASI 

Belanja Pegawai 
' 

TOT.t'.\L PENDAPATAN 

Pendapatan Hi bah 
Pendapatan Dana Darurat 
Pendapatan Lainnya 
Jumlah Lain-lain Pendapatan 

I 

Daerah yang sah 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANGSAH l 

l 

i Jumlah - : Pendapatan Transfer 
Antar Daer'ah Total Pendapatan 
Transfer : t------t-----+----l-------l 



... 

Sisa Lebih Pembiayaari An aran 

Pembiayaan NEITO 

Pembayaran Punjamandari 
I LembagaKeuangan Bank 
I 

Pembayaran Punjamandari 
I Lembaga Keuangan Bukan Bank 
I . 
i 

Pembayaran I Pinjaman dari 
Masyarakat i Pemberi Pinajaman 
Daerah · Pengeluaran Pembiayaan 

! 
Lainnya 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan • 

' 

Pembayaran Punjarnari dari 
· Pemerintah Daerah Lain 

dari 
i . i 

Pembayaran Punjaman 
. - - I .. 

Pemerintah Pu sat 
' 

Cadangan 
Pemerintah 

PENGELUARJ\N PEMBIAYAAN 
. .· I 

' 
Pembentukari Dana 

. ! 

Penyertaan i Modal 
Daerah 

Jumlah Penerim aan Pembiayaa. 

Perierimaan Kembali Pemberian 
PinjamanDaerah 

[ 

Penerimaan Pem biayaan Lainnya 
.• t ·, 

' ' 

Penerimaan Pinjaman Daerah · 
=Masyarakat 

- ; l 
; 

. ' .. i 

Penerimaan Pinjaman Daerah 
. I . 

Pemerintah Daerah Lain 
i 

Penerimaan Pinjaman Daerah 
I LembagaKeaungan Bank 
! 

Penerimaan Pinjaman Daerah 
Lembaga.K~aungan Bukan Bank 

j . 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
I . 
I 

Penggunaan SiLPA Pencairan 
l Dana· Cadangan 

Hasil Penjualan Kekayaan Daer 
yangDipisAfikan . . 

I 
. I 

Penerimaan Pinjaman Daerah - 
' < f 

Pemerintah Pusat 



PEND APA TAN 
ANTARDAERAH 

' 

TRANSFER 

Jumlah Pendapatan 
. I 

: Transfer 
Pemerintah' Pusat -Lainnya 

Dana Insentif Daerah 
Dana Otonpmi Khusus 
Dana Keistimesaaan 

Dana Desa 
' 

TRAN SF 
PUSAT - ER PEMERINTAH 

LAINNYA , 

PENDAPATAN 
! 

Perim barigan 

Pendapatan 
Dana 

Dana Alokasi Khusus - Fisik 
Dana Alokasi Umum - Non 

I Fisik I 

.Juml.ah : 
Transfer: 

' 
Dana Bagi ; Hasil Dana 
Alokasi Umurn 

I 

! 

DANAPERIMBANGAN 

TRANSFER 
PUSAT - 

PEND APA TAN 
PEMERINTAH 

KEGIATAN I 

OPERASIONAL 
PEND APA TAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Pajak Daerah 
- I 

Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan • Daerah yang~~~-+~~~+-~~~~--+~~ 
Di pisahkari 

Lain-lain PAD yang sah 
! 

Jumlah Pendapatan Asli 
Daer ah 

Uraian 
I 
' 

20XI 20XO Kenaikan/ o/o 
Penurunan 

I 

(Dalam Rupiah) 

LAPORAN OPERASIONAL 
I 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 ! 
DESEMBER 20XI dan 2 lXO 

l 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
SKPKD 1 . 

i 



- 

20XI 20XO Kenaikan/ o/o 
Penurunan 

' 
Behan Bagi Hasil 
Behan Bantuan Keuangan 

' Jumlah Behan Transfer 

BEBAN TRANSFER 

Jumlah Be bari Penyusutan Dan 
Amortisasi i 

Behan Penyu sut.an Jalan, 
IrigasidanJaringan 

Behan Penyusutan Aset Tetap 
Lain ya 

Mesin 

Beban ~enyusutan Gedung 
Dan barigurran 

Behan Penyusutan Peralatan 

Jumlah Behan Operasi 
I . 

BEBAN PENYUSUTAN DAN 
AMORTISASI 

Behan Pegawai 

Behan Bf-rang Dan Jasa 
Behan Buriga 
Behan Subsidi 
Behan Hibah 
Behan Bantuan Sosial 

BE BAN 
BEBAN OPERAS! 

Lainnya 
Jumlah Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang sah 

' TOTAL PENDAPATAN 
' 

Pendapatan Hibah Pendapatan 
Dana D;arurat Pendapatan 

Uraian 
YANG SAH 

DAE RAH 

LAIN-LAIN 

PEND AP A TAN 
' 

Pendapatan Bagi Hasil 
Bantuan -~euangan 

Jumlah Pendapatan Transfer 
Antar Daerah I 

Total Pendapatan Tran sf er 

Behan Penyusutan Aset Lainya 1-------if-------+-------+-----1 

Behan Amortfsasi Aset tak 
Berwujud 



,. 

Uraian 20XI 20XO Kenaikan/ O/o 

Penurunan 
KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

i 

SURPLUS1DEFISIT 
SEBELUM POS LUAR 
BIAS A 

I 

POS LUA.R BIAS A 
i 

PEND AP AT AN LUAR 
BIAS A 
Jumlah Pendapatan Luar 
BiasaBEBAN LUAR BIASA 
Behan Luar Biasa 

Jumlah Behan Luar Biasa 
POS LUAR BIASA 

I 

SURPLUS/DEFISIT LO 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 

Surplus 

SURPLUS/DEfISIT 
SURPLUS/D~FISIT DARI 
KEGIATAN NONOPERASIONAL 
SURPLUS NQN OPERASIONAL 
Surplus 
Penjualan/ Pertukarany pelepasan 
Aset Non Lancar 

I 

Surplus Penyelesaian 
Kewajiban JangkaPanjang 
Surplus dari Kegiatan Non 
Operasional Lainnya 

i 

BEBAN TAK TERDUGA 

Be ban Tak! Terduga 
Jumlah Beban Tak Terduga 
JUMLAH BEBAN 

I 

Non Jumlah 
Operasional 



Tanah 

Peralatan Dan Mesin Gedung Dan Bangunan Jalan, 
Irigasi Dan J aririgan Aset Tetap Lain ya 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 

ASETTETAP 

Investasi Non Permanen Investasi kepada BUMN Investasi 
kepada BUM~ Investasi dalam Obligasi 
Investasi dalam royek Pembangunan 

Dana Bergulir 

Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi - 
Pemberian Pinjarnan Daerah 

Jumlah Invest.asi Permanen 

.Jumfah' Investasi Jangka Panjang 

[NVESTASI JANGKA PANJANG 
Jumlah Aset Lancar 

Aset yang dikonsolldasikan 

Piutang Lainnya 
Penyisihan 
Piutang Be ban 
Dibayar Dimuka 
Persediaan 

20XI 20XO 

Kas di bendahara Pengeluaran Kas di bendahara 
Penerimaan Kas Lainnya Setara Kas Piutang Pajak 

Piutang Retribusi 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang Transfer jPemerintah Pusat 

Piutang Transfer [An tar Daerah 

Kas Dan Setara Kas 

Kas di Kas Daerah 
' 

• ASET 
ASET LANCAR 

Uraian : 

NERACA 
PER 31 DESEMBER 20XI dan 21XO 

I Dalam Rupiah) 

SKPKD ..... r························· 
PEMERINTJ\H KABUPATEN BOMBANA 



.... 

i 

.Jumlah Aset Tetap 
! 

DANA CADANGAN 
i 

Dana Cadangan 

.Jum lah] Dana Cadangan 
ASET LAINNY A 

.· 

Tagihan jangka panjang Tagihan Penjualan Angsuran 
Tuntutan Gariti Rugi 
Kemitraan Dengan Pihak KetigaAset Tak Berwujud 
Aset Lain-Lairi 

; 

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi 
Penyusutan Aset Lainya 

.Jumlah] Aset Lainya 
i 

JUMLAH ASET 
KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga 

Utang Pirijam an JAngka Pendek 
i 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan 
! 

Diterima.Dimuka 
Utang Belanja' 

Utang .Jarigka Pendek Lainnya 

.Jum lah] Kewajiban JangkaPendek 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Utang kepada iPemerintah Pusat 

Utang kepadajl.embaga Keuangan Bank 

Utang kepada i Lembaga Keuangan Bukan Bank 
! 

Utang kepada Masyaralcat (Obligasi) 

Peremium (Diskonto) Obligasi 

. .Jurrrlah] Kewajiban .JarigkaPanjang 
! 

JUMLAH KEW AJIBAN 
EKUITAS 

; 

EKUITAS ' 

Surplus;/ Defisit - LO 

JUMLAH EKUITAS 

JUMLAH KEW AJIBAN DAN EKUITAS 



IDalam Ruciahl 
Uraian 20X1 20XO 

Ekuitas Awai i 

Surplus/Defis it LO 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 

' ' 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

I 

Koreksi Nilai Persediaan 
i 

Selisih Revaluasi Aset Tetap 
! 

Lain - lain 
. Ekuitas Akhir i 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

~EMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. 

Uraian I 

20XI 20XO ' 

Ekuitas ! Awal 
Surplus/ Defisit LO 
Darnpak.Kurnu.latif Perubahan 
Kebijakan Z Kesalahan Mendasar : 

I 

Sisa Lebih /Kurang 
I 

Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) 
I 

Koreksi Nilai Persediaan Selisib 
Revalua.si Aset Tetap Lain - Lain 

Ekuitas Akhrr 

(Dalam Rupiah) 

PEMERINTJ\H KABUPATEN BOMBANA 
SKPKD ~ . 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
I 

DESEMBER 20XI DAN 20XO 

. ! 



I 

BAB I i 1.1 Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan 
i Keuangan SKPD t 
! 

! 1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan ' 

I Keuangan SKPD 
1 1.3 Sistematika Penulisan Cata tan Atas 
1 

l Laporan Keuangan SKPD 
BAB II [Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

12.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target 
iKinerja Keuangan 
J Pemerintah Daerah 
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam 
pencapaian target 
yang ditetapkan 

BAB III Penjelasan Pas - Pas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
3.1 Rincian dari Penjelasan dari ma sing - 
masing pas - pas pelaporan 

keuangan 
3.1.1 Pendapatan - LRA 
3.1.2Belanja 
3.1.3 Pembiayaan 
3.1.4 Pendaptan - LO 
3.1.SBeban 
3. l.6Aset 
3.1.7 Kewajiban 
3.1.8 Ekuitas Dana 

' 3.2 Pengungkapan atas Pas- pas asset dan 
' kewajiban timbul sehubungan dengan ' yang 
' pen era pan basis akrual atas pendapatan dan 

belanjadan rekonsiliasinya dengan pen era pan 
' basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas 
' pelaporan yang menggunakan basis akrual 
; pada pemerintah daerah 

BAB IV Penjelasan atas informasi - informasi 
' nonkeuangan SKPD 

BABV: Penutup 

DESEMBER 20XI DAN 20XO 
I 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
' 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
i SKPD · . 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
' 

·,., 
I 

.. 



Uraian Anggar Realisa %, Realisa 
an si si 

PENDAPATAN 
! 

PENDAPA1'AN ASLI DAERAH 
i 

Pendapatan Pajak Daerah 
Peridapatan Retribusi 
Daerah i 
Pendapatan Hasil 
Pengelolaari Kekayaan 
Daerah f yang Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah 

Jumlhli Pendapatan Asli 
Daerah 

PENDAPATAN TRANSFER 
' 

PENDAPATAN TRANSFER 
PEMERINTAHPUSAT- DANA 

; 

PERIMBANGAN 

Dana 'B . Hasil Dana r agi 
Alokaai] Umum 
Dana Alokasi Khusus - Fisik 
Dana Alokasi Umum - Non 
Fisik 

Jumlah Pendapatan 
Transfer Dana 
Perimbangan 

PENDAPATAN TRANSFER 
PEMERINTAH PUSAT - 

! 
LAINNYA 

(Dalam Rupiah] 

I PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
i 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
' 

BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 
DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2021 

d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 



Belanja i Modal Peralatan 
Me sin Belanja Modal 
Gedung Dan Bangunan 
Belanja ! Modal Jalan., 
Irigasidan.Jaringan. 

I 
i 

Belanja ; Modal Aset Tetap 
Lainya Belanja Modal Aset 
Lain ya 

.Jurnlab Belanja Modal 

Belanja Modal Tanah 
' 

Belanja jBarang Dan Jasa 
Belanja iBunga 

I 

Belanja ! Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bant.uan Sosial 

Jumlah Belanja 
Operasi BELANJA MODAL ·. 

I 

Belanja Pegawai 
I 
i 

BELANJAi 
BELANJA 
OPERAS I 

.· 

i 

Penclapatari Hi bah 
i Pendapatan Dana Darurat 

.. I 

Pendap~tan Lainnya 
.Jumlah ! Lain-lain 

i ' 
Pendapatan Daerahyang sah 

I 
TO'I;AL PENDAPATAN 

YANG SAH 
' 

I 

PEND~ATAN DAERAH 
LAIN-LAIN 

.: 

PENDAPiATAN TRANSFER 
ANTARDAERAH 

i 
Pendapatan Bagi Hasil 

. I 
Bantuan Keangan 

I 

Jumlah Pendapatant-----+------1--+---- 
Transfbr Antar Daerah ! ~-1-----+-----lf----l-----l 
Total Pendapatan Transfer 

I 

Dana I Keistimewaaan 
Dana Desa 

Jumlhll. Pendapatan 
I 

Transfer Pemerintah ' t-----t------t--+---- 
Pu sat -Lainnya 

! 

i 

Dana 
Dana 

Insentif Daerah 
! 

Otonomi Khusus 
' 



.· 

.· 

Pembiayaan 
Penerimaan .Jumlah 

Pembiayaan Penerirriaan 
Lairmya] 

; 

Penerimaan 
I 

Daerah i - 

Keaungan Bank 
I 

Penerim~an Pinjaman 
Daerah : - Lembaga 
Keaungan Bukan Bank 

Penerimaan Pinjaman 
I 

Daerah +. Masyarakat 

Penerimaari Kembali 
Pemberian Pinjaman Daerah 

i 

Pinjaman 
Lembaga 

Daerah Lain 

Penerimaan Pinjaman 
I 

Daerah :- Pemerintah Pusat 
Penerimkan Pinjaman 

I 
Daerah i - Pemerintah 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Pengguriaan SiLPA 
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan 

Daerah'yang Dipisahkan 

SURfLUS /DEFISIT 
PEMBIAYMN 

Keuangan 
Daerah 

Belanja ! Bantuan 
Kabupafen ke 

I 

Provin si] 

Belanja i Bantuan Keuangan 
i 

Kabupaten kepada Desa 
' I 

.Jumlah Belanja Transfer 
JUMLAH BELANJA 

! 

Belanja i Bantuan 
Keuangan an.tar Daerah 
Kabupaten 

I 

. BELANJA1TAK TERDUGA 

Belanja Tak Terduga 
! 

.Jumlah Belanja Tak 
I Terduga 
I 

BELANJA (I'RANSFER 
: 

. ! 



.., 

Pembiayaan · Sisa Lebih 
.. Anggaran ; 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
' Pembentukan Dana 

Cadangan i Penyertaan Modal 
Pemerinrah Daerah 
Pembayaran Punjaman dari 
Pemerintah Pusat 
Pembayaran Punjaman dari 

. Pemerint~ Daerah Lain 
Pembayar'an Punjaman dari 
Lembaga Keuarigari Bank 

. Pembayaran Punjaman dari 
I Lembaga [Keuarigan Bukan ,___ _ 

. Bank i 
i 

Pembayaran Pinjaman dari. 
I 

Masyarakat Pemberi 
i 

· Pinajaman l Daerah 
Pengefuaran Pembiayaan · 
Lainnya 

Jumlali Pengeluaran 
Pembiayaan 
Pembiayaan NETIO 



T 

Pendapatan I Bagi Hasil Bantuan 
Keangan 

Jumlah Peridapatan 

PENDAPATAN 
ANTAR.DAE~ 

Dana Insentif Daerah 
Dana Otoriorni Khusus 
Dana Keistimesaaan 
Dana Desa 

Jumlah Pendapatan 
Transfer Pemerintah Pusat - 

Lainnya 

PENDAPATAN TRANSFER 
PEMERINTAHPUSAT - LAINNYA 

Dana Bagi 1 Hasil Dana Alokasi 
Umum 
Dana Alokasi Khusus - Fisik 
Dana AlokaJi Umum - Non Fisik 

Jumlah Pendapatan 
Transfer Daria.Perimbarrgarr 

PEMERINTAH PUSAT- DANA 
PERIMBANGAN 

TRANSFER PENDAPATAN 

Pendapatan i Pajak Daerab 
Pendapatan [Retribu si Daerah 
Pendapatan Hasil 
Pengelolaan, Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang sah 

Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah' 

OPERASIONAL 
PENDAPATAN t 

PENDAPATANiASLI DAERAH 
i 

KEG IATAN 

20XI 20XO Kenaikan/ 0/o 
Penurunan ' 

I Dalam Rupiah) 
Uraian 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 
20XI dan 2 lXO; 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
i 

LAPORAN OPERASIONAL 
I 



' DAERAH YANGSAH 
' 

Pendapatan! Hibah 
Pendapatan i Dana Darurat 
Pendapatan ! Lainnya 

, I 

.Jurnl ah Lain-I 
Perrda.pat.ari Daerah 

. I 

yang : 

sah 

TOTAL PENDAPATAN 

I 

Transfer An tar Daerah 
' 

Total Pende.patari Transfe r 

I 

~-ir, 

PENDAPATAN LAIN-LAIN 



-_-- 

. 

. ! 

SURPLUS NON_ OPERASIONAL 
i Surplus , 

Penjualany Pertukararr/ Pelepasan 
Aset Non Lancar 

I 

Strrphrs Periyeleeaiari Kewajiban 
.Jarigka Panjarig 

. I 

Tak 
I 

Terd'uga 
! 

JUMLAH BEBAN 
SURPLUS/DEFISIT 

I 

SURPLUS/D~FISIT DARI 
KEGIATAN ! 
NON OPERASIONAL 

BEBAN TRANSFER 
I 

Beban Bagi Hasil 
I 

Be ban Bantuan Keuangan 
. I 

Jumlah Behan Transfer 
BEBAN TAK tfERDUGA 

Beban Talcj'I'erduga 
. i 

Jurnla.h Be ban 

BE BAN 
BEBAN OPERAS! 

Beban Pegawai 

Beban Bararig Dan Jasa 
' Beban-Bunga 

Beban Subsidi 
. ! 

Beban Hibah 
Beban Bantuan Sosial 

Jumlah Be1?an Operasi 
BEBAN PENYUSUTAN DAN 
AMORTISASI ; 

Beban Penyusutan Peralatan 
I 

Me sin : 

Beban Penytrau cari Gedung Dan 
bangunan ! 
Beban iPenyusutan Jalan, 
Irtgaai dan J aringan 

I 

Be ban Penyu su tan Aset Tetap 
Lainnya : 

: 

Beban Penyusutan Aset Lainnya 
Beban Ainortisasi Aset tak 
Berwujud) 1----+---+-------+----i 

Jumlah ! Beban Penyusutan 
Dan Amdrtisasi 

20XI 20XO Kenaikan/ % 
Penurunan 

Uraian 
I 

I 

--------------------,-----.-----.--------.---~ 



n 

a 

Biasa 
BEBAN iLUAR BIASA 

Beban Luar Biasa 

Jumlah Beban Luar Bias 

PENDAPATAN LUAR BIASA 
Jumlah ! Pendapatan Luar 

BIASA LUAR POS 

Jumlah Surplus Non 
Operaaiorial 
JUMLAH , 
SURPµUS/DEFISIT 
DARI I KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

I 

SURPI.+US /DEFISIT 
SEBE:rJ.UM POS LUAR 
BIASAt 

Surplus dap. Kegiatan No 
Operasional Lainnya 

i 



' 
Uraian 20XI 20XO 

' ASET 
ASET LANCAR 
Kas Dan Setara Kas 

; 

Kas di· Kas Daerah 
! 

Kas di bendahara Pengeluaran 
Kas di benclahara Penerimaan 
Kas Lainnya 

i 

Setara KasPiutang Pajak 
. : 

Piutang Retribu si 
' 

Piutang Basil Pengelolaan Kekayaan 
' Daerah yang Dipisahkan 
! 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
! 

Piutang Transfer Pemerintah Pu sat 
; 

Piutang ! Transfer Antar Daerah 
Piutang Lairmya 
Penyiaihari Piutang 
Behan Dibayar Dimuka 
Persediaari 
Aset yang idikonsolidasikan 

Jumlah Aset Lancar 
I 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
: 

Investaai Non Permanen 
I 

Investasi kepada BUMN 

Investasi kepada BUMN 

Investasi dalam Obligasi 

Invest~si dalam royek 
Pembarigurian 

i 
Dana Bergulir 

i 
Jumlah Investasi Non 

I 

Permarien 

(Dalam Rupiah) 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
NERACA 

PER 31 DESEMBER 20XI dan 21XO 
I 

Uraian 20XI 20XO Kenaikan/ % 
' 
i Penurunan 
I 

POS LUAR BIASA 
' ' SURPLUS/DEFISIT LO 

..,. 



' 
Investasi Permanen 

Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah 

Investa'.si - Pemberian Pin jam.an 
Daerah 

' 
.Jumlah Investasi Permanen 

.Jurnlab Investasi Jangka· 
Parijarig 

ASETTETAP 
! 

Tanah , 

Peralatan Dan Mesin 
i 
i 

Gedung) Dan Bangunan Jalan, 
Irigasi Dari Jaringan A set Te tap 
Lain ya 
Konetruksi Dalam Pengerjaan 

i 
Akurrrula si Penyusutan 

.Jurnlah Aset Tetap 
i 

DANA CADANGAN 

Dan.i Cadangan 
I 

.Jurulah Dana Cadangan 
ASET LAINNYA 

Tagihanj jangka panjang Tagihan 
Penjualan Angsuran Tun tu tan 
Ganti Rugi 

Kemitrakn Dengan Pihak Ketiga Aset 
Tak Berwujud 
Aset Lam-Lain 

; 

Akurrrulaai Amortisasi Aset Tak 
Berwujud Akumulasi Penyusutan 

' Aset Lainya 

.Jumlah Aset Lainya 
! 

JU:MLAH ASET 
' KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
i 

Utang t Perhitungan Pihak Ketiga 
(PFK) Utang Bunga 

I 

Utang iPinjaman JAngka Pendek 
Bagian j Lan car Utang Jangka 
Panjarig Pendapatan Diterima 
Dirrruka' 

! 
Utang Belanja 

. I 



' 
' 

Utang Jf1-Ugka Pendek Lainnya 
' 

.Jurntah Kewajiban Jangka 
! 

Peridek 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG . 

; 

Utang kepada Pemerintah Pusat 
' 

Utang kepada Lembaga Keuanganl 
Bank ; 

Utang kepada Lembaga Keuangan 
Bukan Bank 

Utang Icepada Masyarakat (Obligasi) 

Peremium (Diskonto) Obligasi 
' .Jurnlab Kewajiban Jangka 

. Parijarig 

JUMLAH KEWAJIBAN 
EKUITAS i 

EKUITAS 
! 

Surphra/ Defisit - LO 
I 

JUMLAH EKUITAS 

JUMLAH KEWAJIBA.l\ 
DANEKUITAS 



sebagai 
Tahun 

Saldo Anggaran Lebih Awal 
Pengguhaan SAL 
Penerimaan Pembiayaan 

I 

Berjalan 

Subtotal 
Sisa Lybih/Kurang 

Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA/~iKPA) 

Subtotal 
Korelcsi: Kesalahan Pembukuan 
Tahun Sebelumnya Lain-lain 

Saldo Anggaran Lebih Akhir 

20XO Uraian i 

(Dalam Rupiah) 
20XI 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
' LAPORAN PERUBAHAN SALDO 
ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 
20XI DAN 20XO 

Uraian : 20XI 20XO 
Ekiritaa: Awal 
SurplusV Defisit LO 
Dampalc Kumulatif Perubahan 
Kebijakan/ Kesalahan Mendasar : 

I 

Sisa Lebih /KurangPembiayaan 
Anggaran (SILPA/ SiKPA) 

Korek~i Nilai Persediaan Selisih 
I 

Revaluaai Aset Tetap Lain - Lain 
I 

Ekuitasf Akhir 

(Dalam Rupiah) 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
' UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 

DESEMB~R 20XI DAN 20XO 



I 

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan 
kepada DJsa 

Jumlah Arus Keluar Kas 
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi 

Pembayarari Pegawai 
Pembayaran Barang dan Jasa 

I 

Pembayaran Bunga 
I 

Pembayaran Subsidi 
Pembayaran Belanja Hibah 
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 
Pembayaran Tak Terduga 
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan 
an tar Daerah Kabupaten 

Pembayaran Belanja bantuan Keuangan ke 
Daerah Provln si 

I 

ARUS KELUAR KAS 
i 

Penerimaa'n Dana Darurat 
I 

Penerimaari dari Pendapatan Lainnya 
Jumlah Arus Masuk Kas 

i 

Penerimaari Keistimewaan 
; 

Perierimaarr Dana Desa 
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi 
Penerimaan Bantu an Keuangan 
Penerimaan.Hibah 

I 

ARUS MASD;K KAS 

Penerimaa:h Pajak Daerah 
Penerimaah Retribusi Daerah 
Penerimaari HasilPengelolaan Kekayaan 

i 
Daerah yangDipisahkan 

I 
Penerimaari Dana Bagi Hasil 
Penerimaah Dana Alokasi Umum 

i 

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik 
I 

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non 
Fisik Penerimaan Dana Insentif Daerah 

I 

Penerimaan Dana Insentif Daerah 
Penerimaah Dana Otonomi Daerah 

ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERAS! 

20XO 20XI Urai 
an 

I Dalam Rupiah) 

i 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
DESEMBER 20Xl DAN 20XOMETODE LANGSUNG 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

LAPORAN ARUS KAS 



ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 
ARUS MASUK KAS 

' 
; 

Pencairan Daria Cadangan 
Penjualan aras Tanah 
Penjualan atas Peralatan dan Mesin 

' 

, 



ARUS KAS BARI AKTifITAS TRANSITORIS 

ARUS MASUK KAS 
i 

Penerimaan i Pinjaman Daerah - Pemerintah 
' I 

Pusat Penerimaan Pinjaman Daerah 
., I 

Pemerintah ! Daerah Lain Penerimaan 
; 

Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank 
Penerimaan Pinjaman Daerah Lembag 
Keuangan Bukan Bank Penerimaan Pinjam 
Daerah Masyrakat (Obligasi Daerah) 
Penerimaan Kembali Pemberian . Pinjam 
DAerah 

.Jumlah Arus Masuk Kas 
i 

ARUS KELQAR KAS 
Pembayaran, Pinjaman dari Pemerintah 
Pembayarari Pinjaman dari Pemerintah Daera 
Lain Perribayaran Pinjaman dari Lembag 

I 

Keuangan Bank 
Pembayarari Pinjaman dari Lembaga Keuang 
Bukan Bank Pembayaran Pinjaman d 
Masyrakat : (Obligasi Daerah) Pemberi 
Pinjaman Daerah 

Jumlah Arus Keluar Kas 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

Pemberrtukan Dana Cadangan 
Perolehan Tanah 
Perolehan : Peralatan dan Mesin . I 

Perolehan i Gedung dan Bangunan 
Perolehan /Jalan, Irigasi dan Jaringan 

I 
Perolehan i atas Aset Tetap Lainnya 
Perolehan atas Aset Lainnya 
Pengeluarari Penyertaan Modal .Pemerintah 
Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi 

I 
Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas 

I 

Arus Kas Beraih dari Aktivitas Investasi 

Penjualan i atas Gedung dan Bangunan 
I 

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 
· Penjualan i atas Aset Tetap Lainnya 
Penjualan atas Aset Lainnya 

. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
I 

Dipisahkari 
Penerimaan Penjualan Investasi No 

i 

PermanenJumlah Arus Masuk Kas 
' i 

ARUS KELUAR KAS 
! 



ARUS MASUK KAS . ! 

Penerimaari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
! 

Jumlah Arus Masuk Kas 
! 

ARUS KELUAR KAS 

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
Jumlah Arus Keluar Kas 

Arus 1 Kas Bersih dari Aktifitas 
Trarrsitoris 

Kenaikan/Penurunan Kas 
Saldo Awal' Kas 
Saldo Akhir Kas 



·· BAB I 1.1 I;Aaksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD 
1.2 Laridasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan 
SKPB 
1.3 Sistematika Penulisan Cata tan Atas Laporan 
Keu angari SKPD 

BAB II Iktiaar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 
Pemerti.ntah Daerah 
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

I 

target] yang ditetapkan 
BAB III Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

3.1 Rincian dari Penjelasan dari masing - masing pos - 
I 

pos pelaporan 
I 

keuangan 
3.1.1 Pendapatan - LRA 

' 
~.l.2Belanja 
3.1.3 Pembiayaan 
3.1.4 Pendaptan -·Lo 
3.1.5Beban 
3.1.6Aset 
3.1. 7 Kewajiban 
?.1.8Ekuitas Dana 

3.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang 
I . 

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 
peridapatan dan belanjadan rekonsiliasinya dengan 

I 
' basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas penerapan 
I 

pelaporari yang 
mengguriakan basis akrual pada pemerintah daerah 

BAB Penjelaaan atas informasi - informasi nonkeuangan SKPD 
IV ' 

BABV Penutup 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 
;cATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
I 

DESEMBER 20XI DAN 20XO 



·1. Ketentuan Umum 
! 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 dan 190 Peraturan 
Daerah Bombaria Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Keuangap Daerah, Peraturan Bupati ini membuat ketentuan 
terkait penyu strrian dan pembahasan rancangan Peraturan 
Daerah l ten tang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 

I 

sebagai berikut: 
a. Bupa~i menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

I 

Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja 
dan l~poran keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. 

! . . 
b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh I Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan 
Daera.h tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 
dilanipiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas 
Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi 
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih 
lanjut dengan peraturan Menteri. 

c. Raricangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban 
pelalcsanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas 
Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan 
bersama. 

I 
d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah 

dilalcukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 

I 
e. Atas i dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan 

ranc~gan Peraturan Bupati · tentang penjabaran 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. 

I 
f. Dalam hal dalam waktu 1 ( satu) bulan sejak diterimanya 

rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban 
pelalcsariaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil 
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan 
Perafur'an Daerah ten tang pertanggung jawaban pelaksanaan 
APB:£?, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati 
tentapg pertanggung jawaban pelaksanaan APED. 

g. Rancf=lilgan Peraturan Bupati tentang pertanggung jawaban 
pelakaanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh 
peng~sahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

h. Urrtuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan 
! 
i 

APBD 

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RAN CAN GAN 
PERATURAN DAERAH.PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN 

! 

A. 

I 

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNG JAWABAN 
PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN .DAN BEBAN DAERAH 

! 
I 

BAB VIII 



2) Gupernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan 
r~cangan Peraturan Bupati tentang pertanggung 
jawaban pelaksanaan APBD. 

3) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi 
Peraturan Bupati tentang pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBD. 

f 

Bupati tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 
I 

beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) 
hari terhirung sejak DPRD tidak mengambil keputusan 
bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

2. Keterrtuan Pelaksanaan 
a. Penyarnpaiari dan pembahasan bersama rancangan 

: Peraturan Daerah ten tang pertanggung jawaban 
l 

pelalcsariaan APBD. 
1). Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 

I 

tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta 
penjelasari dan dokumen pendukung kepada DPRD paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 
Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBD. 

3) HaJil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang 
I 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dituangkan 
I 

dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 
I 

Bupati dan pimpinan DPRD. 
4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Bupati 
tentarig pertanggung jawaban pelaksanaan APBD saat tidak 
tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 
Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan 
Bupat'i tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari 
guberrrur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah 
Kabupaten dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut: 

i 
1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati 

terrtang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta 
perijelasan dan dokumen pendukung kepada gubernur 

I 
se9agai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) 
harf sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama 
dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah 
ten tang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. 

I 



1. Keterrtuan Umum 
I 

BerdasJrkan ketentuan dalam Pasal 188 Peraturan · Daerah 
Bornbaria Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, I ketentuan terkait evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentarig Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan 
Raricangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggung 
jawaban Pelalcsanaan APBD adalah sebagai berikut: 
a. Rancahgan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban 

pelaksariaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan 
rancangan Peraturan Bupati ten tang penjabaran 

I pertanggurig jawaban pelaksanaan APBD disampaikan 
kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling 

I 

lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban 

I 

pelakaanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan 
I 

oleh Bupati. 
b. Gubeinur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan 

evaluaai terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 
Peratti.ran Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggung 
jawabflll pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian 
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah 

I 

tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran 
perubahan APBD, dan/ atau temuan laporan hasil 
pernerflceaarr Badan Pemeriksa Keuangan. 

c. Hasil i evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat kepada Bupati Bombana paling lambat 15 
(lima ! belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan 
Peraruran Daerah ten tang pertanggung jawaban 
pelaksariaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. 

d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah 
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan 
raricangan Peraturan Bupati ten tang penjabaran 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai 
derigarr Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah 

i tentru;ig perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang 
penjaparan APBD, Peraturan Daerah tentang penjabaran 
peru9ahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan 
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 
Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi 

i Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi 
Peraruran Bupati. 

PELAKSANAAN APBD 
I 

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNG 
I 

JAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN 
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN 

I 

B. 

- I 
I 



; 

2. Keterituari Pelaksanaan 
a. Paling: lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Eersama 

dengan DPRD, Bupati mengirimkan rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 
serta l rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggurig jawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur 
selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 

b. Guberrrur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan 
evalua'si terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertan'.ggung jawaban pelaksanaan APED serta rancangan 
Perat~ran Bupati tentang penjabaran pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBD. 

c. Guberrrur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan 
surat : keputusan mengenai hasil evaluasi untuk 
disampaikan kepada Bupati. 

e. Dalam' hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah 
terrtang pertanggung jawaban pelaksanaan APED dan 
raricarigan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pertanggung jawaban Pelaksanaan APED bertentangan 
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah 
tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran 
perubahari APBD, dan/ atau tidak menindaklanjuti temuan 
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 
Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 
lama ~ (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati 
dan QPRD dan bupati menetapkan rancangan Peraturan 
Daerah ten tang pertanggung jawaban pelaksanaan 

APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan 
Bupati] Kabupaten tentang penjabaran pertanggung jawaban 
pelaksariaan APBD menjadi Peraturan Bupati, gubernur 
menguaulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri 
menguaulkan kepada menteri yang menyelenggarakan 

I 

uru sari pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan 
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 
sesuai [dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Keterrtuari lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan 
I 

Peraruran Daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 
dan ! evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD diatur 

. 'I 

derigari Keputusan Menteri. 
h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang 

I 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 
I 

Perattrran Bupati tentang penjabaran pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan 
evalua.si dapat memuat informasi aliran data, penggunaan 
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

' 

'I 

1 



perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan 
' ! 

daerah dan trtang daerah. : 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan 
! 

utang daerah i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
. 1 . 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 190 dan Pasal 191 Peraturan 
I 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait pengelolaan 
kekayaan daerah dan utang daerah adalah sebagai berikut: 
1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, 

belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap 
Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis 
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan 
. I 

tepat wakru, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-uridangan. 

4. Penyeleaaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata 
dapat dilaki.J.kan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang 
Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan 

i 

peraturan perundang-undangan. 
5. Piutang Daerah dapat dihapuskari. secara mutlak atau bersyarat 

dari pemb'ukuari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
' undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara 

dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 
penyelesaiarmya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

· perundang- jundangan. 
6. Pemerintah f Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka 

memperoleh' manfaat ekonomi, sosial, dana atau manfaat lainnya. 
7. Pengelolaan] BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
8. Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan 

I 

ketentuan peraruran perundang-undangan. 
9. Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan 

peraturan peruridang- undangan. 
I 

10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah 
dibebankarijpada anggaran Beban Daerah. 

BAB IX 
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan 
laporari hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, 
Bupati menetapkan rancagan Peraturan Daerah menjadi 
Perattiran Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi 
Peratu'.ran Bupati. 

' ! 

. I 1 



dengan keterrtuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai perigelolaan BLUD. 

I 

Berdasarkari ketentuan dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 
; 

200 Peraturarr Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait 

I 

pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut: 
I 

1. Pemerintah i Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka 
menirigkatkan pelayanan kepada masyarakat seeuai dengan 

I 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

Bupati merietapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada 
yang dilaksail.akan oleh pejabat pengelola BLUD. 

I 
3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kebijakan fl.Jksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan 
I 

umum terurama pada aspek manfaat dan pelayanan yang 
dihasilkan. 

4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: 
a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum; 

I 
b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi 

dan/ataui layanan kepada masyarakat; dan/atau 
c. pengelola~ wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan 

meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. 
5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. 
6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang 

dikelola urrtuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 
8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 
9. Pembinaan keuarigan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan 

teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab 
atas Uru san Pemerintahan yang bersangkutan. 

10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk 
membiayai Beban BLUD yang bersangkutan. 

11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari 
aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. 

12. Rencana bismis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja 
BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkani dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan 
keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

13. Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai 
I 

BABX 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
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a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan 
I laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. mem1?antu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan 
c. Daerah; membantu Kepala Daerah dalam melakukan 

evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; 
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah: 

I ' 

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan 

daerah; dan 
i 

A. PENYAJIAo/ INFORMASI KEUANGAN DAERAH 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 203 Peraturan Daerah 

I 
Kabupaten' Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan 
Keuangan i Daerah, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi 
Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Pemeriritah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan 

daerah dan diumurnkan kepada masyarakat. 
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi 

pengariggarari, pelalcsarraan anggaran, dan laporan keuangan. 
3. Informaki keuangan daerah digunakan untuk: 

! 

BAB XII 
INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah 
.. I . 

dilaksanakan · scsuai dengan ketentuan peraturan Pedoman teknis 
mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah dilaksanakan sesuai 

I 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur 
mengenai perigelolaarr kerugian keuangan daerah. 

' ! 

Berdasarkk ketentuan dalam Pasal 201 dan Pasal 202 
Peraturan Daerkh. Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang 
Pengelolaan Keuarigari Daerah, ketentuan umum terkait pengelolaan 
penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut: 
1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar ihukum atau kelalaian seseorang wajib segera 
diselesaikan: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 

undangan ... 
2. Setiap beridahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat 

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 
kewajibarmya, baik langsung atau tidak langsung merugikan 

! ' ' 

Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud. 
3. Ketentuan · mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara 

. I 
mutatis rrrutarrdis terhadap penggantian kerugian. 

4. Tata cara penggaritian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan 
I peraturan peruridang-uridangan. 

BAB XI 

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 
' 



; 

Berdaaarkan Pasal 203 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah 
I . 

Kabu pateri Bombana Nomor 3 Tahun 2021, ketentuan umum 
I 

terkait Konsolidasi Statistik Laporan Keuangan Pemerintah 
I 

Daerah adalah sebagai berikut: 
a. Dalruh. rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah 

I 

B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 
I 

DAERAH '. 
I 

i 
1. Ketentuan Umum 

g. melakilkan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
I 

4. Inforrna.si keuangan daerah harus mudah diakses oleh 
masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam 

I 

Negeri dan Menteri Keuangan. 
I 

5. Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah 
dikenai sk.nksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundarig-undangan. Selanjutnya melaksanakan ketentuan 

I . . . 

Pasal 209 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
! 

Tahun 2021, ketentuan · umum terkait Penerapan Sistem 
Pemerinthllan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan 
Keuangaii Daerah, sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis 
I 

elektron~ dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan 
sistem pemeriritaharr berbasis . elektronik dapat dilakukan 
secara [bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau 
kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

I 

peraturari perundang-undangan yang berlaku. 
l 

2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
merrunrut perubahan paradigma dari yang sebelumnya 

I 
berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi 

I 

secara elelctroriik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai 
berikut: I 
a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan . dapat dilakukan 

secara' elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang 
andal i pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai 
pengguria yang unik. 

b. Inforrnasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, 
dapat idisampaikan secara elektronik melalui tampilan (user 

f - • 

interface] dalam sistemyang memadai. 
c. Iritegra.si antar sistem yang memungkinkan transfer data 

dan ihformasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan 
I 

perundang- undangan yang berlaku. 
I 

3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus 
I 

disertai ihal- hal sebagai berikut: 
I 

a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan 
budaya digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah. 

b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai 
acuan penyusunan petunjuk .tekrris pengelolaan keuangan 

I 

daerah, pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, 
dan e1valuasi. 

I 
i 

., 



a. Bupati' bagi perangkat daerah; dan 
b. Kepal~ Perangkat Daerah bagi Pegawai pada masing- 

Pembiriaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan 
sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan 
dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem 
tersebut secara terus meneru s dengan tujuan mewujudkan 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. 

Berdas:k.rkan ketentuan dalam Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, 
I 

Pasal 219 .dan Pasal 222 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
ketentuan u:µium pembinaan dan pengawasan sebagai berikut: 
1. Pembiriaan dan pengawasan ·Pengelolaan Keuangan Daerah 

secara rraeiorial dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. 
2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah . I 

dilakaanakan oleh: 
I 

BAB XIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi 
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di lingkup 
Daerah provinsi. 

b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan 
Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi 
dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerirrtab.an di bidang keuangan. 

' 
2. Ketentuan Pelaksanaan 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 
ketentuan pelaksanaan sebagai berikut: 
a. Pemer'irrtah Daerah · melakukan Penyusunan Laporan 

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan 
Akun i Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang 
terdiri atas: 
1) Laporan Operasional (Statement of Operations); 
2) Laporan Arus Ekonomi · lainnya (Statement of Other 

! 

Economic Flows); 
; 

3) Neraca (Balance Sheet); 
4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan 
5) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan 

Pemerirrtah Daerah. 
b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik 

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di lingkup 
Daerah Provinsi. 

c. Kemerrterian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik 
atas i laporan konsolidasi statistik Pemerintah Daerah 
Provinsi. 

., 



masing Perangkat Daerah. 
3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, 

perrdidilcan dan pelatihan, serta penelitian dan 
perigernbarrgan. 

4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, 
pemarrtauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan 
lainnya I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
uridangan. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui 
evaluasi Icirierja pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan 

I 
untuk mengevaluaei kemampuan Pemerintah Daerah beserta 
seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam 
Pengelolaari Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan 
perundarig-uridangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga 

I 
melihat I proses pengelolaan keuangan daerah di semua 
tahapanriya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang 

I 
telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, 
sebagai berikut: 

a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, 
wawancara mendalam, dan/atau penelaahan dokumen. 

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya 
marruaia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang 
mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah 
daerah. r 

c. Hal-hal i teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja 
pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk 
penerrtuan kriteria dan indikatornya, akan diatur dalam 
petunjuk teknis tersendiri. 

5. Pembinaani dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan 
keterrtuan peraturan perundang-undangan. 

6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, 
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib 
menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan 
Kegiatan Pemerirrtahan Daerah. 

I 

7. Penyeleriggaraari sistem pengendalian internal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pemerintah' Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis 
elektronik 9-alam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

9. Penerapan ! sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat 
dilakukan ;secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/ atau 
kapasitas Pemerintah Daerah. 

10. Pemerintah Daerah wajib menerapkan system pemerintahan 
berbasis etektrornk di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 
secara terirrtegra.si paling sedikit meliput: 
a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah 

Daerah; 
b. Penyusunan rencana kerja SKPD; 
c. Penyusunan anggaran; 

' 
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d. Pengelolaan pendapatan daerah; 
e. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; 
f. Akuntansi' dan pelaporan ; dan 
g. Pengadaan barang dan jasa. 

11. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan 
- daerah dikelbla dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan 

. I 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
12. Penetapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib 

mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 
pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya. 

13. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri yang 

I . 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan 
penundaan clan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan atas usulan Menteri. 

""\ 


